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Nomor :25%/PDT.G/2021/PN.Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAMAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili pekara perdata
pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sehaqai berikut, dalam perkara
antara: :
1. Ibrahim Bin Jungkir, Warga Negara Indonesiz, beralamat ci Lingkungan
Bojong, RT.004/RW.019  Kelurahan  Abadijaya,
Kecamatan Sukmajaya, Kota Jepok. untuk selanjutnya
disebut sebagai, Penggunat I

2. Namin, Warga Negara Indonesia, beralamat ol Lingkungan Cipayung,
RT.006/RW.0N1  Kelurahan Abadijsya, Kecamatan
Sukmajaya, Kota Depok. Untik sglanjutnya disebut
sebagai Penggugat I;

3. Arf, Warga Negara Indonesia, beralamat di Lingkungan Cipayung,
RT.005/RW.02B, Kelurahan Abadijava, Kecamatan
Sukmajaya, Kota Depok. Urtuk selanjutnya disebut
sebagai Penggugat | 1,

Abdullah, Warga Negara Indonesia, heralamat di Palsigurung, RT.001
RW.002, Kelurahan Mekarsar Kecamatan Cimanggis,
Kota Depok. Untuk selanjutnya disebut sebagai
Penagugat IV,
H. lfet Barjah, Warga Megara Indonesia, beralamat di Gang Sawo
Cimanggis  RT.001/RW.002  Kelurahan  Curug,
Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Untuk selanjutnya
disebut sebagai Pengagugat V;
8. Haryanto Damawan L, Warga Negars Indones a, beralamat di Cisalak
Pasar RT.ODI/RW.006 Kelurshan Cisalak  Pasar,
Kecamatan Cimanggis, Kota Cepok. Untuk selanjutnya
disebut sebagai Penaogugat VI,
T. Aru Junaedi, Warga Megara Indnnasia, be-a amat di J. Gas Alam
Cisalak, RT.003/RW.0NT Kelurahan Curug, Kecamatan
Cimanggis, Kota Depok, untuk selanjutnya disebut
sebanal Pengqugal VII;
8. Ahmad Tohir, Warga Negara Indnnasia, h'.!-ralnmai di Kp. Bojong
RT.005, RW.020, Xelurahan Baktfijava, Kecamatan
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_ Sukmajaya, Kota Depok., Unfuk selanjutnya disebut
sehagai Penggugat VI

8. Muhammad Saim, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung
Baru Gas Alam No.61 RT.002/RW.007 Kelurahan Curug,
Cimanggis, Kota Depok. Untuk selanjutnya disabut
sebagai Penpgugat 1X;
Penggugat | sampai dengan Pengougar X datam hal ini
telah member kausa kapada Hugo £. Franata, S.H.,
M.H., RJ. Soshandoye, 5.H., Bagus Bastoro, S.H., Fikri
Wijaya, 5.H., Mega Poerho Paningkas, & ., Panca Putra
Pamungkas, S H., Raden Gangah Sufaro, S.H., dan
Syarifuddin - Achmad S H. M.H, Para Advokat dan
Konsultan Hukum pada Kantor Hukum FUGO FRANATA
& PARTMER yang beralamat kantor di Kawasan Great
Western Resort Serpong, Blok B 1 Nomer : 3, Jalan MH
Thamrin Km., 2.7, Kebon Nanas, Kta Tangerang,
berdasarkan Swrat Kuasa Khusus  Nomor
O41/SKK/MFPIX2021 tertanggal, 15 Okiober 2021 yang
telah didaflarkan di Kepanileraan Pengadilan Negeri

m ; Depok tertanggal 17 November 2021 dengan Nomor

/ EuReqg. 1045/5KPdU2021/PN.Dpk,  untux selanjutnya

?“_;" isebut sabagai Para Pengquigat;

MELAVWAN

unikasi dan Informatika Republik Inconesia (Dahulu

partemen Penerangan Republk Indonesis Cq. Direktorat
Radio Cq. Proyek Mass Media Radin Rap_blik Indonesia),
beralamat di Jalan Medan Merdeoka Barat Mormor : 9 Jakarta
dalam hal ini diwakili oleh Johnny G. Plste selaku Menteri
Kemunikasi dan Informatika Repuhblik Indonesia dan telah
memberi kuasa kepada Bertiana Sari, Mashur Gustriono,
Heri Sunario, Prananto Nindyo AN, Leilah, Zwi Rendrahadi
Sanyoto, Voni Beatrix Muguri, Adam Maulizwan Hasan dan
Philip Kotler kesemuanya merupakan Apara-ur Sipil Negara
(ASN) pada Kementerian Kemuonikasi can Informatika
Republik Indonesia yarg beralamat di Jalan Medan
Merdeka Barat Momor: 9 .Jakarta, herdasarkan Surat Kuasa
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Khusus  Momor 870/ KOMINFO/MHEK. 10.01/12/2021
tertanggal, 16 Desember 2021 yang telzh didaftarkan di
Kepanileraan Pengadilan Nejeri Depok tertanggal 29
Desember 2021 dengan homor Reg.
118WSK/Pdt2021/PN.Dpk. urtuk selariutnya  disebut
sabagai Tergunat |
2. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, berslamat di Jalan
Medan Merdeka Barat Momor : 3 Jaksarta, calam hal ini
diwakili cleh | Hendresmo selaku Direktur Jtama Lembaga
Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (L=P RRI) dan
telah memberi kuasa kepada Elly Tusti Ratnosari, 5.50s,
Esa Mahdika, SH, Salrio Wisqu Wibowe, SH. Awaludin
Panji Satria, SH dan Kiky Angkasa Perdana Putri, SH, Para
Pegawai Lembaga Panyiaran Publik Radio Republik
Indonesia (LPP RRI) pada Bagian Hukur LFP RRI yang
beralamat pada Kantor Fusat Lemaanga Femyiaran Publik
Radio Republik Indonasia (LPP RRI Jalan Mecan Merdeka
arat Nomor 4-5 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa
sus Nomaor | 3058/DUM 212021 tedangeal 23 Desember
yang telah didafiarkan di Kepaniteraan Pengadilan

i Depok tertangqai 29 Desember 202° dengan Nomor

T191/SK/PAt2021/FN.Dpk untuk selznjuinya disebut

gai Terguagat II;

3. Kementerian Agama Republk Indonesia Cn. Direktorat  Jenderal
Pendidikan lslam Cg. Direktur Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam beralamat d Jalan Lapancan Banteng
Barat Noamor 3 - 4 Jakarta, 10710 datam 53 ini diwakili oleh
Prof.Dr.H.Suyitna  selaky  Dirsktu-  Pendidikan  Tinggi
Keagamaan Islam dan telah membe kuasa kenada Dendy
Zuhairitfinga, SH., MH,, ldrus Mau'ana Yasuf, SH., MH,
Latfan,5SH., Albar Rizky Dhea Mevandra, S dan Rosddiono
Saka,SE., SH., MH_, Para Advokat dan Penasshat Hukum
pada Kantor Hukum "DZ FINSA & FARTNERS' yang
berkantor di : 88 Office, EightyEight, Tower A _antai 38 @
Kota Kasablanka, Jalan Gasablarca Kav. 88, Kotamadya
Jakarta Selatan, Provingi DK Jakara 12870, berdasarkan
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Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Desember 2021 yang
telah didaftarkan di Kepanitaraan Pengadilan Negen Depok
tertanggal 08 Desembar 2021 dengar Nomor Reg.
1108/SK/PAVZ021/PN.Dpk, untuk  selanjutnya  disebut

sebagai Tergugat III;
4. Universitas Islam Intemational Indonesia (LN} haralarmar di Jalan Raya
Bogor Km. 33,5 Kelurahan Cisalak. Kecamatan Sukmajaya,
Kota Depok, Prov, Jawa Barat, 16418 dalam hal ini diwakili
oleh Prof. Dr. Komarddin Hidava: MA., selaku Rektor
Universitas Islam International Indanesia UII'Y dan telah
member kuasa kepada Drs. Misrad, Sk, MH., Warga
Negara Indonesia, Advokat dan Kcnsultan Hukum, pada
Kantor Pengacara Misrad-Santuso & Associates, yang
beralamatldi Jalan H. Samali Momor : 4, Kal bata, Pancoran,
Pasar Mingqu, Jakarta Selatan, 12740 be-dasarkan Surat
Kuasa Khusus terfanggal 08 Movember 2321 yang telah
didaftarkan di Kaepaniteraan Pengadilan Megeri Depok
ﬂ;r_-rﬁiertanqgal 17 November 2021 dengan Nomor Reg.

o NEg
# > 431’EWPdt.fEDE1fF'N Dpk, wntuk selanutnva  disebut

¢ .- agai Tergugat IV,

: a Kota Depok (dahulu Kantar Pertanahat Kabupaten
ur] yang beralamat di Depok Jawa Barat dalam hal ini
akili oleh Ery Juliani Pasoreh, 5H. M. Si selaku Kepala

3 Hantur Partanahan Kota Depok dan talah memberi kuasa
kepada Lucky Ariansa,SH.MH, Yudhi Subagja, SE.,MH,
Murdianto Hendro Sakti,.SH, Rudy Frihantcno dan Martha
D. Lumbang Tobing, AMd kesemuanya pegawai pada
Kantor Pertanahan Kaota Depok berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Momor : 2/SKU-MP.02.03,76/X172021 rertanggal 8
Desembear 2021, yang telah didafizrkan ¢l Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Depok tertangoal 14 Cesember 2021
dengan Nomor Req, 1127/SK/Pdt2021/°N.Dpk, untuk
selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

6. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Masional Propins: Jawa Barat,
beralamat di Jalan Soekarmo-Hatla Bandung, wuntuk

selanjuinya disebut sebagai Tergugst VI,
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7. Kementerian Agraria dan Tota Ruang/Badan Pertanahan _

Republik Indonesia, beralamat di ]:la-l'l'él“nx.__ﬁ
Sisingamangaraja Kebayoran Bar, Jakarta Selatan dalam --
hal ini diwakili oleh Sofyan A.Dja'il selaku Menteri Agraria
dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Masiona) Republik
Indonesia dan telah memheri kiLasa kepada
Setyowantini,SH., M_Kn, Budi Susanto, A.Ptnh, Farina
swantaro, S.H., Rizkiardi, A.Md dan Rahmi Febiazari, S.H.,
M.Kn kesemuanya pegawai pada Kementarian Agraria dan
Tata Ruang/Badan Peranahan Masional Republik
Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
G2/5Ku-HK.03.02/X1112021 tertanggal 22 Desember 2021,
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Depok tertanggal 29 Desember 2021 dengan Momor Reg.
TMBB/SK/PAU2021/PN . Dpk, urtuk  selanutnya disebut
sabagai Tergugat VII,

Pengadilan Negen tersebut;

Telah memperhatikan Penetapan Ketua Pengadi'an Nejeri Deﬁﬂh Momor

259/Pen, Pdt.G2021/PN.Dpk tertangnal 27 Cktober 2021 t24lang penunjukan

e r—

'r- e E?krrn yang memeriksa dan mengadili parkara ini;
.' j::f Jj’“\ 2lah memperhatikan Penstapan Hakim Ketua Majalis tertanggal 07
- 'I@ 2020 tentang hari persidangan terhadap perkara ini;
| '*"ﬁ‘l;gi nembaca laporan hasil mediasi yang yang dibuat dan ditanda

tan‘gm‘ﬁ felf Hakim Mediator,
..1_'1'-9!;3!1 membaca dan mempelajari surat-surat vang ada hubungannya
dengan perkara ini;

Setelah mendengar pihak vang berperkara;

Telah memperhatikan hasil pemerksaan setempat di lokasi objek
sengketa;

TENTANG DLINUKENY A PERKARA:

Menimbang, bahwa Pengguoat telah mengajukan surat gugatannya
tertanggal 21 Oktober 2021, yang telah didaflar di Kepanitzraan Pengadilan
Negeri Depok pada tanggal 27 Oktober 2021 tersebut dialas, dibawah Register
Parkara No. 259/Pdt.G/2021/PN.Dpk, dan telah dilakakan perbaikan tanggal 09
Februari 2022 yang pada pokoknya mangemukakan hal-hal sebagai benkut
1. Bahwa Penggugat | adalah Pemilk Tanah Hak Milik Adat berdasarkan Girik
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Letter C No.332 Persil 69 S.11, Luas 1,520 M2, yvang terketak di RT.001, RW.01,
Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok (dahulu Kampung
Bojong, Desa Curug, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Dati Il Bogor),

dengan batas-batas:

- LUtara
- Selatan
- Barat
- Timur

: Tanah Kemah Gabug (C.299)
: Tanah Jana Godog (C. 657)

: Tanah Tasih Saripin (C.341)

: Tanah Dadang Hidayat (314)

Persil 82 - D.III, Luas 2.000 M2, dengan batas-batas;

- \tara
- Selatan
- Barat
- Timur

. Tanah Taman Atam (C.343)
: Tanah Timin Gutong (C.381)
: Tanah Kimung Irun (C. 287)
: Tanah Sitem Nizan (C.464)

Girik Letter C. 1627 Persil D.11I, Luas 2 000 M2, dennan batas-batas:

- Utara
- Selatan
- Barat
= Timur

- Utara
- Selatan
- Earat
- Timur

: Tanah Tijah Saripin {(C.1628)

: Tanah Tanah Perkebunan Karet De Mevyer Faber

: Kali Cijantunng

: Tanah Arip Cepear (C.1646)

hwa PENGGUGAT Il adalah Pamilix Tanah Hak Milik Adat berdasarkan

rn Sukmajaya, Kota Depok (dahulu Kampung Boong, Desa Curug,
atarn Cimanggis, Kabupaten Dati 1| Bogor), dennan batas-batas:

: Rawa Kalong

: Tanah Riman Ridan (C.215)

: Kali Cijantung

: Tanah Satim Sepan (C_547)

3. Bahwa PENGGUGAT Il adalah Pemilik Tanah Hak Milik Adat berdasarkan
Girik Letter C No.1000 Persil 52 D11, Luas 14.570 M2 {empat belas ribu ima
ratus tujuh puluh meter perseqgi), dengan batas-batas:

- Ltara
- Selatan
- Earat
- Timur

: Tanah Abdul Hamid {C.957)

: Tanah Asmat Karung (C.1003)
: Tanah Amat Abas (C.1004)

: Tanah Asmat Atam (C,1005)

Persil 61-S.1, Luas 1.530 M2 (serbu lima ratus tiga pufuh mater persegi),

dengan batas-batas:
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4.

6.

- LUtara - Tanah Muhamit Erit {(C.835)

- Selatan : Tanah Azmat Inen (C.1006)
- Barat : Tanah Arip Mutar (C,1000)
- Timur : Tanah Sarip Amat {C.551)

Bahwa PENGGUGAT I\ adalah Pemilik Tanah Hak “ilik Adat serdasarkan
Girik Letter C No, 1628 Perzil 51-5.11, Luas 880 "2 [delapan ratus delapan
puluh meter persegi) yang terletak di RT.001, RW.01, Kelu-ahan Cisalak,
Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok (dahulu Kampuna Beiong, Desa Curug,
Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Dati Il Bogor), deraan bstas-batas:

- Utara : Tanah Lim Kim Siang (C.1507)
- Selatan : Tanah Saleh Naman (C.#601)
- Barat : Tanah Savdah Ojo (C.1459)

- Timur : Tanah Amat Bin Piih (C.1282)

Persil 62-D.1l Luas 1.700 M2 (seribw tujuh ratus meter parseri), dengan
batas-batas:

- Utara : Tanah Marhamih Nian (C.1515)
- Selatan » Tanah Patil Dimun (CA8168)

- Barat : Tanah Sawiah Jungkir(C.1625)
- Timur : Tansh Tijah Saripin (C.1625)

c%wa PENGGUGAT V adalah Pemiiik Tanah Fak Milik Acat berdasarkan
it etter C No.13580 Persil 60-5.11 Luas 2.380 M2 (dua ribu tiga ratus
afan paluh meter persani) yang terdetak di RT.0N1, RW.01, Kelurahan
Kecamatan Sukmajaya, Kola Depok (dahule Desa Curug,
matan Cimanggis, Kabupalten Dati Il Bogor), dengan baas-natas:

Litara : Tanah Timin Gutong (C.1278"
-  ESelatan : Tanah Manih Saih (C.1358)
- Earat : Tanah Timin Gutong (C.1278"
- Timur : Tanah Law Tjin Kuan (C,1431)

Bahwa PENGGUGAT VI adalah AR Waris LAW TiAN BOK Pemilik Tanah
Hak Milik Adat berdasarkan Girik Letter © No. 585 Persil 51-5 11, Luas 5.800
M2 (lima ribu delapan ratus metor parseai), yang terlatak di ET.001 RW.01
Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok {dakulu Kampung
Bojong, Desa Curug, Kecamatan Cimanggis, Kahupaten Cati Il Bogor),
dengan batas-batas:

- LUtara : Tanah Tohir Biran (C.342)

- =elatan : Tanah Yahya Senim (C.680)
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- Barat : Tanah Jenih Jisan (C.656)

- Timur : Tanah Jana Godog (C.657)
Persil 53-D.1, Luas 1.160 M2 (seribu seratus enam puluh meter persegi),
dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Sariha Bungkus (C.420)
- Selatan » Tanah Law Lim Hin (C. 586)

- Barat : Tanah Law Kim Liong (C.587)
-  Timur : Tanah Law Kil Wie (C.588)

7. Bahwa PENGGUGAT VIl adalah Ahli Waris TIMIN BIN GUTONG, Pemilik
Tanah Hak Milik Adat berdasarkan Girik Letter C Mo 1278 Persil 63-D.I, Luas.
4.750 M2 (empat ribu tujuh ratus lima puluh meter perseqi) vang terletak di
RT.001 RW.01 Kelurahan Cizalak, Kecamatan Su<majava Kota Depok
(dahulu Cesa Curug, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Dati 1| Bogor)

dengan batas-batas:
- Utara : Tanah lja lking (C.1043)
- ESelatan : Tanah Barja Kimun (C,1309)
- Earat : Tanah Ishak Ramin {C.1058)
o = Timur : Tanah Manih Saih (C.1358)

39 PENGGUGAT VIII adalah ARl Waris SATIM BIN SEPAN, Pemilik
iah Hak Milik Adat berdasarkan Girik Latter © M. 547 Persil 50 S-I, Luas
M2 (lima ribu lima puluh meter), yang terletak di RT.C01, RW.01,

atan Cimanggis, Kabupaten Dafi [ Bogor), dergan batas-batas:

- Ltara ; Tanah Timah Main (C.380)

- Eelatan : Tanah Fith Saripin {C.652)

- Earat : Tanah Saman Geboi (C.545)

- Timur : Tanah Sanih Bangking (C.554)

9. Bahwa PENGGUGAT IX adalah Ahli Waris NMISAN BIN SULONG, Pemilik
Tanah Hak Milik Adat berdasarkan Girik Letter C Mo 58 Persil 62-D.1I Luas
5.730 M2 (lima ribu tujub rates tiga puluh meter perseqi), yang terletak di
RT.001, FW.01, Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sidmajaya, Kota Depok
(dahulu Kampung Bojong, Desa Cuneg, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten
Dati Il Bogaor), dengan batas-balas:

- Utara : Tanah Lian Bulong (C.609)
- Selatan : Tanah Jumit Karung (C. 870)
- Barat » Tanah Nyai Milan (C.703)
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- Timur : Tanah Jambul {C 687)
Persil 54 DN, Luas 2,650 M2 (dua riba enam ratus lira puluh meter

persegi), dengan batas-batas:
- Utara » Tanah Rinod Mian (C.158)
- Selatan : Tanah Kumpul Sakim (C.234°
- Barat ' Tanah Sariha Bungkus (C.420)
= Timur : Tanah Buging Rinan (C,862)

10. Bahwa selanjutnya, terdapat Ketentuan terkait penquasaan suatu benda tak
bergerak sesuai Pasal 621 KUH Perdsta menyatakan

"Seliap orang yang memegang kedudukan berkuasa atas sesualu
kebendaan fak bergerak, diperbolehkan memints kepada Pengadilan
Negen, yang mana kebendazsn ftu fedefak dalam dacrah hukumnya,
supaya dinyatakan sebagai hikum, hahwa dialah pemiliinya®.

11.Bahwa Ketentuan Pasal 574 KUH Pardata menyatakan:
"Tiap-tisp pemilik sesualu kebendaan, berhak manuntut kepada siapapun
Juga yang menguasainys, skan pengembalisn xebendaan iy dalam
keadaan beradamnya”.

12. Bahwa Ketentuan Pasal 36 Ayat (2} Undang-undang NMomor 35 Tahun 1989

N E—ﬁ' tang Hak Azasi Manusia menyatakan:

{2
et Y
i
|y
¥ 8

I\ 1/13& _ﬂ{i f

S warisnya lerhadap seqgala mereka yang baik alas dasar hak yang sama,

T“:ﬁdak saorangpun boleh merampas hak milik sescorang dengan

'rg— wenang dan dangan cara melawan Rk am’,

uan Pasal 834 KUH Perdata menyatakan:
ap-tiap waris berhak mengajukan qugatan guna memperjuangkan hak

baik tanpa dasar sesuafu halk pun menguasai salurh alau sebagian harta
peninggalan, sepertl pun lerhadap mereka yang secara licik telah
memgheniikan penguasaannya. la boleh memalutan quialan ifu uniuk
seluruh warisan, jika ia adalah wars salu- salurya atsu hanya uniuk
sebagian jika ada beberapa wanz lainnya, Gugatan demilian pun adalah
untuk menuntul supayva diserahkan kepadanya seqala apa yang dengan
dasar hak apapun juga terkanching dalam wanzarn hasorfa segafa hasH,
peandapalan dan ganti gl menrt paraturan termsklub aalam bab keliga
buku ini terhadap gugafan akan pengembalian barsng milk".

14.Bahwa lakan tanah milik PARA PENGGUGAT (selaqjulnya disebut “objek
perkara”™ adalah bagian dari hamparan tanah berstatus Hak Milix Adat yang
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luas selurahnya adalah 1.210,000 M2 (satujuta dua raus sepllub ribu meter
persagi), millk masyarakat pendurduk Kampung Bojang an Eojong Malaka
atas nama PlIH BIN REIMN Dan Kawan-Kawan yvang t=-atak di RT.00
sampai ocengan RT.004 EWO1 den RT.01 RWOZ K2 urahan Cisalak,
Kecamatan Sukmajays, Mota Depok (dabuly Desa Curug, Kecamatan
Cimanggis, Kabupatan Dati | Bugor), dengan batas-batas

- Wara Jalan Tol CijagoiPipa Gas Pertaming (d=FulL

Perkampunnan:

- Selatan » Tanah Perkebunan Eks Eigendom Veroording Samuel De
Mayyer Fabir;

- Barat I Sungal (Kali! Cijantung;

= Timur +Jalan Faya Eogor

Dimana saat ini sebagiannyvs dituaszai dan digunakar olzh TERSUGAT 1 dan
TERGUGAT IV untuk membsncun Univarsitas Islam Internasional Indonasia
(L

15.Bahwa lahan tanah milk FARA PEMGGUGAT dengan Ishan tanah milik
masyarakat Kampung Bojong dan Bojong Malaks atas narz P'IH BIN RIUN
dan Kawan-Kawan tersebul aralah marupakan satu kesauan yang tidak
terpisahkan sebagal lahan tanah berstatus Tanah Halk Mifk Aclst

- NSUASAI TANAH OBJEK SENGKETA SEJAK JAMAN KOLONIAL

N ELANDA  SAMPAL DENSAN  BERDIRINYA NEGARA  KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA. LAHA! TANAH OBJEK SENGKETA JIGUNAKAN
PARA PENGGUGAT SESAGA! LAHAN TEMPAT TINGGAL DAN MATA
PENCAHARIAN PETANI S4WA A DAN KEBLUN:

17. Bahwa paca jaman penjajshen Helanda, lshan tanah obiek perkara tarmasuk
lahan tanah Beboinwde Grond (lahan tanah yang divsahasn racyal pribumi}
dan secara hukum diatur bar asarkan hukum adat masyarakal setempat;

18.Bahwa pada masa kemerdabaan lzhan tansh shek per<ara adalah
merupakan aobjek pendallaan tanah berdassrkon keiovuan  Peraturan
Pemerintak No. 10 Tahun 1981 tentang Pendaflaran Tanah, sehinga cleh
karenanya sada sekitar tahun 1552 talah dilakuken Pands®s-an Tanah Untuk
Pertama Kall cleh Panitia Pandafaran Tanah Kanior Jawstan Pendsfiaran
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Tanah Jatinegara dengan menghasilkan dokumen-dokumen resmi produk
hukum institusi negara berupa Peta Pendaftaran Tanah {Peta Rincik) dan
Buku Leter C.1 dan Leter C.2 Tahun 1885 Desa Curug, Kecamatan

Cimanggis. Kabupaten Dati 1! Bonor (sekarang Kelu-ahan Cisalak,

Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok):

18.Bahwa pembuatan dan penerbitan Pata Pendaftaran Tanah (Peta Rincik)

Desa Curug, Kecamatan Cimangnis, Kabupaten Dati || Bago- (sekarang

Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depcok! oleh Jawatan

Pendaftaran Tanah Jatinegara, Jakarta adalah sesuai dengan ketentuan

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Mo, 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran

Tanah yang menyatakan:

(1) Setelan pengukumn. sesuatu dasa sebagal yang dimaksud calam Pasal
3 selesai, maka dibuat pels-peta pendaftaran yang memakai
perbandingan.

(2) Peta ity memperiihatkan daengan jolas segala macam hak aras tanah di
dalam desa dengan batas-batasnya, baik yang keliha'an maupun yang

or buku tanah, nomar surat-ukur, nomor pajak (iika mungkin), tanda

£ alas can sedapal-dapainya juga gedung-gedung, falan-alan saluran air

.fﬁgfj dan fain-lain bends tetap yang penting,

""ff_:- Ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Mo.24 Tzhun 1967
tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan:

(1) Bidang-bidang tanah yang sudah  ditefapkan  Lales-batasnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 diukur
dan seanjuinya dipetakan dalam peta dasar pendaffaran,

20. Bahwa pembuatan dan penerhitan Buku Leter C.1 dan Buku Leter C.2 Tahun
1865 Desa Curug, Kecamatan Cimangnis, Kota Depok (sekarang Kelurahan
Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok) sesuai dengan ketentuan
Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Mo, 10 Tahun 1961 Tentang

Pendaftaran Tanah yang menyatakan:
“Pasal 12.

Selelah ada pengesahan seperti yvang dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(3), maka dari tiap- tiap bidanyg tanah yang balas-ba'aznys maupun
yang berhak atasnya telah ditetapkan, hak-haknya cibukukan dalam
daftar buku-tanah,
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Pazal 13

1) Untuk tiap-tiap hak yang dibukukan menunil Pasal 12 dibuat
salinan dari buku- tanah yang bersangkufan,

2} Untuk maenguraikan tanah yang dimaksud daiam salinan buku-
tanah dibuat surat- ke sehagai yang dimaksud daam Pasal 11.
Safinan buku-tanah dan surat-ukur setelah digahit menjadi satu
bersama-sama dengan sualy kertas-sampul yang bentuknya
ditefapkan oleh Menter Agraria”

Ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Mo. 24 Tahun 10937 tentang
Pendaftaran Tanah yang menyatakan;

(1) Bidang atau bidang-hidang yang sudah diperakan ateu dibubuhkan
nomor pendaflarannya pada pefa pendafizran dibukukan dalam
daftar fanah.

21. Bahwa berdasarkan Ketentuan Fasal 10 ayat (1) Peraluran Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1897 tentzng Pendaftaran Tanah, Desa atau Kelurahan
adalah Satuan Wilayah Tata Usaha Pendaftaran Tanah, “Safan wilayah tata

rah yang sefingkat dr:.ngan it (selanfiinya da'am  Peraturan
Pemerintah ini disebtnt | desa),

asarkan peran dan fungsinya sebanai penyelannnara Pemerintahan
fingkat paling bawah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat maka
Desa danratau Pemerintahan Desa adalah “ujung tomba<” atau “garda
terdepan” dalam pelaksanaan penatausahaan pendafizizn tanah untuk
mencapai tujuan penyelenggaraan pandaftaran tanah vaitu t=rfio administrasi
pertanahan, Oleh karena hal itu, maka terkait masalah pertarshan peraturan
perundang-undangan memberi wewenang kepada Pemerintahan Desa yaitu
wewenang menylimpan buku daftar tanah berupa Buki Leter C, menyimpan
Peta Pendaftaran Tanah (Peta Rincik Desa/Kelurahan) data kepemilikan,
penguasaan, penggunaan, dan pemaniaatan tanah, data tenang perubahan
kepemilikan atau operalih hak atas tanah, legalisasi pemtbuztan surat-surat
tanah, mengeluarkan sural keterangan rwayat tanah, mengeluarkan
permnyataar tentang ada tidaknya sengkata hukum atas sua u objek tanah,
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melakukan koordinasi dan evaluas' tentang pertanahan dengan instansi
terkait;

Bahwa kewenangan Pemerintah Desa/Kelurahan terkait administrasi
pertanahan adalah kewenangan atrbutif sehingga cleh karsnanya segala
bentuk preduk administrasi pemerintahan desafkelurahan terkait pertanahan
secara huxum adalah legal dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Alas
dasar hal itu maka dokumen-dckumen Pemerintzhan Desa Curug,
Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Dati Il Bogor (Sekarang Kelurahan
Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok) berupa Pefa Fincik, Salinan
Buku Letter C.1 dan Letter C.2 Tahun 1965, Surat Keterangan Kepala
Desa/luran ADALAH AKTA OTENTIK YANS MEMILIKI  NILAI
PEMBUKTIAN SANGAT KUAT DAN SEMPURNA DI HADAPAN HUKUM;
Bahwa nama-nama PARA PENGGUGAT selaku pemilik darfatau ahli waris
pemilik tarah adat tersebut sudah tercatat atau terdaftar dalam Buku Daftar
Tanah Letter C.1 dan Letter C.2 Tahun 1965 Desa Curue, Kecamatan
Cimanggis. Kabupaten Bonor (sekarang Kelurahan Cicalak, Kecamatan
Sukmajayz, Kota Depok). Dengan demikian maka secara ‘erang benderang
menunjukan PARA PENGGUGAT talah terdaftar dalam dokumen negara

;:-f"" Mf“‘&ﬂhagal pihak yang menguasai, memiliki, mergelo'a. mamanfaatkan,
\_,,.I‘“!’i!‘-amalmara dan mengusahakan lahan tanah objek sengke'a -arsebut secara

ten‘ru*un dan waris mawarisi sejak jaman kolonial Belands sampal masa
?EMEHEEH dengan berdirinya Negara Kesatuan Repiblik Indonesia,
ingga olkeh karenanya secara hukum sah sebagai pem lik lahan tanah

’:.
A, uhjah perkara;

24,

Bahwa lahan tanah objek perkara sebagaimana dimaksic calam Peta
Pendaftaran Tanah (Peta Rincik) dan Buku Letter ©.1 dan Leder C.2 Tahun
1865 Desa Curug, Ketjamatan Cimanggis, Kabupater Sogor (Sekarang
Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok) ADALAH TANAH
YANG BERSTATUS HAK MILIK ADAT, sebagaimana diterasgkan danfatau
dinyatakan dalam:

1) Surat Keterangan Kepala Desa Curug, Kesamatan Cimanggis,
Kabupaten Dati Il Bogor (Sekarang Kelurahan Cizalak, <ecamatan
Sukmajaya, Kota Depok) Nomaor @ 583/14A11/1896 tanggal 5 Maret 1996;

2) Surat Keterangan Lurah Cisalak, Kecamatan Su<majava Kota Depok
{dahuiy Desa Curug, Kacamatan Cimanggis, Kabupatén Dati Il Bogor)
MNomor ; §93.2/05/\//2012 targoal 2 Mai 2012;
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3) Akta Pemyataan Mantan Kepala Desa Cisalak (Perode 1979 - 1082)

H.NIPAN SUPAMNDI, dihadapan MNotaris Masdiana SH,M.Kn, Nomor
Akta 51 tanggal 29 — 10 - 2012;

4) Akta Pernyataan Mantan Sekretaris Desa Curug, Kecamatan

Cimanggis, Kabupatan Dali || Bogor (Sekarang Kelurahan Cisalak,
Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok), ARDUL ROSYID, di hadapan
Notaris Masdiana SH.M.Kn, Momor Akta 62 tanagal 206 — 10 - 2012:

25. Bahwa selain bukti-bukti surat sebagaimana dima<sud pada btir 24 tersebut
di atas terdapat bukti Iéin yang dapat menjadi PETUNIUK KUAT tentang
status tanah objek sengketa adalah TANAH HAK MILIK ACAT bukan TANAH
NEGARA =X EIGENDOM VERPONDING, sebaqal berikut:

23.1. Terdapat Putusan Perkara Perdata No. 733/ G/Z2025/FN.Opk jo

Putusan PT Bandung No. 89FDT2012/PT.BDS tanagal 18 Okiober
2012 yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkhract Van Gewijsde)
terkait kedudukan PIHAK RS SENTRA MEDIKA {sebagai pihak
TEFGUGAT VI dafam putusan tersebut) menyata<an/menerangkan
“bahwa lahan tanah dimana Rumah Sekit Sentra Medika dibangun
adaah berasal dan TANAH HAK MILIK ADAT Lefter C No.1720/237
persil 37 D11, Persif 37 5.1, dan Persil 38 D" (tercatat dalam Putusan

-F‘
\;ﬁ \Perkara No.133/Pdt.G/2009/°N.Dpk, halaman 97 ou'ir 16, halaman

dan Persil 33 Dl tersehit pihak Rumah Sakit Sentra Medika
memperoleh 4 (empal) Serifikat Hak Milk mazing-masing SHM
No 88/Cisalak  atas  nama  Djalalsdin Umar  Nasution,
SHM.No.B9/Cisalak atas nama Eddy Suharsa, SHRLMNec 90/Cisalak
dan SHM No 91/Cisalak atas nama lta Sulistyantini, Keterangan atau
dalil RS.Sentra Madika ini sasuvai dengan d=fa pada Peta Online
Kementerian ATR/BPMN Rl dimana dalam peta online tersebut lokasi
bidang tanah dimana RS Santra Medika berdid diben wama kuning
sebagai tanda diatas bidang tanah tersehur sudah tarhif sarifikat hak
milik yang berasal dan tanah hak milik adat.

26. Bahwa bidang tanah berstatus HAK MILIK ADAT milik ES Sentra Medika
tersebut lokasinya berada satu hamparan dengan labhan tanah “objek
perkara”, sebagaimana tampilan Peta Online Kementaran Agraria dan Tata

Ruang/Badan Pertanahan Masional Repuhlik Indonesia dimana lckasi bidang
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tanah Rumah sakil Sentra Medika diberi tanda warna kuning yang berarti
tanah tersebut berstatus Sertifikat Hak Milik (SHM) di dalam hamparan tanah
seluas 187 hektar yang diberi tanda wama hijau sebanai 1anda tanah tersebut
tanah hak pakai. Berdasarkan fakta ini maka keberadaan lahan tanah
berstatus tanah hak milik adat i Inkasi tanah objek sengketa tidak diragukan
lagi dan bisa menjadi petunjuk terungkapnya kebenaran tentzng status lahan
tanah objek sengketa tersebit sebanai TANAH HAK MILIK ADAT bukan

TANAH NEGARA EX EIGENDOM VERPONDING;
27. Kebenaran fakta ini didukung oleh adanya bukti-bukti tertulis sebagaimana
telah dikemukakan yaitu Letter C. 1, C.2 fahun 1965, Peta Pendaftaran Tanah
{Peta Rinck) Tahun 1982, Surat Keterangan Kepala Desa dan Lurah, Surat
Daftar Keterangan Cbjek Untuk Ketetapan Ipeda (Girik Letter C) tahun 1982
yang dikeluarkan cieh Kantor Dinas Luar Tk.| Ipeda Pogor. Dengan adanya
bukti-bukti tersebut maka kebenaran tentang status tanah objek perkara

adalah Tarah Hak Milik Adat;

28. Bahwa kendatipun status tanah objek sengketa sudah terang benderang
berstatus sebagai Tanah Hak Milk Adat bukan Tanah Nesara Ex Elgendom
; {ﬁ,ﬁ?&t:hﬂamnndim dan PARA PEMNGGUGAT beserta Warga Kampung Bojong dan
ol ‘“ﬁ,ﬂn}mg Malaka lainmya (PIIH BIN RILUN Dan Kawan-Yawan) secara hukum
i' lah PEMILIK SAH ATAS LAHAMN TAMAH seluas 121 {seratus dua puluh
) hektar tersebut, namun pada saat ini secara fisik FPARA PENGGUGAT

TANAH ADAT MILIK PARA PENGGUGAT yang didugs ditakukan oleh
oknum pejabat negara pada inslansi Departemen Penerangan Republik
Indonesia cq. Direkiorat Radin on, Proyek Mass Madia Radio Republik
Indonesia TERGUGAT | dan TERGUGAT Il) serta cknum nejabat negara
pada instansi Badan Perfanahan MNasional Kabupaten Dati Il Bogor dan
Kantor Petanahan Kota Depok (TERGUGAT V). Tindakan perampasan
danfatau penyerobotan lahan tanah adatl milk PARA PENGGUGAT dan
Warga Kampung Bojong dan Bojong Malaka tersebu ! sesara keseluruhan
(PIIH BIN RIUN Dan Kawan-Kawan) dilakukan secars -erencana dan
sistematis vaitu sebagai berikut:
28.1 Pada sekitar tahun 1957, TERGUGAT | dan TERCGUGAT Il {dahulu
Departemen Penerangan Republik Indonesia Cq. Direktoral Radio Cq.
Proyek Mass Media Radin Republik Indonesia) mulai memasuki dan
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menduduki lahan tanah Ex Eigendom Verponding milik Samuel De
Meyyer yang letaknya di sebe'ah Selatan berbatasan dengan lahan
tanah adat milik Warga Kampung Bojong dan Bojong Malaka, dimana
lahan tanah milik PARA PEMGGUGAT termasuk di da am areal tanah
hak milik adat dimaksud, luas tanah bekas Eigendom \Yerpanding milik
Samuel De Meyyer tersebut adalah sekitar 600,000 M2 {enam ratus ribu
meter persegi) atau 60 {enam puluh) hektar dan luas tanah milik warga
Kampung Bojong dan Bojong Malaka lebih dari 121 (seratus dua puluh
satu) nektar. Pada saat masuk dan menguasal lahan tanah ex eigendom
verponding tersebut, pihak TERGUGAT | belum maemiliki alas hak
apapun kecual pengakusn lizan lanpa didakung alat bukti hak atas
tanah negara tersehut, Pihak TERGUGAT | mengaku dar menyatakan
bahwa lahan tanah yang didedukinya berasal darl hasil ual beli dengan
sesecrang bemama Han Tek Nin salaku direktur NV, Maztschapay Tot
Enptntlaﬁe Van Het Land yang dilgkukan oleh R. NCERSASIH dari
Kantor Jawatan Gedung Meqgara Bogor pada sekitar 1ahur 1956,

28.2 Kemudian pada sekitar tahon 1975, tersebar irformasi bahwa pihak
Departemen Penerangan Rl (TERGUGAT I} akan membeli dan
membebaskan lahan tanah adat milik PARA PENGGLGAT dan Warga

"r-p Kampung Bojong dan Bojong Malaka (PIIH BIN RIUN Dan Kawan-

/ Malaka divndang ke Kantor Desa Curug, Kecamatan Cimanggis,
Kabupaten Dati Il Bogor (Sekarang Kelurahan Cizalak, Kecamatan
Sukmajaya, Kota Depok) dalam rangka unfu< melakukan transaksi jual
beli atau pembebasan lahan dengan pihak Departtemen Penerangan Rl
(TERGUGAT 1), Mamiin transaksi jual beli pembebasan lahan tanah
milik adat fersebut tidak teradi karena dalam perferruan untuk
pemb=basan lahan tanah itu tdak ada pihak dan Departemen
Penerangan (RRINTERGUGAT | yang membaws uang untuk
memtayar tunai ilahan tanak PARA PENGGUCAT dan Warga
Kampung Bojong dan Bojong Malaka (PIIH BIM RIUN Dan Kawan-
Kawan), tetapi yang ada hanyalah Kepala Desa Abdul Rosyid yang
menyadorkan blangko kosong surat pamyataan pambabasan hak tanpa
ditindak lanjuti dengan penpyerahan wang pembavaran dan pihak
Departemen Penerangan (RR1). Menyadarn babwa in‘ormasi tentang
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akan adanya transaksi jual beli dan pembebasan lahan oleh
Depanemen Penerangan (RRIY TERGUGAT | tersebu: hanyalah
*berita bohong" maka PARA PENGGUGAT dan \Warga Kampung
Bojong dan Bojong Malaka (PIIH BIN RIUN) menduga semua informasi
tersebut adalah hanya akal-akalan dari pihak Derartemen Penerangan
{RRINTERGUGAT | yang memiliki itikad tidak baik untuk mencuasai dan
memilki lahan tanah milik PARA PENGGUGAT dan Wargs Kampung
Bojong-Bojong Malaka tersebut. Kemudian Sejak saat tu PARA
PENGGUGAT dan Warga Kampurg Bojong-Bojong Malaka (PHH BIN
RIUN Dan Kawan-Kawan) fidak mempercayai lagi informasi apapun
tentang jual beli dan pembehbasan lahan ofel pihak manapun terutama
oleh pihak TERGUGAT |.

28.3 Pada sekitar tahun 1281, TERGUGAT | menyeharkan informasi kepada
PARA PENGGUGAT dan Warga Kampung Bojong-Bojong Malaka
(PIIH BIN RIUN Dan Kawan-Kawan), bahwa pihak TERGUGAT | telah
memilki Sertifikat Hak Pakai No 2/Curug/1881 dengan luas anah lebih
dari 130 (seratus delapan puluh) haktar, Berdssarkar Sefifikat Hak
Pakai No.2/Curug/1981 tersebul pihak TERGUGAT | mengklaim bahwa

AT mnah hak milik adat milik PARA PENGGUGAT dan Wargz Kampung

I ﬂnmﬂumg Malaka =seluas lehih dari 121 (seratus dua puluh satu)

rlr,_ T iqgm;ar tersebut dinyalakan sebanai laban tarah berstalus Tanah

Negara yang masuk dalam area tanan Sedifkat Hak Pakai
1 ’y{'ﬂ_m ‘No2/Curug/1981. Sejak adanya pengakuan TERGUGAT 1 tersebut

h.-ur"'méka timbul keresahan di kalangan PARA PEMNGGUGAT dan Warga
Kampung Bojong-Bojong Malaka (PIIH RILUN Dan Kawan-Kawan).
PARA PENGGUGAT dan Warga Kampung Bojong-Bojong Malaka
secara keseluruhan (PIIH BIN RIUN Dan Kawan-Kawan) mulai
menduga bahwa pihak TERGUGAT | memana puaya itikad buruk untuk
menguasai dan menduduki lahan tanah adat milik PARA PENGGUGAT
dan Warga Kampung Bnjong-Bojong Malaka dengan cara melawan
hukum atau derngan cara  melakukan  “penyercholan”.  Untuk
meyakinkan apakah benar pihak TERGUGAT | sudah memiliki Sertifikat
Hak Fakai No.2/Curun/1081 yang tanahnya meliputi Iahan tanah adat
milik PARA PENGGUGAT dan Warga Kampung Bojong-Bojong
Malaka maka PARA PEMGGUGAT meminta pihak TERGUGAT |

menunjukan sertifikal hak pakai yana diakuinya tersebut, namun sejak
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pertama kali PARA PENGGUGAT memparanyakan bukti konkrit
sertifikat hak pakai dimaksud sampai dengan saat ini wujad fisik sertifikat
hak pakai tersebut TIDAK FERNAH DITUNJUKAN, Cleh karena pihak
TERGUGAT | tidak bisa menunju<an bukti fisik so-tifikat hak pakai yang
diakuinya itu maka PARA PENGGUGAT dan Warga Kampung Bojong-
Bojong Malaka secara keseluruhan (PIIH BIN RIUN Dan <awan-Kawan)
lagHagi menduga bahwa pergakuan TERGUGAT | telah memiliki
sertifilkat hak pakai adalah akal-akalan TERGUSAT | dalam rangka
mencari dasar dan alasan UNTUK MENGUSIR PARA PENGGUGAT
dan Warga Kampung Bojorg-Bojang Malaka secara keseluruhan (PlIH
BIN R'UN Dan Kawan-¥awan) dari [ahan tanah adat yang telah dimiliki
dan dixuasai ratusan tahun lalu secara turun temonn,
28.4 Pada tahun 1982, PARA PEMGGUGAT beserta \Warga Kampung
Bojong-Bojong Malaka (PIIH BIN RIUN Dan Kawan-Kawan) didata
sebagai subjek pajak lpeda ol=h Kantor Dinas Luar Kabupaten Dati
Bogor Berdasarkan hasil pendataan Kantor Dinas Luar Kabupaten Dati
Il Bogor itu, PARA PENGGLUGAT dan Warga Karmpursg Bojong-Bojong
Malaka memperoleh Surat Daftar Keteranpan Chjck Untuk Ketetapan
Ipeda (Girik Letter C} secara sah dan legal dari Kantor Dinas Luar

-,

ﬁf:_‘:;e;__%{ahupaten Dati Il Bogor;

ada sekitar tahun 1885, kembali pihak TERGUGA™ | menyebarkan
rmasi kepada PARA PENGGUGAT dan masyarakat pemilik tanah
at bahwa Sertifikat Hak Pakai Mo 2/Curupg/1981 ginyatakan hilang
terbakar dan sebagai gantinya telah diterhitkan Sertifikal Hak Pakai
No.1/Cisalak/1885. Mamun demikian sama seperti peda saat pertama
kali mengaku memiliki Sertifikal Hak Pakal Ne 2/Curug/1981, pihak
TERGUGAT | tidak pernah bisa menunjukan bokli =ik sertifikat hak
pakai ®ersebut. Oleh karena hal itu, maka dapat diduga <edua sertifikat
hak pakai tersebut memang fidak pemah ada atac bidak pemnah
diterbitkan sehingga oleh sehab i lidak bisa ditunjukan <epada umum,
Dugaan tersebut akhirnya terbukti pada saat TERGUGAT | menyatakan
kedua sertifikat ity HILANG dan sabagai pengaantinya talah diterbitkan
Sertifikat Hak Pakai Mo 00001/Cisalak 2007 Surat Ukur
Mo.1731/Cisalaki2007. Jadi, penyebab TERGUGAT | fidak dapat
menunjukan kedus serlifikat hak pakai sant PARA PENGGUGAT
mempertanyakan bukti fisik kedua sedifikat hak pakai itu adalah
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KARENA HILANG atau KARENA TIDAK PERNAH DITERBITKAN?
Maka untuk menegaskan apakah kedua sertifkat hak pakai itu HILANG
atau TIDAK PERNAH DITERBITKAN? Terunogkap "axlz hukum dalam
Perkara Perdala Mo 133/Padl. G/2009/PN.Dpk. Dalam  pearsidangan
perkarz tersebut nyata-nyata pihak TERGUGAT 'Y tidak dapat
menunjukan Buku Tanah (Warkah) Serifikat Hak Pakai
No.2/Curug/1881 dan Serifikat Hak Pakai Mo."/Cisalak/1985.
TERGUGAT V hanya bisa mengajukan Buku Tanah (Warkan) Sertifikat
Hak Fskai No.00OD01/Cizalaki2007 Surat Ukur No. 173 /Cisalak/2007.
Dengan demikian maka kelika dokumen-dokumen tanah kedua
sertifikat hak pakai tersebul TIDAK DITEMUKAN di Kartor Peranahan
yang notabenenya adalah pemberi dan penerbic kedua sertifikat hak
pakai tersebut dan harus menjaga dokumen nenare lerkait kedua
sertifiket hak pakai tersebut dalam bentuk buku tanah faarkah tanahy),
maka sangat terang benderang dunaan tentans kedua sertifikat hak
pakai sersebut TIDAK PERMAH ADA manjadi tarbuekti,

28.6 Pada sekitar tahun 1281 sampai dengan tahun 13795, sejak TERGUGAT
| mengaku telah memiliki sedifikat hak pakai dan mangklzim Iashan tanah

25 adat milk PARA PENGGLUGAT dan milik Warna Kampung Bojong-

!ﬁﬂ;j{@qum Malaka secara kesalurihan (PIIH BIN RIUN Dan Kawan-Kawan)
)i rmasuk lahan tanah hak pakai atas nama TERGUGAT |, sejak saat itu

la mulai terjadi tindakan intimidasi terhadap PARA PENGGUGAT dan

Warga <ampung Bojonr-Bojong Malaka. Oknum-aknum yang mengaku

— sebagai pihak TERGUGAT | mulai mengusir PARA PENGGUGAT dan
Warga Kampung Bojong-Bojong Malaka dari lokasi tanah adat yang
telah dimiliki dan dikuasai ratusan tahun secara ‘urun t2zmuorun. Setiap
har terjadi percekcokan antara Warga Pemilik Tanah Adat Kampung
Bojong-Bojong Malaka dengan cknum-okoum yang mengaku sebagai
pihak TERGUGAT |. Sem=kin lama Tindakan kekerasan semakin
meningkat. Akibat tindakan mtimidasi dan penyiksaan fisik tersebut
akhimya PARA PENGGUGAT bersama Warga Karmpung Bojong-
Bojong Malaka (PIIH RIUN Dan Kawan-Kawan) nulzi menyerah. Satu
persasu warga meninggalkan lakasi [aban tanah midiknya d&ng&n
perasaan hancur dan sedih karena harus mancar tempat baru untuk
bedindung dalam mensmzkan sejarabnya hidup msza mendatang
tanpa memiliki lahan tanah dan rumah tempat tinggal milik sendin.
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28.7 Sekitar Tahun 1995, sejak PARA PENGGUGAT dan Warga Kampung
Bojong-Bojong Malaka (PIIH BIN  RIUN  Dan  Kawan-Kawan)
meninggalkan lokasi tanah adat yang telah dimiliki se ak ratusan tahun
secara turun temurun, sejak saat tlu pula mulai masok sejumiah orang
dar lar Depok lalu menduduki lahan tanah adat milik PARA
PENGGUGAT. Anshnya, sikap dan Tindakan TERGLUGAT | terhadap
orang-orang tersebut sangat berbeda perlakuannya. Jika terhadap
PARA PENGGUGAT dan Warga Kampung Bajong-Bojong Malaka yang
nyata-nyata adalah pemilik lahan tanah adat tersebut p hak TERGUGAT
| melarang bahkan mengusir dan lokasi tanah tatapi lerhadap orang-
orang dari luar Depok yang masuk dan meanduduki 2han terkesan
dibiarkan. Hal itu terbukti sampai dengan saat ni, Iokasi tanah milik
PARA PENGGUGAT dan Warmga Kampung Bnjong-Bojong Malaka
dipakai untuk membangun Universitas Istam Inemasional Indonesia
(U, orang-orang yang baru menampati ohjek parkata tersebut bukan
diperintahkan keluar untulk meninggalkan lokasi objek perkara bahkan
sebaliknya diberi uang kernhiman oleh Depardemen Agama Rl Cq.
Universitas Islam Intemasional Indonesia (LI,

EEE Kemudian sekitar tahun 1996, setelah PARA PENGGUGAT berada

~diluar lokasi objek perkara dan hidup dalam keadaan miskin karena

;{:&hllangan harta peningaalan orang tua PARA PENGGUGAT berupa

n tansh dan bangunan rumah tempat tingga di Kampung Bojong-

jong Malaka, PARA PENGGUGAT mulai mencari informasl dan

/ penegasan tentang status tanah objek sennkata dari pihak pemerintah

sehubungan dengan adanya pengambil alihan lahan tanah milik PARA

PENGGUGAT olzh pihak TERGUGAT |. Institusi negara can instansi

pemerintah yang PARA PENGGUGAT minta<an keterangan dan

penecasan tentang status fanah objek sengketa adalah Kantor

Kelurahan Desza Curug, Kecamafan Cimannogis, Kabupaten Dati Il

Bogor, dengan hasil sehagai herikut:

- Pemerintah Desa Curug, Kecamatan Cimangais, Kabupaten Dati Il
Bogor (sekarang Kelurahan Cisatak, Kecamatan Sukmajaya, Kota
Deock) menerangkan bahwa lokasi tanah objek zengketa yang
dik;aim oleh TERGUGAT | dan TERGUGAT Il sebagai Tanah Milik
Han Tek Mio yang sudah dibelinga Verponding adalsh TANAH HAK
MILIK ADAT yang telah didaftar oleh Panitia Pendaftaran Tanah
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Jawatan Pendafiaran Tanah Jatinegara, Jakarta pada tahun 1962
dan telah dibukukan dalam Buku Tanah Letter C.1 dan C.2 Tahun
1965 Desa Curug, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Dati Il Bogor
(sekarang Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok).
Keterangan dan informasi Pemerintah Desa Curug tersebut
dituangkan secara resmi dan tertulis dalam bentuk Su-at Keterangan
kepala Desa Curug, Kecamatan Cimangais, Kabupaten Dati Il Bogor
Nomor : 593/14111/1095 tanqgal 6 Maret 1926, 1si Surat Keterangan
Kepala Desa Curug tersebut sangal terang menyebutkan bahwa
lahan tanah objek sengketa adalah tanah hak milik adat seluas
1.270.000 M2 (121 hektar) yang dimiliki oleh sektar 341 orang
masyarakat penduduk asli Desa Curug. Diterangkan pula-dalam surat
tersebut bahwa objek perkara bukan tanah ex eigandom verponding
dan belum pemah dimutasi atau dijual belikan kepada pihak
manapun baik pemerintah maupun swasta,

= Pemearintah Desa Curug menyatakan tidak pamsh mengeluarkan

surat-surat dalam bentuk dan jenis apapun terkait permohonan

Serifikat Hak Pakai untuk dan atas nama Departermen Penerangan

Republik Indonesia (TERGUGAT I,

Pemerintah Desa Curug tidak mangetahui atav tidsk pernah melihat

seriifikat hak pakai atas nama TERGUGAT I;

Pemerintah Desa Curug tidak permah mensrima laporan atau

tembusan perihal penarbitan serfifikat hak pakai baik dari Kantor

Agraria kabupaten Bogor maupun dari  pihak  Departemen

Penerangan;

28.9 Pada sekitar tahun 2012 PARA PENGGUGAT kembali meminta
kepastian keterangan dari Pemerintahan  Kelurahan Cisalak,
Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok (dahulu Desa Cureg, Kecamatan
Cimanggis, Kabupaten Dali Il Bogor) tentang status tarah seluas 121
heklar yang diklaim oleh TERGUGAT | sehagai lahan tanah berstatus
Tanah Negara yang masuk dalam wilayah serifixat hak pakai atas nama
TERGUGAT |, melalui surat keterangan resminya  Nomor
583.2/05N2012 tang;g:_:fr.ll 2 Mei 2012 Lurah Cisalak  kembali
menegaskan bahwa berdasarkan catatan di Kelurahar Cisalak lokasi
tanah objek sengketa adalah TANAH HAK MILIK ADAT yang tercatat
dalam F"Etﬂ Rincik dan Buku Letter C.1 dan ©.2 belum pemah dialihkan

{ Halarran 21 Pulesan Momaor: 25820 Pel.G J'E*DE‘I-'F'?DF



haknya atau diperjualbelikan balk kepada instansi pemenniah maupun
swasta. Bahkan menyatakan tidak keberatan apabila haknya atas tanah
tersebut akan diurus menjadi serifikat oleh PARA PENGCUGAT;

28.10 Selain itu, pada tahun 2012 PARA PENGGUGAT mendapat keterangan
dan pernyataan dari mantan Kepala Desa Curug dan Sekretaris Desa
Curug tentang sejarah dan status tanah ob ek sengketla. Keterangan
mantan Kepala Desa Curug dan mantan Juru Tulis Desa Camng tersebut
dituangkan dalam bentuk Akia Pernyataan No. 61 dan No.62 Notaris
Masdiana SH,Mkn, tanagal 28 Oktober 2012,

29. Bahwa KEBOHONGAN oknum Fejabat Departermen Penerangan Rl Cq.
Direktorat Radioc Cq. Proyek Mass Media Radio Repuslk Indonesia
(TERGUGAT | dan TERGUGAT I} dalam rangka merealisasikan itikad
buruknya untuk menyerobot dan menguasai lahan tanah adat milik PARA
PENGGUGAT dan Warga Kampung Bojong-Bojong Malaka secara
keseluruhan, terungkap secara lerang benderang melalul Pervara Perdata
Nomor 133/PdiG/2009/FPN.Dpk  jo  Putusan FPT  Bandung Nomor

p (inkrazht van gewisde), sehingga segala yang tercantum dalam putusan
ra tersebut sah menjadi alat bukti hukum terkait subjek dan objek
ra tersebut yaitu Penggugal, Tergugat, Turut Tergugat dan objek
ranya lahan tanah seluas + 1,877 360 M2 (1877 hektar). Adapun fakta-
fakta hukum. yang terungkap dalam Fufusan Feriera  Perdata

No.133/Pdt G/2009/PN.Opk  jo  Pufusan FT. Bendimg  Nomor

S9/PDT/2010/PT.BDG adalah sebagai berikut;

29.1 TERGUGAT | (dalam perkara fersebut sshagai "TERGUGAT )
menyatakan bahwa lahan tanah yang didudusi, dikiasal dan diklaimnya
sebagai lahan tanah hak pakai unfuk dan alas namanya adalah berasal
dari lahan tanah milik seseorang hermama HAN TEK N'C alas nama NV.
Maatschapay Tot Explnitatie Van Het Land yang melskukan jual belf
dengan TERGUGAT | mefalui Jawatan Gedung Megen Bogor ofeh R.
NOEFRSASIH. (Mohon periksa Putusan No, 132/Pdi GA2Z008/PN.Dpk
Halaman 31 butir 3.4 dan 3.5),

28.2 Pernyataan TERGUGAT | (Dalil bantahan TERGUGAT | dalam Perkara

133/P4t.G/2009/PN. . Dpk tersebut), dinyatakan TIDAK TERBUKTI oleh

Majelis Hakim karena TERGUGAT | tidak dapat meagajukan bukti

apapun baik bukti sural maupun bukli saksi yang menunjukan
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kebenaran transaksi jual beli lahan tanah yang dikuasainva dengan Han
Tek Nio atas nama NV. Maatschapay Tot Exploitatie Van Het Land,;
29.3 TEFtGUGﬁT \V (dalam perkara tersebut sehagai TERGUGAT )
menyatakan bahwa lahan tanah negara yang dicenkarn hak pakainya
kepada TERGUGAT | dengan ditarbitkannya Serifikal Hak Pakai
No.2/Curug/1981 diganti karena hilang dengan Serifixat Hak Pakaf
No. 1/Cisalak/1985 diganli lagi karena hilang dangan Sertifikat Hak
Pakai No. 00001/Cisalak/2007 Surat Ukur No, 1737 /Cisalald2007 adalah
fahan tanah negara Ex Eigendom Verponding No.23 (sisa) atas nama
MIJ EXPL VAN HET LAND. Pernyataan/Keterangan (Dalil bantahan
TERGUGAT V dalam Perkara No.133/Pdt.G/2008/PN.Dpk tersabut)
pun dinyatakan TIDAK TERBUKTI karena pihak TERGLGAT V (dalam
perkara tersebut sebagai TERGUGAT Il tidak dapal mengajukan bukii
berupa sertifikat Eigendom Verponding Mo.23 (sisa) atas nama MIJ
EXPL VAN HET LAND  (mohon periksa  Putusan
No.133/PdLG/2009/PN.Dpk, halaman 79 = 80 hutir 8);
204 Kemudiari Ahli Waris Samuel De Meyyer Faber sebagai pihak
PENGGUGAT (dalam Perkara No,133/Pdt.G.2I08/PN.Dpk tersebut)
-" (_l_‘um_ dapat membuktikan dalil gugatannya dengan mengajukan sertifikat
‘E}*E!,Ergendﬂm Verponding No.448 Afscrift 278 W beserta tarfjemahannya.
m

Dleh karenanya Majelis Hakim yang memerksa, mengadili dan
emutus Perkara No.133/Pdt.GR2009/PN.Dpk mermutuskan bahwa
ahan :anah seluas 1.877.360 M2 (187,7 hektar) yang telah dikuasai dan
s digunakan oleh TERGUGAT | dan TERGUGAT Il =ejak tshun 1958
sampal dengan adanya proses alih status Barans Milik Negara kepada
Kementerian Agama Republik Indanasi tanggal 8 Mei 2017 yang terletak
di RT 001 s/d RT.004 RW.01 dan RT.01 RW.02 Kelurahan Cisalak,
Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok (dahulu Desa Curug, Kecamatan
Cimanggis, Kabupaten Dati II| Bogor) ADALAH LAHAN TANAH YANG
BERASAL DARI EIGENDOM VERPONDING NO.448 AFSCRIFT 279
WL ATAS NAMA SAMUEL DE MEYYER FABER (Mohon periksa
Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan
Mo.133/Pdt.G/2009/PN.Dpk, halaman 143 alinea 3);
20,5 Bahwa sekalipun telah diputuskan lahan Tanah seluas 1.877.360 M2
(187.7 hektar) yang ter'stak di RT.001 s/d RT.004 RVW.01 dan RT.01
RW.02 Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajsya, Kota Depok {dahulu

I Halaman 23 Pulisan Nomor, 2597 Pat. G /202 11'?395"_
|



Desa Curug, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Dati 1l Bogor) adalah
berasal dan Eigendom Verponding Mo 448 Afzcrift 270 W atas nama
Samuel De Meyyer Faber, namun Eigendasm Verponding tersebut
dinyatakan tidak berkekuatan hukum kareng ferbukti tidak didaftarkan
pada Kantor Pendaftaran Tanah sampai dengan  batas waktu
pendaftaran Konversi hak-hak barat tanggal 24 S=aplember 1980 sesuai
dengan ketentuan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 tentang
Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Faru Atas Tanah Asal
Konversi Hak-hak Barat (amar putusan No A32/Pdt GRCOS/PN. Dpk);
29.6 Kemudian Sertifikat Hak Pakai No. 2/Curug/981 yang h lang kemudian
digant dengan Sertifikat Hak Pakai Mo.1/Cisalak/1985 yang hilang lagi
kemudian diganti  dengan  Sarlifikat Hak  pakai  No.00001
(sisa)fCisalak/2007 Surat Ukur MNo.1731/Cisalak/2007 dinyatakan sah
dan berkekuatan hukum {amar putusan No 132/P3LG2009/PN_Dpk],
29.7 Selair itu, diantara hamparan tanah berdasarkan sedifikat hak pakai
atas nama TERGUGAT | dan TERGUGAT |l yang lelah dinyatakan
sebagai !aha.n tanah milik Samuel De Meyyer Faber berdasarkan
Eigendom Verponding No 448 Afscrift 279 Ml seluas 1.877.360 M2
(187,7 hektar) tersebut, di dalamnya terdapal lahan 1anah adat yang
' sudah diterbitkan sertifikat hak milik atas nama Rumah Sakit Sentra
|2\ Medika.
berdasarkan fakta - faklta hukum yang terungkap dalam Putusan
leikara No.133/Pdl. G/2005/PN. Dpk juncto Putusan Penjadifan  Tinggi
andung o 89/PDT/2010/FPT.BDG yang telah mempe-oleh kekuatan hukum
tetap (inkracht van gewijsde) dapatiah disimpulkan marurat kzcamata hukum

kami sebacai berikut:

30.1 Bahwa Sertifikat Hak Pakai No 2iCurug/1881 varg hilang kemudian
diganti dengan Sertifikat Hak Pakaj Mo.1/Cisalak1585 yang juga
hilang kemudian diganti dengan Serifikat Hak Pakai
No.C0D01/Cisalakf2007 Surat Ukur 1731/Cis=lak/2007 atas nama
Departemen Penerangan Republik Indonesia Cq Direktorat Radio Cq
Proyek Mass Media Radio Republik Indonesia (TERGUGAT | dan
TERGUGAT 1) yang diterbitkan oleh Bafan Pertanahan Nasional
Kabupaten Dati 1l Begar (sekarang Kantor Pertanahan Kota
Depak/ TERGUGAT V), yang dinyatakan sah dan berkekuatan hukum
berdasarkan amar Putusan Perkara No 12370 G/2009/PN.Dpk
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juncto Putusan Pengaditan Tingoi Bandung No.S9/PDT2010/PT.BDG,
adalah sertifikat hak pakai yang diterbitkan atas lahan tanah yang
berasal dari Ex Eigendom Verponding MNo.23 (sisa) atas nama MIJ
EXPL VAN HET LAN sehanaimana dinyatakan oleh TERGUGAT V
(Kantor Pertanahan Kota Depok) dalam perkara tersebut (Putusan
No. 133/Pdf. G/2009/PN.Dpk halaman 79 — 80 bitir &

30.2 Oleh karena herdasarkan Putusan Perkara
No.133/Pdt. G2008/PN_Cpk tarsebut, lahan tana’ ohjek perkara dalam
perkara tersebut, yaitu lahan tanah yang telah diklaim, dikuasai dan
digunakan oleh TERGUGAT | dan TERGUGA™ Il sa ak tahun 1958
sampai dengan dialih statuskan sebagai Baranc Milk Megara kepada
Departemen Agama Republik Indonesia (TERGUGAT I} pada
tanggal 8 Mei 2017 (53 tahun), yang teretak di R7.001 s/d RT.004
RW.01 dan RT.01 RW.02 Kelurahan Cizalak. Kecamatan Sukmajaya,
Kota Depok (dahulu Desa Curug, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten
Dati 'l Bogor) seluas 1.877.360 M2 (satu juta delapar ratus tujuh puluh

::—T-;-_té{ul' ribu tiga ratus enam puluh meter perseqi) adalah LAHAN TANAH

GENDDM VERPONDING MO 448 Afscrift 275 ML ATAS NAMA

L EL DE MEYYER FABER (Pufusan No, 133/Pd1 G/2009/PN.Dpk

aman 143 Alinea 3), semeantara objek tanah hak pakai berdasarkan

at Hak Pakai Mo . 2/Curug/1981 yang hilang kemudian diganti
encan Serifikat Hak Pakai No,1/Cisalak/1935 yang juga hilang
kemdian diganti dengan Sertifikat Hak Pakai Mo 0000 1/Cisalak/2007
Surst Ukur No.1731/Cisalakf2007 atas nama TERGUGAT | Cq.
TERGUGAT Il adalah lahan tanah EX EIGENDOM VERPONDING
No.Z3 (sisa) ATAS MNAMA ML), EXPLOTATIE VAN HET LAND (
Putusan No.133/Pdi G/2009/PN . Dpk, halaman 75-80 bufir 6), maka
sesungguhnya sertifikat-sertifikat hak pakai atas rama TERGUGAT |
dan TERGUGAT || tersebut secara hukum tidak sah digunakan
sebagai dasar dan alasan untuk mengakui, menguasai, mendudukl
dan menggunakan lahan tanah objek sengketa terzebut karena nyata-
nyata objek tanah manurut sertifikat hak pakai dengan objek tanah
bercasarkan putusan Majelis Hakim Parkara
No.* 33/Pdt. G/2009/°N. Dpk adatah DBJEK TANAH YANG BERBEDA.
Berdasarkan fakta hutum ini maka kedudukan hukum TERGUGAT |
dan TERGUGAT Il terkait pengakuan, penguasaan, dan penggunaan
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lahan tanah objek sengketa dalam perkara tersebut selama ini adalah
sebagai PELAKU PENYEROBOTAN TAMAH ORANG LAIN dan oleh
sebab itu perbuatan TERGUGAT | dan TERGUGAT 1l terkait tanah
objex sengketa masuk dalam katagor Perbustan Melawan Hukum
(Onrechtmatige Overheidaad),

30.3 Kendatipun Serlifikat Hak Pakai No.2/Curug/1931 yang hilang
kemudian diganti dengan Serifiket Hak Pakai No.1/Cisalak/1855 yang
juga hilang kemudian diganti dengan Serfifikat Hak Pakai
MNo.CO001/Cisalak/2007 Swurat Ukur No1731/Cisalak/zZ007  telah
dinyatakan sah dan berkekuazan hukum Eterdasarkan Pulusan
Pengadifan Negeri Depok No, 133/PdlG/2008/PN.Opk o Pulusan
Pengadilan Tinggi Bandung No 93/PDT/20104°T.EDG yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gawipsde), akan
tetapi ob ek tanah dimana serdifikat-sedifikat itt diterbitkan bukanlah
objek tanah yang menjadi objek sengketa dalam parkara tersebut atau
dencan kata lain serifikat — serfifikat hak pakai alas namz TERGUGAT
| dan TERGUGAT Il tersebut TIDAK JELAS OBJEKNYA. Oleh karena
itu, maka sertifikat-sertifikat hak pakai tersebutl secarz husum tidak sah
digunakan sebagai dasar buldi hak untuk menduduk | manguasai dan

.}»}’; &f.ﬁ, menggurakan tanah ohjek sengketa dalam parkara -ersebut;

32.

Eﬂinjutnyra lahan tanah adat milik PARA PENGGUGAT dan milik Warga
ung Bojong-Bojong Malaka (PIIH BIN RIUN Dan Kawan-Kawan),
na menurut Pulusan Perkara Perdata No 7 33Fdl 20039PN.Dpk jo
san PT.Bandung No. 89FDT/2M0PT.BDG Antasa ARl Waris Samuel
De Meayyer Faber melawan TERGUGAT | dan PARA TERGUCGAT LAINNYA
telah dinyatakan sebaqgai Tanah Ex Eigendom Verpending No 448 Afscrift
279 ML atas nana Samuel De Meyyer Faber, Kendati demiiar pada saat ini
(saat gugatan aquo diajukan), telah diklaim, dikuasa dan digunakan oleh
TERGUGAT Il (Kementerian Agama Republik Indonesia Cqg Direktorat
Jenderal Fendidikan |slam Kementerian Agama Republik Indcnesia) dan
TERGUGAT IV (Universitas lzlam Internasional Indonesia)  untuk
membangun gedung Universitas |slam International Indonesia (UIH);

Hal lain, berkaitan dengan TERGUSGAT |, terdapat Surat yang dikeluarkan
oleh TERGUGAT Il Momor : B-284_ 3D DELIFHM.O102/2021 tanggal 8
Februari 2021 perihal Tangnapan Permohonan Ganti Untung, TERGUGAT
Il menyatakan pihaknya mengakui, manduduki, dan menggunakan tanah
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milik PARA PENGGUGAT dan milik Warga Kampung Eojong dan Bojong
Malaka (PIIH BIN RIUN Dan Kawan-Kawan) untuk membangun Universitas
Islam Intemasional Indonesia (LI} adalah hasil dari proses alih status
Barang Milik Negara dari Lembaga Penyiaran Publik [TERGUGAT Il) kepada
Kementerian Agama Republik Indonesia (TERGUGAT III) dengan memecah
Serifikat Hak Pakai MNo.D0O01/ICisalak/2007  Surat Ukur  No.
1731/Cisalak/2007 menjadi Seriifkat Hak Pakai Ne.D0002/Surat Ukur
No.00436/Cisalak/2018 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq.
Kementerian Agama Republk Indonesia, dengan luas tanah + 1.425.889 M2
(satu juta empat ratus dua pulith lima ribu delapan ratus delapan puluh
sembilan meter persegi);

33. Bahwa oleh. karena Serlifikat Hak Pakai Mo00002/5urat  Ukur
No.00436/Cisalak/2018 atas nama Pemerintah Reoublik Indonesia Cq.
Kementerian Agama Republik Indonesia terbukt meupakan se-ifikat hak
pakai pezahan dan Serifikat Hak Pakai bo.0CO01/Sirat  Ukur
No.1731/Cisalakf2007 atas nama TERGUGAT | dan TERGUGAT Il, maka
secara hukum tidak sah digunakan sebagai bukti hak untuk menguasai,
menduduki dan menggunaksn tanah milik PARA PENGGUGAT dan Warga

; f-:_: Lﬁampmg Bojong dan Bejong Malaka tersebit, dikarenakan Serlifikat Hak
rf‘_é s F‘a}tﬂi No.C0001/Surat Ukur Mo 1731/Cigalakf2007 delam Pulusan Perkara
|'t:- 451 :,-,- I Pclt. G/2009/PN.Dpk tersebut  terbit atas dasar E GENDOM
) J ,n . ONCING Mo.23 (sisa) ATAS NAMA ML, EXPLOTATIE VAN HET
1.““"“"3- EAND yang kemudian oleh Majelis  Hakim dalam Perkara

LAHAN TANAH EX EIGENDOM VERPONDING MNC 448 Afscrift 279 ML
ATAS NAMA SAMUEL DE MEYYER FABER, maka selanjutnya Sertifikat
Hak Pakzi MNo.00002/Surat Ukor No00436/Cisalak/2018 aas nama
Pemerintah Republik Indoensia Cr, Kemanterian Agama RI (TERGUGAT Il
tidak dapat menjadi dasar menquasai, memanfaatkan, menduduki Tanah
lahan objex perkara dalam perkara a quo termasuk dangan TERGUGAT IV
(Universitas Islam Internasional Indonesia) untuk mermbangun gedung
Universitas Islam International Indonasia (LII);

34. Bahwa berdasarkan uralan tersebut di atas, perbuatan yang dilakukan
TERGUGAT |, TERGUGAT Il, TERGUGAT Il dan TERGUGAT IV, yang
tanpa hak menguasai, menduduki, memakai dan memaniaatkan tanah adat
(objek perkara) milik PARA PENGGUGAT tersebul, maka perbuatan
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TERGUGA™ | s/d TERGUGAT IV telah termasuk memipakan Perbuatan

Melawan Hukum;
35. Kemudian. terkait perbuatan TERGUGAT V yang telah dengan sengaja
tanpa didasari oleh Azas kghati-hatian, menyelanggarakan pengukuran
lahan tanal milik PARA PENGGUGAT dan milik Warga Kampung Bojong
dan Bojong Malaka secara keseluruhan, serta telah mencukur lahan tanah
Ex Eigendom Verponding No.448 Afscrift 279 ML miik Samuel De Meyyer
Faber, kemudian surat ukurnya dijadikar sebagai dazar untuk menegaskan
objek tanah penerbitan Sertifikat Hak Pakai MNo.00002/Surat Ukur
No.00436/Cisalak/Z018 afaz nama Pemerintah Republk Indonesia Cqg.
Kementerian Agama (TERGUGAT III). Padahal nyata-nyata onjek tanah
Sertifikat Hak Pakai No.2/Curug/1981, Serifikat Hak Fakai {Pengganti)
No.1/Cisala</1995 dan Sertifikat Hak Pakai (Pengganti) Mo 00001/Surat Ukur
Mo.1731/Cisalakf2007 sebangai "serfifikat hak pakai induk” dan Sertifikat Hak
Pakai (Pecahan) No.0D002/S0rat Ukur Mo 00436/Cizalak/2018 atas nama
TERGUGAT Il adalah Iahan tanah Ex Eigendom Verpording No.23 (sisa)
atas nama MIJ. EXPL VAN HET LAND (tereatat dalam Putusan
- No.133/Pdl.G/2009/PN.Dpi, halaman 79-80 bhufir £), Dengan demikian
;wamawWa lahan tanah yang divkur oleh TERGUGAT V adalah lahan tanah
oF Eigendom Verponding Mo 23 (zisa) atzs nama ML EXPL VAN HET LAND
Qj kan lahan tanah adat milik PARA PENGGUGAT dan milik Samuel De
: eyyer Faber. Atas dasar hal itu maka perbuatan TERGUGAT V tersebut
{ 4 telah menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan yarg berlaku,

sehingga perbuatan TERGUGAT V dapat dikatakan telah melakukan
Perbuatan Melawan Hukum karana telah menimbu'kan ke-ugian bagi PARA
PENGGUGAT dan pihak lainnya;

36. Bahwa oleh karena TERGUGAT VI dan TERGUGAT VIl elah membiarkan
instansi bawahannya yaitu TERGUGAT V menqu<ur dan menerbitkan
setifikat hak pakal untuk dan atas nama TERGUGAT | Cg TERGUGAT Il dan
TERGUGAT Ill di atas lahan tanah milik orang lain dengan cara melanggar
ketentuan hukum yang berlaku, sehingga yang kemud an menimbulkan
dampak kerugian atas pembhiarannya tersebut, maka TERGUGAT VI dan
TERGUGAT VIl termasuk dalam kateqori telah melakukan Perbuatan
Melawan Hukum;

37. Bahwa lebih lanjut, oleh karzna perbuatan PARA TERGUGAT (TERGUGAT

LIom, vV, VI dan VI tersebut baik sendin-sendin maupun secara
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bersama-sama telah mengakui, menduduki, menguasai dan memakai tanah
adat milk PARA PENGGUGAT dan milik Warga Kampung Bojong dan
Bojong Malaka dengan berlandaskan kepada Sertifikat Hak Pakai
No.2/Curug/1881 yang dinyatakan hilang kemudian diganti dengan Sertifikat
Hak Pakai No.1/Cisalak/1995 yarg juga dinyatakan hilang kemudian diganti
dengan Sertifikat Hak Pakai No.00001/Surat Ukur No,1731/Cisalak/2007
atas nama TERGUGAT | Cg TERGUGAT Il kemudian dipecah menjadi
Sertifikat Hak Pakai No.00002/Surat Ukur Mo, 004316/Cisala«201E atas nama
TERGUGAT Ill yang nyata-nyata berdasarkar FPufusan Perkara
No. 133Pd. G2009/FPN.Opk  juncio Prifusan Pengacilan Tinggi Bandung
No.99/PDT/2010/PT.BDE yang telah barkekuatan hukum tetap (inkracht van
gewijjsde) Sertifikat Hak Pakai No.00001/Surat Ukur N, 1731/Cisalak/2007
tersebut adalah lahan tanah EX EIGENDOM VERPOMNDING ND.23 (sisa)
atas nama MIJ.EXPL VAN HET LAND yang bukan merupakan aas hak dan
Tanah Adat Milk PARA PENGGUGAT (objek perkaral, Sehingga atas
kejadian tersebut membuat FPARA PENGGUGAT tidak dapat menikmati,
memanfaatkan, menduduki dan menguasai tanah milik FARA PENGGUGAT
yang secara nyata menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUSAT, maka
berdasarkan hal tersebut sangat baralasan hukum Yang Mulia Majelis Hakim
pemeriksa perkara a quo untuk memuolus PARA TERGUGAT telah terbukdi

s 1“f-:.E
Al o ,_"1:':_ ;

kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karsna salahnya
menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Sedangkan
pengertian perbuatan melanggar hukum atau melawan hukum setelah
adanya pumusan Hoge Raad, 31 Januari 1919 ialah perbuatar-perbuatan
yang dapat dianggap (a) melangqar hak orang lain, atau; (b) bertentangan
dengan kewajiban hukum si pembuat, atau; (¢} bertentangan dengan
kesusilaan yang baik, atau; (d) bertentangan dengan kepalitan yarg terdapat
dalam masyarakat terhadap dir atau barang orang lain. (Fenny Mono, SH,
“Praktek Berperkara Perdata”, Malang, April 2007, halaman 4);

39. Bahwa cleh karena telah terbukli a'as hak yang dimiliki ol=h TERGUGAT 1 Cq
TERGUGAT |l yaitu Sertifikat Hak Pakai No.00001/Cisalak/2007 Surat Ukur
No.1731/Cisalak/2007 berasal dari tanah EX EIGENDOM VERPONDING
NO.23 (sisa) atas nama MLLEXPL VAN HET LAND, sedargkan objek tanah
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hak pakai dimaksud sebagaimapa dinvatakan dalam Pofusan Perkara
No. 133/Pdi G2009/PN.Dpk yann telah berkekuatan hukum tetap adalah
LAHAN TANAH EX EIGEMDOM VERPOMDING N 448 Afscrift 279 ML
ATAS NAMA SAMUEL DE MEYYER FABER, sehinona legal standing hak
pakai objek tanah TERGUGAT | Cqg TERGUEAT Il tidak sesuai
perunfukannya, maka berdasarkan hal itu, PARA PENGGUGAT mohon
kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyalaksn TERGUGAT | dan
TERGUGAT Il dihukum: untuk mengembalikan tanah shjeg perkara kepada
PARA PENGGUGAT dalam keadaan kosong dan tanpa beban hukum yang
menyertainya, atauy TERGUGAT | dan TERGUGAT Il diwajibkan Tiembayar
uang sewa penempatan tanah selama diduduki, dikuazai dan digunakan oleh
TERGUGAT | dan TERGUGAT Il kepada PARA PENGGUGAT menurut nilai
harga sews menyewa tanah pada umumnya;

40, Bahwa oleh karena bukti kepemilikan TERGUGAT Il dan TERGUGAT IV
adalah Serifikat Hak Pakai No.00002/Surat Ukur Mo 00438/Cisalak/2018
atas nama Pemerintah Republik Indoensia Cq. Kementerdan Agama R
(TERGUGAT IIl) yang merupakan produk hukum turunan dari Setifikat Hak
Pakai Mo.Z/Curug/1981 yang dikatakan hilang kemudian diganti dengan

/“/E 43 Sertifikat Hak Pakai No.1/Cisalak/1895 yang dikatakan hilang lagi kemudian
II._.; ﬁﬁj jgan’u dengan  Serifikat Hak Pakai Neo.0OCD1/Surat  Ukur
,ij '&E 7, ’Hln 1?31mﬁalah'EDﬂT maka berarti ohjek tanah yane sak diakul, diduduki,
\\i H‘- 33; vasai, can dipakai oleh TERGUGAT Il dan TERCGUGAT IV untuk

B g n’rémhangm Universitas Isiam Internazional Indonesia (L1} adslah lahan

.i'

tanah yang berasal dari Ex Eigendom Verponding No 23 (sisa) atas nama
MIJ. EXPL VAN HET LAND sobagaimana keterargan dan pernyataan
TERGUGAT V dalam Putusan Perkara No. 133/Pdl G2C08/PN.Dpk, atau
lahan tanab milik Han Tek Nin CV. Maaschapay Tot Exainitatie Van Het Land
sebagaimana pengakuan, keterangan dan permyataar TERGUGAT | dalam
Putusan Perkara No. 133Pdt. G/2000FN. Dok, BUKAN TANAH ADAT MILIK
PENGGUGAT dan Warga Kampung Bojong dan Bojong Malaka secara
keseluruhan (PIIH Bl RIUN Dan Kawan-Kawan), dan b kar pula kshan tanah
Ex Eigendom Verponding Mo 448 Afscrift 279ML atas rama Samuel De
Meyyer Faber, maka berdasarkan hal lersebut PARA PENGGUGAT mohon
kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemariksa perkara & quo untuk
menyatakan menghukum TERGUGAT Il dan TERGUGAT IV untuk
mengembalikan tanah objek perkara milk PARA FENGGUGAT kepada
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PARA PENGGUGAT dalam keadaan kosnng dan tanpa beban hukum yang
menyertairya, atau dwajibkan membayar harga juzl beli tanah menurut
harga pasaran tanah objek sengketa;
41. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum (Onrschimatige Daad) PARA
TERGUGAT, maka telah nyata menimbulkan kerugian bagi PARA
PENGGUGAT, baik Materiil maupun Immateriil sebagai berikut
MATERIIL:
41.1 Kerugian materiil yang diderita PARA PENGGUGAT akibat tanah milik
PARA PENGGUGAT diaku, dikuaszai'ditempati o eh TERGUGAT | dan
TERGUGAT |l sejak tahun 1981 sampai dengan proses alih status
Barang Milik Negara kepada TERGUGAT Il tanggal 9 Mei 2017, maka
sudah sewajamya TERGUGAT | dan TERGUGAT |l dinukum untuk
memtayar uang sewa kepada PARA PENGGUGAT dengan
perhitungan Rp. 200.000,00 permeter x 53. 240 m2 x 36 tahun =
Rp. 383. 328.000.000,00 (fina ratus delapan puluh tiga mikar tiga ratus
dua puluh delapan juta rupiah);
41.2 Kerugizn materiil yang didarita PARA PENGCUGAT karena tanah milik
PARA PENGGUGAT diakui, diduduki, dikuasai dan digunakan oleh
T TERGUGAT Il dan TERGUGAT IV untuk membangun I;Jniuersitaa
Islam Internasional Indonesia  (UN) maka sudah  sswajamya
TERGUGAT Il dan TERGUGAT IV dihukum uniuk mengambalikan

- tanah objek sengketa keparda PARA PENGGUSAT dalam keadaan
kosong tanpa beban hukurn jenis apapun bagi PARA PENGGUGAT,
atau membayar harga jual befli tansh kepada ARA PENGGUGAT
menurut harga pasaran sebesar Rp. 2.000.000,00 permeter x 53.240
m2 = Rp. 106.480.000.000,00 (seratus eram milvar empal ratus
delapan puluh juta rupiah);

41.3 Kepaca TERGUGAT V, TERGUGAT V| dan TERGUGAT VI, PARA
PENGGUGAT tidak menuntul ganti rugi karena szenyatanya yang
bersangkutan tidak menempali atau menguasai tanah obyek sengketa,
Namu~ demikian kepada mereka ini (TERGUGAT V, TERGUGAT VI
dan TERGUGAT Vi, dihukum untuk wajib mematuhi dan mentaati

putusan perkara aquo;
IMMATERINL:
41.4 Mengenai kerugian immateril yang diderita pleh PARA PENGGUGAT

adalah berupa tertekannya mental PENGGUGAT dan keluarga selama
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bertahun-tahun, penderitaan hidup PENGGUGAT dan keluarga yang
berkepanjangan karena fidak hisa menikmati dan memanfaatkan lahan
tanah milik PENGGUGAT sehagai lahan mata pencahzrian sebagai
petani. tersitanya waklu dan pemikiran selama untuk mengurus dan
mencan keadilan atas tanah objek sengketa agar kembali secara utuh
baik secara de jure maupun da facto seperti waktu-waktu sebelumnya
kepada PARA PENGGLUGAT, sesual dengan ketentuan hukum yang
berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Adapun nilai kerugian
immateiil yang harus dbavar secara tanogung renteng oleh
TERGUGAT |, TERGUGAT I1l, TERGUGAT 1l dan TERCGUGAT IV
cukup dihitung sebesar Rp. 1.000.000,000,000.00 (satu triliun rupiah),
dan/atau apabila: Majelis Hakim pemeriksa perkara a guo memiliki
pertimoangan lain mengenal besaran nitai kerugiannya, maka mohon
ditetapkan selayaknya dan/ztau menurut ketentuan hukum berlaku;

42. Bahwa untuk menjamin hak-hak PARA PENGGUGAT dan agar gugatan ini
tidak sia-sia (illusoir) serta guna menghindari kerugian varg lebih besar yang
diderita oleh PARA PENGGUGAT, maka PARA PENGGUGAT mohon
kepada Kewa Pengadilan Megon Depok Cg. Majelis Hakim Pemeriksa

?ﬂﬂ |Jg_ - parlmra a qun untuk berkenan menstapkan stalus gus atas tanah objek

Ty T ¥
?“*‘fﬁ‘guﬂmtih, maka sudah sewajamya dan cleh karena itu PARA PENGGUGAT
meminta agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memariksa, mangadili dan

memutus perkara aguo menvatakan putusan parkara aguo  dapat
dilaksanakan terlebih dulu (il voorbaar b wooraad) walaupun ada upaya
hukum verzet, banding (Pengadilan Tinggi Bandung) dan kasasi (Mahkamah
Agung Republik Indonesia) atau vpaya hukum lainnya.

44, Bahwa Agar nantinya TERGUGAT |, TERGUGAT I, TERGUGAT Il dan
TERGUGAT IV ingin secara memenuhi isi putusan perkata a qLo, mohon
agar TERGUGAT |, TERGUGAT Il, TERGUGAT Il dan TERGUGAT IV
dihukum untuk membayar uang paksa (deangsom)  sebesar
Rp.100.00C.000,00 (seratus juta rupiah) perhan atas keterlambatannya
melaksanakan putusan ini sejak putusan ini barkekuatas bukum tetap E.EI'HEF:IE|

dilaksanakannya putusan dimaksnd;
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Berdasarkan seluruh uraian di atas, PARA PENGGUGAT mohon kepada Ketua
Pengadilan Negeri Depok Cq. Majelis Hakim yang memerikza serta mengadili
perkara a quo agar berkenan mempertimbangkan demi hukum dan rasa keadilan

untuk memutus perkara a quo dengan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Mengabulkan permohonan status quo alas tanah objek parkara;
Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk selur thnya,

2. Menyatakan lahan tanah objek perkara yaitu tanah yang terlatak di RT.01
RW.01 Kelurahan '-':iEEI-IEI"., Kecamatan Sukmajaya, Kotz Depok, seluas 1.520
M2 (seribu lima ratus dua puluh meter persegi), berdasarkan Gink Letter C.
No.332 Persil 69 S.1l dengan hatas-batas :

-

Utars
Selatan
Barat
Timur

: Tanah Kemah Gabug (C.229)

: Tanah Jana Godog (C.657)

 Tanah Tasih Saripin (C.341)

: Tanah Dadang Hidayat (C.314)

< —h.t@n tanah objek sengketa yaitu tanah yang terletak di RT.01 RW.01 Kelurahan

k, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, seluas 2.000 M2 (dua tibu meter

Barat
Timur

ég[} berdasarkan Girik Latter C. MNo.322 Persil 82 DN dengan betas-hatas:

.. W 10|
o - ’#ﬁar&
. ﬁj? kISE:FJE'Ahan

5 ‘1 l":r‘l'

: Tanah Taman Atam (C.243)
: Tanah Timin Gutong (C.381)
: Tanah Kimung Irun (C.297)

: Tanah Sitemn Nizan (C, 464)

Dan tanah objek sengketa yaitu tanah yang terletak 4i RT.01 IW.01 Kelurahan
Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, seluas 2.000 M2 (seribu lima
ratus dua pusuh meter perzegi), berdasarkan Girik Letter 5. Mo, 627 Persil DI
dengan batas-batas :

Utara
Selatan
Barat
Timur

: Tanah Tijah Saripin (C,1626)

* Tanah Perkebunan Karet De Meyyer Faher
: Kall {(sungai) Cijantung

: Tanah Arip Ceper (C.1646)

Adalah Tangh Adat milik PEMNGGLIGAT |,

3. Menyatakan lahan tansh ohjek perkara yaftu tanah yang terletak di RT.01
RW.01 Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, seluas 1.520
M2 (seribu ima ratus dua puluh meter perseqi) berdasarkar Girk Lefter c
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No.117 Persil 80 S.11l, dengan balas-bEatas !

- Utara : Tanah Rawa

- Selatan : Tanah Riman Ridan (C.216)
- Barat - Kali {Sungai) Cijantung

- Timur : Tanah Satim Sepan (C.547)

Adalah Tanah Adat milik PENGEUGAT N,

4. Menyatakan lahan tanah objek perkara yaitu tanah yang teretak di RT.01
RW.01 Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, seluas 14.570
M2 (empat ribu lima ratus tujub puluh meter meter persegi) berdasarkan Girik
Letter C Mo.~000 Persil 62 D I, dengan batas-batas:

- LUtara : Tanah Abdul Hamid (C.O57)
- Selatan : Tanah Asmat Karung (C.1003)
- Barat : Tanah Amat Abas {C.1004)
- Timur : Tanah Asmat Atam {C_1005)
dan Persil 6 5.1, seluas 1.530 M2 (zeribu tujuh ratus meter serseqi) dengan

: Tanah Muhamit Ert {C.835)

: Tanah Asmal Inen (C.1006)

: Tanah Sukarma (C.545)

: Tanah Mariyah Sukur (C.1344)

Depna-:, seluas BBD M2 merqp;m ratus del:—-pan puluh meter par&&gn}
berdasarkan Girik Letter C Mo.1628 Parsil 51.5-1 dengan batas-batas ;

- Utara  Tanah Lim Kim Slang (C.1507)

- Selatan : Tanah Saleh Naman {C.1601)

- Barat : Tanah Saudah Qjn (G, 1453)

-  Timur t Tanah Amat Piih (C.1282)
Dan Persil 62-D.111 Luas 1.700 M2 {zarbu tujub rafes meter perseci) dengan
batas-batas:

- Utara : Tanah Marhamih Mian (C.1615)
- Selatan : Tanah Patil Dimun {C,1616)
- Barat : Tanah Sawiah Jungkir (C.1625)
- Timur - Tanah Tijah Saripin (C.1626)

!
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Adalah Tanan Adal milik PENGSUGAT IV,

6. Menyatakan lahan tanah objek perkara yaitu tansh yang tarletak di RT.01
RW.01 dan HT.I[I‘I RW.02 Kelurzhan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota
Depok, seluas 2.380 M2 (dua rihu tiza ratus delanan puluh meter persegi)
berdasarkan Girik Letter C No. 1309 Persil 89 5,11 dennan batas-batas

Utara
Selatan
Barat
Timur

: Tanah Timin Gutong (C,1278)
: Tanah Manih Saih (C,1358)

: Tanah Ishak Ramin (C.1058)

: Tanah Law Tjin Kuan (C.1491)

Adalah Tanan Adat milik PENGGUGAT V.

7. Menyatakan lahan tanah objek perkara yaitu tanah y=ng terletak di RT.01
RW.01 dan RT.01 RW.02 Kelurahan Cisalak, Kecamazan Sukmajaya, Kota
Depok, seluas 5.800 M2 (lima rbu delapan ratus meter perseqi) berdasarkan
Girik Letter C No.585 Persil 51 5.1l dengan batas-hatas

T

Utara
Selatan
Barat
Timur

Timur

: Tanah Tohir Biran {C.242)
: Tanah Yahya Eenim (C,630)
: Tanah Jenth Jizan (C.658)
: Tanah Jana Godog (C.637)
# <) “4 Dan Persil 52 D.1 Luas 1.160 M2 (zeribu seratus anam puluh meter persegi)
ﬁ‘_ ;';:I:}Eman batas-batas :
\ E.' 41 * Tanah Sariha Bungkus {C.420)
- Tanah Law Lint Hin (C_586)
' Tanah Law Kim Liong (C.587)
' Tanah Law KilAie (C,588)

Adalah Tanan Adat milik PENGGLGAT WL

8. Menyatakan lahan tanah objek parkara yailu tanah yang terletak di RT.01
RW.01 dan RT.01 RW.02 Kelurahan Cisalak, Kecamazan Sukmajaya, Kota
Depok, seluas 4750 M2 {empat rbu tujuh ratus lima pulos meter persagl)
berdasarkan GirikLetter C.No. 1273 Perszil 82 DU dengan betas-batas :

Utara
Selatan
Barat
Tirmur

: Tanah lja lking (G, 1043)

: Tanah Barja Kimun (C.1308)
: Tanah Ishak Ramin (G, 1058)
: Tanah Manih Saih (C.1358)

Adalah Tanan Adat milik PENGGUGAT VI

B. Menyatakan lahan tanah objek perkara yaitu tanah yang lerletak di RT.01
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RW.01 Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depo<, seluas 5.050

M2 (lima ribu lima pulubh meater parseqi) berdasarkan Gidk Letter C.No. 547
Persil 60 -1 4engan batas-batas :

Utara : Tanah Timah Main (C.380)
Selatan : Tanah Piih Saripin {C.652)
Barat : Tanah Saman Gehaoi (C.546)
Timur : Tanah Sanih Bangking (C.554)

Adalah Tanan Adat milik PENGGUGAT VI,

10.Menyatakan lahan tanah objek perkara yaitu tanah yang terdatak di RT.01
RW.01 Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, seluas 5.730
M2 (lima ribu tujuh -atus tiga puluh meter perseqi) berdasarkan Girk Letter
C.No.B8 Persil 62 Dl dengan hatas-halas

Utara : Tanah Lian Bulong (C.609)
Selatan : Tanah Jumit Karung (C.67T0)
Barat - Tanah Nyal Nilan (C.703)
Tirmur : Tanah Jambul (C.687)

Pan Persil 54 D.II Luas 2.650 M2 (dua ribu enam ratus fima ouluh meter

arsegi) dengan batas-batas |

: Tanah Rinnd Rian iC.158)

* Tanah Kumpul Sakim (C.234)

: Tanah Sariha Bungkus (C.420)
Timur : Tanah Buging Rinan (C_882)

Adalah Tanah Adat milik PENGGUGAT X,

11, Menyatakan PARA TERGUGAT telah mefakukan Parbuatan Melawan Hukum
(Onrechtmatige Daad);

12. Menghukum TERGUGAT | dan TERGUGAT Il untuk membayar Lang sewa
tanah milik PARA FENGGUGAT selama 36 (tiga puluh enan) tahun kepada
PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 283.328.000.000,00 (tiga ratus delapan
pulub tiga milyar tica ratus dua puluh delapan juta rupiah) secara tanggung
renteng dan tunai;

13. Menghukum TERGUGAT Il dan TERGUGAT IV untuk mengembalikan tanah
milik PARA PENGGUGAT datam keada=n kosong tenpa beban hukum jenis
apapun bag PARA PENGGUGAT danfatau membayar harga jual beli tanah
kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 106.480.000.000,90 (seratus enam
milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah) secara tanggung renteng dan

J Hataman 35 Putusan Momes 253 Pdt.G 12021/PN Ppk A=

/
/



tunai;

14. Menghukum TERGUGAT | dan TERGUGAT Il unfuk mambayar kerugian
immateriil kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp,1.000.000,000,00 (satu
triliun rupiah) secara tanggung renteng dan tunai;

15. Menghukum TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VI untuk tunduk
dan patuh terhadap putusan ini;

16. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya
hukum Verzet, Banding maupun Kasgasi (Ll Voarbaar Bif Voomrad),

17. Menghukum TERGUGAT |, TERGUGAT I, TERGUGAT Il dan TERGUGAT
IV untuk membayar uang paksa {dwangsom) sebesar Rp. 100.000.000,00
(seratus juta rupiah) perhari atas keterlambatannya melaksanakan putusan ini
sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai diltaksanakannya putusan
dimaksud;

18. Menghukum PARA TERGUGAT untuk mambayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yvang seacil- adilnya

(ex aequo ef bona);

2 Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditenfukan, Para

Jfﬁ?ﬁ?ugat Tergugat |, Tergugat Il Tergugat I, Tergugat IV, Tergucat V, dan
L7 gﬁm}; at V1l hadir kuasanya dalam persidangan, terkecuali Tergugat VI tidak
W enghadap ataupun menyuruh orang lain untuk mewakilinya dalam

an walaupun telah dipanngil sacara patut;

enimbang, bahwa oleh karena Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat
sa Tergugat Il. Kuasa Tergugat ||, Kuasa Tergugat IV, Kuasa Tergugat V,
dan Kuasa Tergugat VIl telah hadir maka untuk memeruhi Peraluran Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2016 tentang Mediasi. Hakim Ketua
Majelis atas dasar persetujuan kedus balah pihak te'ah menunjuk Hakim
Mediator dari kalangan Hakim Pennadilan Meneri Depek, yaitu | Narilona, SH.,
MH berdasarkan Penetapan MNomor @ 253/PdbGRIZ1EN Dpk;

Menimbang, bahwa selelah mediasi dilakukan oleh para pihak maka
berdasarkan Hasil Laporan Pelaksanaan Mediasi dari Madiator tertanggal 26
Januari 2022, ciketahui bahwa proses mediasi telah gagal karena kedua belah
pihak tidak tercapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengkela terseout dengan
jalan perdamaian dan menyerahkan pemeriksaan perkara se'anjutnya kepada
Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena modiasi telah gagal untuk merdamaikan
kedua belah pihak maka pemeriksaan perkara difapjutkan dengan membacakan
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surat gugatan ~enggugat yang isinya dilakukan perbaikzn berLpa pencoretan
pada halaman 16 angka 31;
~* Menimbang, bahwa atas gugatan Penagugat tersebil, Kuasa Tergugat |
telah mengajukan jawaban secara terfulis tertangnal 23 Febniari 2922 yang pada
pokoknya berisikan hal-hal sebanai berfkut :
|. DALAM EKSEFSI
A. KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa dalam gugat:an halaman 18 angka 37, Para Penggugat pada
intinya mendalilkan perbuatan Para Tergugat (Tarqugat | 8 d Tergugat
Vi) vang menguasai dan memakai tanah adat milik Para Penggugat
dencan berlandaskan Sertifkat Hak Pakai Mo, 2/Curugr1981 yang
dinyatakan hilang kemudian diganfi dengan Serfifikat Hak Pakai No.
1/Ciszlak/1995 yang juga dinyatakan hilang kemudian diganti dengan
Serinkat Hak Pakai No, 000001/Surat Ukur Mo, 1731/C salakf2007
atas rama Tergugat | adalah lahan tanah Ex Eigendom Yerponding
No. 23 (sisa) yang berbeda dengan alas hak dari tanzh adat millk Para
Pencgugat. Atas dasar hal tersebut, Para Penggugat beralasan Para

T "Etﬁ,;;pugrmmsdaam karena telah menikmati, memanfaatkan, menduduki,

Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum {Onrechtmatige

n menguasai tanah milk Para Pengcugat serfa menimbulkan

gian bagi Para Penagugat.

wa menurut Tergugat | dafil gugatan Para Pengougal yang

nvatakan Para Tergugat melakukan Cnrechimatine Oveeidsdaad

(Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemarntah) sehinggs diajukan

gugatan ke Pengadilan Megeri adalah fidak tepat dengan alasan

sebagai berikut:

a. Dengan berakunya Undang-Undarg Momor 30 Tavwun 2014
tentang  Administrasi  Femerintahan (UL 30/2014)  telah
menimbulkan paradinma baru herkenaan dengan produk hukum
taza usaha negara yang awalnya lazm dikenal harva berupa
penetapan tertulis berbentuk keputusan (beschikking) menjadi
juga berupa tindakan badan danfatau pejabat pamerintahan yang
manimbulkan akibat hukum (rechtshandelingen). Tindakan dalam
hal ini pada intinya boropa perbuaten baik untuk  melakukan
sesyatu ataupun untuk tidak melakokan sasustu (vide Pasal 1
angka 8 UU 30/2014).
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Dalam UU 30/2014 juga ditentukan kompetenzi pengadilan yang
berwenang mengadili sengketa tindakan dan/atau  keputusan
badan dan/atau pejabat pemenntahan yaitu sebanaimana dalam
Panjelasan Umum Alinea ke-5 UL 30/2C° 4, Pasal 1 angka 18 UU
30/2014, dan Pasal 76 UL 30/2014 adalah Pengadilan Tata Usaha
MNegara (PTUN).

b. Bahwa terkait dengan dalil gugatan Fara Penggugat kepada
Tergugat | dan Tergugat Il yaru mempersaalkan suatu tindakan
asu perbuatan badan danfatau pejabat pemerintahan di masa
lampau yang dilakukan Departemer Penerangan  Republik
Inconesia cq. Direktorat Radic cq. Provek Mass lMedia Radio
Republik Indonesia, maka jenis gugatan tersebut termasuk jenis
gugatan atas tindakan atau perbuatan melangaar hukum oleh
Badan danfatau Pejanat  Pemearictahan {Onrechimatige
Cverheidsdaad). Hal tarsebut marupakan reang lingkup dan UU
30/2014 dan peraturan terunannya ya'ty Feralurzr Mahkamah
Agung Moemor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelesaian
Sengketa Tindakan Femerintahan dar Kewanangan Mengadili

AN “;;:lt:_ Perbuatan Melanagar Hukum oleh Badan danistau Pejabat
Fﬁjﬂfﬂmrinmhan {Onrechtmatiqge Overhaidsdaad) (Parma 2/2019).

TBerkenaan dengan pengaturan penyelasaian sengketa tindakan
E};‘ merintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar

212019 telah dengan jelas dan tegas mengatur hal tersebut

merupakan kompetensi  peradilan  tata usaha negara,

gapagaimana terkutip sehagai berkut:

1) huruf b Menimbang
“Bahwa perbuatan melawan hukum cleh hadan danfatau
pejabat  pemerintahan  (onrechimafige  owvarheidsdaad)
merupakan tindakar pemerintahan  sehingga  menjadi
kewenangan peradilan fata usaha "egara berdasarkan
Undang-Undang Namar 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan.”

Z) Pasal 2 Perma 2/201E:
*{1) Perkara perbustan melanggar  hukum ocleh  Badan

danfatau  Pejabat  Pemerntahan  (Onrechimatige
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Overheidsdzaad) merupakan kewenargan peradilan tata
usaha neqgara.

12} Pengadifan tala uvsaba negara bBerwenang mengadili
Sengketa Tindakan Peamerintzhan selelah menempuh
upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang MNomor 30 Tahun 2014 1entang
Administrasi Pemarintahan dan Peraturan Makkamah
Agung Momor & Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyelesaian  Sengketa Administrasi  Pemerntahan
Setelah Menempuh Upaya Admins tratif.

2) Pasal 11 Perma 2/2018;

"Perkara perbuatan melanggar hukuem oleh Badan dan/atau
Pajabat Pemerintahan (Onrechtmatize Overheidsdaad) yang
sedang diperiksa oleh Pengadilan Megeri, Pangadilan Negeri
harus menyatakan ticdak barwenang nengad i°
d. Eahwa ketentuan dalam Penjeiasan Umum Alinea ke-5 UU
,/f — E«-ﬁﬂﬂﬂ'l# Pasal 1 anngka 1B UU 30/2014, dan Pasal 76 UU 30/2014
il

/fdrr "‘D@‘ta Pasal 2 dan Pasal 11 Perma 2/2019 terssbut juga sejalan

-

gan ketentuan Pasal 25 ayat (5) Undang- Llr'lvrhng Somor 48
n 2009 tentang Kekuasaan Kehalkiman (UL 48/2C08) jo.
4 Undang-Undang Nomor § Tahus 1985 tentang Peradilan
.f.-'-";_';]"atd Usaha MNegara sebagaimana felsh divbsh beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Momor 51 Tshun 2009 (UU
PTUN) yang dikutip sehagai barikut:
1) Pasal 25 ayat (5) UL 452000,

*Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berwenang memeriksa, mengadil, memutus, dan
menyelesaikan sengketa tata usaha neqara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan

2) Fasal 4 UU PTUN:

"Paradilan Tata l)saha Negara adalah salah satu pelaku

I;L-Eltuasaan kehakiman hagl rakyat pancar keadilan terhadap
sengketa Tata Usaha Megara.”

&. Bahwa selain hal tersehut, apabila memparhatikan Petitum Para

F'anlggugal halaman 21 sampai dengan halaman 23 angka 2
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sampai dengan angka 10 yang pada intinya memochon Pengadilan
Negeri Depok untuk menyatakan lahan tanal Objek Perkara
adalah tanah adat milik Para Penggugst, Petitum Para Penggugat
tarsebut berkenasn dengan proses administrasi pemerintahan
berupa penerbitan Surat Kepufusan oleh instansi pemer ntah yang
Eerwenang di bidang anararia’pertanaban in casu Tergugat V,
Tergugat VI, dan Terqugat Wi, oleh karera itu termasuk
kewenangan menrgadili dar PTUN sebanaimana dimaksud dalam
Penjelasan Umum Alinea ke-5 UU 30/2014, Pasal 1 angka 18 UU
2072014, dan Pazal 76 UU 30/2014 serta Pasal 2 dan Pasal 11
Perma 2/2019 jo. Paszal 25 ayat (5) UU 48/2003 jo. Pasal 4 UU
PTUN.
Berdasarkan uraian di atas, dengan diqugatnya Tergucat | dan Para
Tergugat kainnya di Pengadilan Megeri (peradilan perdata) dalan perkara
a qJio oengat dalil perbuatan melanggar hukum oleh Eadar dan/atau
Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatine Owverheidsdasd, bhal tersebut
merupakan cacat formil karena berdasarkan Perma 2/2013 penyelesaian

.....

|;|_|”

agngl‘-cets tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan
o

“ﬁmhmgar hukum oleh badan danfatau pajahat pemerintahar adalah pada
o {uT‘r . 5 |Iar' tata usaha nenara setelah merampuh upaya administratif

|I'| cahulu.
an demikian, gugatan Para Penaqugat terhadas Para Tergugat yang

ajJkan ke peradilan perdata adalah ke'iru, dan sudah sepatutnya Majelis
Hakim Pengadilan MNeger Depok yang memeri<sa, mengadii, dan
memutus Perkara a quo menyatakan guaatan Para Penggugat tidak dapat
diterimaMO (Miet Ontvankelijke varklaard),

B. GUGATAN ERROR IN PERSOMNA
Dalam lingkup perdata, M. Yahya Harahap dafam buku Hukum Acara
Perdata: Tﬁntang Guqatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan
Putusan Pengadilan (hal. 117 - 118) pada intinya mengklasifikasikan emor
in persona menjadi:
1. Diskualifikasi in person;
2. Sala~ Sasaran Pihak yang digugat,
3. Gugatan kurang pihak [Plurium Litis Consorfinm).
Bahwa atas dasar itulah Terguqat | mannlak dengan tagas Gucatan Para
Penggugcat yang menarik Tergugat | dalam perkara a quo sebagai berikut:
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1. Para Penggugat tidak memiliki legal standing (diskuaiifikasi m person)

a. Bahwa Para Penggugat dalam halaman 3 sampa dengan

halaman & angka 1 sampai dengan angka @ dan angka ~4 gugatan

mendalilkan memilki hak atas tanah Objek Perkara berlandaskan

hak milik adat dan Girk Lefter C, hal mans menurut Tergugat |

merupakan dall yang tidak berdasar dengan perdimbangan
sebagai berikut;

1t Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Momor 5 Tahun 1960

tentang Pokok-Pokok Agraria (LUU 5/1960) tanah milik adat
dikenal dengan tanah ulayat dan hak menggunakannya
disebut dengan  hak ulayat yann  pada  pokoknya
pelaksanaannya oleh masyarakat-masvarakat hokum adat
adalah sepanjang menurut kenyataannya masih ada.

2) Adapun dalam Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria
dan Tata Ruann/Kepala Badan Peranahan Masional Nomor
18 Tahun 2012 tentang Tafa Cara Penatausahzan Tanah
Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (Permen ATR/Ka
BPN 1B/2019) pada intinya mengatur adarya >enetapan
pengakuan dan perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum
\, Adat dan penatausahaan Tanah Wayat Kesatuan Masyarakat
. Hukum Adat yang dimohonkan kepada Kepala Kantor

Pertanahan setempat,

Faktanya dalam® gugatannya, Para  Parggugat  tidak
menguraikan bukt mengenai keberadaan masyarakat hukum
adat tersebut, Para Pengougat juna fida< mendudukkan
di-inya sebagal kelompok masyarakat hu<um acat yang masih
ada dan diakui keberadaannya menurit hukum tersebut
namun sehagai perorangan, sera Para Parggugat  tidak
menguraikan. adanya bukfi penetapan pengakuan dan
perlindungan Kesatuan Masyarakal Hokum Adat, sehingga
Para Pengqunat tidak mempunyai dasar yane kuat mengklaim
memiliki tanah Objek Perkara atas dazar hak milik adat.

3} Selain itu berkenaan dengan pelaksanaan hak ulayat, telah
diatur ketentuan datam Pasal 4 Parmen ATRACa BFN 1872018
sebagai berikut:
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“Pelaksanaan Hak Ulavat Kesatian Masyarakat Hukum Adat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 fidak herlakJ terhadap

I:cidang-bidan§ tanah yang pada saat ditetapkannya;

a. sudah dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum
dengan sesuatu hak atas tanah; atau

b. yang sudah diperoleh atau dibebaskan olen instansi
pemerintah, badan hukum atau perseorangan  sesuai
dengan ketenluan peraturan perundang-undangan,”

Berdasarkan ketentuan dimaksud dalam hal awalnya terdapat hak
wiayat sekalipun hal tersebut tidak berlaku lani terhadap tanah
wayat yang sudah dipernleh hak atas tanah tersebut cleh pihak
kain.

b. Bahwa dalam gugatan halaman 3 sampai halaman 5, dan halaman
8 angka 23, Para Penggugat mendalilkan sebagai pemilik dan/atau
anli waris pemilik tanah hak adat dimaksod berupa Letter C,
sedangkan tansh Objek Perkara {elah terbit serfifikat baik pada
masa Departemen Penarangan Republik Indonesia eq. Direktorat

a, Had[n eq. meek Mass Macdia Radin Repiiblik Indonesia (sekarang

‘(]:PF-‘ RRI) maupun setelah Objek Perkara dialihkan dan LPP RRI

u Tergugat I ke Kemanterizan Agama Rl in casu Tergugat

ng sertifikatnya juna beralih ke Kemanterian Agama Rl

glain hal tersebut, terdapal Para Pengougat VI sampai dengan

F'Enggugat IX yang mendalilkan diri sehanai Ahl waris dari girik

Latter C namun fidak menguraikan bukti yang menunjukkan

sebagai ahli waris yang sah, sehingna patut diperdanyakan klaim

dari Para Penggugat ters=but,
Dengan demikian berdasarkan hal-hal yang telah div-aikan di atas,
legal standing Para Penngugat menjadi lamza dan gugatan Para
Penggugat termasuk dalam gugatan diskoalifikasi in person,
sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim pekara yang
memerksa, mengadili, dan memutus parkara  a quo menyatakan
gugatan Para Pennqgugat tidak dapat diterima/™D (Miet Ontvankelijke
Verklaard).

2. Para Penggugat Salah Sasaran/Keliru Menarik Pihak
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a. Bahwa tanah Objek Perkara adalah aset negara yang bukan
dalam penguasaan ataupun pengelolaan Te-gugat | karena pihak
yang disebutkan Para Penggugat yaitu Departemen Penerangan
Rl (Deppen R} sudah tidak ada lagi karera talah lama dibubarkan
melalui Keputusan Presiden Momor 355M Tahun 1393,

b. Bahwa mencermati pihak dalam Serfifikat Tanan Objek Perkara
pada awalnya ditarbitkan atas nama Departemen Penerangan RI
¢.q. Direktorat Radio c.a. Proyek Mass Madia Radio Republik
Indonesia. Singkatan o, menurit Lampiran IV Kamus Besar
Bahasa Indonesia tentang Daflar Singkatan dan  Akronim
merupakan singkatan dari “*Casu Qua®. Frasa te-s=but dari Bahasa
Latin yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi
beberapa arti, antara lain "dalam hal ini" dan "lebih spesifik lagi®.
Singkatan c.q. umumnya digunakan pada suatu hubungan yang
bersifat hierarkis, yanqg dalam hal ini spesifik nerujuk pada ~royek
Mass Media Radio Republik Indonesia yang <emuadian menjadi
L=P RRI,

T -J;mhwa dari seqi peraturan menagenai apakah stalus aset Deppen

pasca bubamya Deppen Rl menjadi ckal bakal aset
enterian Komunikasi dan Informatika in casu Terqgugat | dalam
rkara a quo, maka perlu memperhatikan Kepulusan Presiden
mor 153 Tahun 1998 tentang Badan Informasi dan Komanikasi
Masional (Keppres 153/1088) yang telah mengatur pengalihan
aset can personil eks Deppan R parla singkal pusat pada Badan
Informasi dan Komunikasi Masional (BEIKN', vang mana dalam
Pasal 25 Keppres 153/1089 telah jalas mambankan beoerapa
pangecualian aset yang dialihkan pada BIKN, salah satunya aset
pada DEEktnrat Radio dan Stasiun RREI Masional Jakarta,

Calam hal ini menjadi jelas bahwa aset Direkiorat Radio (sekarang
LPP RRI in casu Tergugat Il dalam perkara a qua) yang dahulu
berada pada Deppen RI tidak menjadi asat BIKM. Sebagai
informasi, BIKN kemudian manjadi Lembaga Inormasi Nasional
(LIN) dan selanjuinyamenjadi salah satu unsur terbertuknya
Kementerian Komunikasi dan  Informatika  =elain pos dan

telekomunikasi yang berazal dari Kementarian Ferhubungan.,
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Selain itu, jupa terdapat penqgecualian asat Deppen R| di daerah
yang dialihkan pada BIKN dan Pemernntah Daerah antara lain
Stasiun RRI Regional | dan Regional |l, sehintga tetap berada
dalam penguasaan RR.

Adapun Pasal 25 Keppres 153/1099 terku-ip sebanai berikut;

*{1) Dengan ditetapkannya Keputusan Fresden ini, seluruh aset
dan personil eks Departeman Pencrangan Tingkat Pusat
dialihkan kepada Badan Informasi dan Komunikasi Masional,
kecuali aset dan personil Direktorat Televisi, TVRI Stasiun
Pusat Jakarta, Balai Pendidikan cdan Pelatihar Televisi
Jakarta, Direktoral Radio, Stasiun Radia Republik Indonesia
Masional Jakarta, Balai Pendidikan dan Pelatihan Radio
Jakarta, Balai Elektronika dan Laboratorium Radio Jakarta,
dan Mairtenance Center Ja<arta.

(2) Dalam rangka pelaksaraan Undang-undang Mo, 22 Tahun
1899 tentang Pemerintahan Daersh, eks instansi vertikal
Departemen Penerangan  lerfmasnk  seluruh aset  dan

-___:'-H“:‘H personilnya  dialihkan  menjadi Perangkat/Dinas  Daefah
-’Fmprnsl EahllpnTanKnia kecuali TVRI Stasiun Daerah, TVRI

dan Ujung Pan: rnng

d. Bahwa pasca bubarmya Depardemen Penarzngan Rl (Deppen Rl)
pada tahun 1929, RRI tidak lagi berada di bawah naungan Deppen
RI dan menjadi instansi mandin dan independen yang berbentuk:

1) Perusahaan Jawalan berdasarkan Peraturan  Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 37 Tabun 2000 tentang Pendirian
Perusahaan Jawatan Radin Rapublik Indonesia (PP 37/2000)
',réng pada wakiu ilu sebagai Perusahaan .awatan (Perjan)
dibina oleh Kementerian Keuangan, pada t=hun 2000 =.d 2005.

2) Lembaga Penyiaran Publik berdasarkan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Momor 12 Tahun 2005 iantang Lembaga
Penyiaran Publix Radin Republik Indonesia (FP 12/2005) yang

'/' Halaman 25 Putisan Nomor 2500 PdLG mzm?:mh‘"-'



bartanggung jawab kepada Presiden, pada tabun 2005 s.d
sekarang.

Dalam Pasal 6 dan Pasal 10 PP 37/2000 telah mengatur bahwa
kekayaan Perjan BRI adalah kekayaan Neqara yang dikelola oleh
Perjan RRI dan Perjan RRI adalah lemhaga yang mandiri,
hdegl;lﬂnden_ dan netral. Dalam Pasal 2, Pazal 3, #4an Pasal 33 PP
12/2005 telah mengatur babwa kekayaan Perjan RRI beralih
kepada LPP RRI dan LPP RRI arlalah lembaga vang independen
dan netral, serta kekayaan RR| merupakan kekayaan negara yang
dikelola sendiri nleh PP RRI| sesuai <etentuan  peraturan
perundang-undangan. Sehingga walaupun dalam Sertifikat Hak
Pakai Tanah Objek perkara dahulu lertera nama Deppen RI
sebagai pihak yang berhak (yang kemudian oasca bubamya
Deppen Rl menjadi BIKN dan salanjutnya menjadi LIN yang
merupakan salah satu unsur terhentuknya Kementeran Kominfo),
namun dari seqi kepemilikan dan kekayaan neqsra, Tanah Objek
Fm'kara pada waktu itu berada pada LPP RRI karana termasuk
%alet yang fidak dialihkan ke BIKN,

jutnya teradi pangalihan fanah Objek Perkara oleh LPP RRI

enterian Anama dengan Berita Acara Seral Terma tahun
, Kementerian Aoama telah mealakukar perobahan sertifikat
njadi atas nama Kementeran Agama c.r. Direklorat Jenderal
Pendidikan Islam pada tahun 2018 yang di asas tanah Objek
Perkara saat ini telah dibangun gedung Universitas lslam
Internasional Indonesia yang merupakan  Proyek  Strategis
Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Momor 108 tshun 2020
tentang percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
(PSMN). '

Selain itu, memperhatikan Putusan MA Mo 620 K/Sip/1875 tanggal
28 Mei 1977: "bila salah satu pihak datam suatu perkara tidak ada
hubungan hukum denaan ohjek perkara, maka jugatan harus
dinyatakan tidak dapat diterima®, maka gugatan a quo yang
menarik pihak Tergugat | sebagai pihak dalam perkara adalah
gugatan yang salah manarik pihak.
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Dengan demikian, jelaslah kedudukan Tergugat | (Kementerian
Komunikasi dan Informatika) sebagai pihak yang tid=k menguasai,
memiliki, dan mengelnla Ohjek perkara, sehingna ticak sepatutnya
dijadikan sebagai tergugal dalam parkara a que
3. Gugatan Para Penggugat Kurang Pibak (Pluriur Litis Cansortium)
a. Bahwa sumber dan status 1anah Obiek Perkara dehulu adalah
dimiliki Tergugat Il (LPP RR!) dan berdasarkan Pasal 33 PP 12/2005
merupakan kekayaan nagara dalam hal ini Ba-ang Milik Negara.

Mengingat tanah objek parkara adalah kek=yzan reqara maka tata
cara pengelolaan termasuk pemanfaatannya tunduk pada peraturan
perundang-undangan, dalam hal ini merujuk rada Fazal 7 ayat (2)
huruf g dan Pasal 42 ayat {1) Undang-Undang Momror 1 Tehun 2204
tentang Perbendaharaan Negara (UL Mo, 1/2004) yana pada intinya
mengatur bahwa WMenteri Keuangan berwenann menetapkan
kebijakan dan pedoman pergalnlaan serta pengnepusan barang
milik negara, dan mengatur pengelolaan barang milic negara
(BMMN).

b: Ketentuan mengenal pengelalaan harang milik nejara lersebut

4 ' lain  Peraturan Pemearintah Meamor 27 Tahun 2014 tentang
- ﬁl ngelolaan Barang Miik Negara/Deerah (PP 27/2014) dan
o

*eraturan Menteri Keuangan Momor 115/PMEK 052020 tentang

emanfaatan Barang Millk Negara (PMK 11572020).

Dalam peraturan penindang-undangan dimaksud diatur bahwa
Menterl Keuangan Republik Indonesia se'au pangelola barang
milik negara salah satunya berdanagung jawah menetapkan status
penguasaan dan Penggunaan Barang Milik Megara s=bagaimana
diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan {2) huruf ¢ PP 27/2014 dan Pasal
5 ayat (1) dan ayal {2} PMK 115/2020, vang barbuny sebagai
berikut:

1) Pasal4 ayat (1) dan ayat (2] hunif ¢ PP Mp. 27/2014

(1) Menteri Keuangan selaku bendahara umum “egara adelah
Pengelola Barang Milik Negara.

(2) Pengelola Barang Milik Megara berwenang dan
bertangaung jawah:

I”( Halaman 47 Punsan Momer: 250/ PdL G /2024) P?Wu-—



b, ...
c. menetapkan status panguasaan dan Pengounzan Barang
Milikk Negara;”
dst
2) Pasal 5 ayat (1) dan ayat {2} PMK 1152020, khususnya pada ayat (2)

huruf a;

* Menteri Keuangan s=laku Pengelola Barang berwenarg:
a. memberikan perselijuan atas permohonan Pemanfaatan
BMN atau perpanjangan jangka wakhi Pemanfaatan BMN
yang berada pada Pangguna Barang;

c. Selanjutnya, tanah Objek Perkara tersebut cleh Tergugat Il (LPP
RRI) dialihkan pemanfaatarnya ke Terguoat 11 (Kementerian
Agama). Terhadap hal tersebut telah terdapat surat parsetujuan dari
Kementerian Keuangan melalui S-422MMK 62018 hal Persetujuan
Alih Status Panggunaan Barang Milik Megara pada Lembaga
Penyiaran Republik Indonesia kepada Kementerian Agama.

"gunaannya aleh Menleri Keuvangan kepada Tergugat [l
sarkan Keputusan Manteri Kaeuangan Nomor §74KM.6R2017
", ng Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada
“ Kementerian Agama
Hal tersebut menenaskan peran Kementerian Keuwangan dalam
pengelolaan, pemenafaatan, dan peretapan status Barang Milik
Negara (BMN) termasiik tanah Objek Perkara dalam perkara a que.
d. Selain berkenaan dengan Kementerdan Keuangan, dalam gugatan
a quo juga berulang kali menyohutkan mangenai Pamenntah
Desa/Kelurahan terkait berkenaan denpgan penerbitan beberapa
surat keterangan dan parnyataan mantan pejabat pemerintahan
desa di hadapan MNotaris terakit tanah Objek Parkara antara lain:

1) Kepala Desa Curug, Kecamatan Cimangnis, Kabupaten Dati |l
Bogor {sekarang Lurah Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota
Depok);

2) Mantan Kepala Desa Cisalak (Pariode 1870-1582)
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3) Mantan Sekretaris Desa Curug, Kercamatan Cimanggis,
Kabupaten Dati Il Bogor sekarang Kelurshan Cisalak,
Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok),

yang berdasarkan kewenangannya l pemearintahan desa
seharusnya secara instansi pejabat pemarintahan di pemerintahan
desa tersebut juga turut ditarik sebagai pihak dalam perkara a cuo.

e. Selain itu, Para Pengquagat juna mangklam adanya pihak lain yang
terkait dengan Objek Perkara yaitu;

1) dalam Gugatan halaman 8 angka 14 dar angka 15 yang
mengklaim hahwa lakan Dhjek Perkara -ersebut sebagai
bagian dari hamparan tanah berstatus Hak Milik Adat yang
seluruhnya adatah 1.210,000 M2 (safu juta dua ratus
sepuluh ribu meter parseni), milik masyarakat penduduk
Kampung Bojong dan Eojong Malaka atas rama PliH BIN
RIUN dan Kawan-Kawan, yang teretak d RT.001 sampai
dengan RT.004 RW.01 dan RT.01 RW.O2 Kelurahan
Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok; dan

“L. _dalam Gugatan halaman 11 angka 28.3 | “ara Penggugat

.d'.-" H
&
53:*? an;.:rmtnyﬂtakan batwa terdanat “akalalan Tergugat | dalam
II'I"I' ] L]
e

% ,‘zy'lﬁ‘ngl{a mencari dasar dan alasan LUNTUK MEMNGUSIR PARA
l. -k 41 NGGUGAT dan Warga Kampung Bnrjong-Bojong secara
= .r\_
‘\"I' Y j%&elurhan (PIIH BIN RIUN Dan Kawan-Kawan) dar lahan
i r.r*':,,f

.

nah adal yang telah dimiliki dan dikuasai retusan tahun lalu
secara turun termurnin.’,

namun pihak Piih bin Riun dikk yang disehutkan tersebut bukanlah

pihak dalam perkara a quo dan tidak ada sural kuasa dari Piin bin

Riun dkk kepada Para Penngugal, sehingaa snhanisnya jJiga ditark

sebagai pihak dalam parkara,
Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas, -idak ditariknya
Menteri Keuangan, pejahat pihak pemerintah desa setempat (Lurah
Cisalak), dan Fiih bin Riun dkk snbagai pihak dalam perkara a quo,
menjadikan gugatan a qua cacat formil karena kutang phak. Oleh
karena itu, sudah sepatitnya Yang Mulia Majelis Hakim yang
memeriksa, mengadili, dan memuhis perkara a Juo manyatakan
gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima/NO (Miet Onrvankelijke
verk aard).
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4.

lahan tanah Objek Perkara termasuk |ahan tanah Beboirwde
Grond (lahan tanah vang diusahakan rakyat pribumi) dan secara
hukum diatur berdasarkan hukum adat masyaraxat setempat,
namun Para Pengaguaat tidak menquraikan berdasarkan peraturan
kolonial Belanda yang mana dan apakah terdapat penetapan dan
pemerintah kolonial Belanda pada waktu itu, sehinqna dalil Para
Penggugat hanyalah asumsi balaka,

c. Selanjutnya dalam dalil gugatan angka 25 halaman 9 Para
Pangugat mendalilkan bahwa tanah Objek Perkara adalah tanah
hak milik adat bukan tanah N=gara ex Egendom Verponding,
namun dalam dalil qugatan angka 29 dan angks 30 halaman 14
dan halaman 15 Para Pencqugatl dengan yakin menyimpulkan
bahwa tanah Ohjek Parkara berasal dari Ex Eigendom Verponding
MNo. 448 Afscrift 277 atas nama Samuel de Meyyer Faber. hal ini
jelas adalah posita yang saling bertentangan antara yang safu
dengan yang [ain.

Bahwa Petitum Para Penagunat nalaman 23 nomor 12 sang meminta

__kepada Pengadilan Negeri Depok untuk menghukum Tergugat | dan

f’-a- “F{.Tgmugat Il untuk membsayar uang sewa tanah milik Para Penggugat
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_q_r:_r}a 36 (tiga puluh enam) tabun kepada Fara Pengaugat sebesar
‘Rp. 2328.000.000 .- (figa ratus defapan pulub figa miliar tiga ratus

d uluh delapan juta rupinh) secara tanggung renteng dan tunai
&

petitum yang tidak je'as perhitungannya baik dar segi alas hak,

&
L o £ ! E o
rincian biaya, maupun dari sagi waktu dennan penjeasan sebagai

berikut:

a. Para Penggugat meminta “pambayaran uang sewa” namun tidak
ada dasar dan alas hak dari Para Penpgugat mengapa Tergugat |
dam Tergugat |l harus membayar uang sewa mengingat tanah
Objek Perkara tidak dimiliki Para Penggunat, andaikata tanah
Objek Perkara sda parla Para Pengguaat sekalipun, maka istilah
‘pembayaran uann sewa” haruslah didasar adanya perjanjian
sewa menyewa terlebih dahulu sebagaimana dafam Pasal 1320
KUHPerdata, namun hal fersebut Bidak ada,

b. Apabils pembayaran vang sewa maksudnya arslabh ganti rugi
maka harus terang dilglaskan demikian dan diuraik=n secara jelas

rincian kerugiannya sshingaa terdapat kerugian sebesar Rp.
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lahan tanah Objek Perkara termasuk lahan tanzh Beboirwde
Grond (lahan tanah yang diusahakan rakyat priburi) dan secara
hukum diatur berdasarkan hukum adat masyarakst setempat,
namun Para Penggugat tidak menguraikan berdasa=an peraturan
kolonial Belanda yang mana dan apakah terdapat penetapan dan
pemerintah kolonial Belanda pada waktu itu, sehingga dalil Para
Penggugal hanyalah asumsi belaka.

c. Selanjutnya dalam dalil gugatan angka 25 halaman 8 Para
Pengugat mendalilkan bahwa tanah Objek Perkara ada ah tanah
hak milik adat bukan tanah Negara ex Egendom Ve-ponding,
namun dalam dalil gugatan angka 28 dan angka 32 halaman 14
dan halaman 15 Para Penggugat dengan yakin menyimpulkan
bahwa tanah Objek Perkara berasal dari Ex Eigendom Verponding
MNo. 448 Afscrift 277 atas nama Samuel de Meyyer Faber, hal ini
jelas adalah posita yang saling bertentangan antara yang satu
dengan yang lain.

4. Bahwa Petitum Para Penggugat halaman 23 nomor 12 vang meminta
kepads Pengadilan Negeri Depok untuk menghukum Targugat | dan
Tergugat || untuk membayar uang sewa tanah milk Para Penggugat

= '-_,.'--:_';-salama 36 (tiga puluh enam) tahun kepada Para Penggugat sebesar

= LIS p. 383.328.000.000,- (tiga ratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus

ua puluh delapan juta rupiah) secara tanggung renteng dan tunai

< adalah petitum yang tidak jelas perhitungannya baik dari segi alas hak,
rincian biaya, maupun dari segi waktu dengan penjelasan sebagai
berikut:

a. Para Penggugat meminta “pembayaran uang sewa’ namun tidak
ada dasar dan alas hak dari Para Pengguga: mengana Tergugat |
dam Tergugat Il harus membayar vang sewa mencingat tanah
Ob ek Perkara tidak dimiliki Para Penggugat, ancaikala tanah
Ob.ek Perkara ada pada Para Penggugat sekalipun. maka istilah
“pembayaran uang sewa” haruslah didasari adanya perjanjian
sewa menyewa terlebih dahulu sebagaimana dalam Pasal 1320
KUHPerdata, namun hal tersebut tidak ada.

b. Apabila pembayaran uang sewa maksudnya adalah ganti rugi

maka harus terang dijelaskan demikian dan diuraikan secara jelas
rincian kerugiannya sehingga terdapat kerugian sebesar Rp.
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483.328.000.000 - (tiga ratus delapan puluh tiga miliar figa ratus
dua puluh delapan juta rupiah), mengingat tanah Objek Perkara
tidax dimiliki Para Penggugat, sedangkan seriifkat tanah Objek
Perkara telah bersedifikat pada pihak Tergugat |l kemudian
Tergugat Ill, maka Para Penggugat tidak berhak menggunakan
harga biaya sewa tanah per meter menurut selera Para Penggugat
semata dikalikan 36 tahun seakan-akan tanah tersebut adalah
milik Para Penggugat.
¢. Para Penggugat mendasarkan jangka waki. pembayaran uang
sewa adalah selama waktu 36 (tiga puluh enam) tahun, namun
lida< dijelaskan dalam posita gugatan, terjadi pesistiwa yang
bagaimana atau kejadian apa yang menjadi landasan wakiu 36
(tiga puluh enam) tahun Tergugat | dan Tergugat Il harus
membayar uang sewa tersebul.
Hal-hal tersebut tidak diuraikan dalam posita sehingga ini
menyebabkan ketidakjelasan dasar menggugat, pechitungan
kerugian, waktu, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian antara
posita dan petitum.
N 5. Bahwa memperhatikan Yursprudensi putusan Mahkamah Agung:
57 .., V& No.1149 KiSip/1979 tanggal 17 April 1679,
-'_:!‘ :; "":'-},"l'f;'.-,;“EHa tidak jelas batas batas tanah sengketa, maka gugatan tidak
pad i:,i}dapat diterima”

|"":

L
-

' No.117. K/Sip/1975, tanggal 2 Juni 1975.
“Suatu Gugatan baik dalam Positanya maupun dalarm Peditumnya,
pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan langkap dan
sempumna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat
tida< dapat membuktikan mengenai jumlah/besarmya kerugian
yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat,
maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini. tidak dapat
dikzbulkan atau ditolak oleh Hakim.”
Berdasarkan uraian di atas, dengan demikian, gugatan Fara Penggugat
terkait tanan Objek Perkara yang tidak jelas dan diragukan kebenaran
patok-patok tanah yang diajukan, posita yang saling bertentangan, dan
tidak uraiksn soal dasar kerugian, rincian jumlah kerugiar, dan wakiu
kejadian mengalami kerugian, menyebabkan gugatan FPara P=nggugat
tidak memsnuhi syarat formil pengajuan gugatan, sehngga sudah

i o

/ Halaman 52 Putusan Nomeor: 259/ POt G IEBEHF?GphF--



sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa,

mengadili, dan memutus perkara a quo menyatakan bahwa gugatan Para

Penggugat tidak dapat diterima/NO (Niet Ontvankelijke verslaard).

D. GUGATAN PARA PENGGUGAT DALUWARSA

1. Bahwa berkenaan dengan proses sertifikasi tanah, tercapat proses
sosialisasi dan tahap penyampaian keberatan sebagairana diatur
dalam Pasal 26 UU 51980, sehingga apabila Para Penggugat
mendalilkan memiliki alas hak atas tanah seharusnya mengajukan
keberatan pada tahapan sosialisasi tersebut. Apalagi Para Penggugat
dalam guagtannya angka 28.1 s.d. angka 28.3 halaman 10 dan 11
menyatakan telah mendegar kabar atau informasi mengenai
pembelian tanah Objek Perkara sejak tahun 1957 sampai dengan
proses sertifikasi tahun 1981, serta sertifikat Tanah Objek Perkara juga
telah mengalami beberapa kali pergantian yang mana seharusnya
Para Penggugat apabila meyakini alas haknya dapat menyampaikan
keberatan atas dasar Pasal 26 UU 5/1960, namun ticak pernah
dilakukan oleh Para Penggugat.
Dengan demikian karena telah lampau wakiu kebeatan, maka

gugatan Para penggugat telah daluarsa.

- 2. Bahwa batas waktu pengajuan gugatan tanah yang bersertifikat

ﬁabagmmana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) PP 24/1887 Dahwa masa

uarsa seseorang untuk menggugat kepemilikan hak atas tanah
rang yang telah bersertifikat adalah 5 (ima) t=hun, tanah

S f/f ersebut telah disertifikatkan sejak tanun 1981, sehingga sudah jauh

melewati masa 5 (lima) tahun, akibatnya Para Penggugat tidak dapat
menggugat tanah Objek Perkara.

3 Bahwa berdasarkan Pasal 1967 KUHPerdata diatur penyampaian
tenggang wakiu pengajuan tuntutan/gugatan perdata baik uniuk
menuntut haknya atas dasar perikatan perdata (piutang) maupun hal
kebendaan lainnya termasuk yang berkenaan dengan aset tanah, yaitu
selama 30 (tiga puluh) tahun. Memperhatikan batas waktu 30 (tiga
puluh) tahun tersebut, Petitum Para Penggugat terhadap klaim sewa
tanah selama 36 (tiga puluh enam) tahun, dan sertifikat tanah Objek
Perkara yang pertama kali sudah terbit pada tahun 1881 sehingga
sudah 40 (empat puluh) tahun berlalu rentang waktu artara gugaan
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dan sertifikat, maka gugatan Para Penggugat menjadi caluarsa (tidak
dapat digugat lagi hak keperdataan karena lewat wakiu;.
Hal ini juga sejalan dengan Yuriprudensi Mahkamah Agung Nomor
26K/ Sip/1972 tertanggal 19 April 1972 yang memberikan kaidah
hukum sebagai berikut:
“Menurut ketentuan yang berlaku dalam BW suatu gugatan menjadi
kadaluwasa dalam waktu 30 tahun (Ps 835 BW).
Berdasarkan uraian di atas, dengan demikian, gugatan Para Penggugat
telah daluarsa, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Psngadilan
Negeri Depok yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo
menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima/NO (Niet
Ontvankelijke verklaard).
ll. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala dalil Tergugat | yang telah diuraikan dalam Eksepsi di atas
merupakan satu rangkaian dan bagian yang tidak terpsahkar dengan dalil

dalam pokok perkara yang akan Tergugat | uraikan sebagai besikuz
A. UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PASAL 13685

KUH PERDATA

50 Bahwa walaupun menurut Tergugat | gugatan Para Penggugat tdak tepat
.-.",:I;I—r"_: diajukan ke peradilan perdata sebagaimana diurakan dalam Eksepsi
;.".I Hq ,'-r:"_..'lfﬁgnpetensi Absolut di atas, namun demikian mengingat gugatan
©), Y7 peibuatan melawan hukum dalam perdata mengacu pada Fasal 1365
Fﬁ*—”:&l.:ﬂHFerdata maka Tergugat | juga membantah dalil Para Fenggugat

M dengan menggunakan Pasal 1365 KUHPerdata sebagai be-iku:

1. Bahwa Pasal 1365 Kuh Perdata mengatur “Tiap perbuatan melanggar
hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajbxan orang
yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian
tersebut”. Berdasarkan rumusan pasal tersebut sessorang dapat
dimintakan peranggungjawaban hukum atas dasar perbuatan
melawan hukum apabila memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 1385
KUH Perdata yaitu:

a., adanya perbuatan;

perbuatan itu melawan hukum;,

b
c. adanya kerugian;
d. adanya kesalahan; dan

.‘, Hataman 54 Putusan Nemor: 259/ Pdt G .rzuzwy:rpm—r



e. adanya hubungan sebab akibat (kausaltas) antar perbuatan
melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkan.

2 Bahwa kelima unsur di atas bersifat kumulatif, sehingga satu unsur
saja tidak terpenuhi konsekuensi hukumnya seseorang Udak bisa
dikenakar pasal perbuatan melawan hukum. Adapun yang dimaksud
dengan unsur perbuatan melawan hukum meliputi:

a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

b. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;

c. Bertentangan dengan kesusilaan; dan

d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian

3 Bahwa sesual dengan unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1365 KUP Perdata, maka terhadap gugatan
perbuatan melawan hukum yang diajukan Para Penggugat tidak dapal
menjetaskan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan
oleh Tergugat | (Kementerian Komunikasi dan Informatika), yaitu
adanya perbuatan, apakah perbuatan dimaksud melawan hukum,
kesalahan, kerugian serta hubungan sebab akibat antara perbuatan
melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkan.

. B. TIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN

/57 TERGUGAT | MENURUT PASAL 1365 KUH PERDATA

'flfl :‘ - EEI‘EEI"IEEH dengan unsur Pasal 1365 KUHPerdata sebagaimana tersebut
paq:la angka 1 s.d angka 3 di atas dan sebagaimana penelasan Tergugat

lé:ada bagian “Dalam Eksepsi®’, Tergugat | tegaskan <embali sebagai

berikut:

1. Tergugat | (Kementerian Kominfo) tidak Melakukan Perbuatan

Melawan Hukum Berkenaan dengan Objek Perkara.

a. Perbuatan membeli Tanah Objek Perkara adalah dilaksanakan
Deppen RI dan Tanah Objek Perkara pada wakiu ifu selanjutnya
telah sah disertifikatkan dengan nama Departernen Panerangan
Rl c.q. Direktorat Radio ¢.q. Proyek Mass Mediz Radio Republik
Indonesia. Adapun Deppen Rl telah dibubarkan melalui Keputusan
Presiden Nomor 355/M Tahun 1899,

b. Dengan diterbitkannya Keppres 153/1999 mengenai pembentukan
BIKM telah jelas diatur dalam Pasal 25 bahwa aset eks Deppen Rl
dalam hal ini yang berada pada Direktorat Radio, maupun Stasiun
RRI, dalam hal ini termasuk Objek Perkara, tidak dialihkan dari

lf Halaman 55 Putusan Nomor: 258/ Pdt G fzazmyypuf



Deppen Rl kepada BIKN (yang kemudian menjadi sawah satu unsur
dibentuknya Kementerian Kominfo), sehingga pada waktu itu
menjadi aset RRI.

c. Secara hukum, terhadap tanah Objek Perkara telah diterbitkan
sertifikat tanah yaitu dahulu Sertifikat Hak Pakai No. 2/Curug/1981
yang dinyatakan hilang kemudian diganti dengan Sertifikat Hak
Pakai No. 1/Cisalak/1995 yang juga dinyatakan nilang kemudian
diganti dengan Sertifikat Hak Pakai No. 000001/Surat Ukur MNo.
1731/Cisalak/2007 yang status penggunaan BMN Tanah Objek
Parkara tersebut adalah berada pada LPP RRIin casu Tergugat [l
dalam perkara a quo. Selanjutnya Tergugat Il dengan persetujuan
Kementerian Keuangan mengalinkan Tanah Objek Perkara
kepada Kementerian Agama in casu Tergugat Ill dalem perkara a
quo dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 774/DU/052017
dan Nomor 01/MA/DS/2017 tertanggal 9 Mei 2017. Hal ini sesual
dengan surat persetujuan dar Kementerian Keuangan melalui S-
422/MK.6/2016 hal Persetujuan Alih Status Pengganaan Barang
Milik Negara pada Lembaga Penyiaran Republik Indonesia kepada
Kementerdan Agama yang merujuk pada PP 27/2014 dan
peraturan pelaksanaannya.

‘o MEg S Setelah proses persetujuan pengalihan penggunaan BMMN, serah

/ 1.4 teima tanah Objek Perkara yang merupakar BMN, dan

A%\ penghapusan BMN tanah Objek Perkara dari daftar LPP RRI,

; F, '.:‘ tanah Objek Perkara selanjutnya ditetapkan  status

& __“I:-a.-v"-""r.'f_-i' penggunaannya oleh Menteri Keuangan kepada Tergugat 1]

— berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 674/KM.6/2017

tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada

Kementerian Agama. Adapur berkenaan dengan sertifikatnya juga

telah berubah menjadi atas nama Pemerintah Republik Indonesia

c.qg. Kementerian Agama dengan Serlifikat Hak Pakai No.
00002/Cisalak tanggal 6 Juni 2018, sehingga Tanah Objek

Perkara saat ini sah berada pada Tergugat Ill, Atas casar tersebut,

Tergugat Ill berhak menggunakan Tanah Obek Sengketa

termasuk membangun gedung Universitas lslam Internasional

Indonesia (UIIl) in casu Tergugat IV dalam perkara a quo.
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2. Para Penggugat Tidak Mempunyai Alas Hak atas Tanzh Objek
Perkara dan Serifikat Tanah merupakan Alat Bulkti yang Kuat dan
Sempurna serta Harus Diterima sebagal Data yang Benar.

a. Para Penggugat Tidak Yakin terhadap Alas Hak Tanah Acat dalam

Pengajuan Gugatan A Quo.

Hal yang didalilkan Para Pengugat mengenai alas haknya adalah

tanah adat hanya pengandaian dan ilusi semata Para Penggugat

yang selalu menggunakan kata “petunjuk” sebagamana dalam
gugatan angka 25 dan angka 26 berkenaan dengan kkzim tanah
hak adat.

b. Para Penggugat Tidak Berhak Mengaku Masyara<ar Hukum Adat

yang Memiliki Hak Tanah Adat,

1) Tanah hak adat berdasarkan UU 5/1860 diakui sepanjang
dalam kenyataannya masih ada. Pengakuan hak tersebut
tentunya dengan memperhatikan syarat-syarat yang diatur
dalam UU 5/1980 dan peraturan pelaksanaarnya, yang akan
_.,'E@-gugat | uraikan sebagai berikut:

;aj: H\E{alam Penjelasan Umum UU 5/1960 romawi || Dasar-
|'f ﬁ”..-.-‘-. Lﬂq"aar dari Agraria Nasional pada angka 3) cijelaskan
-5_ I;{f an:nganal hak ulayat yaitu "Pelaksanazn hak ulayat dan
v *:.‘sn +I‘I§h~|{IEH yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat

“uo.#hikum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada,
harus sedemikian rupa hingga sesuai dengan kegentingan
nasional dan Negara, yang berdasarkan alas persatuan
bangsa serta tidak boleh bertentangan cengan undang-
undang dan peraturan-peraturan lain yang lekin tinggi®,
sehingga pada pokoknya kepertingan sesuatu
masyarakat hukum harus tunduk pada kepentingan
nasional dan Negara yang lebih luas dan ~ak ulayatnya
pun pelaksanaannya harus sesuai dengan kegentingan
yang lebih luas itu.

b) Dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Repuoiik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2021 tentang Panyelenggaraan
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Lntuk Kepentingan
Umum diatur mengerai Masyarakat Hukum Adar sebagai
berikut:

-\.;,

/Halaman 57 Putusan Momor, 259, thSfE:I:E'm?ﬂph-’-"



“(1) Masyarakat hukum adat ssbagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e merupakan
sekelompok orang yang menguasai tanah ulayat
secara turun-temrurun dalam bentuk kesatuan ikatan
asal usul leluhur dan atau kesamaan tempst tinggal
di wilayah geografis tertentu, identitas budaya,
hukum adat yang masih ditaati, hubungan yang kuat
dengan tanah dan lingkungan hidup, serta sistem
nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik,
sosial, budaya, dan hukum.

(2) Masyarakat hukum adat sebagaimana dmaksud
pada ayat (1), keberadaannya diperkuat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-unzangan.

(3) Tanah ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan tanah yang berada di wilayah
penguasaan kesatuan masyarakat hukum adat dan

NEG tidak dilekati dengan sesuaty Hak Atas Tanah atau

.«; 1 J;‘Q: Hak Pengelolaan,”

'j’ . | dalam Pasal 2 Permen ATR/Ka BPN “8/2C19 telah
' '*'"‘ ﬁ -pelaks.anaan perguasaan fanah ulayat kesatuan
': ) aralr.at hukum adat sebagai berikut.

1,1'1 Pelaksanaan Hak Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum
Adat atas Tanah di wilayahnya sepanjang pada
kenyataannya masih ada, dilakukan oleh Kesatuan
Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan menurut
ketentuan hukum adat setempat.

(2) Hak Ulayat Kesatuan Masyarakat Fukum Adat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap masih
ada, apabila memenuhi kriteria tertentu meliputi unsur
adanya:

a. masyarakat dan lembaga Hukum Adat,

b. wilayah tempat Hak Ulayat berlangsung;

¢. hubungan, keterkaitan, dan ketergantungan Kesatuan
Masyarakat Hukun Adat dengan wilavahnya: dan

d. kewenangan untuk mengatur secara bersama-sama
pemanfaatan Tanah di wilayah Kesatuan Masyarakat
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Hukum Adat yang bersangkutan, berdasarkan hukum
adat yang masih berlaku dan ditaati masyarakatnyz.

(3) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana
dimaksud pada ayat {2) huruf ¢ harus memenuhi syarat.

& secara nyata masih hidup baik yang bersifat teritoral,
genealogis, maupun yang bersifat fungsional;

b. sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan
sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia”.

Persyaratan-peryaratan tersebut haruslah dipanuhi cleh Para
Penggugat apabila mengakui memiliki hak tanah adat karena
hal tersebut melekat pada masyarakat hukum adat ses5La0
ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Dalam Pasal 3 dan Pasal 5 Permen ATR/Ka 3PN 18/2019
pada intinya mengatur adanya penetapan nengakuan dan
perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan
penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum
Adat yang dimohonkan kepada Kepala Kantor Partanahan

2 — : :-_'.; selempat.
<f B Faktanya dalam gugatannya, Para Penggugat tidak
|"f. A -F' J _g 'mﬂngurakan bukti mengenai keberadaan masyarakat hukum
I.-I., ,L'.n““ e i‘ldat tersebut, Para Penggugat juga fidak mendudukkan
% "":‘.n_._;u f" r.ﬁnn'ya sebagai kelompok masyarakat hukum adat yang masih
' ada dan diakui keberadaannya menurut huxum tersebut
namun sebagai perorangan, serta Para Penggugat tidak
menguraikan adanya bukti penetapan pergakuan dan
perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, sehingga
Para Penggugat tidak mempunyai dasar yang kLat mengklaim
memiliki tanah Objek Perkara atas dasar hak milik adat.
c. Serlifikat Tanah adalah Bukti yang Kuat dan Sempurna
D bandingkan Letter C
1) Alas hak yang didalilkan para Penggugat hanva berupa "tanah
hak adat” dalam Letter C, sedangkan tanah Objek Perkara
telah terbit serifikat baik pada masa Departemen Penerangan
Republik Indonesia cq. Direktorat Radio cqg. Proyek Mass
Media Radio Republik Indonesia (sekarang LPF RRI) maudun
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setelah Objek Perkara dialihkan darn LPP RRIn casu Tergugat
Il ke Kementerian Agama RI in casu Tergugat lil, yang
sertifikatnya juga beralih ke Kementerian Agama Rl.
Alas hak tanah adat berdasarkan surat letter C yang cidalilkan
oleh Para Penggugat bukanlah alat pembuktian yang kuat dan
sempurna berkenaan dengan kepemilikan tanah karena
hanyalah bukti permulaan atau bukti awal sebagaimana diatur
dalam Pasal 18668 KUHPerdata dan Pasal 1684 HIR. Selain itu,
apabila memperhatikan Pasal 32 ayat (2) PP 24/1997 dan
Pasal 4 Permen ATR/Ka BPN 18/2019 sebagaimana te'ah
dijelaskan oleh Tergugat | di atas, maka Para Penggugat tidak
dapat menuntut haknya atas objek perkara.
2) Kedudukan sertifikat tanah berdasarkan Pasa 19 ayat (2)
huruf ¢ UU 5 /1960 dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (FP 24/1997)
merupakan alat bukti yang kuat dan sempuma atas hak
= _kepemilikan atau pemakaian tanah, sebagaimana terkulip
,ff:;-: ‘:@Eﬂhut ini:
T 3 'I 9 ayat (2} huruf ¢ UU 5/1960
Al \D 43‘{#} Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi
”T'g '

c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku

sebagai alat pembuktian yang kuat’.
Pepjelasan U halaman 2 para keempat PP 24/1997
« ..pendaftaran tanah diselenggarakan dalam rangka
memberikan jaminan kepastian hukum di bicang pertanahan
dan dalam sistem publikasinya adalah sistem negatif, tetapi
yang mengandung unsur positif, karena akan menghasilkan
surat-surat bukti hak yang berlaku sebagai alat pembukian
yang kuat, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 19 ayat (2)
huruf ¢, Pasal 23 ayat (2), Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 38 ayat
(2) UU 5/1960",

Pasal 32 PP 241997
“ (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti nak yang berkaku

sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik
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dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang
data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data
yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang
bersangkutan.

(2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan
sariifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum
yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad balk dan
secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang
merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi
menuntut pelaksanaan hak tersebut apabile dalam wakiu
5 (lima) tahun sejax diterbitkannya sertifikat itu tidak
mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang
sertifikat dan Kepala Kantor Pertanshan yang
bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke
Pengadilan mengcenal penguasaan tanah atau

_ pﬁnerhilan sertifikat 1ersebut”,
_J.**J'—F-is; asan Pasal 32 aya: (1) PP 24/1997
_. 'Efe tj'I $gn‘1f ikat merupakan tanda bukti hak yang kuat, dalam arti
- ! Ir"n. ;;J.ibdliwa selama tidak dapa: dibuktikan sebaliknya data fisik dan
i :iata yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima
) S '.Hbagal data yang benar. Sudah barang tertu data fisik
maupun data yuridis yang tercantum dalam sertifikat harus
sesual dengan data yang tercantum dalam buxu tanah dan
surat ukur yang bersanghkutan, karena data itu diambil darn
buku tanah dan surat ukur tersebut.”

3) Selain itu dalam proses penerbitan sertifikat zanah, kantor
pertanahan telah meneliti kelengkapan dan keoeraran data
yuridis dan data fisk sebagaimana tertuang dalam Pasal 54
ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 8 Tahur 1999 Tentang Tata Cara Pemberian
Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak
Pengelolaan yang terkutip sebagai berikut:

‘Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan
kebenaran data yuridis dan data fisik permohoran Hak Pakai
atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1)
dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau

- |
e
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tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersku®.

Oleh karena itu sertifikat tanah merupakan data yang harus

diterima kebenarannya.

4) Terhadap klaim hak tanah adat yang disebutkan oeh Para
Penggugat dalam gugatannya, menurut Tergugst | adalah hal
yang tidak berdasar sebagaimana telah dijelaskan di atas oleh
Tergugat | pada bagian angka 2 huruf b Jawaban ini.

Namun seandainya klaim tanah adat Para Penggugat benar

sekalipun, apabila mengacu pada:

a) Penjelasan Pasal 32 ayat (2) paragraf keempat PP 24/1897
*Dalam hukum adat jika sesecrang selama sekian wakiu
membiarkan tanahnya sidak dikerjakan, kerudian tanah itu
dikerjakan orang lain yang memperclehnya dengan itikad
baik, maka hilanglah haknya untuk menuntut kemtali tanah
tersebut. Ketentuan di dalam UUPA yang menyatakan

N *'a. hapusnya hak atas tanah karena diterlantarkan (Pasal 27,

;/; I /34 dan 40 UUPA) adalah sesuai dengan lembaga ini*; dan
| f:' .:-h%'Fﬂ.lnsprudensi Putusan Mahkamah Agung MNomor
L? 741 I{rﬁlpﬁﬂﬂ tertanggal 11 Desember 1975 yang
4 ; al? ,,5“ berikan kaidan hu<um bahwa
“aberatan yang diajukan Penggugat untuk kasasi bahwa
hukum adat tidak mengenal daluwarsa daiam ha warisan
tidak dapat dibenarkan. karena gugatan telah ditolak bukan
atas alasan daluwarsanya gugatan, tetapi karena dengan
berdiam diri selama 30 tahun lebih Penggugat asal
dianggap telah melepaskan haknya (rechtsverwerking)”,

Maka berdasarkan ketentuan dan kaidah hukum tarsebut jika

seseorang selama sekian waktu membiarkar tanahnya tidak

dikerjakan, kemudian tanah itu dikerjakan orang lain yang
memperolehnya dengan itikad baik, maka hilanglah haknya
untuk menuntut kembali tanah tersebut (rechtve-werking).

Selain itu, mengingat Para Penggugat baru mengajukan

gugatan pada tahun 2021 sedangkan Sertifikat Tanah Objek

Perkara telah terbit pada tahun 1981 yang berarii telah ada

rentang waktu selama 40 tahun, dan bemenaan dengan
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tuntutan Para Penggugat memnta pembayarar Jang sewa

selama 36 tahun jelas telah melewati batas waktu 33 tahun,

maka andaipun Para Penggugat memiliki alas hak sekalipun,
yang dalam hal ini Tergugat | tidak mengakuinys, telah nyata
bahwa Para Penggugat melepaskan haknya

(rechtsverwerking) tersebut  sehingga  tida< berhak

mengajukan gugatan a quo.

3. Tergugat | Tidak Mempunyai Kewajiban Hukum Terhadap Para
FPenggugat
a. Tergugat | tidak menguasai tanah Objek Perkara, sertifikat hak
atas tanah Objek Perkara yang sebelumnya ada pada Deppen
RI dan Tergugat Il saat ini telah sah berada pada Tergugat lll,
dan juga secara de facto telah dibangung Gedung Universitas
Islam Internasional Indonesia (Tergugat IV) sebagai proyek
Strategis nasional yang dilakukan oleh Tergugat lil.
Adapun pihak yang berwenang dalam administrasi
pemerintahan dalam pendaftaran tanah Objek Perkara adalah
L '-‘{c“'TEI'gUgEt \ s.d Tergugat VIl yang mana Sertifikat tanah Objek
I 1lihu.-ﬂcamsl yang telah diterbitkan oleh pihak berwenang yang
:-_ ll "I ,,,T,),'L 5igulu untuk Deppen RI dan selanjutnya secara hukum sah
f“w;' uasai Tergugat Il dan sekarang telah terbit sertifikat untuk
\ 1\l&;’“’hil' argugat lll, maka harus diterima sebaga kebenaran
o ‘sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) hunf ¢, Pasal 23
ayal (2), Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) UU 51960 jo.
Penjelasan Pasal 32 PP 24/1997.

h. Tergugat | tidak pemah terlibat perjanjian sewa-menyewa
dengan Para Penggugat sehingga tidak harus membayar "uang
sewa" selama 36 tahun yang dimintakan oleh Fara Penggucat.
Tanah Objek Perkara juga bukan milik Para Penggugst.
Apabila mencermati waktu tuntutan 36 (tiga puluh enam) tahun
dan mencermati aturan mengenai daluarsa dalam tuntuzan
keperdataan atas hal yang bersifat kebendaan setgaimana
diatur dalam Pasal 1967 KUHPerdata, maka sudah tidak daoat
Para Penggugat untuk menggugat tanah Objzk Perkara
seandainya pun Para Penggugat memiliki hak untuk ftu.
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c. Selain itu, mengingat tanah Objek Perkara adalah BMN dan
lidak pernah ada pembatalan terhadap status tanah BMN
tersebut maka segala pemanfaatannya di luar Pengg.na BMN
yang sah, dalam hal ini Tergugat I, maka harus ciproses olzh
Tergugat Il dan berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan
sebagai Pengelola BMN, fidak mungkin dapat dilakzanakan
oleh Tergugat | dan Tergugat Il (yang fidak memiliki hak
Pengguna BMN Objek Perkara saat ini) maupur Tergugat Il
(vang memiliki hak sebagai pengguna BMN Objek Perkara saat
ini) begitu saja.

d. Pefitum uang paksa sebesar Rp. 100.000.000,0C (seratus juta
rapiah) per hari yang diminta Para Penggugat ticak baralasan
menurut hukum karena Para Para Penggugart tidak memiliki
slas hak terhadap tanah Objek Perkara, Para Penggugat tidak
mengalami kerugian berlarut larut atas tanah Cojek Perkara
yang telah disertifikatkan oleh Pemerintah sejak tahun 1881,
dan gugatan ini hanya upaya coba-coba Para Penggugat

S NE, mern:lapatkan keuntungan finansial dari tanah Objek Perkarz,
7 _F* S!Iam gugatan Para Penggugat tanpa alas hak, berkenaan
w ,.' 1lﬂ*t{pngan uang paksa apabila memperhatixan Pasal 606a RV

':'_;I .~ "Yang berbunyi “sepanjang suatu putusan haxim mengandung
. __J:Tplinman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejum ah
gt "’Lang. maka dapat ditentukan bahwa sepanjang amu seliap kali
terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, ciehnya harus
diserahkan sejumilah uang yang besamya ditempkan dalam
putusan hakim, dan uang tersebut dinamakan Jang paksa®,
maka dwangsom hanya dapat dipertimbangkan apabila
hukuman yang diminta Para Penggugat adalah sesuatu yang
lain daripada membayar sejumlah uang. Memeperhatikan
Petitum Para Penggugat, maka jelas tujuan dar gugatan
tersebut termasuk maksud agar tanah Objek Perkara
dinyatakan dimiliki oleh Para Tergugat adalah dalam rangka
mendapatkan uang yang terhadap Tergugat | dan Tergugat |l
yaitu dimintakan untuk dihukum membayar “uang sewa”
selama 36 (tiga puluh enam) tahun sebesar Rp.
383.228.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga miliar figa
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ratus dua puluh delapan juta rupiah secara tanggung renteng
dan tunai) sebagaimana dalam petitum Para Penggugat dalam
gJgatan angka 12 halaman 23, dan juga meminta oembayaran
ganti rugi immateriil kepada para Tergugat {termasuk Tergugat
Iy sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) secara
tanggung renteng dan tunai. Sehingga permintaar uang paksa
(dwangsom) tersebut sudah sepatutnya ditolak clen Yang Mulia
Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo, karana bertantangan
dengan asas kepastian hukum terhadap tanah yang telah
bersertifikat dan kaedah hukum mengenai uang paksa.
Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas jelas Tergugat | tidak
memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang didalilkan Para Penggugat,
sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan MNeger Depok yang
memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo menyata<an menokk
gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
C. TELAH TERDAPAT PUTUSAN PERADILAN YANG BERKEKUATAN
HUKI..IM TETAP TERHADAP TANAH OBJEK PERKARA YANG
; / HEMGUATI{AH STATUS SERTIFIKAT TANAH OBJEK PERKARA
2f ‘; ="‘I" Qa}mm berdasarkan penelusuran Tergugat | terhadap tanah Objek
12| H’eiri-iara telah telah terdapat beberapa putusan pe-adilan yang
m“ ba:hakualan hukum tetap yaitu baik perkara perdata maJpun perkara
" Tata Usaha Negara (TUN) sebagai berikut:

a. Putusan Pengadilan Perdata Perkara No. 133/Pdt, 5/2009/PN.Dpk
jo. Putusan Tinggi Bandung Nomor: 99/PDT/2012/FT-BDG yaitu
atas gugatan perdata yang diajukan Ahli Waris can Keluarga
Besar Faber (Gerald Tugo Faber dan WL Samoel de Meyyer),
Pada intinya putusan tersebut menyatakan bahwa Sertifikat
No.0001/Cisalak Tahun 2007 seluas 1.877.360 M2 atas nama
Departemen Penerangan Republik Indonesia cq. Dirskiorat Radio
(Sertifikat Tanah Objek Perkara saat itu), sah dan berkekuatan
hukum; dan

b. Putusan Pengadilan Tata Usaha Megara (PTUN) No.
137/G/2020/PTUN-BDG menyatakan tidak menerma gugatan
pihak Badan Musyawarah Penghuni Tanah Verpoording Seluruh

.1
.l

3 II
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Indonesia (BMPTVSI), maka dari itu sertifikat tanah Oojek Perkara

tetap sah dan berlaku pada Tergugat lil.
Mengingat objek perkara yang digugat dalam 2 (dua) perkara di atas
adalah tanah Objek Perkara a quo, dengan alas hak yang sama yaitu
yang bersumber dari Sertifikat No.00001/Cisalak Tanun 2007 atas
nama Departemnen Penerangan Republk Indonesia c3. Direktorat
Radio, maka segala gugatan yang diajukan terhadao ~anah Objek
Perkara baik dengan modifikasi pihak Para Penggugat sekalipun
apabila dikabulkan maka Putusannya termasuk Ne bis m idem yang
menciderai kepastian hukum dan dapat menganggu ketertiban umum.
Bahwa memperhatikan dalil Para Penggugat yang mengutip Putusan
Perkara No. 133/Pdt. G/2009/PN.Dpk yaitu mulai pada halaman 14 dalil
angka 29 dan seterusnya sampai dengan angka 31 yang menyatakan
bahwa sebenarnya tanah Objek Perkara adalah berasal dari Eigendom
Verponging No. 448 Afscrift 279 WL atas nama Samuel de Meyyer
Faber dan bukan berasal dari Eigendom Verponding No. 23 (sisa) alas
nama MIJL EXPL VAN HET LAND, Tergugat | memberikan tanggapan
zebagai berikut:
ﬂ' Bahwa dalam pertimbangan Putusan  Perkara No.

AN
;_.-Ju; \133/Pdt G/2009/PN.Dpk halaman 145 yang merdssarkan pada
| £

']haaal 32 ayat (2) PP 24/1987 mengenai rechtverwerking telah
{7 lﬂlaﬁ menyatakan sebagai berikut:

1) Halaman 145 alinea kedua:
“Menimbang bahwa oleh karena tanah obyek sengxeta telah
berada dalam penguasaan Negara, maka menurul Majalis
Panggugat atau Ahli Waris dari Gerald Tugo Faber tidak
mempunyai hak kepemilikan hak atas tanah yang menjadi
obyek sengketa.

2) Halaman 145 alinea terakhir:
“Menimbang bahwa oleh karena tanah obyek ssngketa telah
diberikan kepada Tergugat | oleh Neagara selaku pemegang
hak atas tanah, maka pengugasaan tanah obyek sengketa
sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai No. 1/Cisalak tanggal 24
Agustus 1985 atas nama Departemen Penerangan Republik
Indonesia c.q. Direktorat Radio cq. Proyek Mas Media Radio
Republik Indonesia Jakarta di Cimanggis adalah tidak
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bertentangan dengan hukum dan Tergugst | harus ditetapkan
sebagai pihak yang berhak atas Tanah yang menjadi obyak
sengketa.

b. Bahwa dalam Putusan dimaksud dipertimbangkan ket=rangan Ahli
Prof. Ari Sukanti Hutagalung (vide Putusan
133/Pdt.G/2009/PN.Dpk mulai halaman 135 s=d 137, yang
walaupun mengakui keotentikan Eigendom Verponzing No. 448
Afscrift 279 WL atas nama Samuel de Meyyer Faber (seorang
Warga Negara Asing pasca kemerdekaan RI), namun demikian
juga menegaskan bahwa Akia Eigendom Verponding harus
didaftar. Selain itu dijelaskan bahwa sesuai dengan Pasal 1 uu
5/1960, hak eigendom dikonversi menjadi hak mi'k sepanjang
pemiliknya adalah Warga Negara Indonesia dan harus didaftarkan
dalam tenggang waktu enam bulan. Apabila lebih cari 6 (enam)
bulan maka akan dikonversi menjadi Hak Guna Bangunan (HGB)
selama 20 (dua puluh) tahun. MNamun demikizn apabila hiak
eigendom belum dikonversi sampai dengan tanggsl 24 September

1980 maka tanah tersebut akan langsung dikuasai okeh Negara.

.- ©.* Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun
.I,;'l'“::.j—.d —"'Fﬂﬁﬂ tentang Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Undang-Undang
o,

o |

' '-"_s |tNoimor 5 Tahun 1960 (PM Agraria 2/1960), dalam Pasal 2 ayat (1)
*] 70 digtur sebagai berikut:

‘{'1} Orang-orang warganegara Indonesia yang pada tanggal 24
September 1960 berkewarganegaraan tunggal dan
mempunyai tanah dengan hak eigendom di dalam waktu B
bulan sejak tanggal tersebut wajib datang bada Kepala
Kantor Pendaftaran Tanah (selanjutnya dalam Peraturan ini
disingkat: KKPT) yang bersangkutan untuk memberikan
ketegasan mengenai kewarganegaraan itu.

(2} Bagi orang-orang warganegara Indonesia keturunan asing
penegasan mengenai kewarganegaraan itu harus dibuktikan
dengan tanda kewarganegaraan menuruz Peraturan
Pemerintah No. 20 tahun 1959, pasal IV Peraturan Penutup
dari Undang- Undang No. 62 tahun 1958 atau bukti lainnya
yang sah. Bagi orang-orang warganegara Indonesia lainnya
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cara pembuktian kewarganegaraannya diserahkan kepada

kebijaksanaan KKPT yang bersangkutan.”
Dalam Pasal 4 PM Agraria 2/1960 diatur bahwa “hak-hak
eigendom yang setelah jangka waktu 6 bulan tersebut pada Pasal
2 lampau pemiliknya tidak datang pada KKPT atau yang
pemiliknya  tidak  dapat  membuktikan, bahwa ia
berkewarganegaraan Indonesia tunggal, oleh KKPT dicatat pada
asli aktanya sebagai dikonversi menjadi hak guna-bangunan,
dengan jangka waktu 20 tahun”.

d. Untak membatasi jangka waktu keberlakuan hak-hak atas tanah
bekas hak barat, pada waktu itu terdapat Keputusan Presiden
Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan
Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Konversi Hak-
Hak Barat (Keppres 32/1979). Dalam Pasal 1 Keppres 3211979
sarsebut disebutkan bahwa tanah Hak Guna Usaha, Hak Guna
Bangunan, dan Hak Pakai asal konversi hak barat jangka
waktunya berakhir tanggal 24 September 13930. Pada saat
berakhimya hak yang bersangkutan, tanah tersebut menjadi tanah

“4.  yang dikuasai langsung oleh Negara.

[
E
e

o T

=

G 2 _:.;_b.ﬂ:_-;ﬂalam persidangan di PN Depok atas perkara Nomor
;|| f: "»IQ:E::;_';:{ I",Ilﬁ;!PdLGJEﬂﬂEIIIPH-DpH. terbukti bahwa ahli waris Samuel De
'J. '-.I-fi'; Hwer maupun Gerald Tugo Faber tidak pernah mendaftarkan
"f!g:‘."“--."”‘,!"gigandm'nnya ke kantor pendaftaran tanah. Dari fakia tersebut,
" secara otomatis sejak tanggal 24 September 1950 tanah bekas
eigendom di Cisalak, Depok tersebut menjadi tanah yang dikuasai

langsung oleh negara, dan status eigendom verponding 448

Afsoricit 279 WL tersebut telah dilepaskan haknya karena lampau

waktu (rechtswerwerking). Sebagai akibatnya, anli  wars

Penggugat Gerald Tugo Faber dan Samuel De Meyyer tidak

mempunyai hak kepemilikan atas tanah Cisalak Depak.

!
s

o
.\__-"

Berdasarkan pertimbangan putusan Perkara No.
133/Pdt.3/2009/PN.Dpk di atas, dapat menjadi kaedah hukum yang
jelas berkenaan dengan penerapan Pasal 18 ayat (2) hurf c UU 5
/1960 dan Pasal 32 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah (PP 24/1897) yang mengatur bahwa kedudukan sertifikat tanah
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merupakan alat bukti yang kuat dan sempurna atas hak kepemilikan
atau pemakaian tanah.

Oleh karena itu, demi kepastian hukum sebagaimana dijewaskan dalam
Penjelasan Umum Angka IV UU 5/1960, dan telah adanya Putusan
yang membenarkan asal Sertifikat tanah Objek Perkara, maka jelaslah
pihak yang memiliki sertifikat adalah pihak yang secara nukam paling
berhak atas suatu tanah, adapaun apabila ada pihak-pinak vang lain
yang berdalil memiliki “alas hak’ namun dan seg jangka wakiu
menunjukkana adanya rechtverwerking, maka sudah sepatutnya nal
tersebut diterapkan juga oleh Majelis Hakim yang menm erka perkara a

quo.

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, sudah sepatutnya Majelis
Hakim Pengadilan Meger Depok yang memeriksa, mengadili, dan
memutus perkara a guo menyatakan menolak gugatan Para Penggugat
untuk seluruhnya,

1. DALAM PROVISI

Bahwa permintaan Para Penggugat dalam Provisi bahwa terhadap tanah
o —=LB¢ Gb}ek Perkara dimohonkan status quo sama sekali tidak disertai dengan posita

..-I_i_;_ :'. pun mengapa harus diberlakukan status quo.
| Al Sﬁ{pin itu, tidak jelas apa yang dimaksud dengan staius guo oleh Para

ey 1.-

b Fe}rggugat Apabila yang dimaksud adalah sita jaminan sudan jelas diatur

dalam Pasal 50 Undang-Undang MNomor 1 Tahun 2004 tentang
Parbendaharaan Negara yang pada intinya menyatakan oahwa harta
kekayaan (uang dan/atau barang) milik negara tidak boleh dista oieh pihak
anapun.
Apabila maksud dari Para Penggugat adalah pemblokiran berarti sebagaimana
diatur dalam Peraturan Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Momor 13 Tahun 2017 (Permen ATR/Ka BPN 13/2017) yaitu keadaan
status quo adalah keadaan tetap sebagaimana keadaan sekarang (dalam
parkara a quo berarti tanah Objek Perkara haknya aca pada Terguga: |l
berdasarkan Sertifikat) dan terhadap tanah Objek Perkara tidax bolen dialih<an
haknya kepada pihak lain dan/atau oleh pihak lain termasuk Para Penggugat.
Namun demikian, mengingat Petitum dalam Provisi Para Penggugat tidak
disertai posita sebagai justifikasi terhadap petitum provisinya. ma<a sudah
sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.
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Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, perkenankar Tergugat |
mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberkar putusan
sebagai berikut:
DALAM EKSEPSI
1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi dan Tergugat |,
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterimaMO (Niet
Ontvankelijke verklaard).
DALAM POKOK PERKARA
1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.
DALAM PROVISI
- Menolak Provisi Para Penggugat
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat
Il telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 23 Februarn 2022, yang
pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut |
. DALAM EKSEPSI :
3 ”1 KEWENANGAN ABSOLUT
W Eahwa Pengadilan Negeri Depok tidak berwenang untuk memeriksa,
ﬁ. angadlh dan memutus perkara aguo (kompetznsi absolut),
U” Jh nakan Penggugat telah mengakui dalam dalil Penggugat,
fihal telah adanya putusan pengadilan perkara &aquo yang
H" rnempun-,ral kekuatan hukum tetap terhadap objek per<ara gugatan.
Bahwa gugatan ini seharusnya ditujukan ke Pengadilan Tata Usaha
Megara, karena yang menjadi objek gugatan sesuncguhnya
merupakan bentuk Keputusan Tata Usaha Negara, bersaitan surat-
surat tanah, serifikat, akta, bahkan Peraturan PFresiden yang
mengatur inisiasi pembangunan U, bukan sengketa kepemilikan
sebagaimana dalil Penggugat, karena sesungjuhnys yang
melakukan penyerobotan lahan adalah Penggugat fu sendin, dan
dalarm hal ini Tergugat | tidak pernah melakukan penyerobotan,
karena sejak tahun 1956 Tergugat | dan |l telah menempati dan
menguasai objek lahan yang diatasnya telah terbil Sertifikat Hak
Pakai No.2/Curug Kecamatan Cimanggis tanggal 1 April 1931 yang
telah diganti karena hilang dengan Sertipikat Hak Pakai MNo. 1/Cisalak
Cimanggis tanggal 24 Agustus 1995 Gambar Situasi No. 9096/1995
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tanggal 18 Mei 1895 yang telah diganti karena hilang dengan Hak
Pakai nomor © 00001/Cisalak terbit tanggal 09 Apnil 2007, Surat ukur
Nomor: 1731/Cisalakf2007, tanggal 08 Maret 2007.

Bahwa oleh karena surat-surat tanah, serifikat, skia adalah
merupakan produk keputusan Tata Usaha MNegara ssbagaimana
dimaksud dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Namor £ Tahun
1986, karena dibuat oleh Pejabat TUN, sera bersifat konknt,
individual dan final. Oleh karenanya dalam perkara ni yang
berwenang mengadili adalah Pergadilan Tata Usaha Negara.

PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAl KEDUDUKAN SEBAGAI

Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang diajukan pada poin 1
sampai dengan poin 13, yang dinyatakan:

1. Bahwa PENGGUGAT | adaah Pemilik Tanah Hak Miik Adat
berdasarkan Girik Letter ¢ No. 332 Persil 68 S.1l, Luas 1.520 M? |
yang terletak di RT. 001, RW.01, Kelurahan Osalak, Kecamatan
Sukmajaya, Kota Depok (dahulu Kampung Bojong, Desa Curug,

2.
PENGGUGAT
'i"l..u-.::}.
o {‘:x'
T_-.r-ﬂl % j batas:.
I| ; -'f.';%‘ﬂ- lII|'.|_.,I
z /.’,]'.f‘ ) el Utara
uj.,. VI F : fll;‘ | Selatan
-i..;; Tl 7..1 -_|-' = Eamt
h - Timur

Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Dati || Bogor), dengan batas-

- Tanah Kemah Gabug [C 298,

: Tanah Jana Godog (C.657)

- Tanah Tasih Saripin (C.241)

- Tanah Dadang Hidaysat (C 314)

Persil 82 DI, luas 2.000 M?, dengan batas-batas:

Utara
Selatan
Barat
Timur

- Tanah Taman Atam (C.243)

- Tanah Timin Gutong (C.381)

- Tanah Kimung lrun (C.297)

- Tanah Dadang Hidayat (C 314)

Girik Letter C. 1627 Persil DU, Luas 2.000 M, dengan batas-

batas:

Utara
Selatan

Barat
Timur

- Tanah Tijah Saripin (C.1626)

- Tanah Tanah Perkebunan Karet De
Meyyer Faber

- Kali Cijantung

- Tanah Arip Ceper (C.1648)
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5 Bahwa PENGGUGAT Il adalah Pemilik Tanah Hak Milik Adat
berdasarkan Girik Letter C No. 177 Persil 80-S.11l Luas 1.520 NP
(seribu lima ratus dua puluh meter persegi) yang teretak di
RT.001, RW.01, Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya,
Kota Depok (dahulu Kampung Bojong, Desa Curug, Kecamatan
Omanggis, Kabupaten Dati Il Bogor), dengan batas-batas:

- UWara : Rawa Kalong
- Selatan : Tanah Riman Ridan (C.216)
- Barat . Kali Cijantung
- Timur - Tanah Satim Sepan (C.547)

4. Bahwa PENGGUGAT Il adalah Pemilik Tanah Hak Milik Adat
berdasarkan Girlk Letter C No. 1000 Persil 62 DI, Luas 14.570
M2 (empat belas ribu lima ratus tujuh puluh meter persegi),

dengan batas-batas:
- Utara * Tanah Abdul Hamid (C.857)
- Selatan - Tanah Asmat Karung (C.1003)
- Barat - Tanah Amat Abas (C.7004)
- Timur - Tanah Asmat Atam (C.10035)

e =
s .-J.'- L
1.7 J:L_ﬁam il 1-5.1, Luas 1.530 M? (seribu lima ratus tiga puluh mezer
2| el i

':*| _ /g pq‘rﬁsgi}, dengan batas-balas:
r"r.:ui i l"%__-. Utara - Tanah Muhamit Erit (C.835)
s “*' 4 - Selatan : Tanah Asmat Inen (C.1006)
- Barat + Tanah Arip Mutar (C.1000)
- Timur : Tanah Sarip Amat (C.531)

4, Bahwa Penggugat IV adalah Pemilik Tanah Hak Milik Adat
berdasarkan Girik Letter C No. 1628 Persil 51-S.11 luas 880 M*
(delapan ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di
RT.001, RW.01, Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya,
Kota Depok (dahulu Kampung Bojong, Desa Curug, Kecamatan
Cimanggis, Kabupaten Dati Il Bogor), dengan batas-batas:

- Utara - Tanah Lim Kim Siang (C.1507)
- Selatan - Tanah Sakeh Naman (C.1601)
- Barat - Tanah Saudah Ojo (C.1458)

- Timur : Tanah Amat bin Piin (C.1282)

Persil 52-D.1Il Luas 1.700 M? {zeribu tujuh ratus meter parsegi),
dengan batas-batas:
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- Utara - Tanah Marhamih Nian (C.1675)
- Selatan - Tanah Patil Dimun (C.16186)

- Barat - Tanah Sawiah Jungkir (C.1623)
- Timur - Tanah Tijah Saripin (C.1626)

5 Bahwa Penggugat V adalah Pemilik Tanah Hak Mikk Adat
bardasarkan Girik Letter C No.1390 Persil 83-5.] Luas 2. 380 MW
{dua ribu meter tiga ratus delapan puluh meter parsegi} yang
terletak di RT.001, RW.01, Kelurahan Cisalak, Kecamatan
Sukmajaya, kota Depok {dahulu Desa Curug, Kecamatan
Cimanggis, kabupaten Dati Il Bogor), dengan batas-batas:

- Mara - Tanah Timin Gutong (C.1278)

- Selatan - Tanah Manih Saih (C.1358)

- Barat - Tanah Timin Gutong (C.1278)

- Timur - Tanah Tanah Law Tjin Kuan {C.1481)

&. Bahwa Penggugat VI adalah Ahli Waris Lauw Tian Bok Pemilik
Tanah Hak Milik Adat berdasarkan Girik Letter C MNo.585 Persil
51-S.01. Luas 5.800 M2 (lima ribu delapan ratus meter persegi),
yang terletak di RT. 001 RW.01 Kelurahan Cisalak, Kecamatan
Sukmajaya, Kota Depok (dahulu Kampung Bojong, Desa Curug,
Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Dati Il Bogor), dengan batas-

| » * :@:mﬁ:
- » 'lg;.ra Utara - Tanah Tohir Biran (C.242)
.y "“ur’- Selatan - Tanah Yahya Senim (C.690)
A . Barat : Tanah Jenih Jisan (C.656)

- Timur - Tanah Jana Godog (C.657)

Persil 53-D.1, Luas 1.160 M? (seribu seratus enam pulih meter
persegi), dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Sariha Bungkus (C.420)

- Selatan - Tanah Law Lim Hin {C.586)

- Barat - Tanah Law Kim Liong (C.587)
Timur - Tanah Law Kil Wie (C.588)

7. Bahwa Penggugat VIl adalah Ahli Waris Timin Bin Gutong,
Pemilik Tanah Hak Milik Adat berdasarkan Girk Letter C No.1278
Persil 69-DIl. Luas. 4.750 M? (empat ribu tujuh rawus lima puluh
meter persegi) yang terietak di RT.001 RW.01 Kelurahan Cisalak,
Kecamata Sukmajaya, Kota Depok (dahulu Desa Curug,

/Halaman 73 Putusan Nomor: 259 PdLG EDEHP?J;:H-—"



Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Dati Il Bogor) dengan batas-

batas:
- Utara - Tanah lja Iking (C.1043)
- Selatan - Tanah Barja Kimun (C.1208)
- Barat - Tanah Ishak Ramin (C 1058)
- Timur - Tanah Manih Saih (C.13E8)

8. Bahwa Penggugat VIl adalah Ahli Waris Satim bir Sepan,
Pemilik Tanah Hak Milik Adat berdasarkan Girk Letter C No. 60
5.1, Luas 5.050 M (lima ribu lima puluh meter parsegi) yang
terletak di RT.001 RW.01, Kelurahan Cisalak, Kecamatan
Sukmajaya, Kota Depok (dahulu Desa Curug, K.ecamatan
Cimanggis, Kabupaten Dati Il Bogor) dengan batas-oatas:

- ara * Tanah Timah Main {C.380)

- Belatan - Tanah Piih Saripin (C.652)

- Barat - Tanah Saman Geboi {C.546)
- Tirnur : Tanah Sanih Banking [C.254;

g, Bahwa Penggugat X1 adalah Ahli Waris Nisan bin Bulong, Pemilik
Tanah hak Milik Adat berdasarkan Girik Letter C No.68 Farsil 62-
,—,EJ,.HI Luase 5.730 M# (lima ribu tujuh ratus tiga pulsh meter
pht‘segl} yang teretak di RT.001, RW.01, Kelurahan Cisalak,
g’.u J‘rt.‘ia-t:amalan Cimanggis, Kota Depok (dahulu Kampung Bojong,
"’“‘uﬁsa Curug, Kecamatan Cimanggis Kabupaten Caati 1l Bogor),
S %\gﬂefgan batas-batas:
Utara : Tanah Lian Bulong (C.608)
Selatan  : Tanah Jumit Karung (C.670)
- Barat * Tanah Nayi Nilan (C.703)
- Timur : Tanah Jambul {C.687)

Persil 54 DI, luas 2.650 M? (dua ribu enam ratus lima puluh
meter persegi), dengan batas-batas:

Utara - Tanah Rinod Nian (C.158)
- Selatan - Tanah Kumpul Sakim (C.234)
- Barat - Tanah Sariha Bungkus {C.240'
Timur - Tanah Buging Rinan (C 862)

Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut diatas yanc menyatakan
Para Penggugat ada memiliki sejumlah bidang tanan warls yang
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perolehannya tidak diketahui secara pasti, dan juga mendalilkan
kepemilikan tanah hanya mendasarkan kepaca Surat Letter C tanah
persil yang menurut dan diketahui dengan adanya Yurisprudensi
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: B4 K/Sip/1973, tanggal
28 Juni 1973, Bahwa Catatan dari buku desa (letter c) tidak dapat
dipakai sebagai bukii hak milik jika tidak disertai dengan bukfi-bukti
lain, dalam hal ini perolehan hak atas tanah sebagaimana didalilkan
Penggugat harus dibuktikan terlebin dahulu dan diuji oleh Tim Peneliti
dari Pihak BPN serta perlu dibuktikan asal usul perolehan hak wans
atas objek tanah didalam suatu putusan waris mengingat pihak
Penggugat mendalilkan sebagai pihak ahli waris yang menuntut hak
atas kepemilikan tanah sepatutnya dapat ditemukan suatu keputusan
warls yang sah sebagaimana ketentuan pasal - 324 HIR yaitu
kewenangan meng-adili karena berdasarkan Undang-undang No.7
Tahun 1989 dalam pasal (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 18989
tentang Peradilan Agama, Pengadilan agamalah yanc berwenang
memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama
antara orang-orang yang beragama islam dibidang perkawinan,
kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum
J~,+ iglam, dan nyata terlihat didalam dalil Penggugat pada poin 10s.d 13

i ""ﬁlxx\jﬁ .".?ﬁ'ﬁ sudah sepatutnya ketentuan hukum waris tunduk pada Undang-
\o '?4';: qi"—:hr@?'ng MNo. 7 Tahun 1988 tentang Peradilan Agama.
Ny ﬂthu-rifahwa oleh karena Penggugst fidak menerangkan asal-usul
g pérnlahan hak waris atas tanah aquo, maka kami mohon kepada
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok menolak gugatan Penggugat

atau sekurang-kurangnya tidak menerima gugatan Penggugat.

3. EKSEPSI KURANG PIHAK

3.1 Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 14 sampai dengan 18, jelas
terdapat kekurangan pihak dengan tidak menarik beberapa orang
yang berbatasan dengan objek tanah aquo yang dinyatakan “dari
hamparan tanah berstatus Hak Milik Adat yang luas seluruhnya
adalah 1.210.000 M2 (seribu dua ratus sepuluh ribu meter persagi)
milik masyarakat penduduk Kampung Bo,ong dan Bcjong Malaka
atas nama PIH bin RIUN dan kawan-kawan, yang terletak di
RT.001 sampai dengan RT.004 RW.01 dan RT.01 RW.02
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Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok (dahulu
Desa Curug, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Dati Il Bogor,

dengan batas-batas;
- Utara - Jalan Tol Cijago/Pipa Gas Pe-tamina
(dahulu perkampungan)
Selatan - Tanah Perkebunan Eks Eigendom
Varponding Samuel De Meyyer Faber;
Barat : Sungai (Kali) Cijantung;
- Timur : Jalan Raya Bogor,

Dimana saat ini sebagiannya dikuasai dan digunakan oleh Tergugat |
dan Tergugat IV untuk membangun Universitas Islam Internasional
Indonesia (LI

1.2 Bahwa sudah sepatutnya menarik pihak ahli waris Samuel De
Meyyer Faber dan Kementerian Pekerjaan Umum Rl ataupun PT.
Pertamina Gas sebagai pihak dalam perkara ini, begitupur dengan
pihak-pihak lainnya yang diketahui dalam hal ini pihak PT.Kultur
Tanjoeng tengah melakukan gugatan Tata Usaha Megara di

A MNEg Pengadilan Tata Usaha Negara Jawa Barat dengan register perkara
h__%*;‘/ "-; ,,Lkﬂmnr 09/G/2021/PTUN-Bdg dengan objek ataupun batas-batas
| nah aguo dan sampai saat jawaban gugatan ini dibuat diketaui

ih dalam proses persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara

" Eahwa oleh karena dengan kurangnya pihak yang berperkara maka
gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sesuai
yurisprudensi MA-RI No. Il K/Sip/1875 tanggal 13 Mei 1675
dipertegas pula dengan putusan MA No 1145 K/Pdt/19834 tanggal 21
September 1985 yang kaidah hukumnya berbunyi "Bahwa jixa masih
ada pihak lain yang nyata-nyata menempati objek sengketa yang
tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara maka gugatan tersebut
tidak memenuhi syarat formil, untuk itu maka kami mohen kepada
Majelis Hakim Pengadilan Megeri Depok yang terhommat untuk
menolak gugatan Penggugat atau setidak-fidaknya gugatan
Penggugat tidak diterima.

4. EKSEPSI GUGATAN TELAH LEWAT WAKTU
4.1 Bahwa Penggugat dalam gugatannya yang didaftakan ke
Pengadilan Negeri Depok, dengan register perkara Nomor.
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250/PDT.G/2021/PN.Dpk  dengan objek gugatan tanah yang
diatasnya telah terbit Sertipikat Hak Pakai No.2/Curug Kecamatan
Cimanggis tanggal 1 April 1981 yang telah diganti karena hilang
dengan Sertipikat Hak Pakai No. 1/Cisalak Cimanggis tanggal 24
Agustus 1985 Gambar Situasi No. 8096/1 995 tanggal 13 Mei 1835
vang telah diganti karena hilang dengan Hak Paxai nomor :
00001/Cisalak terbit tanggal 09 April 2007, Surat uku~ Nomor
1731/Cisalak/2007, tanggal 08 Maret 2007, dengan luas tanah (sisa)
124 230 M, yang diketahui telsh dikuasai sejak tahun 1856 oleh
Tergugat Il, maka telah lewat wakiu sebagaimana diketahui
berdasarkan pasal 1967 KUHPerdata perihal daluarsa (lewat waktu),
yakni: “segala fumtutan hukum, baik yang bersifat kebendaan,
maupun yang bersifat perseorangan, hapus karsma daluwarsa
dengan dengan lewainya waktu 30 tahun, sedangkan siapa yang
menunjukan akan adanya daluwarsa ifu tidak usah meamperiurnjukan
sualy atas hak, lagi pula lak dapatiah dimajuken terhadapnya
sesuatu langkisan yang didasarkan kepada iktikadnya yang buruk®,
TE ~kemudian berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Z _I ﬂhn'm-f 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, cisebutkan :
r,|' A *: 4 Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diternitkan sertipikat
h]ﬂﬁ?’“ ﬁi ta sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh
tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya,
-'l’i'IEI'r.ﬂ pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu ticak
dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam wakiu
5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat u telah ticak
mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat
dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak
mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah
atau penerbitan sertipikat tersebut”.

4.2 Bahwa sebenarnya keberadaan Seriifikat Hak Pskai No. 00CO1
Tahur 2007 dalam posisi hukumnya dikualifikasikan sebagai
Acquisiteve verjaring, karena oerolehan hak tersebul dilakukan
dengan itikad baik, melalui proses pendaftaran zanah, dan
permohonan hak atas tanah kepada instansi yang berwenang dan
telah diproses sesual dengan ketentuan yang berlaku, seria tedah
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diterbitkannya sertifikat hak pakai yang merupakan bukti hukum
kepemilikan atas tanah a guo.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, telah terbikti gugatan
Penggugat telah lewat wakiu karena telah melewati batas waktu 5
(lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat a guo. Olen karena itu
secara hukum gugatan Penggugat atas kepemilikan anah Tergugat
|| berdasarkan hak pakai adalah telah lewat waktu. Dengan demikian
cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk
menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat ditenma.

5. EKSEPSI ERROR IN OBJECTO

Bahwa dalil gugatan Penggugat, yang dinyatakan : Lahan tanah
ague adalah bagian dari hamparan tanah berstatus Hak Milik Adat
yang luas seluruhnya adalah 1.210,000 M? (satu juza dua ratus
sepuluh ribu meter persegi), milik masyarakat penduduk Kampung
Bojong dan Bojong Malaka atas nama Fiih Bin Riun dan kawan-
kawan, yang terletak di RT.001 sampai dengan RT.0C4 RW.01 dan
RT.01 RW.02 Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota
Depok (dahulu Desa Curug, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Dati

|l Bogor, dengan batas-batas -

L e
:;':i;._ g :‘l‘-.” Utara - Jalan Tol Cijago/Pipa Gas Pertamina
| |J;-;;ﬂ J_‘é |.f {dahulu perkampungan)
' 3 I”‘u;* :*,-_.:x&lamn : Tanah Perkebunan Eks Eigendcm
'L‘:iuir-::'l* / Verponding Samuel De Meyyer Faber;
——=~- Barat : Sungai (Kali) Cijantung;
- Timur : Jalan Raya Bogor,

Dimana saat ini sebagiannya dikuasai dan digunakan cleh Tergugat
| dan Tergugat IV untuk membangun Universitas Istam Internasional
Indonesia (UIll), merupakan dalil yang tidak benar, mengenai
besaran luas objek tanah aguo yang dimiliki Tergugat |l
sebagaimana sertifikat No. 00001/Cisalak tanggal 03 April 2007
adalah 1.877.360 M? (satu juta delapan ratus tujuh puiuh tujuh ribu
tiga ratus enam puluh meter persegi), kemudian me~genai batas-
batas yang didalilkan Penggugat : sebelah Utara mer.pakan Jal tol
Cijago, sementara diketahui jalan tol Cijago membentang dari
Cinere sampai Jagorawi, begitupun juga bagian sebelah Barat

/Hzlaman 78 Putusan Nomor: 258/ P4t G rznzu?om—



barbatasan sungai (kali) cijantung yang tidak diketahui pasti letak
batasnya.

_ Bahwa karena Objek gugatan Penggugat tidak jelas dan kaour sera
berbeda batas-batasnya, maka gugatan penggugat menjadi tidak
jelas karena penggugat tidak menjelaskan secara finci dan tepat
mengenai batas-batas tanah sengkets, maka 3jugatan yang
demikian tidak memenuhi syarat formil dan harus dinyatakan ditolak
atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. Sesuai putusan MA-RI
Nomor B73 K/Sip/1975, tanggal 6 Mei 1977, yang kaidah hukumnya
berbunyi “Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan
jelas letak/batas tanah sengketa gugatan tidak dapat diterima”.
Dipertegas dengan putusan MA No 1650 K/Pdt/1983 tanggal 23
Oktober 1984, yang kaidah hukumnya berbunyi “Bahwa gugatan
yang tidak menyebut batas Objek tanah sengketa secara jelas dan
terperinci maka gugatan tersebut dinyatakan Obscuur libel dan
gugatan tidak dapat diterima”.

Bahwa Para Penggugat mendalitkan secara turun temurun memiliki
dan menguasai tanah objek sengketa sejak jaman kolorial belanda

“¢.  sampal dengan berdirinya Negara Kesatuan RepLblik Indonesia,

namun tidak menjelaskan perolehan hak atas tanah tersebut.

.‘., m}.AQ POKOK PERKARA
' -

e B&'rma Tergugat Il menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugcat;
2 Bahwa Tergugat Il memohon agar hal-hal dikemukakan dalam bagian

eksepsi diatas, mohon dianggap dikemukakan kembali dan termasuk
dalam pokok perkara ini.

. Tergugat Il menolak dalil Penggugat pada pein 19, 20, can 21 halaman 7

yang dinyatakan Penggugat, "bahwa pembuatan dan penerbitan Peta
Pendaftaran Tanah (Peta Rincik) Desa Curug, Kecamatan Cimanggis,
Kabupaten Dati |l Bogor (sekarang Kelurahan Cisalak. Kecamatan
Sukmajaya, Kota Depok) oleh Jawatan Pendaftaran Tanah Jatinegara,
Jakarta adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah
No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan Ketentuan Pasal 20
ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997", Adalah merupakan
dalil yang salah dan keliru dari Penggugat perihal pendaftaran tanah oieh
karenanya harusiah ditolak demi hukum.
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Bahwa terkait pendaftaran tanah Tergugat Il pertama kali Adalah telah
sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor =0 Tahun 1961
Tentang Pendaftaran Tanah, dimana oleh Tergugat Il e ah didaftarkan
dan telah dilakukan Penelitan dari Pihak Kantor Pertanahan pada wakiu
itu, dengan demikian Terbitnya sertifikat Hak Pakai Nomor. J0C01/Cisalak
Tahun 2007 adalah telah Sah dan sesuai ketentuan hukum yang beraku.
Bahwa bila Para Penggugat merasa memiliki tanah tersebut seharusnya
Para Penggugat mengajukan keberatan atas terbitnya sertifikat yang di
miliki oleh Tergugat Il pada tahun 19881 yakni sertfikat —ak Pakai
Mo.2/Curug/1981 sejak Para Penggugat mengetahui Tergugat Il telah
memiliki sertifikat sebagaimana dalil Penggugat pada Angka 28.3
halaman 11 namun nyatanya tidak Pernah ada Pihak yang berkeberatan
atas terbitnya sertifikat a quo.
Bahwa sampai dengan Terbitnya sertifikat Pengganti yang k=dua yakni
sertifikat Hak Pakai No.00001/Cisalak akan di terbitkan sesagaimana
diatur dalam Pasal 59 ayat (2) Persturan Pemerintah N2.24 Tahun 1987
tentang Pendaftaran Tanah, maka sebelum diterbitxannya sertifikat
pengganti telah terlebin dahulu diumumkan dalam Pengumuman surat
- kabar pada tanggal 12 — 05 — 2003 tentang Sertifikat kilang sehingga
qﬁamla ada pihak-pihak yang merasa memiliki tanah tersebut bisa
-3’ ﬂhaﬁgajukan keberatannya didukung dengan bukti-bukt kepemilikannya,
'i & ﬂamuga telah dinyatakan dalam surat kabar tersebut dibenkan waktu 1
i _.bl,ﬂan apabila ada pihak-pihak yang berkeberatan, dan nyatanya tidak
“s..hemah ada Pihak-pihak yang berkeberatan,
Bahwa para Penguggat sejak tahun 1981 sampai dengan tahun 2022
adalah telah lebih dari 5 tahun mengetahui telah terbitnya sertifikat hak
pakai maka sesuai ketentuan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah
No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah maka Para Penggugat
sudah tidak dapat lagi menuntut. Bahkan bila dihitung sejak zahun 1981
sampai tahun 2022 maka telah 41 tahun lamanya, dengan demikian
sesuai ketentuan pasal 1967 KUHFerdata perihal daluarss (lewat waktu),
yakni; “segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendasn, maupun
yang bersifat perseorangan,_hapus karena daluwarsa dengen lewalnya
waktu 30 tahun, sedangkan siapa yang menuryjukan akan adanya
daluwarsa ity fidak usah mempertunjukan suafu atas hak, lagi pula lak

‘:\-1-
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dapatlah dimajukan terhadapnya sesualu fangkisan yang didasarkan
kapada iklikadnya yang buruk”,
Bahwa berdasarkan dalil dan ketentuan hukum diatas maka Mchon
Majelis Hakim memutuskan Menolak Gugatan Penggugat unfuk
seluruhnya, dan menyatakan Gugatan Penggugat telah Daluwarsa atau
lewat walktu.
Bahwa Tergugat Il telah melakukan proses pendaftaran tanan pertama
kali berdasarkan peraturan Undang-undang Momor 24 Tahun 1997,
karena dengan terbitnya Sertipikat Hak Pakai No.2/Curug Kecamatan
Cimanggis tanggal 1 April 1981 yang telah diganti karena hilang dergan
Sertipikat Hak Pakai No. 1/Cisalak Cimanggis tanggal 24 Agustus 1985
Gambar Situasi No. 9096/1995 tanggal 18 Mei 1995 yang telah diganti
karena hilang dengan Hak Pakai nomor : 00001/Cisalak terbit tanggal 09
April 2007, Surat ukur Nomor: 1731/Cisalak/2007, tanggal 08 Maret 2007,
dengan luas tanah (sisa) 324.230 M?, dan dengan adanya penguasaan
dari Tergugat I, atas objek tanah tersebut dari Tahun 1958 hingga saal
ini, maka sebagaimana diketahui dengan adanya Undang-undang Ncmor
1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir dan Surat
: 5-’-”-}_’ Keputusan Menteri Agraria tanggal 24 Aprl 1859 nomor 1227KA,
tf-..:“f;*'”'-lj:.’glmudian Surat Keputusan Gubemur Kepala Daerah Tk. | Jawa Barat
)¢ tanggal 20 Maret 1981 No. SK. 848/DA.PHT/HP/1981 adalah dasar oagl
!_' untuk melakukan pendaftaran tanah pertama kali.
__Eléhwa sesungguhnya ketentuan yang mengatur perihal salinan buku
tanah yang didalilkan Penggugat didalam pasal 12 dan 13 Peraturan
Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah, hendaknya
Penggugat membaca dan mengutip secara utuh suatu peraturan
perundang-undangan, dimana dengan terbitnya Sertifikat Hak Pakai
No.2/Curug Kecamatan Cimanggis tanggal 1 Aprl 1881 yang taiah
diganti karena hilang dengan Sertipikat Hak Pakai MNo. 1/Cisalak
Cimanggis tanggal 24 Agustus 1995 Gambar Situasi No. 9096/1885
tanggal 18 Mei 1995 yang telah diganti karena hilang dengan Hak Pakai
nomor : 00001/Cisalak terbit tanggal 09 April 2007, Surat ukur Nomor:
1731/Cisalak/2007, tanggal 08 Maret 2007, dengan luas tanah (sisa)
324 230M° sebagai produk hukum Kementerian ATR BPN RI berupa
sertifikat dan sudah sesuai dengan ketentuan pasal 13 angka (3) dan (4)
Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah;
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Pasal 13

(3) Salinan buku-tanah dan surat ukur setelah dijzhit menjadi satu
bersama-sama dengan suatu kertas-sampul yang bentuknya
ditetapkan oleh Menteri Agraria, disebut sertipikat dan diberikan
kepada yang berhak.

(4) Sertipikat tersebut pada ayat (3) Pasal ini adalah surat-tanda bukli
hak yang dimaksud dalam pasal 19 Urdang-undang Pokok
Agraria.

Bahwa diketahui proses pendaftaran tanah tersebut sebenarnya
telah diamanatkan melalui pasal 19 ayat (2) UUPA ni, yakni:
Pasal 19 ayat (2) UUPA

Kegiatan pendaftaran tanah meliputi pemberian surat tanca bukli hak
yang berlaku sebagai pembuktian yang kuat.

Dalam hal objek tanah warisan sebagaimana dalil penggJgat, maka
hendaknya Penggugat wajib dapat membuktikan secara otentik
surat-surat bukti hak waris tersebut di hadapan Persidangan. Apabila
Penggugat tidak dapat menunjukan secara otentik surat-surat bulkti
hak waris, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim berwenang

'f'f*"h "¢, menolak gugatan Penggugat

[ { Tﬁgugat Il menclak dalil Penggugat pada poin 22, 23, dan 24 halaman 8

'*, L ”“fa' ; | dinyatakan Penggugat, “Bahwa kewenangan Pemerintah

) < _: ~ aD;s.eu'I{alumhﬂn terkait administrasi pertanahan adalah kewenangan

g :ﬁh‘ihuﬂf sehingga oleh karenanya segala bentuk produk administrasi
pem'ranntahan desa/kelurahan terkait pertanahan secara hukum adalah
legal dan memiliki kekuatan hukum mengikat.....dst” adalah dalil
Penggugat yang tidak berdasar dan mangada-ada.

4.1 Bahwa diketahui sebelum berlakunya UUPA, pencatatar dilakukan
untuk menentukan bidang-bidang tanah atau pekarangan berikut
pohon-pohon yang telah diberikan kepada orang-orang tertantu yang
disertai dengan pencatatan nama dan pemiliknya masing-masing.
Pencatatan ini bertujuan untuk menetapkan bagian masing-masing
penguasa bidang tanah dalam pajak umum yang telah direncanzkan

serta untuk menyelesaikan perkara batas tanah bada saat .

42 Bahwa perlu Tergugat Il jelaskan, dokumen girik dijadikan dasar
permchonan hak atas tanah karena pada dasarnya hukum tanah
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Indonesia bersumber dari hukum adat. Namun jika dilihat pada pasal
5 tahun 1960 tentang UUPA yang mengatur bahwa “Hukum agraria
yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat,
sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan
Megara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme
Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercamtum dalam
Undang-undang ini dan dengan Peraturan perundang-undangan
lainnya, segala sesuatu dengan mengincahkan unsur-unsur yang
bersandar pada hukum agama®, sehingga nyata secara jelas, Girlk
atau persil sebenamya hanya merupakan surat pengenaan dan
pembayaran pajak dari pemilik atau pemegang hak atas tanah kepada
tanah Pemerintah bukan merupakan pengakuan Pemerintah atas
tanah yang dimilikinya.

4.3 Bahwa dalam dalii Penggugat pada poin 23, dinyatakan Para
Penggugat selaku pemilik dan'atau ahli waris pemilik tanah adat
tersebut sudah tercatat dalam Buku Daftar Tanah Letier G.1 dan Letter
.2 Tahun 1965 Desa Curug, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten
Bogor (sekarang Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota
Depok), yang menunjukan sebagai pihak yang menguasai, memiliki,
mengelola, memanfaatkan, memelihara, dan mengusahakan lahan

/" %ﬂﬂh objek sengketa tersebut secara turun temurun dan waris
'_“:'-r "5.”"“ “awansn sejak jaman kolonial Belanda sampai masa kemerdekaan

e [ II1 ]
w | Y “3 ﬂelﬂan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, kembali

_'.'.:J?‘ .L_ﬂ h-f{g-;ﬁugﬂt jelaskan, hal tersebut tidak membuktkan dasar perolehan
“._ _hak atas tanah, bahkan tidak sesuai dergan pasal 5 tahun 1960
tentang UUPA, karena apabila penggugat merupakan pihak ahli waris,

sudah sepatutnya ada putusan warns sebagaimana diatur ketentuan

pasal 134 HIR yaitu kewenangan meng-adili hukum waris karena
berdasarkan Undang-undang No.7 Tahun 1589 dalam pasal (1)
Undang-undang Momor 7 Tahun 1989 tentarg Peradilan Agama,
Pengadilan agamalah yang berwenang memerksa, memutus dan
menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara crang-orang yang
heragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah

yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.
4.4 Bahwa dalam dalil Penggugat pada poin 24, dinyatakan beberapa
dokumen administratif sebagai dasar klaim Penggugat merupakan
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produk resmi pemerintah desa yang menerangkan keterangan nwayat
tanah, dan lain-lain, sudah sepatutnya dapat dibuktikan keabsahannya
didalam persidangan nanti.

Bahwa sesungguhnya, Tergugat meragukan keabsahan dokumen-
dokumen yang didalilkan Penggugat tersebut, mengingat tercantum
pada pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 mengatur |

Pasal 26
(1) Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Fasal 25 ayat (2)

beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan
sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksyd dalam Pasal 20
ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran
tanah secara sistematik atau 60 (enam puluh) har dalam
pendaftaran tanah secara sporadik untuk memben kesempatan
kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan.
Bahwa diketahui selama periode waktu yang diatur dalam pasal 26
tersebut, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatar, sehingga
dengan terbitnya Sertifikat Hak Pakai No.2/Curug Kecamatan
Cimanggis tanggal 1 April 1981 yang telah diganti karena hilang
dengan Sertipikat Hak Pakai MNo. 1/Cisalak Cimanggis tanggal 24
Agustus 1995 Gambar Situasi Mo. 9096/1995 tancgal 18 Mei 1995

'r' _;-” E L'-"
J«f” P {‘\ ;mng telah diganti karena hilang dengan sertifikat No.00001/Cisalak
. : :;1-.' ,.__a"-.‘é"; s nama Tergugat | dan Tergugat |l, membuktikan telah melakukan
r ,"‘-,__ =41 aftaran tanah dan telah sesuai peraturan perundang-undangan,

i
o § "

e - ‘3; mentara surat keterangan Kepala Desa Curug, Surat Keterangan
ALurah Cisalak, dan lain-lain kiranya masih perlu dibuktikan
keabsahannya.

5. Tergugat Il menolak dalil Penggugat pada poin 25, 26, 27 dan pcin 28 pada
halaman 9 dan 10, yang dinyatakan Penggugat, pada poin 25.1; "bahwa
telah ada putusan perkara nomor. 133/PDT.G/2003/PN.Cpk jo. Putusan
PT Bandung No. 89/PDT/2012/PT.BDG tanggal 18 Oktober 2010 yang
telah barkekuatan hukum tetap (Inkhract Van Gewijsde) rerkait kedudukan
PIHAK RS SENTRA MEDIKA (sebagai pihak TERGUGAT V) dalam
putsan tersebut) menyatakan/menerangkan bahwa lakan tanah dimana
Rumah Sakit Sentra Medika dibangun adalah berasal dari tanan hak milik
adat letter C No.1720/237 persil 37 DI, Persil 37 §.1l dan Persil 38 D.IL"

yarg kemudian dinyatakan lagi cleh Penggugat pada poin 25.2, surat persil
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tersebut menjadi dasar perolehan 4 (empat) Sertifikat Hak Milik masing-

masing SHM No. 88/Cisalak atas nama Djalaludin Umar Nasution, SHM

Mo.B89/Cisalak atas nama lta Sulistyantini.

- Bahwa dalam dalil Penggugat pada poin 27, kembali Penggugat
menjadikan surat Letter C, Peta Pendaftaran Tanah (Peta rincik)
sebagai dalil status tanah objek perkara, yang diketahui dan Tergugat
kembali jelaskan bahwa surat Letter C, Peta Pendaftaran Tanah (Peta
rincik) bukanlah merupakan bukti kepemilikan, tetapi hanya
merupakan bukti pengenaan pajak.

Bahwa dalam dalil Pengguga: pada poin 28, merupakan usaha
Penggugat membangun dan menggiring opini majelis Ha<im, dapat
dilihat dari cara merangkai cerita kronologis yang secara fakta harus
dibuktikan dengan melakukan upaya hukum bahkan dibadan peradilan
lainnya seperti tuduhan terhadap adanya oknum-oknum yang
mengaku sebagai pihak Tergugat |.

Bahwa Tergugat Il nyatakan dengan tuduhan adanya oknum-cknum
yang mengaku sebagal perwakilan dari Tergugat | tersebut adalah
tidak benar dan harus dibuktikan secara hukum, dengan adanya
tuduhan-tuduhan kepada Tergugat | yang tidak berdasar fakta hukum,
- maka terlihat dalil Penggugat bertentangan antara dalil yang satu

T,
t_:.;ﬁ

[ % .I H'n.ﬂ &ngan dalil yang lainnya, dengan menyatakan Tergugat Il tidak

Ak Jrj,i’

e mﬂpunyal itikad baik dan melakukan perbuatan melawan hukum

]

L F

il fg §¢ lam penguasaan atas tanah.

L ¥
j el

l

+ ‘Bahwa Penggugat dengan mudahnya menuduh Tergugat | sebagai
pihak yang bertanggungjawab atas tindakan intimidasi dan penyiksaan
fisik terhadap Para Penggugat, sementara diketahu Para Penggugat
sendirilah yang tidak mempunyai itikad baik., dengan menuduh
Tergugat | dan Il melakukan perbuatan melawan hukum, yang tidak
diketahui pelanggaran hukum terhadap peraturan apa atau manakah
yang dilakukan oleh Tergugat | dan |l, karena kembali Tergugat ||
jelaskan, tidak pemah melakukan tindakan intimidasi dan penyiksaan
fisik oleh Tergugat | dan Il sebagaimana yang ditudunkan, dan apabila
perbuatan hukum yang ditudubkan itu terjadi, maka hal tersebut
merupakan berada di ranah atau kewenangan hukum yang berbeda,
dan berbeda pula lembaga peradilannya, sehingga dapat Tergugat I
nyatakan, secara nyata dan jelas Penggugat telah mencanpur adukan

‘\H;
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dasar peraturan perundang-undangan didalam dalil gugatannya, untuk
itu Tergugat Il memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk
menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan ini tidak dapat
diterima.

6. Bahwa Tergugat Il menolak dalil gugatan Penggugat pada poin 29
halaman 14 dan 15, yang dinyatakan: “Bahwa kebohongan oknum Pejabat
Departemen Penerangan Rl Cq. Direktorat Radio Cq. Proyek Mass Media
Radio Republik Indonesia (Tergugat | dan Tergugat |l) dalam rangka
merealisasikan itikad buruknya untuk menyerobot dan manguasai lahan
tanah adat milik Para Penggugat Warga Kampung Bojong-bojeng Malaka
secara keseluruhan, terungkap secara terang benderang melalui Perkara
Perdata Nomor. 133/Pdt.G/2009/PN.Dpk jo Putusan PT Bandung Nomor
99/PDT/2010/PT.BDG yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap

(inkracht van gewisde)”

6.1 Bahwa Penggugat kembali menuduh tanpa adanya dasar faxta hukum,
terhadap Tergugat | dan Tergugat |l yang seolah melakukan
kebohongan, dan hal tersebut nyata-nyata fidak dilakukan oleh
7 - Tergugat | dan |, karena secara sadar dan penuh tanggungjawab
}'r B ¥ tgergugat | dan Il telah menguasai dan menempati okasi tanah yang
:ﬁ rll.f'{f ) atasnya telah terbit sertifikat Sertipikat Hak Fakai No.2/Curug
_ Lmatan Cimanggis tanggal 1 April 1981 yang telah diganti karena
"'i*-.”"i'i.‘gﬁ ﬁlﬂng dengan Sertipikat Hak Pakai No. 1/Cisalak Cimanggis tanggal
' ﬂf—.‘# Agustus 1995 Gambar Situasi No. 8096/1£895 tanggal 18 Mei 1995
yang telah diganti karena hilang dengan Hak Pakai nomor :
00001/Cisalak terbit tanggal 09 April 2007, Surat ukur Nomor:
1731/Cisalak/2007, tanggal 08 Maret 2007, dengan luas tanah (sisa)
324,230 M* sejak tahun 1958 sebagai amanat tugas dan fungsi
lembaga negara yang menjalankan kebijakan penyiaran atau dikenal

proyek mass media saat itu;

6.2 Bahwa sesungguhnya dalil gugatan Penggugat semakin t da< jelas dan
bertentangan antara satu dengan lainnya dengan menyatakan
“hamparan tanah berdasarkan sertifikat hak paxai ates nama Tergugat
| dan Tergugat Il yang telah dinyatakan sebagai lahan tanah milik
Samuel De Meyyer Faber berdasarkan Eigendom Verponding No. 448
Afscrift 279 Ml seluas 1.887.360 M? (1877 hektar) tersebuz, d dalamnya
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terdapat lahan tanah adat yang sudah diterbitkan sertifikat ha« milik atas
nama Rumah Sakit Sentra Medika®,

6.3 Bahwa diketahui didalam putusan perkara nomaor.
133/PDT.G/2009/PN.Dpk  jo. Putusan PT  Bandung  No.
99/PDT/2012/PT.BDG tanggal 18 Oktober 2010 yang telah berkekuatan
hukum tetap (Inkhract Van Sewifsde), di nyatakan Eigendom
Verponding No. 448 Afscrift 279 MI tidak berkekuatan hukum, sehingga
bagaimana mungkin Eigendom Verponding Mo. 448 Afscrift 279 MI
tersebut dapat dikatakan sebagai dasar (penerbitan) serifikat hak pakai
atas nama Tergugat | dan Tergugat I, karena sesungguhnya
berdasarkan Undang-undang MNomor 1 Tahun 1958 tentang
Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir dan Surat Keputusan Menteri
Agraria tanggal 24 Aprl 1958 nomor 122/KA, kemucian Surat
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. | Jawa Barat tanggal 20 Maret
1981 MNo. SK. B48/DA PHT/HP/M931 adalah dasar bagi RRI untuk
melakukan pendaftaran tanah pertama kali.

7. Bahwa Tergugat || menolak dalil Penggugat pada halaman 16, yang
dinyatakan Penggugat, perihal tidak sahnya seriifikat-seriifikat hak pakai

2 r-'*ataa nama Tergugat | dan |l sebagai dasar alasan mengakui, menguasai,

2 mendudu&u dan menggunakan lahan tanah objek sengketa sejak tahun

“7: sampai dengan dialibkan status kepada Depariemen Agama

b4 ublll:'z Indonesia pada tahun 2017 (selama 59 tahun), yang terletak di

# FL'TI.'IIﬂ‘] s/d RT.004 RW.01 dan RT.01 RW.02 Kelurahan Cisalak.
Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok (dahulu Desa Curug, Kecamatan
Cimanggis, Kabupaten Dati |l Bogor) seluas 1.877.360 M* (satu juta
delapan ratus tujuh puluh tujub ribu tiga ratus enam puluh meter parseqgi)
dan merupakan lahan tanah ex eigendom verponding no. 448 Afscrift 279
ML atas nama Samuel de Meyyer Faber (putusan
MNo.133/PDT.G/2009/PN.Dpk halaman 143 Alinea 3), merupakar dalil yang
tidak berdasar dan mangada-ada,

7.1 Bahwa sesungguhnya jika melihat pada salinan putusan
No.133/PDT.G/2009/PN.Dpk  halaman 143 Alinea 3, konteks
pemaknaan bukti surat Eigendom Verponding No. 448 afschnfi 278 WL
sebagai bukti kepemilikan adalah merupakan salah satu contoh dar
sekian banyak jumiah Eigendom Verponding yang berlaku layaknya
seperti sertifikat pada saat itu, (sebelum terbitnya Undang-undang
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Nomar 1 Tahun 1958 tentang Pengnapusan Tanah-Tanah Partikelir dan
Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang UUFA). Sehingga dengan
terbitnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1858 tentang Panghapusan
Tanah-Tanah Partikelir dan Undang-undang No. 5§ Tahun 1963 tentang
UUPA, dengan segala konsekuensinya, surat Eigendom Verponding
Mo. 448 afschrit 278 WL yang tidak dikonversi menjadi tidak
berkekuatan hukum.

7.2 Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan objek tanah dari Eigendom
Verponding No. 448 afschrift 279 WL berbeda dari Eigendom
Verponding No. 23 (sisa) adalah memang berbeda, jikalau sama adalah
sama-sama Eigendom Verponding yang merupakan produk hukum
pada masa pemerintahan Belanca. Sehingga dalil Penggugat yang
menyatakan Tergugat | dan |l meiakukan penyerobotan tanah adalah
tidak benar dan mengada-ada.

7.3 Bahwa sesungguhnya jika melihat putusan
No.133/PDT.G/2009/PN.Dpk yang menjelaskan dalam salah satu bunyi
putusannya perihal Eigendom Verponding no. 448 afschrift 279 WL
adalah tidak berkekuatan hukum, maka menjadikan objek tanah

LS, sebagaimana tercantum dalam Eigendom Verponding Ne. 448 afschrift
.I’:_: I A 2 279 WL pun tidak berkekuatan huxum termasuk batas-batas dan letak
2|4 |

E'J.ﬂ,?ﬁg I' é objek tanahnya dapat dipastikan ticak berkekuatan hukum. Oleh karena

| f""f}"',__‘ _..l\.:?l'ergugat | dan Il menguasai dan menempati objek tanah tersebut

b ul_" ﬁ dengan dasar Undang-undang MNomor 1 Tahun 7858 tentang
e Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir dan Surat Keputusan Menteri

Agraria tanggal 24 April 1959 nomor 122/KA, kemudian dengan Surat
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. | Jawa Barat tanggal 20 Maret
1981 No. SK. 848/0A PHT/HP/1981, di tindaklanjuti dengan melakukan
pendaftaran tanah untuk diajukan penerbitan sertifikat Hak Pakai, maka
Tergugat | dan Il terbukti tidak melakukan pelanggaran terhadap
peraturan perundang-undangan di dalam menempati dan menguasai
tanah aguo.

7.4 Bahwa sesungguhnya jikalaupun Penggugat mendalilkan tanah milik
adat yang telah ditempati secara turun temurun, maka hendaknya dapat
dibuktikan didalam suaty putusan resmi yang menyebutkan dan
menerangkan kewarisan termasuk objek sengketa. Dan derlu diketahui

oleh Penggugat yang fidak pemah mengajukan keberatan dan
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menggugat kepada Tergugat | can |l selama +/- 59 tahun, telah
dianggap oleh hukum sebagai bentuk berdiam dirfi sehingga
membuktikan Penggugat merupakan pihak yang diragukan atas
kompetensi kepemilikan atas objek tanah tersebul. Sebagaimana
yurisprudensi  Putusan Mahkamah Agung Nomor 200.K/Sip/1874
tanggal 11 Desember 1875;

“Keberatan yang diajukan Penggugat unfuk Kasasi adalah bahwa
hukum adat tidak mengenal daluarsa dalam hal warisan. Tidak dapat
dibenarkan, karena gugatan telah ditolak bukan atas alasan
kedaluarsanya gugatan, tetapi karena berdiam ciri szlama 30 tahun
lebih para Penggugat asal dianggap telah meleoaskan haknya
{rechisverweking).

Sehingga apabila Penggugat sast ini melakukan keberatan dengan
mengajukan gugatan setelah selama jangka wakiu +- 59 tahun
lamanya berdiam diri, telah membuktikan Penggugat nyata dan jelas
tidak rmemiliki itikad untuk menjaga dan mengurusi tanah tersebut,
sehingga kembali Tergugat Il tegaskan bahwa nyata dan jelas
Penggugal tidak mempunyai itikad baik terlebih terhadap pembangunan

L HEG: Ulll yang diinisiasi oleh Tergugat IIl, untuk itu Tergugat || memohon

wf/_i ™ ".ﬁ hapada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan

e q'- My ,—Fanggug.at atau setidaknya gugatan ini fidak dapat diterima.

W |£‘t (Bﬂhva dalil gugatan Penggugat pada poin 32, 33 dan 34 pada halaman
Jﬁ‘t%’ yang merupakan kewenangan Tergugat |l untuk menanggapi, namun
*"---"pﬂrlu Tergugat |l tanggapi perihal beralih statusnya sebagian lahan
Komplek Pemancar RRI Cimanggis sebagai pelaksanaan Alih Status
Penggunaan Barang Milik Negara pada Lembaga Penyiaran Publik Radio
Republik Indonesia kepada Kementerian Agama Republik Indonesia
sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Berupa Tanah
Pada Lembaga Penylaran Publik Radio Republik Indonesia Yang Dialihkan
Status Penggunaannya Kepada Kementerian Agama Republik Indonesia
Nomor © 774/DUI05/2017 dan Nomor : 01/MA/OS2017 membuktikan telah
sesual prosedur dan berdasarkan Peraiuran Perundangan-undangan.

8.1 Bahwa sebelum adanya peralihan Status Penggunaan Barang Milik
Negara pada Lembaga Penyiaran Publik Radic Reoublik Indonesia
kepada Kementerian Agama Republik Indonesia, lahan komplek
Pemancar RRI Cimanggis telah berstatus Barang Milik Negara dengan
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adanya Keputusan Menteri Keuangan RI MNomor. TOMKM.6/2016
Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Lembaga
Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Kemudian dengan adanya
permohonan alih status tanah pemancar RRI clen pihax Tergugat Il
maka Tergugat | selaku Pengguna Barang Milik Negara mengirimkan
surat kepada Kepada Kementerian Keuangan Rl selaxu Pengelola
Barang Milik Negara untuk meminta ijin persetujuan alh status aset
tanah pemancar RRI tersebut, dan pada prinsipnya menyetujui
permohonan alih status sebagian tanah pemancar Cimangagis, sehingga
dari Surat Keputusan tersebut, nyata dan jelas status lahan komplek
pemancar tersebut sah dan mutlak sebagai aset milk Negara dan
Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia sebagai
Pengguna Barang Milik Megara telah menguasai dan melakukan
pemanfaatan obyek lahan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

8.2 Bahwa diketahui penguasaan dan pemanfaatan objek tanah aguo
sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi LPP RRI didalam
menjalankan amanat dari Negara dibidang penyiaran dan hal tersebut

_ diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomer 12 Tahun 2003 tentang
"= Shembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Dari kebutuhan
E—.“ lokasi tanah pemancar Cimanggis pada tanun 185€, dan dengan
% E*iﬁaan itikad baik pihak Departemen Penerangan Ri cq Direktorat
dio cq Proyek Mass Media Rl di Gimanggis, pada tahun 1978 telah

R {'fﬂu}cmajaya Kecamatan Cimanggis Kabupaten Bogor Jawa Barat
kepada instansi terkait yakni Kepala Kantor Agraria Kabupaten Bogor.
8.3 Bahwa dari hal tersebut, telah dilakukan pemeriksaan tanah oleh pihak
Kantor Agraria Kabupaten Bogor untuk menindaklanjut permohanan
pengajuan sertifikat atas tanah aguo untuk pembangurnan proyek mass
media Departemen Penerangan R, dan pada prinsip menyetujui dan
memberikan Hak Pakai kepada Departemen Penerangan Rl cq Proyek
Mass Media Radio Republik Indonesia, dan diketahui jangka waktu Hak
Pakai tersebut tidak ditentukan selama tanah dipergunakan oleh
pemegang Hak Pakai yakni Departemen Penerancan R, sebagaimana
ketentuan didalam Pasal 45 ayat (3) Peraturan Pemerintah No.40 Tahun
1986 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan can Hak Pakai
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Atas Tanah yang berbunyi “Hak Pakai yang diberikan uniuk jangka
waktu yang tidak ditentukan selama dipergunakan untuk keperluan
tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada :
a. Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan
Pemerintah Daerah,
b. Perwakilan Negara Asing dan Perwakilan Badan Internasicnal;
¢. Badan Keagamaan Dan Badan Sosial.
Bahwa penguasaan dan pemanfaatan objek tansh Pemancar
Cimanggis teriinat telah didinkannya Gedung pemanzar RRI dan
gedung penunjang lainnya termasuk rumah para karyawan sehingga
sampai dengan adanya keputusan ataupun surat pemmohonan
penggunaan sebagian tanah Pemancar Cimanggis Jntux proyek
pembangunan UlIl, pihak Tergugat Il telah melakukan penguzssaan dan
pemanfaatan sebagaimana peraturan perundang-undangan. Sehingga
Tergugat |l kembali sampaikan bahwa penguasaan dan pemanfaatan
objek tanah aguo sudah berdasarkan itikad baik dan juga berdasarkan
peraturan perundang-undangan, sehingga menjadi jelas didalam
memperhatikan dan mencari kebenaran materiil terkak pihak mana
yang tercantum didalam gugatan perbuatan melawan hukum yang
didalilian Penggugat tidak benar dan tidaklah terbukti.

8.4 Bahwa kemudian oleh karena adanya kehadiran beberapa pihak oknum
anggota masyarakat yang tidak bertanggungjawab menghuni tanpa izin
di area tanah pemancar RRI telah diketahui sejak zaFun 1998 dan
keberadaan oknum anggota masyarakat yang menchuni anpa &in,
telah dilakukan peringatan-peringatan oleh Tergugat |l perhal baas-
batas tanah Tergugat Il dalam hal ini Penggugat telah mengetahui
dengan adanya putusan perkara nomor. 133/PDT.GR009/PN.Dpk jo.
Putusan PT Bandung No. 99/PDT/2012/PT.BDG tanggal 18 Oktober
2010 yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkhract Van Gewisde),
karena pasca terbitnya putusan tersebut pihak Tergugat |l
menindaklanjuti di tahun 2014 dengan melakukan sosialisasi penertiban
objek tanah pemancar Cimanggis yang ditujukan kepada oknum
masyarakat yang menempati lahan tanpa zin dengan cara mengirimkan
langsung surat peringatan resmi kepada mereka.

Sehingga nyata dan jelas jika dilihat perolehan dan penguasaan objek
tanah sguo oleh pihak Tergugat | dan Il yang didasarkan kepada
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Undang-undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-
Tanah Partikelir dan Surat Keputusan Menteri Agraria tanggal 24 April
1959 nomor 122/KA, dan juga tercantum didalam Surat Keputusan
Gubemur Kepala Daerah Tk. | Jawa Barat tanggal 20 Maret 1981 No.
Sk B48/DAPHT/HP/1981, sudah sesuai peraturar perundang-
undangan, maka perbuatan melawan hukum manakah yang dimaksud
Penggugat, justru sesungguhnya pihak Penggugatiah yang melakukan
perbuatan melawan hukum, oleh karena Tergugat Il sangat meragukan
keabsahan status waris dan objek tanah waris yang dimaxsud dari
Penggugat, maka untuk itu Tergugat Il memohon kepada Majelis Hakim
yang terhormat untuk menoclak gugatan Penggugat atau satidaknya
gugatan ini tidak dapat diterima.

9. Bahwa Tergugat | dan Il adalah pihak yang terlebih dehulu memiliki hak

L

-
l.lll

atas tanah, menempati dan menguasai secara administrasi serta fisik
tanah yang diatasnya telah terbit sertifikat Hak Pzkai No.2/Curug
Kecamatan Cimanggis tanggal 1 April 1981 yang telah digarti karena
hilang dengan Sertipikat Hak Pakai No. 1/Cisalak Cimanggis tanggal 24
Agustus 1995 Gambar Situasi No. 9096/1995 tanggal 18 Mei 1985 yang
telah diganti karena hilang dengan Hak Pakai nomor : 0000 /Cisalak terbit
tanggal 09 April 2007, Surat ukur Nomor: 1731/Cisalak/2007, tanggal 08

- ng.uwat 2007, secara terus menerus hingga adanya keputusan ataupun
i Sz ;—» : IIE;{;‘ permohonan penggunaan sebagian tanah Pemancar BRI Cimanggis

1l

k Proyek Strategis Nasional Pembangunan Gedung dan Fasilitas

~ Tergugat IV yang diinisiasi dan difasilitasi oleh Tergugat Il sebagai bentuk

. pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga negara yang memang diatur atau

10.

berdasar peraturan perundang-undangan.

Bahwa Penggugat pada angka 39, 40, dan 41 pokok peskara menyatakan
dalil gugatan Penggugat yang menyatakan kerugian materiil dan immateril
yang diderita oleh Para Penggugat berupa tertekannya mertal Fenggugat

dan keluarga selama bertahun-tahun merupakan opin/ ~enggugat yang
dibangun berdasarkan imajiner bukan berdasarkan fakta, karena secara

fakta harus dibuktikan dengan melakukan dibadan peradian lainnya yang
sebenarnya telah diketahui oleh Penggugat dengan adanys putusan
perkara nomor. 133/PDT.G/2009/PN.Dpk jo. Putusan PT Bandung No.
9o/PDT/2012/PT.BDG tanggal 18 Oktober 2010 yang telan berkekuatan
hukum tetap {(Inkhract Van Gewijsde), sehingga dalil gugatan Fenggugat
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tersebut tidaklah benar dan tidak berdasar hukum oleh <arenanya harus

ditolak demi hukum.

. Bahwa yang sebenamya tanah Tergugat Il adalah berdin diatas
Barang Milik Negara yang telah tercatat dan mendapat Keputusan
Menteri Keuangan RI Nomor. 7O/KM.6/2016 Penstapan Status
Penggunaan Barang Milik Negara Pada Lembaga Penyiaran Publik
Radio Republik Indonesia,

. Bahwa yang sebenarmya perolehan atas tanah yang didalilkan
penggugat dengan adanya sejumiah girik Letter ¢ dan ipeda yang
menjadi dasar dan dimiliki ahli wars para penggugat diragukan
keabsahannya, karena harus dijelaskan terlebih dahulu asal usul
perolehan hak waris atas objek tanah didalam suatu putusan waris
mengingat pihak Penggugat mendalilkan sebagai pihak ahli waris yang
menuntut hak atas kepemilikan tanah sepatutnya dapat ditemukan
suatu keputusan waris yang sah sebagaimana ketentuan pasal 134
HIR yaitu kewenangan meng-adili karena berdasarkan Undang-
undang No.7 Tahun 1989 dalam pasal (1) Undang-undang Nomor 7

- Tahun 1089 tentang Peradilan Agama, Pengadilan agamalah yang

%ng memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara

/ ;:{p kat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang

1 s bwinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang cilakukan berdasarkan

1

S ﬁm Islam.

o hwa dasar kepemilikan Penggugat yang menjadi dalil gugatan
= Penggugat adalah berupa surat Girik Letter C (No.232 persil 69 S.I,
persil 62 D.III; No.117 persil 60 S.1II; No.1000 persil 62 D.IIL; persil 81
S.1: No.1628 persil 51. S.0I; persil 62 D.II; No.1309 persil 69 5.1
No.585 persil 51 S.1I; persil 53 D.I; No.1278 persil 69 D.II; No. 547
Persil 80 S-I: No.68 Persil 62 D.III; dan persil 54 D.1Il) adalah Bukan
Bukti kepemilikan atas tanah melairkan hanya sebatas petunjuk untuk
membayar pajak atau luran Pendapatan Daerah atau disingkat IPEDA.
Maka dengan demikian Surat Girik Letter C tersebut adalah bukti pajak
bukan bukti kepemilikan atas tanah selain itu Surat Girk Letter C Para
Penggugat juga diragukan keabsahan dan kebenarannya karena tidak
pemah di fingkatkan atau di konversi sebagaimana ketentuan

peraturan yang berlaku.
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- Bahwa sesual ketentuan yang berlaku yakni Pasal 28 Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, yakni

sebagai berikut :

Pasal 28

(1) Setelah jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud
calam Pasal 26 ayat (1) berakhir, data fisik dan data yLridis yang
ciumumkan tersebut oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran
tanah secara sistematik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan
dalam pendaftaran tanah secara sporadik disahkan dengan suatu
berita acara yang bentuknya ditetapkan oleh Menten.

(2) Jika setelah berakhimya jangka wakiu  pengumuman
sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayal (1) masih ada
kekuranglengkapan data fisik dan atau data yundis yang
bersangkutan atau masih ada keberatan yang belum diselesaikan,
pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan catatan mengenai hal-hal yang belum lengkap dan atau
keberatan yang belum diselesaikan.

(3) Berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi dasar untuk :

a. pembukuan hak atas tanah yang bersangkutan dalam
buku tanah;

b. pengakuan hak atas tanah;

c. pemberian hak atas tanah.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Jawaban dan ketentuan peraturan perundang-
undangan Tergugat || diatas adalah telah membantah semua dalil-dalil Gugatan

Pengugat, maka dengan ini Tergugat Il Mohon Kepada Majelis Ha<im Yang Mulla
ey — o -IIREH dan rI'IEI'I-QEldili perhﬂfﬂ A quo berkenan memberikan dan

all ﬁka@_'ﬁumsan yang amarnya sebagai berikut .
/i Dalam Eksepsi:
a,j Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya,
%~ /2. Menyatakan Pengadilan Negeri Depok tidak berhak untuk
: mengadili Perkara ini;
3. Menyatakan Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai
Penggugat;
4. Menyatakan Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap;
5. Menyatakan Gugatan Penggugat telah: lampau waktu (Vergaring);
6, Menyatakan Gugatan Penggugat Error in Objekto atau Dislokast,
B. Dalam Pokok Perkara :
1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sertipikat (ketiga) Hak Pakai nomor 00001/Cisalak
terbit tanggal 09 Aprl 2007, Surat ukur Nomor
1731/Cisalak/2007, tanggal 08 Maret 2007, luas tanah (sisa)

/ Halaman 94 Putusan Nomor: 268/ Pdt.G ﬂuzwylpm._-



324 230 M2, Atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cg LPP
RRI Cq DEPARTEMEN PENERANGAN REPUBLIK INDONESIA
Cq Direktorat Radio Cq Proyek Mass Media Republik Indonesia
Di Cimanggis (Sekarang Sukmajaya) adalah sah dan
berkekuatan hukum;

3. Menyatakan Girik Lefter C (No.332 persil 69 5.II; perzil 62 D.IIK
No.117 persil 60 S.lI; No.1000 persil 62 D.II; persil &7 s
MNo.1628 persil 51. S.I; persil 62 D.III; No.13089 persil 69 S.II;
No.585 persil 51 S.1I; persil 53 D.I; No.1278 persil 68 D.1I; No. 547
Persil 60 S-I: No.68 Persil 62 D.II; dan persil 54 D.I) yang
dimiliki para Penggugat tidak mempunyai kekuatan hukum.

4. Menyatakan Penggugat telah melakukan Perbuatan Melawan
Hukum.

5. Memerintahkan Jurusita Pengadilan MNegeri Depok untuk
mengosongkan bangunan milik Penggugat dengan bantuan dan
Aparat Negara baik Polri, TNl maupun Aparat berwenang lainnya.

6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang sead l-adilnya;

N, :z}\l'-.l'renimbang. bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat [l

vengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 23 Februari 2022, yang
woknya berisikan hal-hal sebagai berikut -

w._‘Fi I.='

phuw EKSEPSI

1 GUE'-ATAN A QUO KHUSUSNYA PENGGUGAT V1, PENGGUGAT VI,

== PENGGUGAT VI, DAN PENGGUGAT IX TIDAK ADA LEGAL STANDING,

SEHINGGA ADANYA PERMASALAHAN PADA AHLI WARIS YANG BELUM
DIBUKTIKAN, SEHINGGA HARUS TERLEBIH DAHULU PADA
KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA (KOMPETENSI ABSOLUT);

. Bahwa berdasarkan pada Posita gugatan Para Penggugat adalah
menerangkan Penggugat VI s/d. Penggugat IX mendalilkan merapkan Ahili
Warisnya,namun tidak bisa dibuktikan sebagai Ahli Waris, sehingga jika
adanya menyangkut Ahli Waris maka baik dalam posita maupun Petitum
dalam perkara a quo merupakan kewenangan Pengadilan Agama teriebih
dahulu diwilayah hukum Penggugat VI s/d. Penggugat IX, sehirgga harus
dibuktikan bahwa Penggugat VI sfd. Penggugat IX merupakan Ahl
VWarisnya;
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. Bahwa berdasarkan tersebut diatas maka Penggugat VI &/d. Penggugat IX
sangat jelas sekali ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama
terdahulu jika Penggugat VI s/d. Penggugat [X merupakan bagian Ahli
Warisnya, dan beragama Islam, atau jika non agama Islam maka harus
adanya Penetapan/Putusan Pengadilan Negeri yang menerangkan
Penggugat VI s/d. Penggugat IX adalah Ahli Warisnys, dan Ahli Waris
Penggugat VI s/d Penggugat IX tidak menjelaskan berapa ahli warisnya
didalam gugatan a quo, sehingga tidak jelas dalam manyangkut subyek
hukum dalam perkara a quo, hal ini sesuai :

¥

Pasal 49 huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang ho. 3 Tahun 2006
tentang Perubahan atas Undang-Undang ho. 7 Tahun 1889 tentang
Peradilan Agama, yang menerangkan : "Pengadilan Agama bertugas
dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di
tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Istam dibidang ;
(a). Perkawinan; (b). Waris. ....... dst ...

Dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 3 Tahun
2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama, yang menerangkan @ “....dst ... Yang

.' .--u_drmaksud dengan "Perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau

'-\.'.|

“.-!

F.
?I_

Eemasaman undang-undang mengenal perkawinan '.-'ar*g berlaku
 yéng dilakukan menurut syarish, antara lain : ........ s A

'-"_’ V¢ Fjﬁ.nyetesa.ran harta bersama ......dst .....";

E!a!arn Penjelasan Pasal 49 huruf (b). Undang-Undarg No. 3 Tahun

Eﬂﬂﬁ tentang Perubahan atas Undang- Llndang Mo. 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama, yang menerangkan : "...... dst ....... Yang
dimaksud dengan “Waris™ adalah penentuan siapa yang menjadi ahli
waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian
masing-masing ahli waris, dan melaksanakan penrbagian harta
peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan
seseorang lentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris,
penentuan bagian masing-masing ahli waris.”;

Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 378/K/Pdt/1858 tanggal
11 Maret 1986, yang menyatakan : “Oleh karena gugalan penggugat
mengandung kekurangan formil, anfara lain tidak semua hali waris
diikutsertakan dalam gugatannya’,
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Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 552 K/Sip/1870, yang
meyatakan sebagai berlkut : “Pengadilan Negen dan Pengadilan
Tinggi (pengadilan umum) tidak berwenang untuk memeriksa menurut
hukum Agama lslam, adapun yang berwenang adalah Pengadilan
Agama”

Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1130 K/Sip/1972 tanggal
12 Nopember 1974, yang menyatakan : “Li caerah Aceh sebelum
perkara mengenai hak milil antara para ahli wans dapat diperiksa oleh
Pengadifan Umum, harusiah dipulus terlebih dahuly  keahli-
warisannya serla bagian-bagian yang menjadi hak dan masing-
masing ahli waris oleh Pengadilan Agama”

Menurut Pendapat M. Yahya Harahap, SH., dalam Buku Hukum Acara
Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaa, Pembuktian, dan
Putusan Pengadilan, Penerbit : Sinar Grafika, Cetakan Kesembilan,
Nopember 2009, Hal, 180-181, yang menyatakan :

“B. KEKUASAAN ABSOLUT MENGADILI

Ditinjau dar segi kekuasaan absolute atsu yundiksi absolute
mengadili, kedudukan PN dapat dijelaskan sebagai berikut.

(7. Berdasarkan Sistem Pembagian Lingkungan Peradilan, PN

adapan dengan Kewenangan Absolut Lingkungan Peradilan Lain
urut amandeman Pasal 24 ayai (2) UUD 1895 dan Pasal 10 ayat
) UU NO. 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan UU No. 35
ahun 1999 dan sekarang diganti dengan Pasal 2 Jo. Pasal 10 ayat
(2) UL No. 4 Tahun 2004. Kekuasan Kehakiman (Judicial Power) yang
berada di bawah Mahkamah Agung, dilakukan dan difaksanakan oleh
beberapa lingkungan peradilan yang terdi dan : (a). Peraditan Umum;
(b). Peradiltan Agama; (c). Peradilan Militer; {d). Peradilan Tata Usaha
Negara,

Keempat lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah
Agung ini, merupakan penyelenggaraan kekuasaan Negara di bidang
yudikatif. Oleh karena tu secara konstitusional bertindak
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
(to enforce the ftruth and justice), dalam kedudukan sebagai
pengadilan Negara (state court). Dengan demikian Pasal 24 ayal (2)
UUD dan Pasal 2 Jo. Pasal 10 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004
merupakan landasan system peradilan Negara ‘state court system) di
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Indonesia, yang dibagi dan terpisah berdasarkan yurisdiksi atau

separation court system base on jurisdiction. ........ dst ........
Sepmtas lalu, kewenangan masing-masing lingkungan adalah sebagai
bernkut :

(1). Peradilan Umum sebagaimana yang digariskan Pasal 50 dan
Pasal 51 UL No. 2 Tahun 1986 (ftentang Peradilan Umum), hanya
berwenang mengadili perkara ;
- Pidana {Pidana umum dan khusus) dan
- Perdata (perdata umum dan niaga).
(2). Peradilan Agama berdasarkan Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989
(tentang Peradilan Agama), hanya berwenang mengadili perkara bagi
rakyat yang beragama Islam mengenai :
- perkawinan,
- kewarisan (melipuli wasita, hibah yang dilakukan berdasarkan
hukum islam),
- wakaf dan shadagah. ....... dst ....... "
v Menurut Pendapat DR. Ahmad Mujahidin, MH., dalam Buku
___ Pembaharuan Hukum Acara Perdata Feradilan Agama dan
; 52 :‘ amah Syariyah di Indonesia, Penerbit : Ikatan Hakim Indonesia
;—-:gq::amn. Cetakan Pertama, Pebruari 2008, Halaman 118-121, yang
TV[E%*’ ;'iﬂ‘éh?ﬂtakan 3
F "’P&am 49 UU No. 3 Tahun 2006 menyatakan Pengadilan Agama
bertugas dan berwenang memerksa, memutus, dan menyelesaikan
pe:ﬂam di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama lslam
di bidang : a). Perkawinan; b). Waris; ¢). Wasiat; d). Hibah; e). Wakaf,
f). Zakat: g). Infag; h). Shadagoh; dan |) ekonomi syarfan Islam’,
Selsnjutnya dalam Penjelasan Pasal 49 lersebut dinyatakan bahwa
penvelesaian sengkela tidak hanya dibalasi i bidang perbankan
syari'ah, melainkan juga di bidang ekonomi syariah lainnya
Yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama lslam”
adaiah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendininya
menundukkan diri dengan suka rela kepada hukum Isiam mengenai
hal-hal yang menjadi kewenangan peradilan agama sesual dengarn
ketantuan pasal ini”
Kemudian terhadap ketentusn Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006

diberikan pufa penjelasan sebagai berkut :
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Huruf a
Yang dimaksud dengan ‘perkawinan” adalan hal-hai yan diatur dalam
atau berdasarkan undang-undang mengenai parkawinan yeng beraku
dan dilakukan menurut syanat Islam antara lain [ ... dst ... (8).
Perceraian karena talak: {9). Gugtan perceraian ..... dst......"
Huruf b
“Yang dimaksud dengan “waris” adalah peneniuan sigpa yang menjadi
ahli waris, penentuan mengenal harla peninggalan, penentuan bagian
masing-masing ahli wars, dan melaksanakan pembagian haria
peninggalan, serta penetapan pengadilan afas permohonan
seseorang fentang penentuan siapa ysng menjadi ahli wans,
penentuan bagian masing-masing ahli wans’,
Bahwa berdasarkan tersebut diatas maka gugatan Para Penggugat sangat
jelas merupakan kewenangan Pengadilan Agama karena harus dibuktikan
Penggugat VI sfd. Penggugat IX merupakan Ahii Warisnya, dan
kewenangan Kompetensi Absolut telah terpenuhi. sehingga beralasan

inyatakan tidak dapat diterima (niet onvakelijk verklaard);
T KUASA KHUSUS PARA PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI

\RAT FORMIL;
! Bahwa Surat Kuasa Khusus Para Penggugat No. 04 1/SKK/HFPXU2021

by ‘,xs"’; tertanggal 15 Oktober 2021 (Selanjutnya disebut : “Surat Kuasa Khusus

o

Para Penggugat’) adalah cacat formil karena berdasarkan pada Surat

Kuasa Khusus Para Penggugat pada halaman 3, yang tertulis :
® o, 05t .. unfuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada

Pengadilan Negerni Depok atas persoalan sebidang fanah adal yang
terletak di RT. 001 RW. 001 Kel. Cisalak, Kec. Sukmajaya (Dahulu desa
Curug, Kec. Cimanggis, Kabupaten Dali Il Bogor) terhadap ........ .ast.......;
Seharusnya dalam Surat Kuasa Khusus Para Penggugat
menuliskan/menerangkan lebih jelas dan terang atas otjek tanah beserta
luas tanah yang berdasarkan kepemilikan milik Para Penggugat, yailu :

a. Penggugat! : Girik Letter C No. 332 Persil 89 5.1l luas tanah
1.520 M2;
Parsil 62- DI, Luas tanah 2.000 M2,
Girik Letter C No. 1627 Persil DI, luas 2.000 M2;
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b. Penggugatll : Girik Letter C No. 117 Persil 60-2 lll, Luas tanah
1.520 M2;

. Penggugat Il : Girik Letter C No. 1000 Persil 62 D.1II, Luas tanah
14.570 M2;
Persil 511-5.1, Luas tanah 1.530 M2

d. Penggugat IV : Girlk Letter C No. 1628 Persil 51-5.11, luas tanah
880 M2;
Persil 62-D.1Il Luas tanah 1.700 M2;

e. PenggugatV : Girik Letter C No. 1380 Persil 69-5.1l luas tanah
2.380 M2;

f. Penggugat VI : Girik Letter C No, 585 Persil 51-5 |1 Lusa tanah
5.800 M2;
Persil 53-D.1 Luas tanah 1.160 M2

g. Penggugat VIl : Girik Letter C No. 1278 Persil 69-D.Il Luas tanah

4.750 M2,

h. Penggugat VIll : Girik Letter C No. 547 Persil 60 S- |uas tanah
5.050 M2,

i. PengggugatiX : Girik Letter C No. 68 Persil 62-D..ll Luas tanah
5.730 M2;

Persil 54 DI Luas tanah 2.650 M2;
berdasarkan tersebut diatas maka sangat jelas sekall Surat Kuasa
3 ﬁs Para Penggugat sangatiah cacat formil karena tidak dijelaskan
: an rinci atas objek tanah yang dimiliki oleh masing-masing Para
Hi.wagﬁﬁ‘gmat dalam Surat Kuasa Khusus Para Penggugcat, hal ini sangat
e bé:tentangan dengan yaitu :
& SEMA No. 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1958 Jo. SEMA No. 5
Tahun 1962 tanggal 30 Juli 1962 Jo. SEMA No 01 Tahun 1971
tanggal 23 Januari 1971 Jo.. SEMA No. 8 Tahun 1984 tanggal 14
Oktober 1984, yang menyatakan :
“(1). Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menuru! Undang-undang
harus dicantumkan dengan jelas dan spesific sural kuasa umiuk
berperan di pengadilan; (2). Menyebutkan kompelensi relative, pada
pengadilan negeri mana kuasa itu dipergunakan mevsakili kepentingan
pemberi kuasa; (3). Menyebutkan identitas dan kependudukan para
pihak (sebagai Penggugat dan Tergugal); (4). Menyebutkan secara
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ringkas dan konkrel pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan
antara pihak yang berperfara’,

- Bahwa berdasarkan tersebut diatas maka Surat Kuasa FPara
Penggugat adalah cacat formil, sehingga tidak terpenuhinya syarat
formi! dan Surat Kuasa Khusus tersebut maka dijadikan gugatan yang
diajukan oleh Para Penggugat adalah gugur, dan juga gugur dalam
haknya dalam perkara a quo, sehingga beralasan hukum uniuk
menolak gugatan Para Penggugat atau setidak-tidaknys dinyatakan
tidak dapat diterima (nief onvakelijk verklaard);

3. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR

LIBEL)

- Bahwa dalil-dalil dalam Posita gugatan dan Petitum Para Penggugat kabur
dan tidak jelas (obscuur libel) karena tidak jelas apa yang menjadi dasar
gugatan dan apa yang dituntut oleh Para Penggagar untuk dikabulkan oleh
Majelis Hakim, apakah menuntut pengembalian atas tanah atau menuntut
memktayar harga jual beli tanah atau menuntut kedua-dua-nya untuk

.&érn TERGUGAT IV untuk mengembalikan taneh objek sengketa perkara
milik PARA PENGGUGAT kepada PARA PENSGUGAT dalam keadaan
kosong dan fanpa beban hukum yang menyertainya, ataumembayar
hanga jual beli fanah menurut harga pasaran tanah objek sengketa.
Posita gugatan angka 41.2 :

% i Stidah sewajamya TERGUGAT Il dan TERGUGAT IV dihiukum
untuk mangembalikan tanah objek sengketa kepade FARA PENGGUGAT
dalam keadaan kosong tanpa beban hukum jenis apapun bagi PARA
PENGGUGAT atau membayar harga jual bsf fanah kepsda PARA
PENGGUGAT menurut harga pasaran sebesar Rp. 2.000.000,00 permeier
X 53.240 m2 = Rp. 106.480.000,00 (serafus enam miliar empat rafus
delapen puluh juta rupiah)

Petitum gugatan angka 13 :
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“ Menghukum TERGUGAT Il dan TERGUGAT IV untuk mengembalikan
fanah miik PARA PENGGUGAT dalam keadaan kosong tanpa beban
hukum jenis apapun bagi para PENGGUGAT dan/atau membayar harga
Jjual beli tanah kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 106.480.000,00
(seratus enam miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah) secara
tanggung renteng dan lunai.

Bahwa berdasarkan Argumentasi yang dikemukakan tersebut diatas, jelas
dan terang bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat dalam Positanya,
dan apa yang dituntut (Petitum) Para Penggugat merupakan 2 (dua) hal
yang berbeda, yaitu pengembalian atas tanah dan/atau meminta
pembayaran atas jual beli tanah, sehingga gugatan harus dinyatakan
kabur dar: tidak jelas{obscuur libel),

- Bahwa berdasarkan Argumentasi yang dikemukakan pada angka 1 (satu)
diatas, FARA PENGGUGAT kurang cermat dalam menyusun gugatannya,
dikarenakan terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum gugatan
sehingga gugatan menjadi kabur dan tidak jelas{obscuur fibel). Hal
tersebut sebagaimana terdapat dalam posita gugatan angka 40 dan angka

~—-.41.2 yang pada intinya PARA PENCGGUGAT memohon agar TERGUGAT
S hgﬂ -'!.:_l;hul-;-,nm untuk mengembalikan =nah atau membayar harga jual bel
/ Kﬁ sedangkan pada petitum gugatan angka 13 pada intinya PARA
& \/IPENGGUGAT menuntut TERGUGAT Iil untuk mengemballikan tanah
'*;':_” | Eww;;dbifftau membayar harga jual beli tanah ;
"'--L%_.—.-r-ﬁaiﬁwa didalam kata atau dengan <ata dan/ataumerupakan suatu kata
penghubung yang memiliki makna berbeda hal ini berdasarkan pada :
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) .
“kata “atad” merupakan kata penghubung untuk menandai suafu pilihan,
sedangkan pada kala “dan/atau” merupakan kata penghubung yang dapat
menandai sualu pilihan namun dapat juga sebagai kata penghubung yang
bukan menandai suatu pilihan melainkan keduanya harus dipenufi®;

- Bahwa berdasarkan uraian Tergugat Il diatas, maka terang-benderang
gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas {obscuur libel), apakah
hanya manuntut pengembalian atas tanah atau hanya meminta
pembaysran atas jual beli tanah atau menuntut kedua-duanya uniuk
diputus oleh Hakim Majelis, sehingga gugatan harus dinyatakan kabur dan
tidak jelas (obscuur libel), hal ini sesual dengan :
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Yurizprudensi MA RI No. 582 K/Sip/973, tertanggal 18 Desember
1975, yang berbunyi : “Karena petitumm adalah fidak jelas, gugatan
harus dinyatakan tidak diterima. Petitum tersebut sebagai bernkut - (1).
Menetapkan hak penggugai afas fanah tersebutl, (2). Menghukum
tergugat supaya berhenti bertindak alas tanah lersebul dan
menyerahkan pada penggugat untuk bebas Derlindak atas tempaf
tersebut; (3), Menghukum tergugat membayar biaya perkara”.

Jo. Yurisprudensi MA Rl No. 565 K/Sip/1974 tertanggal 6 Agustus
1974, yvang berbunyi ;| "Gugalan harus lidak dinyatakan tidak dapat
diterima karena dasar gugatan lidak sempuma, dalam hal ini karena
hak penggugat atas tanah sengketa lidak jelas”.

Jo., Yurisprudensi MA Rl No. 28 K/Sip/1973 tertanggal 5 Nopember
1875, yang berbunyi @ “Terdapal perfenfangan antara posita dan
petitum”.

Jo. Yurisprudensi MA Rl No. 492 K/Sip/M970 tanggal 21 Nopember
1970, yang menyatakan : "Gugatan yang tidak sempurma, karena tidak
menyebutkan dengan jelas apa yang difurdut, harus dinyatakan tidak
dapat citerima seperii halnya dalam perkara ini dituniutkan”,;

a berdasarkan tersebut diatas, maka patutiah dalil-dali Pars Pengougat
dapar diterima/ditolak, dan dikesampingkan tanpa kecuali,

TAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK (Plurnum Lifis

sortiurm);

~ - Bahwadaam gugatan a gquo yang menjadi pokok persoalan utama dalam
perkarz ini adalah sehubungan dengan menyangkut adanya objek
sengketa tanah a quo yang diketahui menjadi masalah dalam perkara a
quo, acalah gugatan a quo kurang pihak karena diketahui , ada pihak-
pihak yang harud dilibatkan dalam perkara a quo berdasarkan pada
Gugatan Para Penggugat pada Hal. 10 Point 28.1, yaitu :

a.

® oo o

Samuel De Meyyer Faber,

Han Tek Nio;

NV, Maatschapay Tot Explitatie Van Het Land,
R. Norsasih, dan

Kantor Jawatan Gedung Negara Bogor,

Karena diketahui semua pihak tersebut diatas harus dilibatkan dan juga
mampnyai kepentingan dan kewenangan hukum, hal ini supaya menjadi
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terang benderang dan jelas dalam perkara a quo. serta satu dan lain untuk
memperockeh kebenaran hakiki dan adanya kepastian hukam;
- Bahwa dengan tidak dilkutsertakan 4 (empat) nama tersebut sebagai
pihak dalam perkara gugatan ini, maka gugatan Para Penggugat menjadi
kurang pihak (Plurium Litis Consoriium) hal ini sesuai cengan :
< Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 663 K/SpM971 tanggal &
Agustus 1971 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1038
K/Sip/1972 tanggal 1 Agustus 1973, yang kaidah hukumnya
menyatakan : “Turut Tergugat adaiah seseorang yang tidak menguasai
sesualy barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan
guna dalam petitum sebagai pibak yang tunduk dan faat pada putusan
hakim perdata”

< Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl No. 437 K/Sip/1973 tanggal 9
Desember 1975, menyatakan : "Gugatan tidak dapat diterima karena
Penggugat tidak turut menggugat saudara kandung Tergugat yang
juga kut menguasai tanah tersebut”;

< Jo. Yursprudensi Mahkamah Agung Rl No. 216 K/Sip/1974 tanggal
27 Maret 1975, yang menyatakan : “Gugalan tidak dapat diterima

'\'unsprudensr Mahkamah Agung Rl No. 1078 K/Sip/1972 tanggal
Nopember 1975, yang menyatakan . ‘Mah<amah Agung
' menemukan adanya kekurangan formil yang diakibaikan oleh fakia
bahwa Penggugat fidak turut menggugat pithek yang juga fkut menjual
tanak waris yang disengkelakan. lerhadap kekurangan formil ini, maka
Mahkamah Agung menyatakan bahwa gugatan tidax dapat diferima”;

Bahwa Eerdasarkan tersebui diatas, maka pawtlah dali-dali Para

Penggugat tidak dapat diterimafcitolak, dan dikesampingkan tanpa
kecuali;

5. GUGATAN A QUO MENYANGKUT IDENTITAS T=ERGUGAT V TIDAK

LENGKAP DAN JELAS SEHINGGA TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL,;

- Bahwa dalam gugatan a quo yanc menjadi pokok persoalan terhadap

Tergugat V pada gugatan a quo halaman 2 diketahui Tergugat V tidak

mencantumkan dan menyebutkan alamat yang lengkao dan jelas yang

digugat khususnya Tergugat V, hal ini sangat bertentangar dengan Fasal
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118 ayat (1) HIR, dan Pasal 17 KUHPerdata, yang menyatakan : "Sefiap
orang dianggap bertempal linggal ditempat yang dijadikan pusat
kediamannya";

- Bahwa tindakan terhadap Para Penggugat yang tidak mencartumkan dan
menyebutkan alamat yang lengkap dan jelas sangat bertentangan dengan
kaidah hukum sehingga tidak memenuhi syarat formii dalam gugatannya,
hal ini berdasarkan pada Pendapat M. Yahya Harahap, SH., dalam Buku
Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan Penyitaa,
Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit : Sinar Grafika, Cetakan
Kesembilan, Nopember 2009, Hal. 54-58, yang meayatakan : *.... dst .....
fujuan uvtama pencantuman identitas agar dapal disampaikan panggifan
dan pemberitahuan, identitas yang wajib disebut cukup - (a) . Mama

Lengkap; dan (b). Alamt afau fempat tinggal .....dst ..... -
Bahwa berdasarkan tersebut diatas, maka patutlah da il-dali Para Penggugat
tidak dapat diterimalditolak, dan dikesampingkan tanpa kecuali,

8. GUGATAN A QUO YANG MENYANGKUT ALAMAT OBJEK TANAH AQUO
= M:LI..IH PENGGUGAT Il TIDAK ADA MENCANTUMKAN ALAMAT SEHIGGA

'|

3 Point (3), tidak
tanah sengketa milik

“fanggal 17 April 1879, yang menyatakan :

“Karena dalam Surat Gugatan fidak disebutkan dengan jelas lefak/baias-
batas tanah sengkela, gugalan tidak dapal diterima’

Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 34 K/AG/ 937 tanggal 27 Juli
1998, yang menyatakan : *Gugalan Penggugal obscuur libel karena
ideniitas obyek perkara yang lercantum dalarm guagatan berbedas,
sedangkan Penggugal fidak mengadakan perubahan surat gugatan”;

- Bahwa cengan dalil tersebut diatas maka seharusnya Penggugat Il harus
mencantumkan alamat objek sengketa tanah perkara a quo, sehingga
kiranya Gugatan Para Penggugat harusiah dinyata<an tdak dapat
diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA
1. Bahwa Hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas adalah
satu kesatuan dengan pokok perkara ini, kemudian TergJgat 2 dan Turut
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Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali
atas pengakuan yang jelas dan tegas akan kebenarannya mzanurut hukum;
2. Bahwa Tergugat Il membantah dalil-dahil gugatan a quo pada Halaman 1-8
Point 1-26 tentang kepemilikan objek tanah seng<eta a quo berdasarkan
pada Surat Girlk letter C dan lainnya, xarena kepemilikan yang berdasarkan
pada Surat Girk Letter C bukan menjadikan kepemilikan hak Para
Penggugat;
Bahwa dslil-dalii Para Penggugat memiliki objek tanah sengketa a quo
tersebut berdasarkan pada Surat Girk Leter C, dengan perincian adalah

sebagai bernkut
Subyek Hukum Girik etter C Luas Tanah (M2)

Penggugat | Mo. 332 PESSII 1.520

Mo. 332 P &2 D I 2.000

1627 P.D Il 2 000

5.520

‘Penggugat I No. 117 P60- S lii 1520
=] Penggugat 11l No. 1000 P 62 D il 14.570
LR No. P 61- 5 1,530

- |~ Penggugatlv | No.1628P 51§l 880

IR Y No. P 62-D Il 1.700
e e

st 74 2.580
Penggugat V Mo, 1390 P59 S I 2380
Penggugat VI No. 585 P 5 -3l 5.800

No. P 53D | 1,160
6.960
Penggugat VI No. 1278 P69 D. I 4.750
" Penggugat VIII No. 547 P-60 S-I 5.050
Peaggugat IX Mo GBP&ZDIl 5.730
Mo. P 54 D il 2,650
£.380
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TOTAL 50.860

Girlk Letter G tersebut diatas adalah bukan merupakan Eukti hak milik dan
hanya kewsjiban seseorang untuk membayar pajak tanah yang dikuasainya,
hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 234 K/IPdi/1592
tanggal 20 Desember 1993, yang menyatakan :
“Bahwa buiu Lelter C desa bukan merupakan bukli hak milik, tetapi hanya
merupakan kewsjiban seseorang untuk membayar pajak lerhadap tanah
yang dikuasainya”
Sehingga apa yang didalilkan oleh Para Penggugat tidak dzpat menjadikan
atas kepemilikan yang sah, begitu juga dengan Para Penggugat yang tidak
dalam penguasaan belum dapat dibuktikan sama sekali, ha! ini juga sesuai
dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl No. 10 K/fSip/1983 tanggal 07
Mei 1984, yang menaytakan :
“Penguasaan saja terhadap tanah sengketa tanpa bukli adanya alas hak
(rachis title) dari pads penguasaan itu, belumiah membuktikan bahwa yang
bersangkutan adalah pemilik tanah tersebut”;
3. Bahwa Tergugat lll membantah dalil-dalil gugatan a quo pada Halaman 8-10
Point 28 tentang objek tanah sengketa dilakukan dengan zara kotor oleh
Zon Negy qrn pejabat dan beberapa pihak kepemilikannys sebelum Para

£y
-.ih‘- el I.IQE‘t karena Para Penggugat tidak mempunyai dasar atas kepemilikan
(¢ ,: 7 mnah sengketa dengan cara kotor oleh oknum pajabat, hal ini sebaium
".'.:J %3 Emggugat mendalilkan demikian harus dibuktikan terlebih dahulu
1\. . a unsure pidananya jika Para Penggugat menuduh adanya dugaan
s Moy

ndak pidana, sehingga jika ditemukan unsure pidana terhadap yang
dituduhkan oleh Para Penggugat maka dapat dibuktikan dalil-dalil Para
Penggugat tersasbut, hal ini sesuai dengan Yunsprudensi Mahkamah Agung
RI No. 1874 K/Pdt/2001 tanggal 29 September 2003, yang menyatakan :
“Paralihan hak atas tanah dinyatakan cacat hukum sehingga batal demi
hukum jual beli lanah harus dibukiikan melalui pemenksaan dan laboratonum
kriminologi atau adanya pulusan pidana yang menyatakan landalangan
dipalsukan®;

Begitu juga tentang dalil Para Penggugat yang menjelaskan riwayat objek
tanah sengketa tersebut, membukitkan justru dalil-dalil Para Penggugat
sangat lemah dan sehingga kurang pihak dalam mengajukan gugatan a quo,
hal ini diketahui dalil-dalil gugatan a quo menjelaskan adanya nama-nama
pemilik sebelumnya dari Para Penggugat, yaitu

/ Halaman 107 Putusan Nomor: 268/ PoLG ﬂﬂzw?r’npk o



=

Samuel De Meyyer Faber;

Han Tek Nio;

NV, Maatschapay Tot Explitatie Van Het Land,

R. Norsasih, dan

Kantor Jawatan Gedung Negara Bogor;

sedangkan Para Penggugat tidak melibatkanya nama-nama pemilik
sebelumnya dari Para Penggugat, hal ini sangat berteniangan dengan
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 683 K/Sip/1971 tanggal 6 Agustus
1971 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl No. 1038 K/SipM1972 tanggal 1
Agustus 1973 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl No. 437 K/Sip/1873
tanggal 8 Desember 1975 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 216
K/Sip/1974 tanggal 27 Maret 1975 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R
No. 1078 K/Sip/1972 tanggal 11 MNcpember 1975, intinya menyatakan :
“Gugalan lidak dapat diterima karena Penggugal tidak menyertakan sebagai
Tergugat, sehingga adanya kekurangan formil maka Mankamah Agung
memutuskan gugalan lidak dapat difenma’;

Bahwa Tergugat Il membantah dali-galil gugatan a quo paca Halaman 11

® ap oW

_Point 28.4 tentang Para Penggugat mempunyai Surat Daftar Keterangan

Jt ﬂfﬁ‘ Untuk Ketetapan Pajak IPEDA, karena IPEDA atau daftar keterangan
3 b
".I |

frr_ pajak atas nama Para Penggugat bukan menjadikan milik Para
Al . i
ugat justru hanya kewajiban seseorang untuk membavar pajak tanah

2
\J.%F ,.:? dikuasainya, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl

: _ / 767 KSSip?1870 tanggal 13 Maret 1971, yang menyatakan : “Surat

“keterangan pajak bukan merupakan bukti kepemilikan”

Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 234 K/Pdt/1£92 tanggal 20
Desember 1993, yang menyatakan :

“Bahwa buku Letter C desa bukan merupakan bukti hak milik, tetapi hanya
merupakan kewajiban sesesorang uniuk membayar pajak terhadap fanah
vang dikuasainya”

Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl No. 2504 K/Pdit/1984, yang
menyatakan : “Surat IPEDA hanya bersifat administrative can fidak dapat
diperbukan sebagai kepemilikan';

Bahwa Tergugat |l membantah dalil-dalil gugatan a quo padz Halaman 11 -
14 Point 28.5-30 tentang Para Penggugat mendapatkan informasi dari
katanya, karena apa yang didalilkan oleh Para Penggugat hanya prasangka,
sedangkan dalam hukum harus berdasarkan pada fakta hukum yang
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sebenarnya, sehingga dalil-dali Para Penggugat patutiah ditolak dan
dikesampingkan apalagi menyangkut nanya berdasar<an “katanya”,
Bahwa dengan demikian keterangan yang berdasarkan pada ‘informasi
katanya® capat dikategorikan sebagai Tesfimoni De Auditu yaitu keterangan
mendengar dari orang lain, dan tidak capat diterima sebagai alat bukli dalam
persidangan. Sehingga dalam Pasal 71 HIR dan pasal 19C7 KUHPerdata,
yang intinva adalah : “Keferangan yang dibenkan harus berdasarkan pada
sumber pengefahuian yang jeals, dan sumber pengefshuan yang dibenarkan
hukum mesti merupakan pengalaman, pengéhalan alau pendengaran yang
bersifat langsung dan peristiwa atau kefadian yang berhubungan dengan
pokok perkara yang dipersengketakan para pihak™
Oleh karena tu “informasi katanya” dapat dikategor kan sebagai keterangan
saksi yang bersumber dari cerita atau keterasngan vang disampaikan crang
lainnya kepada atau lebih dikenal “lestimoni de auditu”, sehingga dapat
disimpulkan :
v Berada diluar kategori keterangan saksi yang dibenarkan dalam Pasal 171
HIR dan Pasal 1807 KUHPerdata;
v Keterangan saksi yang demikian hanya berkualitas sebagai testimonium

NE 2 de auditu;

-

ngketakan;

kti, hal ini sesuai dengan Yursprudensi Mahkamah Agung Rl No. 881
K/Pdt1983 |, yang menyatakan : “Saksi-saksi yang diajukan cleh Penggugat
semuanya lerdini dan de auwditu, sehingga kelerangan yang mereka berikan
tidak sah sebagai alat bukii";

Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl No. 308 K/P4t/1959, yang
menyatakan : “Testimonium de auditu tidak dapat dipergunakan sebagai alat
bukti langsung”;

Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 27 PK/PID/Z003 zanggal 04 Juli
2003, yang menyatakan : “Kelerangarn saksi yang dicengar dari orang lain
harus dikategorikan sebagal testimonium de audifu dan karenanya fidak
dapat dijadikan alat bukti";

Bahwa Tergugat lll membantah dalil-dalil gugatan a quo pada Halaman 15 -
18 Point 30.3-40 tentang adanya Putusan Pengadilzn M=gen Depok MNo.
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133/PdLG/2009/PN.Dpk  Jo. Putusan Pengadilan Tinggl Bandung Mo.
88/Pdy2012/PT.Bdg (Selanjutnya disebut @ “Putusan PN Depok RS Sentra
Medika®), karena dalam perkara a quo berbeda dengan perkara Putusan PN
Depok RS Sentra Medika, hal ini didasari pada objek tanahnya dalam perkara
RS Sentra Medika berasal dari Tanah Hak Milik Adat Letter C No. 1720/237
Persil 37 D. Il, P-37 S il, dan P- 38 D |l, sedangkan dalam perkara a quo objek
tanah menurut gugatan Para Penggugat Tanah Hak Milik Letter C sangat
jauh berbaca, dan tidak ada hubungan ataupun keterikatan dalam perkara
Putusan PN Depok RS Sentra Medika:

7. Bahwa Tergugat Il membantah dalil-dalil gugatan a quo pada Halaman 19-
20 Point 41 tentang kerugian materil can immaterial, karena tidak berdasar
sehingga apa yang diminta oleh Para Penggugat adalah mangada-ada.
Bahwa dalam pokok perkara atas gugatan Para Penggugat membuktikan
Para Penggugat tidak bisa membuktikan Para Penggugat tidak bisa
membuktikan dalil-daliinya, padahal seharusnya Para Penggugat harus
mendalilkan maka diwajibkan membuktikan haknya, hal ini sesuai dengan
Pasal 162 IR, Pasal 283 R.Bg. dan Pasal 1865 KUH erdata, yang
menyatakan :

o ke oeliap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna

,?,i':“h’ eguhkan haknya sendin maupun membantah suaty hak orang ain,
L2 EIE .t_,_.;\ tunjuk pada suatu peristiva, diwajibkan membuktikan adanya hak atau
s 1 ostiva tersebur

H e dencan demikian secara perdata tidak terbukti dalam gugatan

} "‘-*;.1:-‘3" erbuatan Melawan Hukum (PMH) tidak memenuh kriteria perbuatannya
yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, oleh karennya gugatan
Para Penggugat harus dinyatakan ditolak:

8. Bahwa Tergugat Ill membantah dalil-dadil gugatan a quo pada Halaman 20
Point 42 tentang menetapkan status & quo atas tsnah oojek sengketa |
karena semua dalil-dalil Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalam
gugatannya, sehingga menetapkan status quo tidak dapat diminta apalagi
objek tanah sengketa yang disengketa menurut gucatan Para Penggugat
adalah merupakan bagian dar proyek besar Pemerintah Pusat atas
pembangunan Universitas Islam International Indonesia, sehingga harus
dapat dijalankan tanpa ada hambatan dari pihak manapun;

9. Bahwa Tergugat lll membantah dalil-dafil gugatan a quo pada Halaman 20
Point 43 tentang putusan perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahuly
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dan sebagainya , karena tidak tepat lagi diterapkan dan disamping itu
berhadapan dengan ketidakpastian dalam suatu perkara. Hal ini juga
dibenarkan yang ditulis oleh Andi Samsan Ngaro selaku Wakil Ketua
Mahkamah Agung Rl yaitu : "Banyaknya pulusan serta meria yang tidak bisa
dilaksankan karena jaminan yang dibenkan nilainya bdak selara/sesual
dengan nilai obyek eksekusi”;

10. Bahwa Tergugat Il membantah dalil-dalil gugatan a quo pada Halaman 20
Point 44 tentang Tergugat |, Tergugat ll, Tergugat Il dan Tergugat IV
dihukum membayar vang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000.000,-
(seratus juta rupiah) , karena tidak berdasar dan masuk akal atas
permochonan yang diajukan oleh Para Penggugat tentang nilai uang paksa
terhadap Para Tergugat, sshingga nilai uang paksa harus berdasarkan pada
kewenangan majelis hakim dan memperhatikan Pasal 225 ayat (1) HIR
(bukan sesukanya dari Para Penggugat dengan nilai yang besar dan tinggi);
Bahwa oleh karena didalam posita gugatan, dan petiium Para Penggugat
menuntut ganti kerugian matenil maupun immateril, yang intinya menuniut
agar Tergugat lll dihukum membayar harga jual beli tanah, hal ini sangat

_bertentangan dengan apa yang diminta oleh Para Penggugat karena

S BE .-:;;_ n uang paksa (dwangsom) yang diajukan Para Penggugat

",., ngan dengan ketentuan Pasal 806 a RV, yang menyatakan :

|

kepulusan hakim, dan uang fersebul dinamakan uang paksa’

Jo. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Ne. 791 K/Skp/M972 tanggal
26 Februar 1973, yang menyatakan :
“Keberalan (lentang vang paksa) ini dapat dibenarkan, karsma uang paksa
(dwangsom) memang tidak berlaku untuk membayar uvang”
Oleh karena itu Sehingga apa yang diminta oleh Para Penggugat adalah tidak
berdasar dan mengada-ada, sehingga patuzlah gugatan Para Penggugat
ditolak dalam perkara a quo;

C. PERMOHONAN

Bahwa sebelumnya memohon maaf untuk ijinkanlah Tergugat Il menyampaikan
kepada YM Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam Perkara No.
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258/Pdt,G/2021/PN.Dpk, sebelum memutuskan <iranya Tergugat [l memohon
agar kiranya dapat memutuskan dengan bijaksana dengan memperthatikar dan
merenungi, yaitu
. Menurut David Elliot Bradly "Judges serve a very specisl funclion a class apart
from other govemmental officers”, bahwa Hakim dianggap memiliki fungsi
istimewa, sesual dengan peran, fungs , dan kewenangan yang dilimpahkan
kekuasaan kehakiman kepada Hakim sebagai pelaksana peradilan demi
mencar kebenaran dan keadilan. (Varia Peradilan Thn. XXV No. 284 Mei
2010, Dr. H. Soeharto, SH., MH., hal. 7), dan berdasarkan asas “luscura
Novit” yaitu nakim harus dianggap tahu hukum yang tidak pernah berhenti
istirahat, karena hukum itu adalah dinamis, seiring, dan mengikuti dinamika
perkembangan magyarakat, serta menurut Montesquieu, adalah hukum harus
memiliki spritualitas yang memberikan semangat dalam penegakan agar lebih
beradab dan berperikemanusian, cleh karena itu secara normatik ditegaskan
bahwa hakim dalam memutus perkara, wajib menggali, mengikuti, dan
memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat
_(Maria Peradilan Thn. XXVI No. 299 Cktober 2010, Dr. H. M. Fauzan, SH.,
,_.:.“’f; "‘%H., Fal. 32-33, dan Hal. 38). Sesuai dengan dikatakan oleh Gusfav

AL

h. bahwa Putusan Hakim itu idealnya memiliki nilai-nilai dasar (idee
bi) yang meliputi 3 (tiga) unsur yaitu: keadilan (gerechtigkeit), kepastian
, Iu,; (rechisicherkeit), dan kemanfaatan (zwechtmassigkeit), (Varia
xk* dian Thn. XXV No. 292 April 2010, Hadi Suyoto, S.Ag., M.Hum., hal. 67);
> Bafiwa dalam Sambutan Penutupan Dixiat Tigikor Angkatan XXIIl tanggal 02
Desember 2021, Ketua Mahkamah Agung RI, Bpk Prof. DR. HM. Syarifudin,
SH., MH., menyampaikan kepada audience (para hadirin) dalam acaranya,

yang menyatakan !

“Keadilan sanngkali tidak dapat disandingkan untuk kedua belah pihak yang
berperkara, oleh karena itu putuskaniah sefiap perkara secara adil, dengan
cara yang paling bijaksana”

Berdasarkan da il-dalil tersebut diatas kiranya dalam membenkan putusan yang

adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dengan berdasarkan pada “akta

persidangan, xarena mohon kepada Majelis Hakim yang memernksa dan

mengadili dalam Perkara No. 258/Pdt.G/2021/PN.Dpk. yang memeriksa dan

mengadili dalam perkara & quo untuk berkenan untuk memutus, sebagai berikut:
MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :
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1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat III;

2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk
verklaard),

DALAM POKOXK PERKARA :

1. Menyatakan seluruh gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima atau
setidak-tidaknya ditolak;

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul
dalam perkara a quo,

atau;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, monon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo ef bona).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat

IV telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 23 Februan 2022, yang

pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Gugatan Para Penggugat Sudah Kadaluwarsa (verjaring)

- Kadaluwarsa Berdasarkan Pasal 1967 KUHPer. (BW).

_Bahwa menurut pengakuan Para Penggugat memiliki tanzh secara turun
W?MEM (baca: poin nomor 16 sural gugatan), dan pada tahun 1965
|5/~ mémpunyai beberapa dokumen (daca: poin nomor 23 surat gugtan).
e EI *r;ﬂ‘.ﬁﬂ-angkan di atas bidang tanah a quo (seluas lebih kurang 5,3 ha)
'r"k:pﬂtl'ah terbit sertipikat hak pakai Mo. 2/Curug tahun 1881 atas nama
\gﬂg‘ﬁp&ﬂ&man Penerangan (Tergugat-1) Cq. LPP-RRI (Terguga-Il) dengan

“juas total lebih kurang 1. 877. 360 M2 atau sekitar 187, 7 ha.

Bahwa setidak-tidaknya dalam jangka waktu tahun 1981 sejak terbitnya
sertipikat hak pakai No. 2/(Curug Fingga tahun 2021 dimana gugatan a
quo diajukan baru digjukan ke Pengadilan Negeri Kota Depok oleh Para
Panggugat sudah berusia lebih dan 40 tahun;

Bahwa Para Penggugat setidak-ticaknya dalam jangka waktu 40 tahun
tidak pernah mengajukan keberatan dan atau gugatan terhadap bidang
tanah objek perkara, yang di atasnya sudah terbit sertipikat hak pakai
MNo. 2 qahun 1981, baik keberatan melalui lembaga yang penwenang

maupun malalui Pengadilan;

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1967 KUHPer "semua tuntutan
hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifal perorangan,
hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun,
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sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat wakiu itu, tidak usah
menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat suatu tangkisan
yang didasarkan pada itikad buruk”.
Bahswa Kaidah Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 26
K/Sip/1972 tanggal 19 April 1972, “menurut ketentuan yang perlaku BW
suatu gugatan menjadi kadaluwarsa dalam waktu 30 :ahun (ps. 835
BW)". Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 200K/Sip/1974
tertanggal 11 Desember 1975 yang memberikan kaidan hu<um bahwa
“keberatan yang diajukan Penggugat untuk kasasi bahwa hukum adat
tidak mengenal daluwarsa dalam nal warisan tidak dapal dibenarkan,
karena gugatan telah ditolak bukan atas alasan daluwarsanya gugatan,
tetapi karena dengan berdiam diri selama 30 tahur lebih Penggugat asal
dianggap telah melepaskan haknya (rechtsverwerking)".
Bahwa cleh karena itu gugatan Para Penggugat baru diajukan ke
Pengadilan Negeri Depok tanggal 27 Oktober 2021, sudah lebih dari 30
tahun Berdasarkan ketentuan pasal 1987 KULHPer. di atas Para
Penggugat sudah tidak mempunval hak lagi umuk menuntut secara
hukum {mengajukan gugatan) terhadap objek tanah a quo;
o uﬁadalmama Berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 tahun 1887
ﬁiéptarg Pendaftaran Tanah.
ﬁhqwa selengkapnya pasal 32 ayat (2): “Dalam hal atas suatu bidang
h yang sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau
e : an hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan
secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai
hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut
apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu
tidak mengajukna keberatan secara terulis kepada pemegang sertipikat
dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangxutan ataipun fidak
megajukan gugatan ke pengadilan mengenal penguassan lanah atau
penerbitan seripikat tersebut”;
Bahwa berdasarkan ketentuan padal tersebut, Para Penggugat sudah
kadaluwarsa, lebih dari 5§ (lima) tahun untuk mengauksn gugatan
terhadap terbitnya sertipikat hak pakai No. 2/Curug yang terbit pada
tanggal 1 April 1981;
- Kompetensi Absolut

F
{57

N
&

*
it

';’ Halaman 112 Putusan Nomaor: 258/ Pdi.G 2021/P 1 S



Bahwa Gugatan Perkara A guo Menjadi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha
Negara (TUN), berdasarkan dalil-dalil Para Penggugat sebagai berikut:
Dalil-dalil Para Penggugat pada poin 29, 30.2, 30.3, 31 dar 32 yang pada
pokoknya menyatakan sertipikat hak pakai No. 2/Curug yang terbit tahun 1981
lidak sah karena proses penerbitannya dan pergantian karena hilang telah
melanggar hukum. Dalam Petitum No. 11 Surat Gugatan *menyatakan Fara
Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad).
Petitum No. 14 Surat Gugatan “menghukum Tergugat-l dan Targugat Il untuk
membayar kerugian immateriil kepada Para Penggugal sebesar Rp.
1.000.000.000.000. {satu triliun rupiah) secara tanggung renteng dan tunai”;
Bahwa sertipikat hak pakal No. 2/Curug tersebut marupakan produk dari
Keputusan Pejabat Administrasi Negara. Oleh karena itu jika terjadi sengketa
dan atau perbuatan melawan hukum maka penyelesaiannys harus melalui
Pengadilan Tata Usaha Megara. Berkenaan dengan pengaturan penyelesaian
sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan
melanggar hukum {PMH) oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan, telah
jelas diatur da'am Perma No. 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian
Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan
Melanggar Hukum oleh Badan danfatau Hukum Pejabat Pemerintah
{Gnr&chtmatlga Overheidsdaad). Mengatur hal tersebut merupakan
: i Pengadilan Tata Usaha Megara, sebagaimana Eunyi pasal
i berikut:
'Ll: rf:a.,.nﬁgfa!l 1 ayat 4, "sengketa perbuatan melanggar huxumn oleh badan
" 'f"kﬂirm’diau Fejabat Pemenntah (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah
\'A -**'-' Eenglceta yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak
N saniatau batal tindaian Pejabat Pemerintah, ateu tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat berserta gani rugi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundamg-undangan’,
b. Pasal2 ayat 1, "Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Eadan dan/atau
Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdeac) merupakan

kewenangan peradilan tata usaha negara”;

c. Pasal 11, "Perkara perbuatan melanggar hukum cleh Badan dan/atau
Pejabat Pemerintahan (Onrechimatige Overheidsdaad) yang sedang
diperiksa oleh Pengadilan Neger, Pengadilan Negeri harus menyatzkan
tidak berwenang mengadili”.
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Bahwa Para Tergugat dalam perkara a quc adalah badan atau lembaga
Pemerintah, yang terdiri dari Tergugat-1, 1, Il dan IV adalah badan pemegang
hak dan pengguna Barang Milik Negara, sedangkan Tergugat-V, VI dan VI
adalah badan atau lembaga yang berwwenang melakukan proses dan
penerbitan sertipikat hak pakai No. 00002/Cisalak;
Bahwa matari (posita) dan tuntutan (petitum) Surat Gugatan Fenggugat telah
memenuhi kriteria Perma Mo. 2 tahun 2019 di atas, dan oleh karena itu
Pengadilan Negeri Depok tidak berwenang mengadili perkara a quo,
- Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas dan Kakur (Obscuur Leoel)
~  Bahws loxasi atau letak bidang tanah Para Penggugat (Penggugat-l s/d
IX) TIDAK JELAS dimana posisi letak bidang tanah masing-masing;
Bahwz luas fotal bidang tanah (tanah objek perkara) yang diklaim oleh
Para Penggugat adalah 53.240 M2 atau sekitar 5, 3 ha. Dimana luas
bidang tanah tersebut merupakan sebagian kecil dan total luas tanah
sertipikat hak pakai No. 00002/Cisalak, atas nama Pemerintah Republik
indoensia Cg. Kementerian Agama Rl seluas total 1.425.889 M2 atau
selitar 142, 5 ha.;
Bahwa sekalipun Para Penggugal menyebutkan batas-batas, namun
batas-batas tersebut berada pada bagian mana dari lokasi serfipikat hak
Edgal No 0002/Cisalak atas nama Pemerintah Rl Cg. Kementerian
f‘ ‘Bf\pa Rl (Tergugat-lll) dengan luas totol 142, 5 ha, Disampng itu Para
Wgat tidak meminta dalam amarmya agar mengeluarkan bagian
&aﬁg H'.!EI'IEI dari dari total luas sertipikat hak pakai No. 0002/Cisalak;
Hg@fa Para Penggugat mengakui sejak tahun 1995 beraca di luar lokasi
Qme‘ngperkara (baca: poin 28.7 dan 28.8 Surat Gugatan). Sejak itu pula
banyah orang dari luar Kampung Bojong masuk ke lokasi bidang tanah
objek perkara;
Bahwa di atas bidang tanah objek perkara, setidak-tidaknya sejak Para
Penggucat keluar dari lokasi tanah objek perkara pada tanun 1895 atau
sekitar 25 tahun yang lalu tanah objek perkara sudsh di kuasai dan
dimanfaatkan cleh orang lain, dengan cara mendirkan cangunan dan
menggarap tanah sebagai pertanian. Maka batas-batas masing-masing
bidang tanah yang diklim Para Penggugat sudah be-ubah dengan
adanya para pendatang dar luar Kampung Bojong yang menggarap
tanah okjek perkara. Disamping itu letak masing-masing bidang tanah
dari Para Penggugat tidak dalam satu hamparan, atau dengan kata lain
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letaknya terpizah-pisah satu dengan yang lairnya. Sehingga batas
antare yang satu dengan lainnya fidak jelas;
Bahwa berdasarkan Yurnsprudensi Mahkamah Agung Rl No. 1148
K/Sip/1973 tanggal 17 April 1979, “bila tidak jelas batas tanah sengketa,
maka gugatan tidak dapat diterima";
Bahwa oleh karena itu batas-natas bidang tanan objek perkara
sebagaimana disebutkan oleh Para Penggugat dalam Surat Gugatannya
Sudat Tidak Jelas Lagi,
- Bahwa Alamat Bidang Tanah Objek Perkara, RT. 01, RW. 01, pada
Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukajaya Kota Deook adalah Tidak
Jelas;
Bahwa pada alamat bidang tanah objek perkara BELUM PERNAH ADA
lembaga perkumpulan masyaraka: yang namanya Rukun Tezangga (RT)
maupun Rukun Warga (RW) yang SAH terdaftar dan diakui oleh
Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;
Bahwa sejak berdinnya tower-lower pemancar BRI di (¢ahulu) Kelurahan
Curug, Kecamatan Cimanggis Kab. Bogor, (sekarang) Kelurahan
Cisalak, Kecamtan Sukmajya, Kota Depok, sekitar tahun 18958,
z - Em_grupak,an areal dan zona pital negera yang di jaga o eh keamanan dan
o Ekﬂf{ghar tembok keliling di sekitar areal dan zona tower-tower RRI
i v._‘tﬂ.['ﬁﬁhuL Pada radius tertentu di sekitar areal dan zona tower-tower
P\ *pgman-:ar RRI tersebut tidak boleh ada warga yang melintas, karena
& ahayakan setiap orang yang melintas. Apalagi aca perkampungan
:a‘aa:ga yang seliap saat bisa melewati areal dan zona sekiiar tower-tower
tersebut, oleh karena itu tidak mungkin Para Penggugat sebagai
penghuni di atas bidang tanah oojek perkara yang oerada di sekitar
tower-tower pemancar RRI tersebut;
Bahwa walaupun ada lembaga perkumpulan masyarakat yang namanya
Rukun Tetangga (RT. 01) maupun Rukun Warga (RW. 01) yang SAH
terdaftar dan diakui oleh Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya,
Kota Depok, tetapi wilayahnya berada diluar areal dan zona tower-lower
pemancar RRI, dimana bidang tanah objek perkara berada;
-~ Bahwa Surat Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas Bidang Tanah Yang
Menjadi Objek Gugatan, Apakah Bidang Tanah atas Nama PIIH bin Riun
atau Atas Nama Masing-masing Para Penggugat;

"“#
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Bahwa dalil Para Penggugat (baca: poin 14 dan 15 surat gugatan)
menyatakan tanah objek perkara adalah bagian dan hamparan tanah
milik adat seluas 1.210.000 M2, atas nama Piih bin Riun dan kawan-
kawan dengan batas-batas;
- Sebelah Utara - Jalan Tol Cicago/Pipa gas pertamina;
Sebelah Selatan - tanah perkebunan ex eigendom verponding
Samuel de Meyer Faber
- Sebelah Barat : sungai ‘kali) Cijantung
- Sebelah Timur : jalan raya bogor,
Bahwa berdasarkan batas-batas di atas menunjukkan bahwa bidang
tanah objek perkara dari Para Penggugat tidak jelas apakah berada di
dalam bidang tanah seluas 1.210.000. M2 atas nama Piih bin Riun atau
berada di luar bidang tanah seluas 1.210.000 M2 atas nama Fiih bin
Riun, atau posisi objek tanah berkara Para Penggugst berada pada
posisi mana dari bidang tanah seluas 1.210.000 M2 77, apakah Para
Penggugat ahli waris atau mewakili dari Piih bin Run, atau Para
Penggugat memperoleh bidang tanah objek perkara dari Piih bin Riun
77,

- Guga];an Para Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis ConsortiLm)

.[-
’?“-fl «%Fam Penggugat Tidak Melibatkan atau Memasukkan FPihak
""I ‘Kementerian Keuangan Rl sebagai Pihak;

. i * ey, 1
’%'tf % a bidang tanah sertipikat hak pakai No. 0002/Cisalak, atas nama

l.'”r"‘f grintah Republik Indonesia Cq. Kementedian Agama Republik

3 Lﬂﬁanesla seluas 1.425889 M2 atau selitar 142, 5 ha. adalah

= merupal:an Barang Milik Negara dengan Kode Barang : 2010104001,
dan tercatat di Difjen Kekakayan Megara Kemerterian Keuangan
Republik Indonesia. Terhadap bidang tanah dengan sertipikal hak
pakai No.0002/Cisalak tersebut sesuai dengan pasal 49 ayat (1) UU
No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara, “barang milik
negara/dasrah yang berupa tanah yang dikuasai Pemerintah
Pusatidaerah harus diserifikatkan atas nama Pemerintah Republik
Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan’. Pasal 48 ayat (4)
“barang milik negera/daerah dilarang uniuk diserahkan kepada pihak
lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemenntah
pusat/daerah”,
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Bahwa berdasarkan pasal 7 aya: (2) huruf g dan pasal 42 ayat (1) UU
No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharazn Negara, yang pada
pokoknya mengatur bahwa Menteri Keuangan berwenang menetapkan
kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan Barang Milik
Megara;

Bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (1) dan 2 huruf a Peraturan Menten
Keuangan (PMK) No. 115 tahun 2020. *"Menieri Keuangan selaku
pengelola baranga berwenang: a memberikan persetujuan atas
permohonan pemanfaatan Barang Milik Negara atau perpanjanagn
jangka wakiu pemanfaatan Barang Milik Nega=a yang berada pada
pengguna barang”,

Bahwa oleh karena itlu Kementerian Keuangan Rl sebagai lembaga
yang berwenang dan bertanggung jawab terhacap aset-aset Negara,
termasuk bidang tanah sertipikat hak pakai No. 00002/Cisalak, seluas
1.425.888 M2, atas nama Pemerintah Rl Cq. Kementerian Agama Rl
yang sebagian menjadi objek perkara (seluas kebih kurang 5, 3 ha)
harus dilibatkan Kementerian Keuang Rl sebaga pihak dalam gugatan

|

B?nq;;g' milik Negara tersebut. Jika terjadi peraiihan hak, baik sebagian

- r‘gapbyn seluruhnya, baik atas dasar Keputusan Pengadilan maupun

A 5. qm&. dasar kebijakan Lembaga atau Kementerian harus mendapat

persetujuan dan penghapusan asset dari Dijen Kekayaan MNegara

Kementerian Keuangan RI;

—~ Para Penggugat Tidak Meibatkan atau Memasukkan Warga
Penggarap dan atau Pihak Yang Menguasai dan Memanfaatkan
Bidang Tanah di Atas Tanah Objek Perkara;

Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 28.7 “sekitar tahun 1995 sejak

Para Penggugat dan warga Kampung Bojong Malaka (Piih bin Riuh dan

kawan-kawan) meninggalkan lokasi tanah adat yang telah dimiliki sejak

ratusan tahun secara turun temurun, sejak saat itu pula mulai masuk
sejumlah orang dari luar Depok lalu menduduki lahan tanah adat milik

Para Penggugat®. “......., orang-orang yang bsru menempati objek

perkara tersebut bukan diperintahwan keluar un-uk meninggalkan lokasi

objek perkara bahkan sebaliknya diberi uang kerohiman oleh

af Eﬂf_‘ﬁ? . Tergugat-lll dan Tergugat-IV hanya sebagai pengguna dari
i
L%
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Departemen Agama RI. Cq. Universitas |z am Internatioan| Indonesia

(uly;

Bahwa potongan-potongan kalimat surat  gugatan  tersebut

membuktikan bahwa:

a. Para Penggugat telah meninggalkan Iokasi objek tanah perkara
sejak tahun 1995 atau sudah tidak manguasai fisik tanah objek
perkara lebih dari 25 tahun yang lalu;

b. Sejak tahun 1995 objek tanah perkara sudah dikuasai dan
dimanfaatkan oleh orang lain;

c. Orang-orang yang menempati dan menguasai objex tanah perkara
ada yang mendapatkan uanc keroh.man;

Bahwa oleh karena itu, seharusnya Para Penggugat menank dan

memasukan warga yang menempati dan memanfaatkan bidang tanah

objek perkara, agar menjadi jelas apa yang menjadi dasar warga
tersebut menempati dan menguasai fisik objek perkara tersebut

Apakah surat yang dimiliki oleh warga-wrga tersebut sama dengan

sura: dari Para Penggugat. Bisa jadi justru warga yang menempati dan

mgrnanfaaﬂ:an bidang tanah obek perkara tersebut lebih berhak dari
H:;f',_ 4 Para Penggugat, hal ini terbukti mereka justru yang mendapatkan

I Ei\“ﬂqih _Iuamhtrnan bukan Para Penggugat. Disamping itu batas-batas

. »h‘h{h@'ﬂ]g tanah objek perkara Para Penggugat dalam Surat Gugatan

| 1,5.3"‘“5“‘ pasti tidak jelas lagi dan berbeda dengan batas-batas bidang
J.?lahgh yang di tempati dan dimanfaatkan oleh warga pendatang

tersebut;
Bahwa warga-warga yang menempati di atas sebagian bidang tanah
sertipi<at hak pakal No. 00002/Cisalak yang merupakan bagian dari
tanah objek perkara yang sudah mendapatkan uang santunan
berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubenur Jawa Earat sebanyak
kurang lebih 107 orang yang terbagi dalam SK Gubenur Jawa Barat
masing-masing:
a. SK Gubemur Jawa Barat No. 800/Kep.572-Pemksm/2018, tentang
- Penerimaan dan Besaran kilai Santunan, Serta Mekanisme dan
Tata cara Pemberian Santunan Bagi Masyarakat Terkena Dampak
Sosial Pembangunan Kampus Universitas Islam International
Indonesia. Tanggal 1 Agustus 2018;
Saoanyak 60 orang dan 60 bidang tanah garapan;

H
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b. SK Gubernur Jawa Barat No. 978/Kep.8974-Femksm/2018, tentang
- Penerimaan dan Besaran Nilai Santunan, Serta Mekanisme dan
Tata cara Pemberian Santunan Bagi Masyarakat Terkena Dampak
Sosial Pembangunan Kampus Universitas Islam Internatonal
Irdonesia. Tanggal 26 November 2018,
Sebanyak 26 orang dan 26 bidang tanah garapar;
¢c. SK Gubemur Jawa Barat No. 583/Kep.1038-Pemksm/2018,
tentang : Penerimaan dan Besaran Nilai Santunan, Serta
Mekanisme dan Tata cara Pemberian Santunan Bagi Masyarakat
Tarkena Dampak Sosial Pembangunan Kampus Universitas Islam
International Indenesia. Tanggal 23 Desember 2019,
Sebanyak 21 orang dan 21 bidang tanah garapar;
Bahwa selain warga-warga yang telah mendapatkan uang santunan di
atas, ada juga sebagian besar warga lain yang tidak mendapat uang
santuan karena tidak memenuhi syarat. Sebagian dari mereka sudah
ada yang dikosongkan tetapi masih ada juga yang hingga saat ini
menempati di atas tanah objek parkara;
Bahwa secara hukum Pemerintah, dalam hal ini Tergugat-lll dan
_ _HTefgugat-N dilarang_memberikan uang santunan atau konvensasi
SR HE m bentuk lain kepada lebih dari satu kali atau bayar dua kali kepada
= ]Jrqmg yang berbeda terhadap obiek yang sama. Oleh karena itu, baik
5:%;: 7 w ﬂ'ga .warga yang sudah mendapatakan uang santunan maupun yang
§ ‘“f“pqah seharusnya menjadi pihak dalam perkara a quo;
Ny, Ty h:;B"aqﬁwa ketedibatan warga-warga penghuni di atas bidang tanah cbjek
| > perkara sebagai pihak dalam perkara a quo a<an menentukan secara
hukum siapa yang sebenarmya yang berhak terhacap bidang tanah
objek perkara, apakah Para Penggugat atau warga-warga penghuni di

atas;
~ Para Penggugat Tidak Melibatkan atau Memasukkan Pihak
Kalurahan Cisalak sebagai Pihak;

Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 22 surat gugatan “kewenangan
pemerintah Desa/Kelurahan terxait administrasi pertanahan adalah
kewenangan atributif sehingga cleh karenanya segala bentuk produk
administrasi pemerintahan Desa'Kelurahan terkait pertanahan secara
hukum adalah legal dan memiliki kekuatan hukum mengikat...”. Tanah
objek gugatan Para Penggugat berdasarkan busu letter C1danC. 2
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tahun 1965 Desa Curug, Kecamatan Cimanggis Kota Depok. Pada
poin 24 surat gugatan “lahan tanah objek perkara sebagaimana
dimaksud dalam peta pendaftaran tanah (peta cinrik) dan buku leter
C.1. dan letter C.2 tahun 1965 Desa Curug, Ketjamatan Cimanggis,
Kabupaten Bogor (sekarang Kelurahan Cisalak, Kecamatan
Sukamijaya, Kota Depok) adalar tanah yang berstatus hak milik adat™;
Bahwa oleh karena itu Para Penggugat harus melibatkan atau menarik
ihak Kelur. Cisalak sebagai pihak ugatar ini. guna untuk
membuktikan apakah buku letter C, 1 dan C. 2 lersebut dapat
dijelaskan oleh pihak Kelurahan Cisalak, agar menjadi jelas status
husumnya;
Dalam Poko rkara
A. Peristwa dan Fakta Hukum
1. Bahwa bidang tanah seluas total 1.425.889 M2 atau sexitar 142, § ha.
sertipikat hak pakai No. 00002/Cisalak, atas nama Pemerintah Republik
Indonesia Cq. Kementerian Agama Republik Indonesia (Tergugat-il).
Surat Ukur No. 2387/20186, tanggal 5-9-2016, dengan batas-batas:
- Sebelah utara : Jalan Ir. Juanda
Sebelah timur  : Jalan Raya Jakarta-Bogor
2 %ﬁ;alah selatan : Perkampungan warga/Perumahan ex. Karyawan
7 .-‘- L[ RRI dan Deppen;
. elah Barat : Kali Cijantung
,:: g& B 'ﬁa bidang tanah tersebut merupakan Barang Milik Negara (BMN)
,gm‘gm': Kode Barang :2010104001, dan ‘ercatat sebagai asset
Kementzrian Agama Republik Indonesia (Tergugat-lll). Terhadap bidang
tanah dengan sertipikat hak pakai No.000Z/Cisalak t=rssbul sesuai
dengan pasal 49 ayat (1) UU No. 1 tahun 2004 tertang Perbandaharaan
Megara, "barang milik negara/daerah yang berupza tanal yang dikuasai
Pemerintah Pusat/dasrah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah
Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutar'. Pasal 48 ayat
(4) “barang milik negera/daerah dilarang untuk diserahkan kepada pihak
lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah pusat/daerah”;
3. Bahwa oidang tanah tersebut semula sertipikat hak pakai No. 2/Curug
terbit tanggal 1 April 2081, tercatat sebagai asset dan atas rama
Deparemen Penerangan Republik Indonesia Cq. Lembtaga Penyiaran
Publik-Fadio Republik Indonesia (LPP-RRI) (Tergugat-l dan II. , dan sejak
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III:':‘._?:‘i {iﬁ_nl.ﬁ

tanggal 06-06-2018 tercatat sebagai asset dan atas nama Pemerintah

Republik Indonesia Cq. Kementerian Agama Repuolik Indonesia

(Tergugat-lll}, berdasarkan:

. Surat Persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomeor: S-
422/MK.6/2016 tanggal 23 Desember 2016,

Perihal: Persetujuan Alih Status Penggunaan Barang Millk Negara
nada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
<epada Kemenlerian Agama;

- Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Beruga Tanah Pada
Lembaga Penyiaran Publik Radic  Republk Indonesia
yang Diafihkan Status Penggunaannya Kepada Kementesian Agama
Republik Indonesia, tanggal 9 Mei 2017, nomor T74/DU/05/2017,
nomor: 01/M/05/2017;

Bahwa lokasi bidang tanah tersebut semula masuk ke Keurarahan/Desa

Curug, Kecamatan Cimanggis, kemudian ada pemekarar Desa menjadi

dan masuk wilayah Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya,

Bahwa serfipikat hak pakai No. 2/Curug tersebut petama kali terbit pada
tanggal 1 April 1881, diganti karena nilang dengan sertipikat hak pakai No.

1/Cisalak, tanggal 24 Agustus 1935, Gambar Stuasi Mo. 9096/1985

i NEg '3.:*D Ianggal 18 Mei 1995, kemudian diganti lagi karena hilang dengan sertipikat

ak pakai No. 00001/Cisalak (sisa), Surat Ukur No. 1721/Cisalak/2007
anggal 8 Maret 2007, atas nama Departemen Penerangan Rl Cq.
mbaga Penyiaran Publik-Radio Republik Indonesia. Terkahir terbit pada
!ftanggﬂl 06-06-2018 tercatat sebagai asset dan atas nama Pemerintah
Republik Indonesia Cq. Kementerian Agama Republik Indonesia;
Bahwa terhadap sertipikat hak pakai tersebut telah ada Putusan
Pengadilan Negeri Depok No. 123/PdtG/2008/PN. Dpk., tanggal 21
Oktober 2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi BSandung No.
99/Pdv2012/PT. Bdg., tanggal 30 Mei 2012 yang telsh mempunyai
kekuatan Hukum Tetap (Incraht) yang menguatkan keabsahan seripikat
hak pakal tersebut, yang salah satu amar putusan perkara No.
133/Pdt.G/2009/PN. Dpk berbunyi:
“Menyatakan seripikat hak pakai Mo. 2/Curug, Kecamazan Cimanggis
tanggal 1 Aoril 1981 yang telah diganti karena hilang dengan sertipikat
hak pakai No. 1/Cisalak, Cimanggis tanggal 24 Agustus 1885 Gambar
Situasi No. 9096/1995 tanggal 18 Mei 1995yang telah diganti karena
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hilang dengan setipikat hak pakai No. 0001/(sisa} Kelurahan Cisalak

Surat Ukur No.1731/Cisalakf2007 tanggal 8 Mare: 2007 yang diterbitkan

oleh Tergugat il dalam konpensi sah dan berkekuatan hukum”;

Salah satu amar putusan perkara No. 93/Pdtf2012/PT. Bdg.. berbunyi:

“Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depox tanggal 21 Oktober
2010, nomor: 133/Pdt. G/2009/PN. Dpk., yang dimchonkan banding
tersebut™;

6. Bahwa saat ini di atas bidang tanah seluas total 1.425.889 M2 atau sekitar
142, 6 ha. sertipikat hak pakai No. D0002/Cisalak, atas nama Pemerintah
Republik Indonesia Cq. Kementerian Agama Republik Indonesia. Surat
Ukur No. 2387/2016, tanggal 5-8-2016, sedang dipergunakan oleh
Kementerian Agama Rl untuk pembangunan Proek Strategis Nasional
(PSN) Kampus dan Fasilitas Universitas Islam International Indonesia
(L) (Tergugat-Iv);

7. Bahwa Universitas Islam Intermnational Indonesia (U1} (Tergugatl-IV) berdin
berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomcr: 57 tahun
2016, tentang Pendinan Universitas Islam International Indonesia (UIN)
dan sebagai Projek Strategis Nasional (PSN) bsrdasarkan Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomer: 56 tahun 2018 tentang Percepatan

W uFEIa.}caanaan Projek Sirategis Nasicnal (PSN);

3 ’;f B4 hEvh. oleh karena itu pembangunan Kampus Universitas Islam

=3 4 :Wa’tbnal Indonesia (Ulll) sebagai Projek Strategis Nasonal (PSN)

1 Ln‘ﬂ| boleh terganagu dengan sebab apapun dan semua instans

l{*\ ‘%h"‘ _Jﬂrﬂﬂnntar dan lembaga negara lainnya harus mendukungnya;
“nBikia sejak tahun 2019, Kementerian Agama RI (Tergugat-ll) selah

melakukan pengosongan, penertiban dan pembersihan di atas bidang
tanah tersebut untuk kepentingan pembangunan Kampus UlN, sehingga
sebagian besar di atas bidang tanan tersebut sudah kosong dan sedang
dibangun Kampus UllI;

Bahwa bagi warga yang menempati dan memanfaatkan di atas sebagian
kecil bidang tanah tersebut di berikan uang santunan apabila memenuhi
syaral sebagai mana diatur dalam Perpres No. 62 tahun 2018 tentang
Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyadiaan
Tanah untuk Pembangunan Nasional, sedangkan bagi warga yang fidak
memenuhi syarat dan mendapatkan uang santunan ditertibkan dan

dikosongkan sesuai peraturan yang berlaku;
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Bahwa Para Penggugat yang mengklaim di atas sebagian kecil bidang
tanah sertipikat hak pakai No. 0002/Cisalak, yaitu sekitar luas total 53.240
M2 ataL sekitar 5, 3 ha, sebagaimana Surat Gugatan. Para Penggugat
tidak termasuk dalam pendataan dan verkasi data untuk mendapatkan
uang santunan, dikarenakan pihak Kelurahan Cisalak dan Tim Terpadu
tidak mendapatkan informasi dan data-data dari Para Penggugat
Disamping itu Para Penggugat sejak tahun 1995 telah meninggalkan lokasi
tanah yang diklaim. Hal ini sebasgaimana menurut pengakuan Para
Penggugat dalam Surat Gugatannya pada poin 28.7 “sekitar tahun 1985,
sejak Para Penggugat dan warga Kampung Bojong Malaksa (Piih bin Riuh
dan kawan-kawan) meninggalkan lokasi tanah adat....";

10.Bahwa Depaertemen Peneranga Rl (Tergugat-l) Cq. LFP-RRI (Tergugat-
I} mengusai dan memanfaatkan bicang tanah berdasarkan sertipikat hak
pakal No. 2/Curug tersebut sejak LPP-RRI berdiri sekitar tahun 1857
hingga tahun 2017 (setelah dialihkan penggunaannya kepada
Kementerian Agama RI). Dimana LPP-RRI merupakan satu-satunya
lembage penyiaran Publik milik Pemerintah Rl yang berfungsi untuk
menyiarkan segala informasi ke seluruh penjury Dunia dan masyarakat
Indonesia. Oleh karena itu LPP-FRI merupakan salah satu lembaga

__.’ﬁli‘ﬂteglﬁ nasional yang sejak berdinnya dijaga oleh keamanan sehingga

K_J'EJFEI@. boieh ada orang yang masuk ke wilayah sekitar LPP-RRI tersebut.

(LLQ:; ﬁi!aq_mphg itu tower-tower pemancar RRI tersebut mengandung radiasi

a :pul:up tinggi yang berbahaya bagi orang yang melintas disekitarnya,

%, -Hh--rﬁjh*sﬂtab itu selain keamanan yang menjaga, bidang tanah tersebut di

ek pagdr agar tidak ada orang yang melintas dan menempati di atas bidang

tanah tersebut;

11.Bahwa Para Penggugat hanya mengklaim bidang tanah seluas total

53.240 M2 atau sekitar 5. 3 ha (objex perkara). Dimana luas bidang tanah

tersebut merupakan sebagian kecil dari total luas tanah LPP-RRI sejak

tahun 1659, maupun setelah diserankan kepada Kementerian Agama Rl

dengan sartipikat hak pakai No. 00002/Cisalak, atas nama Pemerintah

Republik Indoensia Cq. Kementeran Agama Rl dengan seluas total
1.425.888 M2 atau sekitar 142, 5 ha,;

E. Tanggapan Terhadap Dalil-dalil Surat Gugatan Para Penggugat
1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan Dalam Eksepsi sepanjang relevan

berlaku juga Dalam Pokok Perkara ini;

'rhl' &
"'\-',.-

L
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2. Bahwa Tergugat [V menolak semua dalil-dalil yarg disamapaikan oleh
Para Penggugat dalam Surat Gugatan tanggal 21 Oktooer 2021, kecuali
yang dikaul secara tegas;

3. Bahwa dokumen letter C yang dipergunakan oleh Para Penggugat untuk
mengklaim bidang tanah objek perkara seluas total 53.240 M2 atau sekitar
5. 3 ha. BUKAN merupakan bukti hak kepemilikan yang sah, letapi letter C
tersebut HANYA bukti catatan pembayaran Perpajakan;

Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 28.4, “pada tahun 1982, Para
Penggugat beserta warga Kampung Bojong-Bojong Malaka (Piih bin Riun
dan kawan-kawan) didata sebagai subjek pajak Ipeda cleh Kantor Dinas
Luar Kabupaten Dati Il Bogor. Berdasarkan hasil pendataan Kantor Dinas
Luar Kabupaten Dati Il Bogor itu, Fara Penggugat dan wagra Kampung
Bojong-Bojong Malaka memperoleh Surat Daftar Keterangan Objek Pajak
untuk Ketetapan Ipeda (Girik Litter C) secara sah dan legal dan Kantor
Dinas Luar Kabupaten Dati Il Bogor”,

Bahwa dali Para Pengugat di stas membuktikan oshwa Letter C
merupakan bukti pembayaran pajak Ipeda (girik letter C)

4. Bahwa menanggapi dalil Para Penggugat pada poin 16 17 dan 18 Surat
Gugatan adalah:

T va jika benar Para Penggugat mengusai bidang tarah objek perkara

\r@;ecara hukum diatur berdasarkan hukum adat masyarakat setempat

[ apa baru pada tahun 1962 baru didata dan 1565 baru ada buku

EI1 dan C 2 77. Padahal masyarakal yang tunduk pada hukum adat

l:i} *_ga'i'ﬁan bukti kepemilikan atas bidang tanah berbentuk Girik Letter C
vatl"di!h ada sebelum tahun 1960, bahkan pada jaman pemerintahan

Belandapuan sudah ada buku letter C sebagai dasar pungutan perpajakan;
Bahwa jika Para Penggugat adalah crang-orang yang menguasai dan atau
penggarap di atas bidang tanah ex. Verponding, maka wajar pendataan
dan pendaftaran terhadap tanah objek perkara pada tahun 1962, karena
tanah objek perkara tersebut termasuk sebagai objek pendataan dan
pendaftaran untuk kepentingan pembagian tanah garapan ex. hak barat,
seperti verponding dan atau tanah orang lain, sebagaimana dimaksud oleh
ketentuan Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1861 tentarg Pelaksanaan
Pembagian Tanah dan Pemberar Ganti Rugi dan Fenjelsannya Jo.
Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 tahun 1862 tentang
Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-hak Indonesia atas
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Tanah. Dalam pasal 8 ayat 1 a PP No. 224 tahun 1861 syarat pembagian
tanah (salsh satunya) adalah "penggarap yang mengerjakan tanah yang
bersangkutan®. Sedangkan yang maksud Penggarap, sebagaimana pasal
B ayat 4 PP No. 224 tahun 1961 tersebut adalah “petani yang secara sah
mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara akiif tanah yang bukan
miliknya, dengan memikul seluruh atau sebagian dari resiko produksinya”;

Bahwa olen karena itu Para Penggugal BUKANLAH orang-orang yang

berhak terhadap bidang tanah objek perkara yang tunduk kepada hukum

adat atau bxang tanah objek perkara BUKAN termasuk tanah adat dengan
bukti Girik Adat;

Bahwa dalam Pasal 23 Peraturan Pamerintah Republik Indonesia Nomor

19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi

FPembangunan untuk Kepentingan Jmum diatur mengenal Masyarakat

Hukum Adst sebagai berikut:

1) Masyara<at hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat
(2} huruf & merupakan sekelompox orang yang menguasai tanah ulayat
secara turun-temurun dalam bentuk kesatuan ikatan asal usul leluhur

“ﬁn\ atau kesamaan tempat tinggal di wilayah geografis terientu,
identitas budaya, hukum adat yang masih ditaati, hubungan yang kuat

"'\I| tanah dan lingkungan hidup, serta sistemn nilai yang

'gﬂ_:han pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hokum;

tasya J kat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

fz daannya diperkual sesual dengan ketenfuan peraturan

perundang-undangan;

3) Tanah ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanah
yang berada di wilayah penguasaan kesatuan masyarakat hukum adat
dan tidax dilekati dengan sesuatu Hak Atas Tanah atau Hak
Pengelolaan”;

Bahwa dalil Fara Penggugat sekitar tahun 1965 baru didafatar dan diukur
dan Para Penggugat mengakui sejak tahun 1995 berada di luar lokasi objek
perkara (baca: poin 28. 7 dan 28.8 Surat Gugatan). Sejak itu pula banyak
orang dari luar Kampung Bojong masuk ke lokasi bidang tanah objek
perkara;

Bahwa Para Penggugat juga TIDAK MEMPUNYAI KARTU TANDA
PENDUDUK (KTP) yang berdomisili atau bertempat tinggal di lokasi tanah

objek perkara yang sah dan lercatat ci Kantor Kelurahan Cisalak, Hal ini
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membuktikan bahwa Para Penggugat BUKAN warga yang secara turun-
temurun berdasarkan hukum adat menguasai tanah oojek perkara;
Bahwa oleh karena itu Para Penggugat dan tanah objek perkara tidak
termasuk dalam kriteria pasal 23 PP No. 19 tahun 2021 di datas;
Bahwa buku letter C 1 dan C 2 hanya merupakan BUKTI catatan penankan
Pembayaran Perpajakan, BUKAN sebagai BUKTI hak kepemilikan,
sedangkan bukti hak atas tanah berupa sertipikat, sebagaimana pasal 13
ayat 4 PP No. 10 tahun 1961 tentang pendaftaran Tanah;
Bahwa Para Penggugat BELUM PERNAH mengajukan permohonan
pendaftaran tanah untuk penerbitan sertipikat kepada Kantor Pertanahan
setempat. Oleh karena itu jika benar letter C 1 dan C 2 yang dimiliki oleh
Para Penggugat, HANYA sebagai bukti catatan pembayaran perpajakan,
BUKAN sebagai bukti kepemilikan;

5. Bahwa nmﬂanggapi dalil Para Penggugat pada poin 19, 20 dan 21 Surat

E::leh karena itu dalam ketentuan pasal per-pasal dalam PP No. 10 tahun
1861 maupun PP. No. 24 tahun 1987 TIDAK ADA satu “rasepun kalimat
“letter C” dan dan fungsinya;

Bahwa ketentuan 13 ayat (3) PP No. 10 tahun 1861 Jo. No. 24 tahun 1887
tentang Perdaftaran Tanah “Salinan buku tanah dan surat ukur setelah dijahit
menjadi satu bersama-sama denagn suatu kertas sampul yang bentuknya
ditetapkan oleh Menteri Agraria disebut sertipikat dan diberikan kepada yang
behak”,

Bahwa jika benar dalil Para Penggugat bahwa tanah objek perkara telah
didaftarkan dan diukur oleh Jawatan Pendaftaran Tanah, teiapi mengapa
tidak secara langsung diproses dan didaftarkan ke Kantor BPN Kota Depok
hingga keluar sertipikat hak atas masing-masing tanah objex perkara 777,
Bahwa oleh karena itu dalil-dalil Para Penggugat berkaitan penerbitan letter
C yang dihubung-hubungkan ketentuan PP Mo. 10 tahun 1961 Jo. PP No. 24
tahun 1987 tentang Pendaftaran Tanah dengan keluarnyz letter C TIDAK
RELEVAN;
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Bahwa jika benar bidang tanah objek perkara pemah diukur oleh Jawatan
Pendaftaran tanah, maka tidak otomatis para Penggugat sebagai subjek
hukum yarg berhak terhadap tanah objek perkara. Karena ningga saat ini
tanah objek perkara TIDA ADA sertipikat atas nama masing-masing dari Para
Penggugat. Sedangkan seripikat merupakan satu-salurya bukti hak
terhadap suatu bidang tanah berdasar<an pasal 13 ayat 4 PP No. 10 tahun
1961 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Pasal 19 UU No. 5 tahun 1960 tentang
Pokok-pokok Agraria;
6. Bahwa menanggapi dalil Para Penggugat pada poin 22, 22 dan 24 Surat
Gugatan adalah:
Bahwa jika benar ada catatan “letter C 1 dan C 2" tanah oktjek perkara di
Kelurahan Cisalak tidak secara otomatis Para Penggugat ssbagai pemilik
terhadap tenah objek perkara tersebu:, karena “letter C dar C 2" BUKAN
merupakan bukti kepemilikan atas suatu bidang tanah, tetap sebagal bukti
catatan perankan pembayaran perpajakan, terutama tanah-tanah adat yang
.j'. -q E gﬁtiaif. tunduk kepada hukum BW sejak jaman Kolonial. Sedagkan letter C 1
/ 2 ;ﬁx € 2 yang diklaim oleh Para Penggugat baru ada sekitar tahun 1965;
aﬂ“u '\? ﬂgﬂwu sejak berakunya UU N, 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria
= n_\l PP No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftran Tanah, TIDAK ADA LAGI
itan “letter C adat” sebagai bukli pencatatan penarikan pembayzran
vg"_'f Iajakan Oleh karena itu jika benar letter C 1 dan C 2 yang diklaim oleh
Para Penggugat sudah tidak berfungsi lagi sebagai catatan penarixan
perpajakan;
Bahwa tanah objek perkara tersebut berada di atas sebagian lokasi bidang
tanah yang sudah bersertipikat hak pakai No. 0002/Cisalak. Dimana prosedur
penarbitan sertipikat hak pakai Mo. 0002/Cisalak tersebut telah sesuai
dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Hal ini telah cikuatkan cleh
salah satu amar Putusan Pengadilan Negeri Depok No. 133/Pdt, G/2009/PN.,
Dpk., tanggal 21 Oktober 2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.
99/Pdt/2012/PT. Bdg., tanggal 30 Mei 2012;
Bahwa dalam nwayal penerbitan sertipikat hak pakal No. 0002/Cisalak
berasal dari tanah negara ex. Eigendom verponding Mo. 23, BUKAN dar
tanah-tanah letter C, Oleh sebab itu letter C yang menjadi dasar klaim oleh
Para Penggugat tidak ada hubungannya dengan seripikat hak pakal No.
0002/Cisalak tersebut;
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7. Bahwa menanggapi dalil Para Penggugat pada poin 25, 26 dan 27 Surat
Gugatan adalah:
Bahwa posisi lokasi bidang tanah yang di atasnya ada Rumah Sakit Sentra
Medika berada DI LUAR LOKASI bidang tanah sertipikat hak pakai No.
00002/Clsalak, seluasr total 142, 4 ha, hal ini sesuai dengan Surat Ukur.
Adapun pihak Penggugat dalam perkara No. 133/Pdtg/2008/PN. Dpk.,
tersebut, acalah ahli waris keluarga Samuel De Meyyer, dengan bukti hak
ex, eigendom verponding No. 448. Dasar bukti hak antara Penggugat dalam
perkara No. 133/Pdt.g/2008/PN. Dpk., BERBEDA dengan dasar penerbitan
sertipikat hax pakai No. D002/Cisalak
Bahwa bsrcasarkan dalil Para Penggugat pada pein 6, "bidang tanah
berstatus hak milik adat milik RS Sentra Medika tersebut lokasinya berada
satu hamparam dengan lahan tanah “objek perkara®. Dalil ini
MEMBUKTIKAN bahwa lokasi bidang tanah objek perkara berada diluar
lokasi sertipikat hak pakai No. 0002/Cisalak, atau setidak-ticaknya sama

_—lokasinya dengan lokasi RS. Sentra Medika dan tidak ada hubungannya

&éqaan sertipikat hak pakai No.0002/Cisalak;
rnﬂnanggapl dalil Para Penggugat pada poin 28, 28.1 s/d 28.10 Surat

A

H.:
|z-w N 133/ adalah:
”\ ﬁ 4 aﬂ Dapartemen Penerangan (Tergugat-!) Cg. LPP-RRI (Tergugat-il)
nnhg[:a.aj fisik tanah sejak sekitar tahun 1957 dan memperolel atas bidang
tanah serfipikat hak pakai No. 0002/Cisalak tanggal 1 Aprl tahun 1981
berdasarkan hukum dan prosedur ya u. Sejak sekitar tahun 1957
sampai gugatan ini di ajukan oleh Para Penggugat tidak ada permasalah
hukum dengar: Para Tergugat. Hal ini terbukti sebelum gugatan ini diajukan,
pihak Para Penggugat belum pernah mengajikan Gugatan ke Pengadilan
MNegeri atau Pengadilan Tun;
Bahwa proses jual-beli bidang tanah ex. Elgendom verponding No. 23 atas
NV. Maastchapay Tot Exploitatitie vat Het Land dilakukan di hadapan pejabat
yang berwenang R. Noersasih antara Departemen Penerangan (Tergugat-l)
dengan Tan Tak Nio. Selanjutnya eigendom verponding No. 23 menjadi tanah
negara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria No. Sk. 122/Ka, tancgal
23 April 1959,
Bahwa pada tanggal 23 Maret 1981 Gubemur Jawa Baral mengeluarkan
Surat Keputusan (SK) No. Sk.848/DAPAT/HP/1981 untuk memberkan Hak
Pakai kepada Deparimen Penerangan Rl (Tergugatl). Departermen

/Hajan'm 130 Putusan Momor, 258 PdLG IEDE‘:H?;:H—"



Penerangan telah memenuhi semua kewsajiban dan syarar sebagaimana
disebutkan dalam SK tersebut. Maka pada tanggal 1 April 1281 terbit sertipikat
hak pakai No. 2/Curug atas nama Depertemen Penerangan Fl Cq. Lembaga
Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan luas total 1.877.360 M2
atau sekitar 187. ha.;
Bahwa dar luas total 1.877.360 M2 dipakai untuk komplkk Perumahan
Karyawan Departemen Penerangan dan RRI seluas kurang leoih 451.471 M2
berdasarkan Inpres Rl No. 9 tahun 1970 tentang Penjualan dan atau
Pemindahan Barang-barang yang Dimiliki atau Dikuasa Negara, Jo.
Keputusan Menteri Keuangan Rl No, 470/KMK.01/1994 tahun 1924, Sisa 1.
425, 889 M2 menjadi sertipikat hak pakai No. 0001/Cisalak. selanjunya sejak
tahun 2017 dialih penggunaanya kepaca Kementerian Agama Rl (Tergugat-
iy untuk dipergunakan sebagal Kamous dan Fasiltas Universitas Islam
Internatioanl Indonesia (UlIl) (Tergugat-\V},
Bahwa Para Penggugat banyak mendapatkan informas yang tidak benar dan
orang-oranc yang ftidak mempunyai kapasitas, diantaranya informasi
,_-:f.mgrjgenai keberadaan seripikat hak pakal No. 2/Curag, yang mengetahui
/ V}:a “' ada atau tidak, informasi mengenai hilangnya sertipikar hak pakai No.
2iGurug. Padahal mengenai hilangnya sertipikat hak pakai No. 2/Curug talah

; : '_r_';as.i tersebut tidak mempunyai nila hukum;

. Ei-ahwa tidak benar adanya intimidasi kepada Para Penggugat oleh orang-
orang dari Tergugat-l maupun Tergugat-ll, yang benar adasmh keamanan
disekitar areal zona berbahaya dar radiasi tower-tcwer pamancar RRL
Memang benar keamanan meminta kepada setiap orang yan3 masuk areal
zona berbahsya tersebut untuk keluar demi keselamatan orang tersebut:
Bahwa sejak beralihnya system pemancar RRI dari manual k2 digital maka
fungsi tower pemancar RRI| sudah tidak dipergunakan 'agi. Sejak itu radiasi
dari tower RRIl mulai berkurang. Sekalipun ada orang yang melintas sudah
tidak terlailu membahayakan. Sejak sekitar tahun 2019 tower-tower sudah
dibongkar, s=lain fungsinya sudah tidak ada lagi dan juga urtuk keperluan
pembangunan Kampus dan Fasilitas UIII;

9. Bahwa menanggapi dalil Para Penggugat pada poin 29, 29.1 s/d 29.7 dan
30, 30.1 s/d 30.3 Surat Gugatan adalah:
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Bahwa secara hukum bagian dari sustu putusan mengikat terhadap objek
dan para pihak adalah hanya AMAR PUTUSANNYA, sedangkan bagian
pertimbangan-pertimbangan dan uraian fakta lairnya dalam putusan tidak
mengikat dan bisa saja pertimbangan dan fakta tersebut berbeda dengan
pendapat hukum yang lain;
Bahwa salah satu amar putusan perka-a No. 133PdLG/2008/PN. Pdk., Jo.
No B9/Pdt2012/PT. Bdg., yang telah mempuyai kekuatan ukum mengikat
(incracht) adalah mengikat terhadap objek dan para pihak yaitu:
‘menyatakan eigendom verponding MNo. 448 Afschriff 279 WL Desza
Curug, Cimanggis seluas 2.188.602 M2 tidak berkekuatan hukum™
"Menyatakan sertipikat hak pakai Mo. 2/Curug, Kecamatan Cimanggis
tanggal 1 April 1881 yang telah diganti karena h'lang dengan sertipikat
hak pskai Mo. 1/Cisalak, Cimanggis tanggal 24 Agustus 1995 Gambar
Situasi No. 9086/1995 tanggal 18 Mei 1995yang telah diganti karena
hilang cengan setipikat hak pakai No. 0001/(sisa) Kelurahan Cisalak
Surat Ukur No.1731/Cisalak/2007 tanggal 8 Maret 2007 vang diterbitkan
-5 wwat Il dalam konpensi sah dan berkekuatan hukum™:
ﬁgu amar putusan perkara No. 99/Pdt/2012/PT. Bdg., berbunyi:
& putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 21 Oktober 2010,
JG/2009/PN. Dpk;
lis Hakim perkara a quo tidak mempunyai kewsnangan unfuk
N putusan perkara No. 133/Pdt.G/2009/PN. Dpk Jo. No.
EEJPdHEszPT Bdg., tidak berlaku dan atau mengoreksi pertimbangan-
perimbangn dan amar putusannya,
Bahwa dali-dalil Para Penggugat mengutip dari fakta-akta dan pertimbangan
dalam putusan perkata No. 133/Pdt.G/2009/PN. Dpk., tersebut tidak
mempunyal nilai pembuktian, karena bisa saja fakta-fakta dalam perkara a
quo berbeda dengan perkara No. 133/Pdt. G/2000/PN. Dpk, terkecuali amar
putusan yang tetap berlaku dan mengikat objek dan para pihak;
Bahwa amar putusan di atas membuktikan bahwa sartipikat nak pakai No.
0002(Cisalak adalah sah, oleh karena itu dalil Para Penggugat pada poin 30.3
"..akan tetapi objek tanah dimana sertipikat-sertipikat itu diterbitkan bukanlah
objek yang menjadi objek sengketa dalam perkara tersebut atay dengan kata
lain sertipika-sertipikat hak pakai atas nama Tergugat-l dan Tergugat-li
tersebut tidak jelas objeknya. Oleh karenz itu, maka sertipikat-sertipikat hak
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pakai tersebut secara hukum tidak sah....dst* adalsh kesimkpulan dan dalil

yang keliru dan bertentangan dengan salah satu smar putusan di atas:

Bahwa  berdasarkan  perimbangan Majels kakim  perkara
No.133/Pdt. G/2008/PN. Dpk., pada halaman 145 alenia ke dua dan terakhir
sebagai fakta dalam putusan tersebut:

“Menimbang bahwa oleh karena tanah obyek sengketa telah berada dalam
penguasaan Negara, maka menurut Majelis, Panggugat atau Ahli Waris dari
Gerald Tugo Faber tidak mempunyai hak kepemiikan hak atas tanah yang
menjadi obyek sengketa"”;

“Menimbang bahwa oleh karena tanah cbyek sengkets telah diberikan kepada
Tergugat | oleh Negara selaku pemegang hak atas tanah, maka
pengugasaan tanah obyek sengketa sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai No.
1/Cisalak tanggal 24 Agustus 1995 atas nama Departermen Penerangan
Republik Indonesia c.g. Direktorat Radio . Proyek Mas Media Radio
Republik Indonesia Jakarta di Cimanggis adalah tidak bertentangan dengan
hukum dan Tergugat | harus ditetapkan sebagal pinak yang berhak atas
Tanah yang menjadi obyek sengketa”,

10 Eta_hwa menanggapi dalil Para Penggugat pada poin 31 Surat Gugatan

I“i 17 i-

y 7 3

’; I #aid Fara Penggugat pada pcin ini telah keliru, " diamana menunut
i -t | B 't

” 2 }:erkara No. 133/Pdt.G/2009/PN. Dpk Jo. No. S9/PdY2012/PT.

"’E&g.* delah dinyatakan sebagai tanan ex. Eigendom verpending No. 448
!"h Aﬁqr#rrf?? ML atas nama Samuael De Meyyer..dst®, adalzsh dalil yang keliru
dan bertentangan dengan amar putusan di atas yanc menyatakan:
‘menyatakan eigendom verponding No. 448 Afschriff 279 WL. Desa Curug,
Cimanggis seluas 2.188.603 M2 tidak berkekuatan Fikeum™:
11. Bahwa menanggapi dalil Para Penggugat pada poin 33 dan 34 Surat
Gugatan acalah;
Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 33, “oleh kareara sertipikat hak pakai
No. 0002/Surat ukur No. 00436/Cisalak /2018 atas nama Pemerintan
Republik Indonesia Cq. Kementerian Agama Republi< Indonesia ... ., maka
secara hukum tidak sah digunakan sebagai bukti hzk untuk menguasai,
menduduki dan menggunakan tanah milik Para Penggugat. ..dst", adalah
dalil yang keliru. Karena sampai saat ini tidak ada satupun lembaga dan atau
Pengadilan yang menyatakan sertipikat hak pakai No. 00002/ Cisalah tidak
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sah, justru menurut salah satu amar putusan perkara No. 133/Pdt.G/2009/PN
Dpk, di atas sebaliknya dan tidak melakukan perbuatan hukum;

12. Bahwa menanggapi dalil Para Penggugat pada poin 35 dan 38 Surat
Gugatan adalah:
Bahwa dzlil Para Penggugat pada poin ini adalah keliru dan tdak mempunyai
bukti yang sah;
Bahwa Tergugat-V TIDAK PERNAH mengukur lahan ex Eigendom
verponding No. 448 Afscriff 279 atas nama Samuel De Meyyer, apalagi
mengukur tanah Para Penggugat dan tidak pemah ada permohonan untuk
mengukur;

13. Bahwa menanggapi dalil Para Penggugat pada poin 37, 38 dan 39 Surat
Gugatan adalah:

Bahwa Para Penggugat terbukti tidak mempunyai dasar hakum yang sah

untuk mengkkzim bidang tanah objek perkara seluas lebih kurang total 53.240
M2 atau sekitar 5, 3 ha. yang berlokasi berada di atas bidang tanah sertipikat
hak pakai No. 00002/Cisalak atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cqg.
Kementerian Agama Repubulik Indonesia (T ergugat-lll), seluas total 1. 425.
QF‘Q ME atau sekitar 142, 5 ha. Luas yang diklaim tersebut merupakan
- f 3‘% i .hlr.er:i dari luas setipikat hak pakai No, Q0002/Cisalak:
fi= 'f i Q" h ﬁ;]ak ada satupun lembaga pemerintah dan atau putusan pengadilan
jhrrg_menuatakan bahwa alas hak yang menjadi dasar untuk mengklaim Para
FEnggl.;gﬂt adalah alas hak yang sah sebagai bukti kepemilikan. Oleh karena
“itu.langkah yang dilakukan oleh Para Penggugat keluar dan miningglkan
lokasi tanah objek perkara pada tahun 1996 adalah langkah yang tepat untuk
menghindari permasalahan hukum yang lebih besar lagi yang akan muncul
dikemudian dan menyulitkan Para Penggugat:

Bahwa penguasaan dan pemanfaatan ternadap bidang tanah Barang Milik
Negara seluas 1. 425. B89 M2 atau sekitar 142, 5 ha, sertipkat hak pakai
No. 00002/Cisalak oleh Tergugat-lll untuk dipergunakan pembangunan
Kampus aan Fasilitas Ul (Tergugat-IV) berdasarkan bukti hak sah dan
dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Depok No. 133/Pdt G/2009/PN.
Dpk., Jo. No. 99/Pdt2012/PT. Bdg., yang mempunyai kekuatan nukum tetap
(incracht), oleh sebab itu tidak ada satupun kriteria perbuatan pelawan hukum
(FMH) yang dilakukan oleh Tergugat-lll maupun Tergugat-I'\;
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14. Bahwa menanggapi dalil Para Penggugat pada poin 40, 41 dan 41.1 sid 41 4
Surat Gugatan adalah:
Bahwa tidak ada alasan hukum yang sah terhadap permintaan Para
Penggugat agar Majelis Hakim mengembalikan bidang tanah objek perkara
seluas lebih kurang total 53.240 M2 atau sekitar 5, 3 ha. oleh karena itu
sudah seharusnya secara hukum Majelis Hakim Yang Terhormat agar
menolak permintaan Para Penggugat tersebut;
Bahwa kerugian materil, immatenl dan tuntutan ganti rugi oleh Para
Penggugat adalah tidak mempunyai dasar hukum yanc sah. Tunfutan
tersebut hanya asumsi-asumsi yang bersifat hayalan;

15. Bahwa menanggapi dalil Para Penggugat pada poin 42 dan 43 Surat
Gugatan adalah:
Bahwa permintaan Para Penggugat untuk menyatakan bidang tanah objek
perkara dalam status quo adalah berentangan dengan ketentuan pasal 50
huruf d UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Selengkapnya pasal 50 huruf d “pihak manapun dilarang melakukan
penyitaan terhadap: barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik

‘Bdanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai
eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian nada pihak lain,
ata dikemudian hari dijatuhkan putusan yanc membatalkan
putusan Pengadilan Tingkat Pertama™
Bahwa oleh karena itu permintaan atau Petitum Dalam Provisi dan putusan
serta merta (uitvoerbaar bij vooraad) Para Penggugat harus ditolak:
16.Bahwa berdasarkan uraian jawaban d atas telah terbukti bahws dalil-dalil
klaim dari Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang sah, oleh
sebab itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhoromat agar menolak
semua Petitum dari Para Penggugat;
Berdasarkan uraian di atas, kami memohon kepada Yang Te-hormat Ketua
Pengadilan Negeri Depok agar berkenan kiranya memeriksa dan memutus
sebagai benikut:
Dalam Provisi;
- Menolak permintaan provisi dari Para Pengqugat:

Dalam Eksapsi:
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1.  Menenima Eksepsi dari Tergugat-IV untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima

Dalam Pokok Perkara:

* Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau set'dak-tidaknya
menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat

V telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 23 Februari 2022, yang
pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut :
I DALAM EKSEPSI

1.

Bahwa Tergugat V menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh
FPenggugat kecuali terhadap hal-nal yang diakui secara tegas dan bulat
oleh Tergugat V,

Eksepsi Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas Menggugat

Bahwa dalil Penggugat dalam surat gugatannya pada halaman 3
sampal dengan 5, angka 1 sampal dengan 9, yang pada intinya
mengklaim memiliki bidang tanah obyek sengketa berdasarkan Tanah
Milik Adat Girik/Letter C sebagai berikut:

~a Gk Letter C No. 32 persil 69 S.1I, Luas 1.520 M2
Fou oA % bl
= Pefdil 62, D.IIl, Luas 2.000 M?

r C.1627 Persil DI Luas 2.000 M2

etter C No. 117 Persil 60, S.1Il Luas 1.520 M2

"¢ Girik Letter G No.1000 Persil €2 DIl Luas 14.570 M

Persil 81, S.| Luas 1.530 M?

d. Girik letter C No, 1628 Persil 51, 5.1 Luas 880 M2
Fersil 62, DI Luas 1.700 M

e. Girk Letter C No. 1380 Persil €9, 5.1l Luas 2.380 M2
f. Girlk Letter C No. 585 Persil 51, 5.1, luas 5.800 M2
Persil 53, D.1, Luas 1.1680 M

9. Girk Letter C No, 1278 Persil €9, D.II, Luas 4.750 M2

h. Girik Letter C No.547 Persil 0 S, | Luas 5.050 M=

i. Girik Letter C No. 68 Persil 62, DIl Luas 5.730 MF
Persil 54, DI, Luas 2 650 M?
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adalah dalil yang keliru dan menyesatkan karena Girk/Letter C sendiri

bukanlah merupakan bukti hak kepemilikan, hal ‘ni sejalan dengan

yurispudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

a. No. 624 K/SIP/1971, tanggal 24 Maret 1971, menyatakan bahwa
Letter C bukan merupakan bukti-bukti mutlak tentang hak milik,
maka masih diperlukan bukt lain;

b. No. 863 K/SIP/1870, tanggal 22 Maret 1972, menyatakan bahwa
kikitir hanya merupakan tanda waijib pajak dar belum menjamin
bahwa orang yang tercatat didalamnya adalah juga pemiliknya;

c. No. 34 K/Sip/1960, tanggal 3 Februari 1960, Kaidsh Hukum: Surat

“petuk” pajak bumi (sekarang PBB pajak burri dar bang unan) bukan
merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik
orang yang namanya tercantum dalam surat pajak bumi bangunan
tersebut.

maka dengan demikian, Penggugat yang mengklairm bidang tanah
obyek sengketa dengan dasar Girk/letter C cimaksud apabila
dikaitian dengan yurispudensi tersebut di atas, maka jelas Penggugat
adalah pihak yang tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat,
— mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, rengadili serfa
nﬁi’nutuskan perkara a quo dapat menolak gugatan Para Penggugat
. i;ht?-waaudak-hdaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak
H: ! S dﬁpﬁ iterima;
," ?aly Eluia | Gugatan Penggugat Emor In Objecto
Eﬁhm Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para Pengg ugat,
yang menyatakan sertipikat obyek sengketa letaknya berada di atas
tanah Fara Penggugat dengan alas hsk Gink/Letter C sebagaimana
tersebut pada ‘angka 2' di atas karena bidang tanah vang saat ini
dimiliki dan dikuasai oleh Pemegang Hak Atas Tanah (Tergugat | dan
Tergugat IV) adalah berasal dari Tanah Negara yang dikuasai
langsung oleh Negara yang asainya merupakan tanah Ex Eigendom
Verponding Nomor 23 (Sisa) atas nama Maattschappij Tot Exploitatie
Van Het Land Tjimanggis yang berdasarkan Undang-undang Ne. 1
Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-4anah Fartkelir telah
menjadi tanah yang dikuasai largsung oleh Negara, sehingga jelas
gugatan Penggugat termasuk Error in Objecto karena penerbitan
sertipikat objek sengketa bukan berasal dari Tanah Milik Adat
|sebagaimana dalil Para Penggugat yeng mengklaim bidang tanah
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obyek sengketa berdasarkan Girik/Letter C), oleh <arenanya kami
memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk
menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak
dapat diterima;

4.  Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)
Bahwa klaim Penggugat yang didasari Letter C sebagaimana tersebut
pada ‘angka 2' di atas, pada dasarnya mengacu pada data-data yang
dikeluarkan oleh pihak Kelurahan dan dikuatkan oleh Kecamatan
setempat sehubungan administrasi pertanahar maka hal ini
menunjukan seharusnya Kelurahan dan Kecamatan ditark dalam
perkara ini, agar lebih jelas dan terang mengenai klaim yang diajukan
Para Penggugat.

Bahwa disamping itu, selain adanya klaim dari Para Penggugat,
ternyata juga diketahui terdapat pihak lain, yaitu PT. Kultur Tandjoeng
Utara yang juga mengakui sebagai pihak yang memiliki tanah objek
perkara, yang mana saat ini pihak PT. Kultur Tandjoeng Utara
mengajukan gugatan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha
Hagara Bandung yang tercatat dalam daftar parkara Nomor
: :-EE!E;;EDEHFTUH-BDG Berdasarkan hal di atas diketahui bahwa
ﬁhﬁ tanah yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat masih
i:‘:‘ |-1-. ;' ﬁi-aﬁ pihak-pihak lain yang memiliki hubungar hukum dengan
jek perkara a quo yang seharusnya ikut digugat oleh

-p-'J'.-, m t yaitu PT. Kultur Tandjoeng Utara.
ﬁuﬁf menjadi suatu keharusan bagi Para Penggugat untuk mengikut
sertakan dan/atau menarik semua pihak yang ada hubungan hukum
balk secara langsung maupun tidak langsung sebagai pihak/parti
dalam perkara a quo agar perkaranya menjadi jelas dan putusannya
dapat dilaksanakan, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah
Agung Republik Indonesia No. 1072 K/Sip/1982, terhadap hal tersebut
dengan kekurangan pihak ini mohon Majelis Hakim Ln-uk menolak

gugatan ini (Niet On Varkelijk Verklaard).
Il.  DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat V memohon kesada Majelis Hakim yarg terhormat
agar hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi merupakan satu
kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;

2. Bahwa Tergugat V menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan
Pengcugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara
tegas dan bulat diakui oleh Tergugat V-
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3.  Banwa Kronologis penerbitan Sertipikat (Ketiga) Hak Pakai Nomor:
00001/Cisalak diterbitkan tanggal 09-04-2007, Surat Ukur Nomor
1731/Cisalak/2007, tanggal 08-03-2007, luas tanah (sisa) 324.230 M2
atas nama DEPARTEMEN PENERANGAN REPUBLIK INDONESIA
Cq Direktorat Radio Cq Proyek Mass Media Repubiik Indonesia Di
Cimanggis (Sekarang Sukmajaya) adalah berasal dari Sertipikat Hak
Fakai Nomor: 1/Cisalak atas nama DEPARTEMEN PENERANGAN
REPUBLIK INDOMESIA (sekarang DEPARTEMEN KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA) CQ. DIREKTORAT
RADIO CQ. PROYEK MASS MELCIA RADIO REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA, DI CIMANGGIS (Sekarang SUKMAJAYA) yang diterbitkan
pada tanggal 24 Agustus 1995 adalah sesuai ketentian yang diatur
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang
Ketentuan-ketentuan Mengenai Pemberian Atas Tanan, yaitu:

* Status tanah negara Ex-Eigendom Verponding Nomor 23 (Sisa)
yang tercatat atas nama MIJ EXPL. VAN HET LAND yang terkena
ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1958 tertang

- Panghapusan Tanah-tanah Partikelir sehingga tarahnya menjadi

rkan Surat Keputusan Menteri Agraria Nomor: 122/KA
| 24 April 1959 atas tanah tersebut di atas ditegaskan kembali
_“'_H_f mep: | tanah negara dan atas dasar Perolehan Hak oleh
. DEPARTEMEN PENERANGAN REPUBLIK INDONESIA (sekarang
"DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK
INDONESIA) CQ. DIREKTORAT RADIO CQ. PROYEK MASS
MEDIA RADIO REPUBLIK INDOMESIA JAKARTA Ol CIMANGGIS
(Sekarang SUKMAJAYA) atas tanah tersebut telah diberikan Hak
Pakai berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. |
Jawa Barat tanggal 20 Maret 1981 No. SK. B4B8/DA.PHT/HP/1981:
* Berdasarkan Surat Keputusan Gubemur tersebut di atas pada
targgal 1 April 1981 atas tanah tersebut telsh diterbit<an
sertipikatnya oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Bogor
(sekarang Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor) luas 1.877.360 M2

sesual Gambar Situasi No. 6365/7 976 tanggal 1 April 1991;
4. Bahwa ditolak dengan tegas dalil Penggugat yang mendalilkan
Tergugat V telah melanggar hukum dalam menerbitkan Sertipkat
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Objek Sengketa atas nama DEPARTEMEN PENERAMNGAN
REPJBLIK INDOMNESIA Cq Direktorat Radio Cq. Provek Mass Media
Republik Indonesia Di Cimanggis (Sekarang Sukmajaya) seluas
1.877.360 M*, Dalil Penggugat tersebut di atas sama sekali tidak
mengundang suatu kebenaran dan hanya didasarkan pada rekaan
belaka yang tidak didukung suatu fakta yang sesenamya, karena yang
sebenamya penerbitan sertipikat objek sengketa a quo oleh Tergugat
V telah diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yaitu:

a. Bahwa sebelum terjadi pemisahan bidang tanan menjadi 6521
seftipikat-sertipikat hak millk dan Sertipikat Hak Pakai
No.00002/Cisalak atas nama Kemanterian Agama RI, Sertipikat
Hak Pakai No. 00001/Cisalak yang terbit tanggal 09-24-2007 adalah
Setipikat pengganti ketiga karena hilang, sebewmnya adalah
Sertipikat Hak Pakai No. 1 /Cisalak atas nama DEPARTEMEN
PENERANGAN REPUBLIK INDONESIA (sekarang DEPARTEMEN
KOMUNIKAS| DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA) CQ.
DIREKTORAT RADIO CQ. PROYEK MASS MEDIA RADIO
HEPUBLIK INDONESIA JAKARTA DI CIMANGGIS (sekarang

wsj.yrtﬁa.mw.} diterbitkan Tanggal 24 Agustus 1995 seluas

Juh'- 1’§#ﬁ | M? sesuai gambar situasi tanggal 18 mei 1995 No.

o | ”Thm Adalah merupakan sertipikat pengganti dari Hak Pakai

/i o, ;m}i‘{g atas nama DEPARTEMEN PENERANGAN REPUBLIK

IN;HNESIA (sekarang DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAM

INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA) CQ. DIREKTORAT

RADIO CdQ. PROYEK MASS MEDIA RADIO REPUBLIK

INDONESIA JAKARTA DI CIMANGGIS (sekarang SUKMAJAYA)

karena hilang;

b. Bahwa penerbitan seripikat pengganti karena hilang telah
dilakukan oleh Tergugat sesuai dengan peraturar perundang—
undangan yang berlaku yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 33
Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1961 yang berbunyi:

(1) Sertipikat baru hanya dapat diberikan oleh kepala kantor
pendaftaran tanah yang berhak sebagai pengganti sertipikat
yang rusak atau hilang, serfipika: baru tersebut diberikan atas

permohonan yang berhak itu;
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2)

(3)

(4)

(3)

et
~Sal)

fang

Sebelum sertipikat baru sebagai pengganti suatu sertipikat
yang hilang diberikan kepada yang berhak, maka hal itu harus
diumumkan 2 kali berturut turut dengan antara waktu 1 bulan,
dalam surat kabar setempat dan berita negara Republik
Indonesia. Biaya Pengumuman tersebut ditanggungkan oleh
pemohon;

Jika dalam waktu 1 buan setelah pengumuman yang kedua
tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap pemberian
serfipikat baru itu, maka barulah sertipikat tersebut diberikan;

Jika ada keberatan yang diajukan dan keberatan tersebut oleh
Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dianggap baratasan, maka
ra menolak pemberian sertipikat baru itu dan mempersilahkan
permohonannya untuk meminta keputusan hakim:

Jika Kepala Kantor Pendaftaran Tanah mengganggap
keberatan yang diajukan tidak beralasan, maka sebelum
memberikan sertipikat baru kepada pemochon, i harus
meminta tedebih dahulu pendapst Kepala Jawatan
Pendaftaran Tanah atau Pejabat yangditunjuk olehnya;

"'.ll.'a penerbitan Sertipikat Hak Pakai No. 1/Cisalak oleh Tergugat
ml

an berdasarkan permchonan untuk mendapatkan sertipikat
anfi karena hilang dari Sdr. Drs. SAZLI RAIS selaku KABAG

AFA USAHA DIREKTORAT RADIO DITJEN RTF, DEPERTEMEN
NERANGAN REPUBLIK INDONESIA sesuai surat permohonan

gal 24 Oktober 1994,

d. Bahwa permohonan sertipikat pengganti karena hilang
sebagaimana tersebut pada butir 7.3, oleh pemohon dilampirt:

(1]

Surat pemyataan tanggl 24 Oktober 1994 dari Sdr. ALBOYN
SIMANJUNTAK selaku penanggung jawab rumah tangga
pemancar RRI Cimanggis yang diketahui olet saudari Drs.
DIDIN HASANUDIN selaku Camat Kecamatan Sukamajaya
dan 3dr. HM. MAHMUD selaku Kegala Kelurahan Cisalak
yang isinya antara lain menyatakan sebagai berikut
(1.1) Bahwa sebidang tanah milik negara teretak di kelurahan
Cisalak RT. 01 s/d 04 RT.01 dar RT 01 s/d RW 02
Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok

/Haraman 147 Putusan Nomor: 258/ Pdt.G /202 1/PND pc



(dh. Desa Curug, Kecamatan Cimanggis; dengan batas-
batas sebagai berikut:
-Utara : Lingkungan RT. 01,02 Kelu-ahan Cisalak
-Timur  : Sungai/ Kali Baru
- Selatan : PT. Yanmar
-Barat : Kelurahan Bhakti Jaya
Serta tercantum dalam Sertipikat Hak Pakal No. 2
Gambar situasi No. 2365/M976 luas 1.877.380 M adalah
benar benar tanah milik negara;
{1.2) Tanah tersebut tidak dalam keadaan sengketa baik
pemiliknya maupun batasnya;
(1.3) Tidak dibebani dengan hak lainnys;
(1.4} Tidak dipergunakan sebagai jaminan hutang serta tidak
sedang digadaikan
i2) Surat penerimaan laporan kehilangan barang  dari
PUSKODALPOS POLDA METRO JAYA tanggal 19 Okiober
1994 No. Pol: 12390/B/X 1984/SATGAS OPS"C".
{(3) Diumumkan pada surat kabar harian MERDEKA tanggal 1-12-
19894 dan tanggal 3-02-1995 berita negara tanggal 20-12-1594
Na. 101 dan tanggal 17-03-1995 No. 22;

hwa sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah
:. 10 Tahun 1861 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana
Febut di atas, selama diumumkan di harian MERDEKA tanggal 1-
£94 dan tanggal 3-02-19S5 Berita Negara tanggal 20-12-1994
_ 101 dan tanggal 17-03-1995 No. 22 tidak ada keberatan dari
= pihak manapun:

)

f. Bahwa sehubungan dengan tidak adanya keberatan atas
pengumumam tersebut pada butir 7.5 di atas, cleh Tergugat
dilakukan pengukuran dan hasil pengukuran ditusngkan dalam
Gambar Situasi No. 8085/199E tanggal 18 Mei 1995,;

g. Bahwa atas dasar permohonan sertipikat pengganti yang hilang
d=ngan dilampiri lampiran sebagaimana tersebut di atas, maka oleh
Tergugat \V pada tanggal 24 Agustus 1995 diterbitkan sertipikat
pengganti karena hilang yaitu Sertipikat Hak Pakai No. 1/Cisalak
atas nama DEPARTEMEN PENERANGAN REPUBLIK
INDONESIA  (sekarang DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN
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INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA) CQ. DIREKTORAT
RADIO CQ. PROYEK MASS MEDIA RADIO REPUEBLIK
INDONESIA JAKARTA DI CIMANGGIS (sekarang SUKMAJAYA)
Tanggal 24 Agustus 1995 seluas 1.877.360 M® sesuai Gambar
Situasi Tanggal 18 Mei 1995 No. 9096/1995.

h. Bahwa kemudian berdasarkan Berita Acara No.14/BAJV/2008
Tanggal 21-04-2006 tentanc kehilangan berkas asli Sertipikst Hak
Pakai No.1/Cisalak (sisa) dan telah diumumkan ci Harian Rakyat
Merdeka Tanggal 12-05-Z006 kemudian diterbitkan kembali
Sertipikat (Ketiga) Hak Pakal Nomor: 00001/Cisalak terbit tanggal
09-04-2007, Surat ukur Nomor: 1731/Cisalak/2007, tanggal 08-03-
2007, luas tanah (sisa) 324.230 M? atas nama DEPARTEMEN
FENERANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. Direktorat Radio Cq
Froyek Mass Media Republik Indonesia Di Cimarggis {Sekarang

Sukmajaya);

i. Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima dan Pelepasar Hak
/ < Nrﬁ\«zq:as Barang Milik Negara dari Lembaga Penyiaran Publik Radio
;f J‘x.j fl?épubhk Indonesia (LPP-RRI) Nomor: 774/DU/S/2017 dan Nomor:
z u;j.,*v,:; j;drmsﬁzu1? keduanya tanggal 9 Mei 2017 yang sebelumnya
1.\) b memperoleh persetuuan dari Kementeran Keuangan

Tndonesia Nomor: S-442/MK.6/2016, telah dilepaskan sebagian
luas tanah dari Sertipikat Hak Pakai Ne.00001/Cisalak dengan
diterbitkannya Sertipikat Hak Pakai No.00002/Cisakak tanggal 06-
DE-2018, luas 1.425.889 M? kepada Kementerian Agama Republik
Indonesia yang pemanfaatkannya di gunakan uniuk Universitas
Islam International Indonesia beserta fasilitas penunjangnya:

|- Bahwa berdasarkan data di Instansi Tergugat V. terhadap proses
pemisahan sebagian hak atas tanah oleh Kementeran Agama R,
Sertipikat Hak Pakai Nomor; 00001/Cisalak (sisa) seluas 1.759.896
M telah dilakukan pengukuran dan telah diterbitkan Peta Bidang
Tanah  Nomor 2387/2016 pada tanggal 05-09-2016,
NIB.10.27.068.03.04344 =ebagal salah saty persyarstan
permohonan hak atas tanah seoagian luas 1.425.689 M2, dan terkait
data fisik dan yuridis telah ditindak lanjuti sebagaimara aturan yang
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berlaku, Panitia 'B' kapasitasnya selaku tim yang memeriksa
kebenaran data fisik dan yuridis;

k. Bahwa atas dasar Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota
Depok Nomor: S/HP-BPN-10.27/2018 tanggal 05 Juni 2018,
dilakukan permohonan Hak oleh Kementerian Agama Republik
Indonesia sampai terbitnya Sedipikat Hak Pakal Nomor:
00002/Cisalak pada tanggal 06 Juni 2018 atas nama Pemerintah
Republik Indonesia Cq Kementerian Agama Republik Indonesia
dengan jangka wakiu yang tidak ditentukan selama dipergunakan
untuk keperluan tertentu yaity Pembangunan Gedung Universitas
Islam International Indonesia beserta fasilitas Penunjangnya
sebagaimana ketentuan didalam Pasal 45 ayat (3) Peraturan
Pemerintah No.40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna
Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah yang berbunyi “Hak
Pakai yang diberikan untuk jangka wakiu yang tidak ditentukan
selama dipergunakan untuk keperluan tertentu sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada:

(1) Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan
Pemerintah Daerah;
(2) Penwakilan Negara Asing dan perwakilar badan Internasional:
{2} Badan keagamaan dan badan sosial."
5. Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, telah
.--_.Z"El;-’_«'.%_t_.:ukli dan terjawab terhadap alasan dan keberatan-keberatan

{2 gugat yang menyatakan bahwa Tergugat V telah melakukan
Vs ;;:‘:.f-:!} atan melawan hukum, yang mana berentangan dengan
z VA F dang-undangan vyang berlaku dan Asas-Asas Umum
%, .o Phgflerintahan Yang Baik (AAUPB) adalah dalil yang Keliru dan fidak

asar, untuk itu mohon pada Majelis Hakim yang terhormat untuk
menolak dalil Penggugat tersebut;

6. Bahwa terhadap penguasaan fisk di lapangan =adalah diluar
kewenangan Kantor Pertanahan Kota Depok, penguasaan dan
pemeliharaan tanda batas tanah adalah kewajiban pemilik tanah
sesual ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Kami mohon kepada Majelis Hakim yang
terhormat yang mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:
. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat V untuk seluruhnya,
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Il. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ataL setidak-tidaknya

dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

- Merghukum Penggugat untuk membayar biaya perkars;
namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang
seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatar Para Penggugat tesebut, Kuasa

Tergugat VIl telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 23 Februari
2022, yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai beri<ut ;

|. DALAM EKSEFPSI

1. Bahwa Tergugat VIl mohon segala sesuatu yang sudah dikemukakan dalam
ekseps menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara.

2. Bahwa Tergugat Vil menolak seluruh dalildalil yang cikemukakan Para
Penggugat dalam Gugatan kecuali hal-hal yang dizkui dengan tegas dan
nyata dami kepentingan Tergugat VII.

3. Ekseps: tentang kewenangan mengadili.

a. Babtwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan sebagal
berikut:
_1) Sebagaimana di dalilkan dalam gugatan pada halaman 16 nomar
AL -éﬁj:l--z yang sebagian dikutip s=bagai berikut :

7 A e rpaka sesungguhnya sertifikat-sertifikat hak pakai atas nama
fmﬁuc;m | dan TERGUGAT Il tersebut secara Fukum tidak sah
@ kan sebagai dasar dan alasan untuk mengakui, menguasai,
-hgnduduku dan menggunakan lahan tanah objek sengketa tersebut
Karena nyata-nyata objek tanah menurut sertifikat nak pakai dengan
objek tanah berdasarkan putusan Majelis Hakim perkara No.
133/Pdt.G/2009/PN.Dpk adalah OBJEK TANAH YANG BERBEDA.

Z) Sebagaimana di dalilkan dalam gugatan pada halaman 16 nomor
+0.3 yang sebagian dikutip sebagai berikut :

“Oleh karena itu, maka sertifikat-serfifikat hak pakai tersebut secara
hukum tidak sah digunakan sebagai dasar bukti hak untuk
menduduki, menguasai dan menggunakan tanah objek sengketa
calam perkara tersebut:”
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3) Sebagaimana di dalilkan dalam gugatan pada halaman 17 nomor
33 yang sebagian dikutip sebagai berikut

“Bahwa oleh karena Serifikat Hak Pakai No.00002/Surat Ukur
MNo.00436/Cisalak/2018 alas nama Pemerintah Republik Indonesia
Cqg. Kementerian Agama Republik Indonesia terbukti merupakan
sertifikat pecahan dari Sertifikat Hak Pakai No.D0001/Surat Ukur
No.1731/Cisalak/2007 atas nama TERGUGAT | dan TERGUGAT
Il, maka secara hukum tidak sah digunakan sebagai bukti hak untuk
menguasai, menduduki dan menggunakan tanah milik PARA
PENGGUGAT dan Warga Kampung Bojong dan Sojong Malaka
tersebut, ... "

Berdasarkan dalil-dalii gugatan Para Penggugat tersebut, mohon
Majelis Hakim yang memeriksa perkara mempertimbangkan bahwa
yang menjadi pokok yang dipermasalahkan oleh Para Penggugal
adalah mengenal keabsahan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yaitu
Sertifikat Hak Pakai No.00002 atas nama Pemerintah Republik
Indonesia Cg. Kementerian Agama Republik Indonesia yang menurut
Para Penggugat berasal dari Sertifikat Hak Pakai No.00D01 atas nama

Tergugat .

Bahwa untuk mengetahui apakah yang dipermasalahkan oleh Para
f,_f‘gﬁggugat tersebut merupakan sengketa Tata Usaha Negara, mohon
1~ Majelis Hakim yang memeriksa perkara mempertimbangkan Pasal 1
E D.%Eﬁ;h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986
1 '*:_: . Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan :

«ﬂ* ‘5 gketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam
e "yhidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata
dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat

maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata

Usaha MNegara, termasuk sengketa kepegawalan berdasarkan

peraturan perundang_undangan yang berlaku.

Bahwa unsur-unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana
dielaskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor & Tahun 1986 yaitu :

- suatu penetapan tertulis;
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— dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

- konkret, individual, dan final;

- menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum
perdata;

Bahwa Sertipikat Hak Pakai Nomor 2/Cisalak yang tercatat atas nama
Pemerirtah Republik Indonesia c.g. Kemerterian Agama Republik
Indonesia merupakan suatu penetapan tertulls yang diterbitkan oleh
Kantor Pertanahan Kota Depok bersifat konkret karena nentuk dan tata
cara pengisiannya diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/
Kepaia Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang
Ketertuan Pelaksanaan Peraturen Pemerintah Momor 24 Tahun 1997
Tentang Pendaftaran Tanah, individual xarena ditujukan kepada pihak
yang namanya tercantum dalam sertipikat hak atas tanah, final karena
diterbitkan oleh Kepala Kantor Peranahan selaku pejabat yang
berwenang sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Negara
Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 dan
menimbuikan akibat hukum bagi pemegang haknya sebagaimana diatur
dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1980 Tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,

Bahwa Para Penggugat mendalilkan telah menderita kerugian sebagai
___a}nhat dari penguasaan, pendudukan dan penggunaan tanah objek
Faj'kara cleh Tergugat I, Tergugat Il, Tergugat I'l dan Te~gugat IV yang
ri atas Sertipikat Hak Pakai Nemor 2/Cisalak yang diterbitkan oleh

1@11&1 Pertanahan Kota Depok i.c. Tergugat V.

‘.-..g;.

, demikian maka cukup unsur untuk menyatakan tahwa perkara

i mempakﬂn sengketa Tata Usaha Negara (vide Pasal 1 angka 4
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahur 1988) yang
kewenangan mengadilinya ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara
(vide Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nemor 5 Tahun
1986).

b. Para Penggugat mendalilkan di halaman 18 nomor 36 gugatan a quo
yang dikutip sebagai berikut :

‘Bahwa oleh karena TERGUGAT VI dan TERGUGAT VIl telah
membiarkan instansi bawahannya yaitu TERGUGAT V mengukur
dan menerbitkan serifikat hak pakai untuk dan atas nama
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TERGUGAT | Cqg TERGUGAT |l dan TERGUGAT Ill di atas lahan
miiik orang lain dengan cara melanggar ketentuan hukum yang
baraku, sehingga yang kemudian menimbulkan dampak kerugian
atas pembiarannya tersebut, maka TEGUGAT VI dan TERGUGAT
Vil termasuk dalam kategon telah melakukan Perbuatan Melawan

Hodum;"

Terkat dengan dalil Para Penggugat tersebut mohon Maelis Hakim
mempertimbangkan Pasal 1 Angka 8 Undang-Uncang Republik
Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
yang menyatakan :
Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selaniuinya disebut
Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerntanan atau
penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan‘atau tidak
malakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dalil yang dimaksud oleh Para
Panggugat memenuhi unsur Tindakan Administrasi Pemeanntahan.

Ketentuan peraturan perundang-undangan telah secara elas mengatur
bahwa warga masyarakat yang merasa kepentingannya dirugikan oleh

I;I:_-E-IJHIIJ perbuatanftindakan Pejabat Pemerintahan 2erbak untuk

f:\'ip;ngnphan keberatan atas perbuatanftindakan Pejabat Femerintahan
2b it kepada Pejabat Pemerintahan yang menetackan danfatau
kan Keputusan danfatau Tindakan (vide Pasal 75 Ayat (1)
—Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang
minstrasi Pemerintahan).

Setelah menempuh upaya kebe-atan maupun upaya banding oleh
warga masyarakat yang merasa kepentingannya, warca masyarakat
tersebut dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan (vide Pasal 76 Ayat
{3) Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014).

Bahwa Pengadilan yang dimaksud dalam Pasal 76 Ayat (3) Undang
Repubiik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tersebut adalah Pengadilan

Tata Usaha Negara (Pasal 1 Angka 18 Undang Repuolik Indonesia
MNomeor 30 Tahun 2014).
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Berdasarkan ketentuan tersebut cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk
menyatakan bahwa perkara a cuo merupakan sengketa Tata Usaha
Megara yang kewenangan memeriksa dan mengadilinya ada pada
Pengadilan Tata Usaha Negara.

¢. Masih terkait dengan dalil Para Penggugat di halaman 18 nomor 36
gugatan a quo, mohon Majelis Hakim juga mempertimbangkan Pasal 2
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018
yang menyatakan :

Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan (Onrechimatige  Overheicsdaad, merupakan
kewenangan peradilan tata usaha negara.

Dengan menghubungkan dalil Para Penggugat yang menyatakan
Tergugat VIl telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan
ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Momor 2 Tahun 2019 tersebut maka menjadi semakn jelas bahwa
kewenangan untuk memeriksa mengadili perkara a quo merupakan
kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Selain itu perlu juga Majelis Hakim mempertimbangkan pendapat
_ Indroharto S.H., dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Uncang
. Mi G Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Pustaka
i ;—f:l‘&ﬂaf Harapan Tahun 1991 di halaman 132, yang berperdapat sebagai
Eva ‘:’lﬁgjﬁ
o o=t P .
o 4 g\J.. Tidak jarang dalam kenyataannya suatu Bacan atau Pejabat
o -.,:'_rr-.:f{;TUH ftu harus melakukan sJatu perbuatan hukum perdata yang
" akan mengikat badan (hukum) publik induknya yang barkedudukan
sebagai badan hukum perdata. Dengan kata lain aniuk melakukan
suatu perbuatan hukum perdata seperi menyewa, membeli,
menjual dan sebagainya, yang akan mengikat dirinya sebagai
badan hukum perdata yang memiliki harta benda can kekayaan-
kekayaan lainnya, maka diperlukan adanya suatu keputusan darl
organnya yaitu oleh Badan atau Pejabat TUN-nya ini juga bertindak
mewakili menurut hukum badan (hukum} punliknya : Kepala Daerah
itu menurut Pasal 23 Undang-Undang Momor 5 Tahun 1974
mewakili daerahnya di dalam dan di luar Pengadilan
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Karena  pemerintah  dalam  melaksanakan  tugas
pemerintahannya tidak jarang menggunakan pula norma-norma
hukum perdata, maka sering kita lihat terjadinve keputusan-
keputusan TUN yang dimaksudkan untuk melahirkar atau ditujukan
urtuk dilakukannya perbuatar hukum menurut hukum perdata atau
yang jangkauannya adalah agar dilakukan suatu perbuatan hukum
perdata.”

Berdasarkan pendapat Indroharo S.H. tersebat dan dihubungkan
dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Inconesia Nomor
5 Tahun 1986, maka menjadi jelas bahwa perbuatan mekawan hukum
yang cidalilkan oleh Para Penggugat terhadap Tergugat Vil yaitu telah
membeerkan instansi bawahannya yaitu Tergugat V mengukur dan
menemitkan Sertipikat Hak Pakai Momor 2/Cisalak bukanlah suatu
perbustan hukum perdata yang dapat diajukan permasalahannya
kepada Pengadilan Negeri, karena perbuatan tersebut merupakan
tindakan Badan/Pejabat Pemerintahan sebagaimana diatur dalam
Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun
2014 vang oleh karena itu kewenangan memeriksa dar mengadilinya
ada paca Pengadilan Tata Usaha Negara.

4 Eksep& tentang gugatan Para Penggugat mengandung unsur Kurang Pihak
Ffu]mm Liie Consortium).

'|'|'

ahws Para Penggugat mendalikan dalam gugatan di halaman 8
|:-.

or 22 dan nomor 24 juga di halaman 13 nomor 2€.9 yang pada
a menjelaskan perolehan tanah mereka berasal cari tanah hak

593/14M11996 tanggal 6 Maret 1696, Sural Keterangan Lurah Cisalak
Momor 593.2/050/2012 tanggal 2 Mei 2012, Akts Pemyataan Martan
Kepalz Deza Cizsalak (periode 1979-1982) H. Nipan Sopandi tanggal 29
Oktober 2012, Akta Pemyataan Mantan Sekretans Desa Curug tanggal
29 Oktober 2012 dan Surat Keterargan Lu-ah Cwsalak MNomor
593.2/05/\12012 tanggal 2 Mei 20" 2.

Bahwa berdasarkan dalil tersebut terlihat jelas peran masing-masing
pihak vang disebutkan dalam dali gugatan a quc yang menarangkan
mengenal perolehan hak milik adat atas objek perkara yang semestinya
ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara ini., hal ini sejalan dengan
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Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 437 K/Sip/1973 tanggal 9
Desember 1975,

b. Bahwa calam perkara a quo, pihak lain yang semestinya harus digugat
adalan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Keuangan Republik
Indonesia mengingat bahwa be~dasarkan Undang-Undang Republik
indonesia MNomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara,
Menteri Keuangan adalah pihak yang memliki kewenangan untuk
mengzlola Barang Milik Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 42
ayat (1) undang-undang tersebut sebagai berikut :

(1) Menteri Keuangan mengatur pengelolaan barang milik negara.

Selanjutnya dipertegas lagi dalam Pasal 42 Peraturan Menteri
Keuangsn Republik Indonesia Nomor 83/Pmk.06/2016 Tentang Tata
Cara Pelaksanaan Pemusnahan Dan Penghapusan Barang Milik
Negara, yang menyatakan bahwa :

Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 hanya
dilakukan karena adanya putusan pengadilar yang telah
mempercleh kekuatan hukum tetap dan sudah ticax ada upaya
hukum lainnya, baik yang dilakukan oleh Pengguna Barang maupun

_ olzh Pengelola Barang.
jei‘[els dan tegas di atur diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan

E,ﬁ:ll.i:ﬁlk Indonesia Nomor 83/Pmk.06/2016, bahwa Menteri Keuangan
ai Pengelola Barang Milik Negara harus ditarik dalam perkara a

ﬁu_.

=

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka mohon kiranya agar

Majelis Hakim menolak gugatan Para Pengguga: atau setidak-tidaknya

menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat dapat diterima.

Eksepsi tentang gugatan Para Penggugat mengandung unsur yang tidak
jelas (Obssuur Libed).

a. Bahwa gugatan Para Penggugat mengandung unsur-unsur yang saling
bertentangan sehingga mengakibatkan gugatan a quo menjadi kabur
atau tidak jelas (Obscuur Libel) sebagaimana terlihat sebagai berikut

1) Sebagaimana dalil Para Penggugat di halaman 8 nomor 25 yang
dikutip sebagai berikut :
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“Bahwa selain bukti-bukti surat sebagaimana dimaksud pada butir
24 tersebut di atas terdapat bukfi lain yang dapat menjadi
PETUNJUK KUAT tentang status tanah objek sengketa adalah
TANAH MILIK ADAT bukan TANAH NEGARA EX EIGENDOM

VERPONDING, sebagai berikut -~

2) Sebagaimana dalil Para Penggugat di halaman 17 nomer 33 yang
dikutip sebagai berikut :

“Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Pakal No.00002fSurat Ukur
Mc.00436/Cisalak/2018 atas nama Pemerintah Republik Indonesia
Cc. Kementerian Agama Republik Indonesia terbukti merupakan
sertifikat hak pakai pecahan dari Sertifikat Hak Pakai
Mc.00001/Surat Ukur No.1731/Cisalak2007 atas nama
TERGUGAT | dan TERGUGAT I, maka secara hukum tidak sah
digunakan sebagai bukti hak untuk menguasal, menduduki dan
menggunakan tanah milik PARA PENGGUGAT dan Warga
Kampung Bojong dan Bojong Malaka tersebut, dikarenakan
Serlifikat Hak Pakai No.00001/Surat Ukur No.1731/Cisalak/2007
daiam Putusan Perkara No.133/Pdt.G/2009/PN.Dpk tersebut terbit
ates dasar EIGENDOM VERPONDING No.23 (sisa) ATAS NAMA
HE oML EXPLOTATIE VAN HET LAND yang kemudian oleh Majelis
. Bikim dalam Perkara No.133/Pdt G/2009/PN.Dpk dinyatakan objek
.\hpekara dimaksud ialah LAHAN TANAH EX EIGENDOM
1 PONDING NO.448 Afscrift 279 ML ATAS NAMA SAMUEL DE
ER FABER, ..."

e | e
1_ |'_|,—~h =

4

o

fhwa dalil Para Penggugat tersebut secara jujur mengakui bahwa
Sertifikat Hak Pakai No.00002/Surat Ukur No.00426/Cisalak/2018 atas
nama Pemerintah Republik Indonesia Cqg. Kementerdan Agama
Repubilk Indonesia yang berasal dari Serifikat Hak Pakai
Mo.00001/Surat Ukur No.1731/Cisalak/2007 berdasarkan Putusan
Nomor 133/Pdt.G/2009/PN.Dpk  terbit di atas Lahan Tanah Ex
Eigencom Verponding No.448 Afscrift 279 ML Atas Nama Samuel De

Meyyer Faber.

Bahwa dalil yang demikian tersebut bertentangan dengan dalil FPara
Penggugat sendiri yang menyatakan bahwa tanah oojek perkara
merupakan tanah milk adat. Jelasnya suatu gugatan tidak hanya
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sekecar memuat informasi yang mengenai identitas para pihak dan
objek perkaranya saja namun juga menjelaskan mengenai posita yang
menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari
suaiu tuntutan. Posita harus menguraikan alasan-alasan atau dalil
mengenal permasalahan yang menjadi sebab Penggugat mengajukan
tuntutan seperti itu, karenanya posita berisi uraian tentang kejadian
perkara atau duduk persoalan suatu kasus secara runtul sesual
peristwanya. Mengingat bahwa Para Penggugat telan secara fidak
konsisten menjelaskan mengenal status tanah objek perkara, maka
mengakibatkan gugatan Para Penggugat mengandung unsur yang
kaburtidak jelas sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk
menoiak gugatan a quo atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

b. Unsur yang lain yang mengakbatkan gugatan Para Penggugat
mengandung unsur yang kaburftidak jelas, juga terlirat dalam dalil
posita gugatan sebagaimana diuraikan di halaman 16 nomor 30.1 dan
nomar 30.2 dan di halaman 17 nomor 33, dan 35 yang pada intinya
mendalilkan seripikat hak pakai tidak sah karena menurut Para
Pengougat sebagaimana putusan Putusan Normor
133/Pdt. G/2009/PN.Dpk, sertifikat tersebut terbit di atas Lahan Tanah

. Ex.Eigendom Verponding No.448 Afscrift 279 ML Atas Nama Samuel
, Eﬁ“;é::;]eyyer Faber.
; ;;;'EI' I ._ akan tetapi dalil posita yang demikian ficak didukung dengan

. j untuk menyatakan sertipikat hak pakai tersebut dinyatakan batal

«-ﬂ'tgﬁ ak sah atau tidak memiliki kekuatan hukum. Para Penggugat

\ “’% memohon dalam petitumnya agar dinyatakan sebagai pemilik
yang =ah atas tanah objek perkara sesual hak milik adat Para
Penggugat, yang sebenarnya juga telah dibantah sendiri oleh Para
FPenggugat bahwa tanah a quo adalah bekas Egendom Verponding
Mo.448 Afscrift 27% ML Atas Nama Samuel De Meyyer Faber
sebagaimana Putusan Nomor 133/Pdt. G/2009/PN Dpk.

Berkaitan dengan uraian tersebut  mohon  Majelis  Hakim
mempertimbangkan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya
Hukum Acara Perdala Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian dan Putusan Pengadilan, cetakan ketiga belas, Juni 2013
yang diterbitkan oleh Sinar Grafika, di halaman 452 yang berpendapat:
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Sudah dijelaskan, posita dengan petitum gugatan, harus saling
mendukung. Tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak
dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur.
Dalamr bagian yang lain di halaman 453, M. Yahya Harahap juga
berpendapat :
Lain halnya, apabila petitum fidak dapat disinkronkan atau tidak
sesuai maksudnya dengan posita maupun tidak bersifat alternatif,
petitum tidak dapat ditoleir, dan gugatan harus dinyatakan tidak
dapat diterima, karena kabur, seperti yang terjadi dalam Putusan
MA No, 28 K/Sip/15873.

Berdasarkan pendapat tersebut serta dengan menghubungkannya
dengan dalil posita Para Penggugat, maka cukup alasan hukum bagi
Majeli= Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan
gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima.

. Eksepsi tentang gugatan Para Penggugat telah lampau wakiu/daluarsa.

Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya di halaman 12
nomor 286, yang menyatakan sejak tahun 1981 Para Penggugat
mengatahui Tergugat | telah memiliki sertipikat hak pakai,

f-llgah_wa berdasarkan dalil Para Penggugat tersebut, mohon Majelis Hakim

- _mempertimbangkan Pasal 1967 KUHPerdata yang menyatakan :

I
e 1 Yl

]‘:Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun
x/lyang bersifat persecrangan, hapus karena daluwarsa dengan

,a; lewatnya wakiu tiga puluh tahun, sedangkan siapa, yang

/ W
'y i i
5]

il r.-_.F'

X 0
el

w2 menunjukkan  akan adanya daluwarsa tu  tidak  usah

mempertunjukkan suatu atas hak, lagi pula tak dapatiah dimajukan
ternadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada iktikad
yang buruk.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebutl dan dengan memperhitungkan
perjalanan wakiu sejak Para Penggugat mengetahui terbitnya serfipikat hak
pakai yanc fercatat ataz nama Tergugat | sampal dengan diajukannya
gugatan a quo di tahun 2021, maka sudah terhitung jarak waktu selama 40
(empat puluh) tahun, sehingga dengan demikian waktu 30 (tiga puluh) tahun
sebagaimana Pasal 1967 KUHPerdata tersebut telah terlampsaul sehingga
pula hak Para Penggugat untuk menuntut haknya di muka pengadilan
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menjadi gugur karena telah lampaunya waktu. Hal ini sejalan dengan
Yurisprudensi Mahkamah Agung R.|. Nomor 408 K/Sip/1873 dan Nomor 200
K/Sip/1974,

Berdasarkan hal tersebut maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk
menolak gugatan Para Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan
gugatan Para Penggugat telah lewat waktu.

7. Eksepsitentang Kedudukan Hukum Penggugat (persona stardi in justicio).

Bahwa Penggugat VI, Penggugat VIl, Penggugat VIl dan Penggugat IX
menyatakan sebagai pihak dari Ahli Waris, namun daiam gugatan tersebut
tidak dijelaskan siapa saja para ahli waris Penggugat VI, Penggugat VI,
Penggugar Vill dan Penggugat IX, sehingga tidak diketahui kedudukan
Penggugar VI, Penggugat VI, Penggugat VIl dan Penggugat IX mewakili
para ahli waris yang lain.

Jika benar Penggugat VI, Penggugat V1, Penggugat Vil dan Penggugat IX
mewakili saluruh ahli waris, maka Para Penggugat harus menyatakan pada
awal Gugatan bahwa Para Penggugat berdasarkan Kuasa dari para ahli
waris yang lain berhak untuk mewakill mengajukan perkara a quo di
pengadilar..
hnlmgingat bahwa ternyata Penggugat VI, Penggugat VIl, Penggugat
_ . 'lflll dan Penggugat LX tidak mendalilkan bahwa mereka menenma
= “1 Kﬂasa dari para ahli waris yang lain untuk mewakili mengajukan perkara
A .II di pengadilan maka, Para Penggugat kehilangan kedudukan
urn (persona standi in justicio) karena tidak mengikut sertakan ahli
#waris lainnya untuk bersama-sama mengajukan Gugatan a quo. Hal ini
".s-ajamn dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.l. Nomor 2438
K/Sip/1980.

Il. POKOK PERKARA
1. Bahwa Tergugat VIl mohon segala sesuatu yang sudah dikemukakan
dalam eksapsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok
perkara.
2. Bahwa Tergugat VIl menclak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Para
Penggugat dalam gugatannya kecuali hal-hal yang diakul dengan tegas
dan nyata demi kepentingan Tergugat VII.
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3. Bahwa bidang tanah yang dipermasalahkan atau diklaim oleh Pengcugat
sebagaimana disebutkan dalam Gugatannya di halaman 3 sampai dengan
halaman 6 khususnya nomor 14 yang menyatakan bagian dari hamparan
tanah berstatus Hak Milik Adat yang luas seluruhnya adalah 1210.000 m®
milik masyarakat penduduk Kampung Bojong dan Bojong Malaka atas
nama Piin Bin Riun, dkk. terletak di RT 001 sampai dengan RT 004, RW 01
dan RT C1, RW 02, Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok
(dahulu Desa Curug, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Dati |l Bogor) yang
saat ini sebagian dikuasai dan digunakan oleh Tergugat | can Tergugat IV
untuk pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia dan telah
terbit Sertipikat Hak Pakai Momor 00002/Cisalak atas nama Tergugat Il i.c.
Kementerian Agama Republik Indonesia seluas 1.425.889 m® yang
menurut Para Penggugat terbit di atas bidang tanah milik adat Para
Penggugatl.

4, Bahwa Hak Pakai Nomor 00002/Cisalak yang tercatat atas nama Tergugat
Hl ic. Kementerian Agama Republik Indonesia, Surat Ukur Nomor
00436/Cisalak/2018, seluas 1425888 m® terbit berdasarkan Surat
Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok Nomor S8/HP-EPN-
10.27/2018 tanggal 5 Juni 2018 Tentang Pembenan Hak Pakai Kepada

. n:Pemerintah  Republik Indonesia cg. Kementerian Agama Republik
J.-_Jﬁ%?n&si& Atas Tanah Seluas 1.425.889 m” Terietak Di Kelurahan Cisalak,
' | Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok.

Sertipikat Hak Pakai Nomor 00002/Cisalak atas nama Kementerian
Republik Indonesia berasal dari Pelepasan Hak Atas Barang Milik
ara cari Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atas
sebagian tanah Hak Pakai Nomor 0C001/Cisalak sebagaimana dituangkan
dalam Berita Acara Serah Terima dan Pelepasan Hak Atas Barang Milik
Megara EBerupa Tanah pada LPPRI yang dialihkan status penggunaznya
kepada Kementerian Agama Republik Indonesia Momor 774/CUNSR2017
dan Nomor 01/MA0S2017 tanggal 5 Mei 2017.

Bahwa alih status Barang Milik Negara Berupa Tanah tersebut sebalumnya
telah memperoleh persetujuan dar Kementerian Keuangar Republik
Indonesiz sebagaimana Surat Merteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor S-422/MK.6/2016 hal Persetujuan Alih Status Penggunaan Barang
Milik Negara pada Lembaga Penyiaran Republik Indonesa kepada

/HE|EI.ITIEH'I 1558 Putusan Nomor: 258/ PdL.G EDET!F%W-«



Kementerian Agama Republik Indonesia. Terhadap status penggunaannya
oleh Tergugat lil telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan R | berdasarkan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 674/KM.6/2015 Tentang Penetapan
Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementenan Agama.

Selanjutrya terhadap proses pemberian haknya kepada Tergugat Il atas
pelepasan sebagian tanah Hak Pakai Nomaor 00001/Cisalak dan Lembaga
Penyiaran Radio Republik Indonesia kepada Kementanan Agama Republik
Indonesia, telah dilakukan pengukuran yang hasiinya diterbitkan Peta
Bidang Tanah Nomor 23B87/2016 tanggal 5 September 2016, NIB
10.27.06.03.04344 sebagai salah satu persyaratan permohonan hak atas

tanah a quo.

Terkait data fislk dan data yuridisnya, telah dilakukan penelitian
sebagaimana aturan yang beraku oleh Panitia 2 sebagai tim yang
berwenang memeriksa kebenaran data fisik dan dats yundis. yang setelah
melalui proses pemeriksaan tersebut diterbitkan Surat Keputusan Kepala
Kantor Partanahan Kota Depok Nomor 8/HP-BEPN-10.27/2018 tanggal 5

Juni 201E.

Selanjutnya terjadap Surat Keputusan tersebut didaftarkan oleh Tergugat
. Jtl i.c. Kementerian Agama Republik Indonesia sampai terbit Sertipikat Hak
Pakaa Nomor 00002/Cisalak pada 6 Juni 2018 atas nama Tergugat I,

_' X '. Mamperhatlkan hal tesebut di atas, dengan demikian maka penerbitan
P .ﬂefppﬂcat Hak Pakai Nomor 00002/Cisalak atas nama Kementerian Agama
1,--,,, ﬂpﬁuhuh Indonesia ic. Tergugat Il telah sesua dengan Ketentuan
5 e gF{smturar Perundangan yang berlaku antara lain Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1860 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 jo.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sehingga Sertipikat a quo

mempunyai kekuatan hukum yang sah.

5. Tergugat VIl akan menjelaskan berdasar hukum bahwasanya terhadap
tanah objek perkara terletak di Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya,
Kota Depok yang saat ini telah terbit Seripikat Hak Pakai Momor
00002/Cizalak atas nama Tergugat Il dan dipergurakan untuk Gedung
Universitas Islam Internasional Indonesia, pada mulanya tanah a quo
adalah tanah Negara bekas Eigendom Verponding homaor 23 (sisa) yang
tercatat aras nama Mij WXPL Van Het Land Tjimanggis yang terkena

/Halaman 1567 Putusan Momor, 258/ PdLG .'21]21."F'?60H‘-“'



ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang panghapusan
tanah-tanah pertikelir sehingga tanahnya kemudian menjadi tanah negara.

Selanjutrya berdasarkan Surat Keputusan Menter Agraria tanggal 23
April 1958 Nomor 122/Ka atas tanah tersebut telah ditegasxan kembali
status tanahnya menjadi Tanah Negara yang kemudian diberikan kepada
Kementerian Penerangan Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Dae-ah Tingkat |
Jawa Barat Nomor SK.848/DAPHT/HP/M981 tanggal 20 Maret 1981
diberikan Hak Pakai atas tanah MNegara bekas Eigendom Verponding
Nomor 23 (sisa) tersebut kepada Departemen Pznerangan Republik
Indonesia cq. Direktorat Radio cq. Proyek Mass Madia Radio Republik
Indonesia di Cimanggis.

Bahwa atas dasar hal tersebut kemudian terbit Sertipikat Hak Pakai Nomor
2/Curug atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia cq.
Direktorar Radio cg. Proyek Mass Media Radio Republik Indonesia di
Cimanggis tanggal 1 April 1981.

Bahwa Sertipikat Hak Pakai Nomor 2/Curug, dinyatakan hilang dan

dimohonkan kembali untuk mendapatkan Sertipikat Pengganti oleh

. Q_gxpaﬂsrnen Penerangan Republik Indonesia cq. Direktorat Radio eq.
~ Pr{:tyak Mass Media Radio Republik Indonesia pada 24 Oktobar 1994,

. . Bah! @ calam menindaklanjuti  permohonan  penerbitan  sertipikat
!; o f;ﬁﬁ jnti karena hilang telah dilampirkan Surat penerimaan laporan
;!'L __: kefiilghgan barang dari Polda Metro Jaya tanggal 19 Okzober 1994 Nomor

xﬁaf" s 12390/8/X199%4/Satgas OPS “C" dan telah pula diumumkan pada
surat kabar harian Merdeka tanggal 1 Desember 994 dar tanggal 3
Februari 1995, Berita Negara tanggal 20 Desember 1994 Nomor 101 dan
tanggal 17 Maret 1985 Nomor 22 untuk memenuhi ketentuan sebagaimana
diatur dalam Pasal 33 Peraturan Peraturan Pemerintah Nomer 10 Tahun

1961,

Atas dasar hal tersebut selanjutnya oleh Kantor Pertanahan Kabupaten
Bogor diterbitkan Seripikat Pengganti karena hilang yaitu Sertipikat Hak
Pakai Nomor 1/Cisalak atas nama Departemen Penerangan Republik
Indonesia cq. Direktorat Radio cq. Proyek Mass Media Radio Republik
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. -Penerangan Republik Indonesia cq. Direktorat Radio cq. Proyek Mass

Indonesia tanggal 24 Agustus 1995 seluas 1.877.360 m* sesuai Gambar
Situasi Nomor 8096/1995 tanggal 18 Mei 1985.

Bahwa Sertipikat Hak Pakai Nomor 1/Cisalak atas nama Departemen
Penerangan Republik Indonesia cq. Direktorat Radio cq. Proyek Mass
Media Radio Republik Indonesia tanggal 24 Agustus 1885 tersebut
kemudian dinyatakan hilang dan dimohonkan Jntuk mendapatkan
Sertipikat Pengganti (Penerbitan Sertipikat Ketiga) dengan melampirkan
antara lain Berita Acara Nomor 14/BA/IV/2006 tangcal 21 April 2006 dan
diumumkan di Harian Rakyat Merdeka tanggal 12 Mei 2006 (vide Pasal 58
Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1897
Tentang Pendaftaran Tanah) dan kemudian oleh Kantor Pertanahan Kota
Depok direrbitkan Seriipikat Hak Pakai Nomor 00001/Cisalak atas nama
Departemen Penerangan Republik Indonesia cq. Direklorat Radio cq.
Proyek Mass Media Radio Republik Indonesia di Cimanggis pada tancgal
8 April 2007 sesuai Surat Ukur Nomor 1731/Cisala</2007 tanggal 8 Maret
2007 .

Dengan demikian Proses Penerbitan Sertipikat Hak Pakai atas tanah
terletak di Kelurahan Cisalak, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok mulai
dari Sertipikat Hak Pakai Momor 2/Curug atas nama Departemen

L '\-\."": .:-\.\"\-"l-.

 Meiia Radio Republik Indonesia di Cimanggis hingga Sertipikat Hak Pakai

- Nofmor 00002/Cisalak atas nama Tergugat Il tidak terbusti bertentangan

,#” peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dalil Para

skum tidak sah sebagaimana Posita angka 30.3 Halaman 16 patut untuk
ditolak,

Bahwa keberatan Para Penggugat yang mempermasalahkan atas
terbitnya Sertipikat Hak Pakai Nomor 1/Cisalak sebagai serfipikat
pengganti Hak Pakal Momor 2/Curug yang dinyatakan hilang dan terbitnya

Sertipikat Hak Pakai Nomor 1/Cisalak tanggal 9 April 2007 sebagai
sertipikat pengganti Hak Pakai Nomor 1/Cisalak tanggal 24 Agustus 1995
semestinya disampaikan pada saat penerbitan sertipikat pengganti
tersebut diumumkan (vide Pasal 33 Ayat (3) Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Momor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah jo.
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vide Pasal 59 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
24 Tahun 1297).

Bahwa faktanya tidak ada pihak manapun termasuk Fara Fenggugat yang
mengajukan keberatannya atas penerbitan seripikat pengganti tersebut,
dengan demikian maka keberatan Para Penggugat dengan mengajukan
permasalahannya saat ini menjadi sangat tidak relevan.

6. Bahwa Tergugat VIl menolak dalil Para Penggugat sebagaimana diuraikan
oleh Para Penggugat di halaman 7 romor 19 yang pada intinya
meryatakan mempersamakan peta rincik dengan Pata Pendaftaran
sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerntah Republik Indonesia
Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah.

Bahwa terkait dalil Para Penggugat tersebut, mohon Majelis Hakim
mempertimbangkan Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik
Indonesiz Nomor 10 Tahun 1961 yang meryatakan !

Setelah perubahan-perubahan yang dimaksud dalam ayat (2) di atas
sedesai dikerjakan atau jika di dalam wakiu tersebut dalam ayat (1) tidak
diajukan keberatan maka peta-peta dan daftar-daftar isian itu disahkan
oleh Panitia dengan suatu berita acara, yang bentuknya ditetapkan oleh

 Menteri Agraria.
R
: N Y -BE'

i 4
i il T

hwa panitia yang dimaksud dalam ketentuan fersebut adalah
agaimana yang dijelaskan dalam Pasal 3 Ayat (3) Peraturan

F'::-‘:j'
'L_N_’-’__ﬂ intah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1861 yang menyatakan :
o o
f, it £ efjaan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dijalankan oleh suatu
"B'"'Jf:’f panitia vang dibentuk oleh Menteri Agrana atau penjabat yang ditunjuk

olehnya dan yang terdiri atas seorang pegawai Jawatan Pendaftaran
Tanah sebagai ketua dan dua orang anggota Pemerintah Desa atau lebih
sebagal anggota (selanjutnya dalam Peraturan Pemenntah ini disebut
Panitia), Jika Menten Agraria memandangnya perlu maka keanggotaan
Panitia dapat ditambah dengan seorang penjabat dari Jawatan Agraria,
Pamong Praja dan Kepolisian Negara. Di dalam menjalankan pekerjaan
itu Panitia memperhatikan keterangan-keterangan yang diberikan oleh
yang berkepentingan.

Para Penggugat tidak menjelaskan dalam gugatannya bahwa peta nincik

yang dimaksud oleh Para Penggugat tersetut telah disahkan oleh Panitia
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dengan suatu berita acara (vide Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Pemerirtah
Republik indonesia Nomor 10 Tahun 1961) sehingga dengan demikian
patut untuk diduga bahwa peta rinck tersebut bukan merupakan Feta
Pendaftaran.

7. Bahwa Tergugat VIl sangat menolak dalil Para Penggugat sebagaimana
diuraikan aleh Para Penggugat di hzlaman 7 nomo~ 20 dan halaman 8
nomor 23 yang pada intinya menyatakan mempersamakan Buku Leter C
dengan Buku Tanah, karena bertentangan dengan Pasal 10 Ayat (3}
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1861 yang

menyatakan :

Tiap-tiar buku-tanah yang telah dioergunakan untuk membukukan
sasuatu hak dibubuhi tanda tangan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah

dan cap Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan.

Bahwa Tergugat VIl meyakini Buku Leter C sebagaimana didalilkan oleh
Para Penggugat telah dibubuhi tanda tangan Kepala Kantor Pendaftaran
Tanah dar cap Kantor Pendaftaran Tanah yang berwenang.

8. Bahwa Para Penggugat dalam Posita Gugatan Halaman 8 angka 23, 24
yang intinva menyatakan Para Penggugat selaku pemilik dan atau ahli
waris pemilik tanah adat yang sudah tercatat atau terdaftar dalam Buku

Mt Paftar Tanah Letter C.1 dan Letter C.2 Tahun 1965 Desa Curug,

_w]]{gumﬂatan Cimanggis, Kabupaten Bogor (sekarang Kelurahan Cisalak,

- '.'-“.'-_I, matan Sukmajaya, Kota Depok) kemudian lahan tanah objek perkara

aimana dimaksud dalam Peta Fendaftaran Tanah (Peta Rincik)

Surat Keterangan Kepala Desa Curug, Kecamatan Cimanggis, Kabupazen
Dati 1| Bogor Momor S593/14/1/19%6 tanggal 5 Maret 1986, Surat
Keterangan Lurah Cisalak. Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok Nomor
593.2/05//f2012 tanggal 2 Mei 2012, Akta Pemyataan mantan Kepala
Desa Cisaiak H. Nipa Supandi dihadapan Notaris Masdiana, 5. H., M.Kn
Nomor Akta 61 tanggal 29 Oktober 2012, Surat Daftsr Keterangan Objek
untuk Ketetapan Ipeda (Girik Letter C) tahun 1982,

Terhadap Dalil Para Penggugat tersebut perlu Tergugat VIl jelaskan
bahwasanya Peta Rincik dan Buku Leter C.” dan Lefiter C.2 bukanlah alas
hak yang dikenal atau diakui dalam tata laksana hukum pertanahan di
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Indonesia (vide Pasal 16 jo. Pasal | = d Vil Ketentuan Ketentuan Konversi
dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Fokok-Fokok Agraria)
dimana Peta Rincik dan Buku Letter C.1 dan Letter C.2 adalah merupakan
surat keterangan objek tanah yang terkait atau untuk keperluan pajak
sehingga Dalil Para Penggugat yang menyatakan Bukti Kepemilikannya
berdasarkan Peta Rincik maupun Buku Letter C.1 dan Letter C.2 adalah
dalil yang tidak berdasar.

9, Bahwa terhadap tanah objek perkara yang terletak ci Kelurahan Cisalak,
Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok pernah juga menjadi objek perkara di
Pengadilan Negeri Depok yang terdaftar dalam register perkara Nomor
133/Pdt G/2009/PN.Dpk antara ahii waris Keluarga Faber selaku
Penggugat melawan Departemen Komunikasi dan Informatika RI (Tergugat
I}, Lembaga Penyiaran Pubiik RRI (Tergugat Il), Kartor Petanahan Kota
Depok (Tergugat 111}, Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat (Tergugat [V),Badan
Pertanahan MNasional RI (Tergugat V), Rumah Sakit Sentra Medika
(Tergugat V1), PT Pertamina Gas (Tergugat V), Kepala Kelurahan Cisalak
(Tergugat VIll) dan Camat Sukmajaya {Turut Tergugat) yang telah diputus
dan berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Putusan Pengadilan Negen
Depok Momor 133/Pdt.G/2009/PN.Dpk jo. Putusar Pengadilan Tinggi
Bandrmg Nomor 99/Pdif2012/PT. Bdg dengan amar putusan antara lain :

!

,/'_Jh 2\

tfumg Cimanggis seluas + 2.188.603 m? tidak berkekuatan hukum;

- Menyatakan bahwa Penggugat | Slekonpensi / Tergugat |l Koapensi
berhak untuk menempati rumabh in [tis berdasarkan Sertipikat Hak Fakai
No. 2/Curug Kecamatan Cimanggis tanggal 1 Aprl 1881 yang telah
diganti karena hilang dengan Sertipikat Hak Pakai No. 1 Cisalak
Cimanggis tanggal 24 Agustus 1585 Gambar Situasi No. 9096/1995
tanggal 18 Mei 1985 yang telah diganti karena hilang dengan Setipikat
Hak Pakai (ketiga) Mo. 0001 (sisa) Kelurahan Cisalak Surat Ukur No.
1731/Cisalak/2007 tanggal 8 Maret 2007 yang diterbitkan oleh Tergugat
Ill dalam konpensi sah dan berkekuatan hukum.
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Bahwa salsh satu pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana pada
halaman 145 alinea 4 “Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T1-1, TII-8,
T.II-2 yang berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 1/Cisalak tanggal 24
Agustus 1995 atas nama Departeman Penerangan Republik Indonesia cq.
Direktorat Radio cg. Proyek Mas Media Radio Republik Indonesia Jakaria
di Cimanggis telah terbukti Tergugat | tiah memperoleh hak pakai atas
tanah sengketa seluas 1.877.360 m® Tanah tersebut diberikan kepada
Tergugat | atas permintaan dar Direktur Radio Departemer Penerangan
Rl. Setelah mendapatkan Hak Pakai tersebut, di atas areal tanah objek
sengketa telah didirikan bangunan pemancar RRI, Komplek Perumahan
RRI". Kemudian pertimbangan Majelis Hakim Halaman 145 alinea 7
“Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa telah secara sah
diberikan kepada Tergugat | oleh Negara selaku pemegang hak atas
tanah, maka penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat | sesuai
Sertipikat Hak Pakai No. 1/Cisalak tanggal 24 Agustus 1985 atas nama
Departeman Penerangan Republik indonesia cq. Direktorat Radio cq.
Proyek Mas Media Radio Republik Inconesia Jakarta di Cimanggis adalah
tidak bertentangan dengan hukum dan Tergugat | harus ditetapkan
sebagai pihak yang berhak atas tanah yang menjadi objek sengketa”.

10. Bahwa dengan memperhatikan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor
. _ {.WQ!PH.D;:I: jo. Putusan Pengadilan Tinggi Barcung MNomor
fo; 9p/P 112/PT. Bdg sebagaimana Tergugat Vil telah jelaskan pada angka
{3 {E‘Eﬂi‘ \s,\jelas bahwasanya Sertipikaz Hak Pakai Nomer 2/Curug 1 April

telah diganti karena hilang dengan Sertipikat Hak Pakai No. 1
,n_gmijlt goal 24 Agustus 1995 Gambar Situasi No. 9026/1395 tanggal
&1 1995 yang telah diganti karena hilang dengan Sertipikat Hak Pakai
(ketiga) MNo. 0001 (sisa) HKelurahan Cisalak Surat Ukur No.
1731/Cisalakr2007 tanggal 8 Maret 2007 yang diterbitkan oleh Tergugat IlI
{sekarang Tergugat V dalam perkarz ini) adalah sah dan berkekuatan
hukum. Maka Sertipikat Hak Pakai Momor 00002/Cisalak atas nama
Tergugat Il i.c. Kementerian Agama Republik Indonesia yang merupakan
Pelepasan Hak Atas Barang Milik Negara dari Lembaga Peny aran Publik
Radio Republik Indonesia atas sebagian tanah Hak Fakai Nomor
00001/Cisalak juga sah dan berkekuatan hukum.
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11. Bahwa dengan memperhatikan Dalil Pesita Para Penggugat angka 30 (30.1
sampai dengan 30.3) khususnya angka 30.2 Penggugat menyatakan
sebagaimana dikutip :

“Oleh karena berdasarkan Putusan Perkara MNomaor
133/Pat.G/2009/PN.Dpk tersebut, lahan fanah cbjek perkara dalam
perkara tersebut yaitu lahan tanah yang telah diklaim, cikuasai dan
digunakan oleh Tergugat | dan Tergugat |l sejak tahun 1958 sampai
dengan dialih statuskan sebagai Barang Milik Megara kepada
Departemen Agama Republik Indonesia (Tergugat |ll) pada tanggal 9

Mei 2017 (59 tahun) yang terletak di RT.001 sfc RT.004 dan RT.01
RW.02 Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok (dahulu
Desa Curug, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Dati || Bogor) seluas
1.877.360 m? adalah Lahan Tanah Ex Eigendom Verponcing No. 448
Afscrift 279 ML atas nama Samuel De Meyyer Faber (Putusan No.
133/Pdt.G/2009/PN.Dpk Halaman 143 alinea 3) semencara objek tanah

hak pzkai berdasarkan Sertipikat Hak Pakai No.2/Curug/1881 yang
hilang kemudian diganti dengan Sertipikat Hak Pakai Nc.1/Cisalak/15885
yang juga hilang kemudian digenti dengan Sertipikay Hak Pakai
No.00001/Cisalakf2007 Surat Ukur No. 1731/Cealak/z007 atas nama
Tergugat | cg. Tergugat |l adalah lahan tanah Ex Eigendom Verponding
-r:lq 3 (sisa) atas nama MIJ. Explotatie Van Het Land (Putusan No.
) :_1" IRdt.G/2009/PN.Dpk Halaman 79-80 butir 6) maka sesungguhnya

3 3'-;5&1‘1@1 t-Sertipikat Hak Pakai atas nama Tergugat | dan Tergugat |l

secara hukum tidak sah d gunakan sebacai dasar dan alasan

f mengakui, menguasai, menduduki dan menggurakan lahan

fi “rdapmad

Mo -ﬁh ih abjek sengketa tersebut karena nyata-nyaza objek tanah menurut

" Sertipikat Hak Pakai dengan objek tanah berdasarkan Putusan Majelis

Hakim perkara Mo. 133/Pdt.G/2009/PN.Dpk adalzh objek tanah yang
berbeda”.

Terhadap dalil Para Penggugat yang demikian Tergugat Vil menolak dan
sangat  berkeberatan karena  berdasarkan Pumusan No.
133/Pat.Gr2009/PN.Dpk sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan
hukum Majelis Hakim di halaman 143 alinea 3 tidak terdapat kalimat yang
mengandung arti atau setidak-tidaknya dapat memaknal sebagaimana
disebutkan dalam Posita Para Penggugat yang menyatakan .ahan tanah
objek perkara dalam perkara tersebut yaitu seluas 1.877.360 m* adalah
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Lahan Tanah Ex Eigendom Verponding No. 448 Afscrift 278 ML atas nama
Samuel De Meyyer Faber.

Bahwa dalam Putusan No. 133/Pdt.G/2009/PN.Dpk Halaman 143 alinea 3
sebagaimana Tergugat VIl kutip adalah berbunyi sebagai beri<ut

“Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya hak kepemilikan atas
tanah yarg menjadi objek sengketa, Penggugat telah mengajukan bukiti
surat yaitu bukti P-1 berupa Eigendom Verponding No. 448 Afschrift 279
WL atas nama Samuel De Meyer Fabar beserta terjemahannya. Dari bukti
tersebut sezelah dikonfirmasi kepada Ahli Prof. Dr. Ari Sukantl Hutagalung,
S.H., Mli. Bahwa bukti P-1 memang benar merupakan bukti kepemilikan
hak atas tanah pada jaman Belanda dan berfungsi seperti Sertipikat pada

zaman sexarang ".

Bahwa dengan memahami pertimbangan Majelis Hakim paca perkara a
quo tidak secara serta merta lahan objek perkara dalam perkara tersebut
yaitu seluas 1.877.3680 m* adalah Lahkan Tanah Ex Eigendom Verponcing
MNo. 448 Afscrift 279 ML atas nama Samuel De Meyyer Faber, menurut
Saksi Ahli Prof. Dr. Ar Sukanti Hutagzlung, S.H., Mli hanya membenarkan
Eigendom Verponding No. 448 Afschnft 278 WL merupakan bukti
kepemilikar hak atas tanah pada jaman Belanda bukan berarti dapat
—-dimaknai ssbagai sustu pernyataan bahwa lahan tanah objek perkara

I'I |"\Jr

: / d‘a&g\gemam tersabut yaitu seluas 1.877.360 m? adalah Lahan Tanah Ex

- '. ¥ TE‘ lam Verponding No. 448 Afscrift 279 ML.

"Iqmana dijelaskan di halaman 29 nomaor 28 sampai dangan halaman
or 21 yang menyatakan bahwa sebenamya tanah Objek Perkara
adal‘ah berasal dari Eigendom Verponging Momor 448 Afsecrift 279 WL atas
nama Samuel de Meyyer Faber dan bukan berasal dan Eigendom
Verponding No, 23 (sisa) atas nama Mij WXPL Van Het Land Tjimanggis
dengan mengutip Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor
133/Pdt.G/2009/PN.Dpk.

Bahwa Magelis Hakim Perkara Nomor 133/Pdt.Gf2009/PN Dpk dalam
pertimbangannya sebagaimana halaman 143 alinea 5 yang intinya
menyatakan Almarhum Samoel De Meyer maupun Gerald Tuge Faber
adalah orsng asing maka Majelis mempertimbangkan kedudukan
Almarhum Samoel De Meyer maupun Gerald Tuge Faber cihubungkan
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dengan P=raturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang
berkaitan dengan pemilikan hak atas tanah,

Kemudian Pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 145 yang
mendasarkan pada Pasal 32 ayal (2) PP 24/1997 mengenai
rechtverwerking telah jelas menyatakan sebagai berikut:

Halaman 145 alinea kedua :

“Menimbang bahwa oleh karena tanah cbyek sengketa telah berada
dalam penguasaan Megara, maka menurut Majelis Panggugat atau Ahli
Waris dari Gerald Tugo Faber tidak mempunyai hak xepemilikan hak
atas tanah yang menjadi obyek sengketa “.
Selanjutnya terdapat Pertimbangan Majelis Hakim yang didasarkan pada
keterangan Ahli Prof, An Sukanti yang intinya menyatakan keaslian dari
Eigendom Verponding No. 448 Afscrift 279 WL atas nama Samuel de
Meyyer Faber namun demikian juga menegaskan bahwa Akta Eigendom
Verponding harus didaftar, Selain itu dijelaskan pula bahwa sesuai dengan
Pasal 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1860 hak eigendom dikonversi
menjadi hak milik sepanjang pemilknya adalah Warga Negara Indonesia
dan harus didaftarkan dalam tenggang waktu enam bulan. Apabila lebih
dari 6 (enam) bulan maka akan dikonversi menjadi Hak Guna Bangunan

.....

o
‘Dﬁl‘sﬁml,v, rsidangan a quo terbukti bahwa Samuel De Meyyer maupun

‘Tugo Faber fidak pernah mendaftarkan eigendomnya ke kantor
pendaftaran tanah. Maka sejak tanggal 24 September 1930 tanah bekas
eigendom tersebut menjadi tanah yang dikuasai langsung aleh negara, dan
status eigendom verponding 448 Afscricft 279 WL tersebut telah dilepaskan
haknya karena lampau wakiu (rechiswerwerking) dan Samuel De Meyyer
maupun Gerald Tugo Faber tidak mempunyai hak kepemililkan atas tanah
objek perkara a quo,

Bahwa Para Penggugat tidak terbuka dan cenderung mengaburkan fakia
karena tidak mengungkapkan pertimbangan-pertimbangar Majelis Hakim
perkara nomor 133/Pdt.G/2009/PN.Dpk. Para Penggugat hanya
menguraikan hal-hal yang dianggap menguntungkan kedudukan Para
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13,

14.

H

_ i 1 melawan hukum yang dilakukan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha

Penggugat saja yang berpotensi capat mempengaruhi perimbangan
Majelis Hakim perkara a quo.

Bahwa kemudian terdapat Perkara Tata Usaha Negara terkait tanah objek
perkara yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor 137/G2019/PTUN-
BDG antara Badan Musyawarah Warga Penghuni  Tanah Verponding
Selruh Indonesia (BMPTV-5I) selake Penggugat melawan Kepala Kantor
Pertanahan Kota Depok selaku Tergugat, Kementerian Agama Republik
Indonesia salaku Tergugat |l Intervensi 1 dan Universitas Isiam
Internasional Indonesia selaku Tergucat |l Inntervensi 2 yang telah diputus
dan berkekuatan hukum tetap sesual Putusan Pengadilan Tata Usaha
MNegara Bandung Momor 137/G/2019/PTUN-BDG jo. Putusan Pengadian
Tinggi Tata Usaha Megara Jakarta Nomor 191/B/2020/PT. TUN.JKE jo.
Putusan Mahkamah Agung Rl Nomor 54 K/TUN/2021 dengan amar antara
lain Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat ditenima.

Bahwa Para Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya menyatakan Tergugat
VIl telah melakukan perbuatan melawan hukum karena membiarkan
instansi bawahanya yaitu Tergugat V mengukur dan menerbitkan Sertipikat
Hak Pakai di atas lahan Para Penggugat dengan cara melanggar hukum
menimbulkan kerugian bagi Fara Penggugat maka perbuatan pembiaran
dan Tergugat VIl termasuk dalam katagori perbuatan melawan hukum,

Tergugat VIl dalam eksepsinya telah mendalilkan bahwa untuk mengadili
o

pakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, namun
ajelis Hakim berpendapat lain, mohon sgar Majelis Hakim
imbangkan dalil Tergugat VIl yang terurai di bawah ini.

.

F'Er'buaian melawan hukum menurut Dr. Munir Fuady, S H., M.H., LL.M.,
dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer,
cetakan ke-5 tahun 2017 diterbitkan oleh PT. Citra Aditya Bakti di halaman
8, menjelaskan bahwa perbuatan melawan hukum memiliki unsur : 1)
Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, 2) Perbuatan yang
bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, 3) Perbuatan yang
bartentangan dengan kesusilaan, dan 4) Perbuatan yang bertentangan
dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang
baik. Jika ada salah satu unsur yang tidak terpenuhificak capat dibuktikan
oleh pihak Penggugat, maka oleh hukum dianggap tidak terjadi perbuatan
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mealawan hukum tersebut (lihat halaman 167 Perbuatan Melawan Hukum
Pendekatan Kontemporer oleh Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M.,).

Bahwa untuk mengetahui apakah Tergugat Vil telah melakukan perbuatan
melawan hukum dengan melakukan pembiaran terhadap Tergugat V untuk
mengukur dan menerbitkan Sertipikat Hak Pakai mohon Majelis Hakim
yang memeriksa perkara mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa Hak Pakai Nomor 2/Curug atas nama Departernen Penerangan
Republik Indonesia cq. Direktorat Radio ¢q. Proyek Mass Media Radio
Republik Indonesia di Cimanggis tanggal 1 April 1981 yang diterbitkan
oleh Tergugat V atas tanah Megara bekas Eigendorm Verponding
Momor 23 (sisa) berdasarkan Surat Keputusan Menter Agraria tanggal
23 April 1959 Nomor 122/Ka atas tanah tersebut f=lah ditegaskan
kembali menjadi Tanah Megara dan Departemen Penerangan
Republik Indonesia sebagai Penerima Hak atas tanah tersebut
Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat | Jawa Barat Nomor SK.848/DA PHT/HP/139E1 tanggal 20
Maret 1981 diberikan Hak Pakai atas tanah Negara bekas Eigendom
Verponding Momor 23  (sisa) tersebut kepada Departemen
Penerangan Republik Indonesia eq. Direktorat Radio eq. Proysk Mass

?~; _Megg Radio Republik Indonesia di Cimanggis.

3% /Bah\a) Hak Pakai Nomor 1/Cisalak atas nama Departemen

_‘" II “w | 1|.u:i”"l! angan Republik Indonesia cq. Direktorat Radio cq. Proyek Mass
W > ﬂ i Radio Republik Indonesia tanggal 24 Agustus 1995 seluas
\ “-‘-,;i*--.-.-fﬁ 60 m* sesuai Gambar Situasi Nomor 9096/1995 tanggal 18 Mei

diterbitkan oleh Tergugat VvV karena Seripikat Hak Pakai Nomor
2/Curug dinyatakan hilang dan dimohonkan kembali untuk
mendapatkan Sertiplkat Pengganti oleh Departemen Penarangan
Republik Indonesia cq. Direktorat Radio ¢g. Proyek Mass Media Radio
Republik Indonesia pada 24 Oktober 1994 yang ditindaklanjuti sesuai
Pasal 33 Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961
dengan melampirkan antara lain @ Surat penermaan |aporan
kehilangan barang dari Polda Metro Jaya tanggal 19 Oktober 1994
Nomor Pol : 12390/B/X1994/Satgas OPS “C" dan diumumkan pada
surat kabar harian Merdeka tanggal 1 Desember 1994 dan tanggal 3
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Februari 1995, Berita Negara tanggal 20 Desember 1384 Nomor 101
dan tanggal 17 Maret 1885 Nomor 22.

c. Bahwa Hak Pakai Nomor 00001/Cisalak atas nama Departemen
Penerangan Republik Indonesia cg. Direkiorat Radio cg. Proyek Mass
Media Radio Republik Indonesia di Cimanggis pada tanggal 8 April
2007 sesuai Surat Ukur Nomor 1731/Cisalakf2C07 tanggal 8 Maret
2007 diterbitkan cleh Tergugat V dikarenakan Hak Pakai Nomor
1/Cisalak atas nama Departernen Penerangan Republik Indonesia cq.
Direktoral Radio cg. Proyek Mass Media Radio Republik Indonesia
tanggal 24 Agustus 1995 dinyatakan hilang dar dimohonkan untuk
mendapatkan Sertipikat Pengganti (Penerbitar Sestipikat Ketiga)
dengan melampirkan antara lain Berita Acara Nomor 14/BA/IV/Z006
tanggal 21 April 2006 dan diumumkan di Harian Rakyat Merdeka
tanggal 12 Mei 2006 telah sesuai dan memenchi ketentuan Pasal 59
Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun

1997.

d. Bahwa Hak Pakai Nomor 0000Z/Cisalak yang tercatat atas nama

Tergugat Il i.c. Kementerian Agama Republik Indonesia, Surat Ukur
mor 00436/Cisalak/2018, seluas 1.425 888 m? terbit berdasarkan
t Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok Nomor S/HP-
10.27/2018 tanggal 5 Juni 218 Tentang Pemberian Hak Pakai
; da Pemerintah Republik Indonesia cq. Kemenlerian Agama
ublik Indonesia Atas Tanah Seluas 1.425888 m® Terdetak Di
elurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, <ota Depok yang
merupakan Pelepasan Hak Atas Barang Milik Negara dari Lembaga
Penyiaran Publik Radio Republik indonesia atas sebagian tanah Hak
Pakai Nomor 00001/Cisalak yang didasarkan pada Berta Acara Serah
Terima dan Pelepasan Hak Atas Barang Milik Negara Berupa Tanah
pada LPPRI yang dialihkan status penggunaanya kepada
Kementerian Agama Republik Indonesia Nemor 774/DU/05/2017 dan
Nomor 01/MAJDS/2017 tanggal 5 Mei 2017 yeng sebelumnya lelah
mempercleh persetujuan dari Kementerian Keuangan Republik
indonesia sebagaimana Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor S-422/MK.6/2016 hal Persetujuan Alih Status Penggunaan
Barang Milik Negara pada Lembaga Penyiaran Republik Indonesia
kepada Kementerian Agama Republik Indonesia.

e
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e. Bahwa dengan demikian penerbitan sertipikat hak pakal tersebut telah
sesusi dan sejalan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala
Badan Pertanahan Nasional Momor 3 Tahun 1897 Tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1897 Tentang
Pendaftaran Tanah dan Peraturan Meteri Negara Agraria/ Kepala
Badan Pertanahan MNasional Nomor 8 Tahun 1889 Tentang Tata Cara
Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak

Pengelolaan.

f. Bahwa apabila terdapat hak-hak Penggugat yang dilanggar dalam
penerbitan sertipikat hak pakai tersebut, Para Penggugat semestinya
mengajukan keberatannya pada saat permohonan penerbitan haknya

masih dalam proses penerbitan,
Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukli bahwa penerbitan
seripikat hak pakai telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, serta
tidak terdapat hak-hak orang lain yang dilanggar, maka dengan demikian
tidak terdapat unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam
Pasal 1365 KUHPerdata yang dilakukan cleh Tergugat VIl

Mengingat bahwa telah tidak terdapat hal-hal yang di anggar datam unsur-
ansur perbuatan melawan hukum maka dengar demikian perbuatan

a igugat bukanlah merupakan perbuatan melawan hakum.

A

kan Uraian tersebut di atas, kami Tergugat VIl, memohon agar Majelis
emeriksa Perkara Momor 2589/Pdt.G/2021/PN.Dpk memutus perkara a

- Menerima Eksepsi dari Tergugat VII;

Il. DALAM POKOK PERKARA

Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau seficak-tidaknya
dinyatakan tidak dapat diterima (Miet Ontvankelijke Verklaard);

- Menyatakan Tergugat VIl tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

Apabila Majelis Hakim Yang Terhomat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat
VIl memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (ex aeguo et
bono).
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Menimbang, bahwa atas jawaban yang diajukan olen Kuasa Tergugat |,
Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat lll, Kuasa Tergugat IV, Kuasa Tergugat V,
dan Kuasa Tergugat VIl tersebut diatas, Kuasa Para Penggugat menanggapinya
dengan mengajukan replik tertanggal 09 Maret 2022 dan 23 Maret 2022, dan atas
replik tersebut, Kuasa Tergugat |, Kuasa Tergagat |l, Kuasa Tergugat lll, Kuasa
Tergugat IV, Kuasa Tergugat V dan Kuasa Tergugat VIl telah menanggapinya
dengan mengajukan duplik masing-masing tertanggal 23 Maret 2022 dan 13 April
2022;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam membukli<an dalil-dalil
gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa foto copy sebagas benkut |

1.  Kartu Tanda Penduduk WNI, NIK : 32760£06806310002 atas nama IBRAHIM
BIN JUNGKIR, bukti P1-1,

2. Kartu Keluarga No.3276051610070267 atas nama IBRAHIM BIN JUNGKIR,
bukti P1-2;

. Surat Nikah atas nama IBRAHIM BIN JUNGKIR, bukti P1-3;

4, Kutipan Buku Salinan Letter C.1 Tahur 1965 Desa Curug, Kecamatan
Cimanggis, Kabupaten Dati || Bogor, Nomor C. 332 Persil 69 5-I, dan Persil
B62-D_lll atas nama IBRAHIM BIN DJUNGKIR, bukti P1-4,

5. Girik Letter C.No.332 Persil 62 S.1l dan Persil 62-D.1Il atas nama IBRAHIM

BIN DJUNGKIR, bukti P1-5;
= riu Tanda Penduduk No.3276050400560001 atas nama NAMIN, bukti

i e
7\
B Keluarga No.3276052610070544 Atas nama NAMIN, bukti P2-2; sda
! '
,' | %ré" an Buku Salinan Letter C. 1 Tahun 1965, Desa Curug, Kecamatan
d Wh ! A

nggis, Kabupaten Dati Il Bagor, Nomor C.117 Persil 60 — 5.1 atas nama

MAMIN BIN JAMAN, bukti P2-3;

8. Girk Letter C. No.117 Persil 80- 5.1 atas nama NAMIN BIN JAMAN, bukti
P2-4:

10. Kartu Tanda Penduduk No.3276051206400001 atas nama ARIF, bukti P3-
i -

11. Kartu Keluarga No, 3276052809070083 atas nama ARIF, bukti P3-2;

12. Kutipan Buku Salinan Letter C. 2 Tahun 1865, Desa Curugc, Kecamatan
Cimanggis, Kabupaten Dati Il Bogor, Nomor C.1000 Persil 62 — D.1II, Persil
61-5.| atas nama ARIF BIN MUTAR, bukti P3-3;

13. Girik Letter C. No.1000 Persil 62-D.1II, Persil 61-5.1 atas nama ARIF BIN

MUTAR, bukti P3-4;
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14. Kariu Tanda Penduduk No.3276021907440001 Atas nama ABDULLAH,

bukti P4-1,

15. Kartu Keluarga Nomor : 3276022811070538 atas nama ABDULLAH, bukti
P4-2;

16. Kutipan Buku Salinan Letter C. 2 Tahun 1965, Desa Curug, Kecamatan
Cimangais, Kabupaten Dati |l Bogor, Nomor C.1628 Persil 51 —= S.| dan
Persil 62 — D.IIl atas nama ABDULLAH BIN DJUNGKIR, Bukti P4-3;

17. Girk Letter C. Mo.1628 Persil 51-5.1 dan Persil 62-D.lll atas nama
ABDULLAH BIN DJUNGKIR, Bukti P4-4,

18. Kartu Tanda Penduduk No.32760218089370002 atas nama H. LEET
BARJAH, Bukfi P5-1;

19. Kartu Keluarga No.3276021006100008 atas nama H. LEET BARJAH, Bukti
P5-2;

20. Kutipan Buku Salinan Letter C. 2 Tahun 13865, Desa Curug, Kecamatan
Cimarggis, Kabupaten Dati |l Bogor, Nomor C.1308 Persil 68 — 5.1l atas
nama BARJA BIN KIMUN, Bukti P5-3;

21. Gink Letter C. No.1308 Persil 68- 5.1l atas nama BARJA BIN KIMUN Bukti
P54,

22. Karlu Tanda Penduduk No.3276020326600007 atas nama HARYANTO
DARMAWAN L, bukti P8-1;

23, Kartu Keluarga No.3276020103080273 atas rnama HARYANTO
. DARMAWAN L, bukti P6-2;

5!4 :Emﬂ Pengesahan Pemyataan Ganti Nama dari Bupati Kabupaten Bogor

i 37 'H - 682/1/Ts/32/1968 tanggal 20 Januari 1968, bukti P6-3;
. ) J| \;ﬂ terangan Lurah Cisalak Pasar, Kecamatan Cimanggis Kota Depok,
¥ 4 470/76-Pem/2018 tanggal 07 Juni 2018, bukti P6-4;
h:m#. 4t Keterangan Bupati Kepala Daesrah Bogor No.13/1981 tanggal 15
[ rﬁmbar 1962 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Tunggal atas
nama LAUW TIAN BOK, bukti PE-5;

27. Surat Pernyataan Ahli Waris LAUW TIAN BOK alias DARMAWAN, bukti PG-
B;

28. Kutipan Buku Salinan Lefter C. 1 Tahun 1865, Desa Curug, Kecamatan
Cimanggis, Kabupaten Dati Il Bogor, Nomor C.585 Persil 51 — 5.1 dan Persil
53-D.| atas nama LAUW TIAN BOK, buxti P8-7,

29, Girik Letter C. Mo. 585 Persil 51 — 8.1l dan Persil 53-D.1 atas nama LAUW

TIAN BOK, bukti P6-&;
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30. Kartu Tanda Penduduk No. 32760208107600C9 atas nama ARJU

JUNAEDI, oukti P7-1;

31. Kartu Keluarga No.3276021112070224 atas nama ARJU JUNAEDI, bukii
P7-2;

32. Kutipan Buku Salinan Letter C. 1 Tahun 1965, Desa Curug, Kecamatan
Cimanggis, Kabupaten Dati Il Bogor, Nomor C.1278 Persil 69 — D.Il atas
nama TIMIN BIN GUTONG, bukti P7-3;

33. Girik Letter C. No.1278 Persil 69- D Il atas nama TIMIN BIN GUTONG, bukti
P7-4;

34. Kartu Tands Penduduk No.3276050305730004 Atas nama AHMAD TOHIR, bukti
PB-1;

35. Kartu Keluarga No. 3276052010070102 atas nama AHMAD TOHIR, bukti
Pa-2;

36. Surat Keterangan Kematian SATIM BIN SEPAN No. 470/715-Kemas,
tanggal 23 Agustus 2018, bukti PB-3;

37. Surat Pernyataan Ahli Waris Tanggal 22 Oktober 2020 yang telah deregister
oleh Kelurahan Bakti Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok dengan
Nomor 593 2/114/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020, bukti P8-4,

38. Kutipan Buku Salinan Letter C. 1 Tahun 1965, Desa Curug, Kecamatan
Cimanggis, Kabupaten Dati [l Bogor, Nomor C.547 Persil 60 - 5.1 atas nama
SATIM BIN SEPAN, bukti P8-5;

39. Girik Letter C. No.547 Persil 60- S. atas nama SATIM BIN SEPAN, bukti

| NE 25,

i ﬂl?—“-‘ﬁ'&l rangan Kematian H. HANAFI Nomor : 474.3/178/Vi2007 tanggal
[ A
RS 2007, bukti P8-7;

Tarda Penduduk MNomor :3276020312422002 atas nama

1 MMAD SAIM, bukti P9-1;

artu Keluarga Nomor :327602 1706080007 atas nama MURAMMAD SAIM,
bukti P9-2;

43 Surat Keterangan Kematian USMAN EBIN NISAN No.£74 3/09-Pemtrantib
tanggal 26 Juli 2018, bukti P9-3;

44. Surat Keterangan Kematian NISAN BIN BULONG No.£74,3/10-Pemtrantib
tanggal 26 Juli 2018, bukti P9-4;

45. Surat Pernyataan Ahli Waris NISAN BIN BULONG, bukdi PS-5;
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46. HKutipan Buku Salinan Letter C. 1 Tahun 1965, Desa Curug, Kecamatan
Cimanggis, Kabupaten Dati Il Bogor, Nomor C.68 Persil 62 — D. /|l dan Persil
E4 — D.1ll atas nama NISAN BIN BULONG, bukti P8-6;

47. Girik Letter C. No.68 Persil 62 — D.IIl dan Persil 54 - D.IIl atas nama NISAN
EIN BULONG, bukti P9-7;

48. Peta Kadaster Tahun 1857, bukti P10;

49. Peta Rincik Perbidang Tanah Hak Milik Adat Masyarakat Kampung Bojong-
Bojong Malaka atas nama lbrahim Bin Jungkir Dan Kawan-Kawan, bukt
1T,

50. Buku Salinan Letter C.1 Tahun 1985 Desa Curug, Kecamatan Cimanggis,
Kabupaten Dati |l Bogor, bukti P12;

51. Buku Salinan Letter C.2 Tahun 1965, D=sa Curug, Kecamatan Cimanggis,
Kabupaten Dati Il Bogor, bukti P13;

52, Surat Keterangan Kepala Desa Curug (Marjab Umar) Kecamatan
Cimanggis, Kabupaten Dati Il Bogor, Nomor : 593/14/1l11995 tanggal &
Maret 1996, bukti P14,

53. Surat Ketersngan Lurah Cisalak (Ahmad Royani) Kecamatan Sukmajaya,
Kota Depok, Nomor : 593.2/05/\//2012 tanggal 2 Mei 2012, bukti P15;

54. Surat Pernvataan Tertulis mantan Kepala Desa Curug (H. Nipan Supandi)
dihadapan MNotaris, Akta No.61 Tahun 2012 Notaris Masdiana, S.H, Mk.N,

bukti P186;

55. - Slifat Pemyataan Tertulis mantan Juru Tulis Desa Curug (Abdul Rosyid)

ndar Degroot, bukti P19-1;

58. Surat Ukur Akfa Eigendom Verponding No.23 Afschrift No.27.B/MWL atas
nama RATOE WOELANDARI DE-GROOT, bukfi P19-2;

59. Translet akte kepemilikan Salinan No. 27.B/WL, bukti P19-3

60. Translate Surat Ukur Akta Eigendom WVerponding No23 Afschrift
No.27 B/WL atas nama RATOE WOELANDARI DEGROOT bukti P19-4;

1. Gambar Situasi Tanah Hak Milik Adat Kampung Bojong-Bojong Malaka atas
nama IBRARIM BIN JUNGKIR. DKK, bukti P20,

82, Surat Koalis Rakyat Anti Mafia Tanah Nomor : D09/K. R A MA TA2022
tanggal 9 Februan 2022 yang ditujukan kepada Presiden Republik
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Indonesia, perihal pernyampaian informasi tentang permasalahan tanah
11ang anti rugi proyek pembangunan Ulll, bukti P21-1

63. Resi Pengirman dan Tanda Penerimaan Surat Jasa TIKI No. Resi
660041142612, bukti P21-2;

64, Surat Koalisi Rakyat Anti Mafia Tanah Nomor : 018/KRAMAT/IV/2022
TANGGAL 7 April 2022 Perihal Kesalahan Penguasaan Objex Tanah Oleh
Kementerian Agama Republik Indonesia Cq. Universitas Islam Internasional
Indonesia yang ditujukan kepada Menteri Agama Repubik Indonesia
dengan tembusan seluruh instansi terkait, bukti P22-1;

85. Resi Pengiriman dan Tanda Penerimaan Surat Jasa TIKI, bukti P22-2; sda

66. Surat Koalisi Rakyat Anti Mafia Tanah No.10/K.R.AMATAI2022 Tanggal
18 Maret 2022 Perihal : Laporan Dugaan Tindak Mafia Tanah bukti P23-1;

67. Surat No. 593/112VI/2022 Kelurahan Cisalak, bukti P23-2;

68. Surat Koalisi Rakyat Anti Mafia Tanah Nomor : 28/KRAMAT/ V2022, bukti
P24-1;

89, Surat nomor 593/148-pem Kelurahan Curug, bukti P24-2;

70. Surat nomor 5983/114/V1/2022 Kelurahan Cisalak, bukti P25-1:

71. Surat kuasa khusus tanggal 9 September 2021, bukti P26;

72. Compec disc, bukti P-27;

i surat diatas semuanya adalah fotocopy yang telah diberi meterai
2. P1-2, P1-5, P21, P31, P3-2, P34, P4-1, P4-z, P4-4, P5-1,

Pﬁiﬂﬁﬁ*}?@“ P8-2, PB-4, P6-6, P5-8, PB-1, P8-2, P9-1, P9-2. P14, P15, P16,

P wh.j.- F‘.ﬂ {2 P22-1, P23-1, P23-2, P24-1, P24-2, dan bukti P25-1 sesuai
d _, :}rﬁw._ angkan bukti selain dan selebihnya tanpa diperlihatkan aslinya;

L o

; "454*"1 ng, bahwa Para Penggugat juga telah menghadirkan saksi dalam

persﬁmrgar; yaitu :
1.  Sapith, memberikan keterangan dibawah sumpah;
— Bahwa Para Penggugat adalah tetangga saksi;
- Bahwa saya ketahui mengenai sejarah tanah yang menjadi objek
perkara gugatan ini;
- Bahwa saya tinggal dari sejak lahir di Bojong Malkaka semenjak kakek
saya tinggal di Bojong Malaka yang menjadi objek perkara,
- Bahwa tanah Bojong Malaka yang merupakan tanah adat dari tanah
nenek moyang saya dahulu;
- Bahwa tanah tersebut belum pernah di perjualbelikan, yang saya
ketahui tanah yang menjadi objek perkara gugatan ini bahwa tanah
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bojong malaka merupakan tanah hak waris ada: dan bukan
merupakan tanah milik RRI;

- Bahwa yang saya ketahui bahwa Para Penggugat yang berhak atas
tanah dalam perkara ini karena Para Penggugat memiliki surat Girik
atas tanah tersebut;

— Bahwa pada awalnya disana ada sekitar 350 Keluarga, kemudian
saat G30 SPKI 30 September 1965 terjadi, tanah yang menjadi objek
perkara ditinggalkan oleh para penduduknya sefingga tanah tersebut
kosong dan dikuasai oleh orang lain dan para penggarap tersebut
tidak memiliki izin untuk menggarap tanah terseout;

— Bahwa adapun RRI masuk sekitar tahun 1957,

-~ Bahwa saya tidak pernah mendengar btahwa Departemen
Penerangan atau RRI akan membeli tanah sengketa tersebut;

— Bahwa saya keluar dari tanah tersebut sekitar tahun 1265;

— Bahwa adapun saya tidak pernah melihat dokumen mengenai tanah
milik RRI tersebut;

~ Bahwa yang saya ketahui bahwa Ulll tidak secara prosedural
memiliki tanah tersebut;

_=.Bahwa adapun yang menguasai tanah yang menjadi abjek perkara
: T gugatan ini sekarang adalah RRI dan sekarang dibangun

- saya tahu bahwa Ibrahim Bin Jungkir memiliki 3 (tiga) lokasi,

namun tidak tahu letaknya secara pasti;

wa saya tidak pemah mengetahui bahwa ada penggantian

.‘;.Erru;'ran dari pemerintah;

- Bahwa saya pernah melihat girik atas tanah yang diklaim dimiliki para
pengggugat di rumah Penggugat [

— Bahwa yang saya ketahui tanah yang dipersengketakan seluas 121
Hektar;

— Banwa adapun 121 hektar merupakan milik sekitsr 341 orang

termasuk para penggugat;
-~ Banwa saya ketahui mengenai tanah tersebut berdasarkan

keterangan-keterangan warga yang saya dengar;

Atas keterangan saksi tersebut Para Pihak akan menanggapi dalam
kesimpulan;
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2.  Sohib, memberikan keterangan dibawah sumpabh;

—~ Bahwa saya kenal dengan Para Penggugat;

- Bahwa yang saya ketahui mengenai sejaran tanah yang menjadi
objex perkara gugatan ini bahwa tanah bojong mataka merupakan
tanah hak waris adat dan bukan merupakan tanah milik RREI;

. Bahwa dasar dari Para Penggugat mengklaim sebaga pemilik tanah
dalam perkara ini adalah para penggugat memiliki girik;

—~ Bahwa yang menjadi pihak dalam perkara in saya kurang
mengetahui, yang saya ketahui tanah yang menjadi objek perkara
gugatan ini bahwa tanah bojong malaka merupakan tanah hak waris
acdlat dan bukan merupakan tanah milik RRI;

- Bahwa yang saya ketahui bahwa Para Penggugat yanrg berhak atas
tanah dalam perkara ini karena tanah dalam perkara ni merupakan
tanan adat;

— Bahwa sekarang tanah tersebut digarap oleh penggarap dan ada
tanan yang diduduki RRI sejak tahun 1965;

- Bahwa saya tinggal sekitar 100 Meter dari tanal milik Penggugat [;

~  Bshwa saya pemah mendengar bahwa Departeman Penerangan

u RRI akan menggusur dan akan membavar ganti rugi tanah

';.,-"Hrh}f but;
fof =Y :
W T a saya tahu bahwa Ibrahim Bin Jungkir memiliki 3 (tiga) lokasi

n namun tidak tahu letaknya secara pasti;
kx *i‘,i,_ip " saya tidak pernah mengetahui ada perggantian kerugian dari
by erintah;

— Bahwa adapun orangtua saya memiliki rumah di lokasi sengketa
namun sekarang sudah tidak diketahui lagi surat-suratnya;

—  Bahwa dilokasi tanah tersebut ada sebush rumah sejak zaman
Belanda;

— Bahwa rumah Belanda tersebut berada di tengah kebun karet;

—~ Bahwa pohon karet tersebut tidak termasuk objek daam sengketa
perkara ini

Atas keterangan saksi tersebut Para Pihak aken mena~ggapi dalam
kesimpulan;

3.  Siti Asnan, memberikan keterangan dibawah sumpah;
- Bahwa saya tidak kenal dengan Para Penggugat;
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- Bahwa yang saya mengetahui mengenai akia pemyataan tertulis
bukti P1-7 dari Para Penggugat yang ditandatangani cidepan Abdul
Rasid yang tidak lain adalah suami saya yang menjadat sebagai juru
tulis desa Bojong;

— Bahwa suami saya menjabat jurd tulis dari tahun 1871-1986;

- Bahwa tanah Bojong secara pasti saya kurang mengatahui namun
yang saya tahu tanah Bojong adalah tanah yang disekitar Pasar
Kambing;

- Bahwa saya tidak mengetahui tentang masalah surat tanah bojong
malaka atau mengenai tanah Ver Pounding,

- Bahwa suami saya dulu pemah didatangi orang untuk
memperjuangkan kepemilikan tanah bojong malaka karena dulu
suami saya memiliki buku girik tanah bojong malaka yang kemudian
di pinjam oleh teman suami yang saya fidak tahu siapa, namun
hingga sekarang buku girik tersebut belum dikembalikan;

—~ Bahwa saya tidak mengetahui mengenai batas-batas tanah yang
disengketakan dalam perkara ini;

~  Bahwa Adapun saya tidak pernah melihat dokumen mengenai tanah
kampung bojong dari suami saksi;

gahwa saya tidak pernah melihat surat bukti P-17 tersebut, adapun

saya ketahui bahwa objek anah tersebut dikuasai oleh RRI;

a saya tidak pernah mengetahui atau mendengar tentang

Bahwa saya tidak pernah menemani atau mengunjungi lokasi tanah
sengekia bersama suami saksi;

- bahwa saya tidak mengetahui lokasi tanah yang menadi sengketa
perkara ini;

Atas keterangan saksi tersebut Para Pihak akan menanggapi dalam
kesimpulan;
Menimbang, bahwa Tergugat | telah mengajukan bukfi surat sebagai
berikut :
1.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
bukti TI-1;
2.  Undang-Undang 5 Tahun 1960, bukti T1-2;
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3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tertang Tata Cara
Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, bukti TI-
3

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1957 tentang Pendaftaran Tanah,
bukti Ti-4;

Keputusan Presiden Nomor 355/M Tahun 1999, bukti TI-5;
Keputusan Presiden Momor 153 Tahun 1999 tentang Badan Informasi dan
Komunikasi Nasional, bukti TI-6;

7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2000 tentang
Pendirian Perusahaan Jawatan Radic Republik Indonesia, bukti TI-7;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang
Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, buksi TI-8;

9.  Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, bukti TI-9;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang
Pemanfaatan Barang Milik Negara, bukti TI-10;

11, Surat persetujuan dari Kementerian Keuangan Nomor 5-422/MK.6/2016 hal
Persetujsan Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Lembaga
Penyiaran Republik Indonesia kepada Kementerian Agama, bukti TI-11;

12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 674/KM.6/2017 tentang Penetzpan

14. Putusan PTUN Bandung Nomor 137/G/ 2019/PTUN.BDG tanggal 23 April
2020, bukti TI-14,

15. Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 133/Pdt.Gi2009/PN Dpk tanggal
10 Jenuar 2011dan  Putusan  Pengadilan Tinggi  Bandung
48/Pdt. G/2012/PT.BDG tanggal 25 Juli 2012, bukti TI-15(

16. Surat Edaran Nomor 9/SE/NVI/2013 Tentang Surat Ketarangan Tanah Bekas
Milik Adat, bukti TI-16;

17 Kekuatan Hukum Serfikat Pengganti Karena Hilang, bukti T-17,

Bukii diatas semuanya telah diberi meteral cukup yang semuanya acalah
print out, sedangkan bukti TI-15 tanpa diperlihatkan aslinya;
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- Menimbang, bahwa Tergugat | tidak mengajukan  saksi  dalam

persidangan;

- Menimbang, bahwa Tergugat |l telah mengajukan bukli surat sebagai

berikut

11.

12.

Salinan Surat Keputusan Menteri Agraria No.SK.122/Ka.-, tanggal 13 April
1958, bukti TII-1;

Risalah tanggal 27 Desember 1956, dan Surat Mewepaskan dan
Memindabkan Hak Milik Desember 1856, bukti TIl-Z;

Permohoran Hak Pakai Sekretaris Jenderal Dep. Penerangan R.l. kepada
Menteri Dalam Negeri u.p. Direktorat Jendral Agraria dan Gubemur K.D.H,
u.p. Kepala Direktorat Agraria Propinsi Jawa Barat, tangga 1 Februan 1978,
bukti TiI-3,

Sura: Keputusan Gubemur Kepala Daerah Tingkat | Jawa Barat No. SK,
84B/DA/PHT/HP981, tertanggal 20 Maret 1981, bukti Tll-4;

Sura: Keterangan Kantor Agraria Kabupaten Bogo~ Mo. 30&/1880, tanggal
28 - 7 - 1980, bukti Tl

Keterangan Pendaftaran Tanah Kantor Agraria Kabugatsn Bogor No.
312/1980, tanggal 1 - § - 1980, bukti TIl-6;

cara Serah Terima dan Pelepasan Hak atas Barang Milik Negara
mbaga Penyiaran Publik Radio Republik Indcnesia (LPP-RRI) Normor
/DUMS2017 dan Nomor : 01/MAJDS/2017 keduanya tanggal 9 Mei
017, buk:i TI-B;

Surat Keterangan Nomor. 593/039/111/2022 tanggal 18 Maret 2022 Perihal
Keterangan dari Lurah Cisalak, bukfi TII-9;

Surat Keterangan Nomor 482/DIR/SDM-UMUM/03/2022 car Direktur SDM
dan Umum LPP RRI tanggal 02 Maret 2022 perihal Permohonan
Keterangan Persil dan Letter C, bukti TII-10;

Surat Keterangan Nomor. 140/55 -Pem tanggal 17 Marer 2022 Perihal

Keterangan dari Lurah Curug, bukti TII-11;
Surat Keterangan Nomor 483/DIR/SDM-UMUM/03/2022 dari Direktur SDM

dan Umum LPP RRI tanggal 02 Maret 2022 penha Permohonan
Keterangan Persil dan Letter C, bukdi TIl-12;
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13, Surat Dirextur Utama LPP RRI Mo. B-557/DU/04/2014 tanggal 4 April 2014
perihal Undangan Rapat, bukt TII-13;

14. Foto Plang Tanah Milik Megara, bukti T1-14;

15. Sertifikat Induk MNo. 00001/ Cisalak Tahun 2007, Surat ukur Nomor:
1731/Cisaak/2007, tanggal 08 Maret 2007, bukti TIl-15;

16. Salinan Putusan Nomor 133/Pdt.G/ 2008/PN.Dpk, bukti Til-16;

Bukti diatas semuanya telah diberi meterai cukup, bukti Til-9, TIi-11, TII-
15 dan busti Tli-16 sesuai aslinya, sedangkan bukii sela n dan selebihnya tanpa
diperiihatkan aslinya,
~ Menimbang, bahwa selain bukti surar Tergugat |l juga telah menghadirkan
saksi sebagal berikut :
1. Misrun memberikan keterangan dibawah sumpah;
- Bahwa saya tidak kenal dengan Para Penggugar;
~ Bahwa Saya tidak kenal dengan para Tergugat kecuali Tergugat Il yaitu
Radio Republik Indonesia karena dahulu Saya bekerja disana namun
sekarang telah pensiun;
- Bahwa Saya tinggal di Perumahan RRI di Cimanggis sejak tahun 1578
sampai saat ini;
abwa saat pertama kali tinggal disana yang Saya kestahui di RRI

= Bahwa pada tahun 1978 di tanah tersebut suah ada warga, warga disana

merupakan para karyawan RRI dan hanya terdiri car 1 (satu) RW;

~ Bahwa tidak ada warga selain warga perumahan REI Cimanggis,

-~ Bahwa Antena RRI yang ada di Cimanggis tersebut didirikan sejak tahun
1957

~ Bahwa selama saksi tinggal di perumahan RRI Cimanggis tersebut saksi
tida< pernah mendengar bahwa ada pihak yang mengaku memiliki tanah
di wilayah tersebut berdasarkan girik-

- Bahwa saya tahu ada desa bojong lio di sebelah tarat tanah RRI;

- Bahwa tanah desa bojong lio tidak termasuk dalam sertifikat milik RRI
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Atas keterangan saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam

kesimpulan,

2. Alboyn Simanjuntak, memberikan keterangan dibawan sumpah:

-~ Bahwa Saya pertama di RRI Cimanggis dari tahun 1976 sampai tahun
1998 dan bekerja di RRI Bogor sampai dengan 2008 bekera di RRI Pusat
di Jakarta Pusat;

- Bahwa sekarang Saya tinggal di Perumahan RRI di Cimanggis sejak tahun
1978 sampai saat ini;

- Bahwa sejak Saya tinggal pertama kali di Perumahan Cimanggis RRI
hingga tahun 1998 tidak pernah ada masalah atau tidak ada pihak yang
mengakui tanah RRI tersebut;

- PBahwa Saya tidak pernah menerima atau mendengar laporan mengenai
sengketa tanah RRI;

- Bahwa Saya pernah melihat sertikat Hak Guna Pakai nomor 1 seluas
kurang lebih 187 hektar;

- Bahwa Saya tidak pernah mendengar mengenai tanah adat yang ada di
sekitar RRI;

- Bahwa Saya mengetahui ada kampung bojong di dekat tanah RRE

impulan;

Republik Indonesia cqg. Kementerian Agama Rl, yang terletak di JI. Raya
Bogor K 33 Kel. Cisalak, Kec. Sukmajaya, Kota Depok, Prov. Jawa Barat
16416, bukti TlI-1;

2 Surat Menteri Keuangan RI No. S.422/MK.6/2016 tertanggal 13 Maret 2016
Perihal Persetujuan Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara pada
Lembaga Penyiaran Publik Radio Rl kepada Kementerian Agama, bukti TIII-
2,

3. Surat Keputusan Menteri Keuangan Rl No. 674/KM.6/2017 tertanggal 15
Agustus 2017 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara
pada Kementerian Agama, bukti TIl-3;

4. Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara berupa Tanah pada
lembaga Penyiaran Publik Radio Rl yang dialihkan status penggunaannya
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11.

12,

kepada Kementerian Agama Rl No. 774/DUM05/2017, dan No.
01/MA/OS/2017 tertanggal 09 Mei 2017 antara Direktur Utama Lembaga
Penyiaran Publik Radio Rl dengan Menteri Agama RI. bukdi Till-4;
Keputusan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Rl No. 609
Tahun 2017 tertanggal 12 Mei 2017 tentang Penghapusan Barang Milik
Negara berupa Tanah pada Kantor Pusat Lembaga Penyiaran Publik Radio
RI, bukti TIH-5;

Surat Lurah Cisalak No. 593/054/1V/2022 tertanggal 20 April 2022 Perhal
Keterangan, bukti TIlI-6;

Peta Site Plan/Tata Letak Kampus Universitas Islam Intemasional Indonesia
(UIlI) tertanggal 25 Juli 2019, bukti TII-7;

Surat Lzin Mendirikan Bangunan (IME) No.
642/ 090NMB/SIMPOK/DPMPTSP/2C19 tertanggal 04 September 2013
atas nama Kementerian Agama Rl yang dikeluarkan cleh Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok, bukfi
Till-&;

Surat lzin Mendirikan Bangunan (IMB) No.
641/1292/IMB/SIMPOK/IDPMPTSP/2018 tetanggal 17 September 2019
s nama Kementerian Agama RI, yang dikeluarkan oleh Dinas
aman Modal dan Pelayanan Tarpadu Satu Pintu Kota Depok, bukti

Izin Mendirikan Bangunan (IME) No.
525/ MBISIMPOK/DPMPTSP/2018 tertanggal 30 September 2019
nama Kementerian Agama RI, yang dikeluar<an oleh Cinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Tarpadu Satu Pintu Kota Depok, bukti
TI-10;

Surat lzin Mendirikan Bangunan (IMB) No.
841/1645/IMB/SIMPOK/DPMPTSP/2019 tertanggal 08 Oktober 2019 atas
nama Kementerian Agama R, yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok, bukti THI-11,

Surat lzin Mendirikan Bangunan (IME) Mo.
B42/2278/IMB/SIMPOK/DPMPTSP/2019 tertanggal 15 MNopember 2019
atas nama Kementerian Agama RI, yang dikeluarkan oleh Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok, bukti
Ti-12;
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13. Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) MNao.
640/1333 MB/SIMPOK/DPMPTSP/2020 tertanggal 15 Aprii 2020 atas
nama Kementerian Agama RI, yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman
Modal dar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok, bukti TII-13;

14. Surat Izin Mendirikan Bangunan (IME) No.
54071 339MME/SIMPOK/DPMPTSP/2020 tertanggal 21 April 2020 atas
nama Kementerian Agama Rl, yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok, bukti THI-14;

15. Surat lzin Mendirikan Bangunan (IMB) No.
640/1347AMB/SIMPOK/DPMPTSP/2020 tertanggal 21 April 2020 atas
nama Kementerian Agama RI, yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Fintu Kota Depok, bukt THI-13;

16. Kartu ldertitas Barang (KIB) tertanggal 06 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh
Kementerian Agama Direktorat Jenderal Pendidikan lslam, bukti THI-16;

17. Foto-foto, bukti THI-17;

18. Surat Keputusan Gubemur Jawa Bara: No. 466/Kap.638-Pemotdal2021
tanggal 27 Oktober 2021 tentang Penerima dan Besaran nilai santunan,
serta mexkanisme dan tata cara pemterian santunan bagi masyarakat

ena dampak social pembangunan kampus Universitas  [|slam

asicnal Indonesia, + Lampiran, bukti TIII-18,

it Keputusan Gubemur Jawa Barat No. 593/Kep.1038-Pemksm/2019

| 23 Desember 2018 tentang Penerima dan besaran nilai santunan,

: mekanisme dan tata cara pemberian santunan bagi masyarakat

ena dampak social pembanguran kampus Lniversitas  Islam
=~ nternasional Indonesia + Lampiranbukti T, bukti T1iI-19:

30, Surat Keputusan Gubemnur Jawa Barat No. 978/Kep.974-Pemksm/2019
tanggal 25 Nopember 2019 tentang Penernma can besarar nilai santunan,
serta mekanisme dan tata cara pemberian santunan bagi masyarakat

.

terkena dampak social pembangunan kampus Universitas Islam
Intermnasional Indonesia + Lampiran, bukti TIN-20;

21. Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No. cO0Kep. 57 2-Pemksm/2018
tanggal 01 Agustus 2019 tentang Penerima dan besaran nilai santunan,
serta mekanisme dan tata cara pemberian santunan bagi masyarakat
terkena dampak social pembangunan kampus Universitas Islam
Internasional Indonesia + Lampiran, bukti TIlI-21;
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29 Surat Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Mo. B-
284 3/DJ./DLLIIVHM.01/02/2021 tanggal 08 Pebruar 2021 Perihal
Tanggapan permohonan ganti untung, bukt THI-22;

23 Sural Kementerian Agama R| Direktorat Jenderal Pendidikan Islam No. B-
284 4/DJ./DLLIHM.01/02/2021 tanggal 08 Pebruari 2021 Perihal :
Tanggapan Permohonan Ganti Untung, bukti TH-23;

24, Putusan Pengadilan Negeri Depok No. 133/Pdt.G/2008/PN.Dpk tanggal 21
Oktober 2010, bukti THll-24;

25, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 99/PDT/2012/PT.Bdg tanggal 30
Mei 2012, bukti THI-25;

26. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 137/G/2020/PTUN-
BDG tertanggal 23 April 2020, bukti THI-28;

27 Surat Menteri Agama RI No. B-405/MA/HM.00/11/2017 tanggal 30
September 2017 Perihal Mohon Pertimbangan dan Dukungan Memasukkan
Proyek Pembangunan Kampus Ul sebagai Proyek Strategis Nasional
(PSN), bukti THI-27;

28, Surat Menteri Agama RI No. B-348/MAJKS.00/2018 tanggal; 10 September

018 Perihal Permohonan Persetujuan Penetapan Lokasi Cimanggis-

k untuk Pembangunan Ul bukti THI-28;

Menteri Agama RI No. B-404/MA/HmM.00 1/2017 tanggai 30

her 2017 Perihal Sertipikat Tanah lahan LPP RRI , bukti TII-29;

Pemanfaatan Ruang (IPR) + Lampiran Peta Situasi berkala, bukti TII-30;

31. Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kaota Depok No. 660.1/065/X1/2018/DPMPTSP tanggal 14 Nopember 2018
Perihal Keputusan Kelayakan Lingkungan bukti TII-31;

32. Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Depok No. 680.1/0096/DPMPTSP/X1/2018 tanggal 13 Mopember 2018
Perihal Izin Lingkungan, bukti TH-32;

33. Surat lzin Mendirikan Bangunan {IMB) No.
641/1252/IMB/SIMPOK/DPMPTSP/2218 tanggal 17 September 20189, yang
dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Depok, bukti THI-33;

34. Surat 1zin Mendirikan Bangunan {IMB) No.

642/2981/IMB/SIMPOK/DPMPTSF/2021 tanggal 12 September 2018, yang
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dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Depok, bukti TII-34;

35. Surac Izin Mendirikan Bangunan {MB} No.
642/2880/IMB/SIMPOK/DPMPTSP/2C21 tanggal 12 Agustus 2021, yang
dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kotz Depok, bukti TIll-35;

Bukii diatas semuanya telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya
kecuall bukti THI-2, TII-3, THi-4, THES, TII-6, TI-7, TS, TII-18, TII-17, THi-19,
TII-20, THI-21, THI-22, THI-23, THI-24, THI-25, tanoa diperlihatkan aslinya;
Menimbang, bahwa Tergugat Ill tidak menghadirkan saksi dalam
persidangan,
Menimbang, bahwa Tergugat IV mengajukan bukti surat sebagai berikut :
1 Peraturan Presiden RI Nomor :57 tahun 2016 Tentang :Pendirian
Universitas Isiam International Indonesia (UL1), Bukti TIV-1;

2. Sertipikat Hak Pakai No. 00002/Cilasak, atas nama: Pemerintah Republik
Indonesia Cq. Kementerian Agama Republik Indonesia. Surat Ukur Nomor:
00436/Cisalak/2018 Luas: 1.425.889 M2, Bukti TIV-2:

ik Sosial Pembangunan Kampus Universitas Isa™ International
dopesia. tanggal 1 Agustus 2019, Bukti TIV-3A;

__.”; Jawa Barat Keputusan Guoenur Jawa Barat Nomor
'978'Kep.374-Pemksm/2019 Tentang :Penerimaan dan Besaran Nilai
Santunan, Serta Mekanisme dan Tata cara Pemberian Santunan Bagi
Masyarakat Terkena Dampak Sosia Pembangunan Kampus Universitas
Islam Intemational Indonesia. Tanggal 26 November 2015Bukti TIV-38;

5 Gubernur Jawa Barat Keputusan Gubemur Jawa Barat Nomor
503/Kep.1038-Pemksm/2019 Tentang :Penerimaan dan Besaran Nilai
Santunan, Serta Mekanisme dan Tata cara Pemberian Santunan Bagi
Masyarakat Terkena Dampak Sosia. Pembangunan Kamaus Universitas
lslam International Indonesia. Tanggs! 23 Desember 2018, Bukii TIV-3C;

6. Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 133/PdiG/2009/PN. Depok,
Bukti TIV-4A;

7. Pufusan 2engadilan Tinggi Bandung Nomor: 0o/PdUZ012PT. Bdg, Bukti

TIV4C]
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8. Putusan Pengadilan Tata Usaha Megara Bandung MNomor:
137/G1201S/PTun. Bdg Bukt TIV-5A;

g Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta MNomor:
191/B/2020/PT. Tun. Jkt Bukti TIV-5B;

10. Pemerintah Kota Depok, Kecamatan Sukmajaya Kelurahan Cisalak Cisalak,
20 April 2022 Nomor :593/054/1V/2022, Bukti TIV-6,

Bukti diatas semuanya telah diber meterai cukup, semuanya tanpa
diperlihatkan aslinya, terkecuali bukti TIV-6 sesuai asli;
Menimbang, bahwa Tergugat IV fidak menghadirkan saksi dalam
persidangan;
. Menimbang, bahwa Tergugat \ mengajukan bukti surat sebagai berikut :
1. Buku Tanah Sertipikat Hak Pakai No. C0001/Cisalak atas nama Departemen
Penerangan Republik Indoesia Cq.Dirwktorat Radio Cq.Proyek Mass Media
Radio Republik Indenesia Di Cimanggis (Sekarang Sukmajaya), bukti TV-1,
9 Buku Tanan Sertipikat Hak Pakai No. J0002/Cisalak atas nama Pemerintah
Republik Indonesia Cq. Kementerian Agama Republik Indonesia, bukti TV-
2
3. \Warkah Pemberian Hak Pakai No 2/Cisalak, bukti TV-3;
Salnan Futusan Pengadilan Tata Usaha MNegara Bandung No.

o 'M' 021/PTUN.BDG Antara PT. Kultur Tanjoeng Utara Lawan Kantor
s —t
cf b anahan Kota Depok Tergugat |l Intervensi Kementerian Agama
f i 4..“.,. L1y Ir
|11 %27 |Rgpublik indonesia, Dikk. HENDRIKO WHAYA, bukti TV-4;
¥ e ) -‘;.\_\_\_ i
o g |
ﬂ.;lw?s' Bukti diatas semuanya telah diberi meterai cukup, semuanya sesuai asli
% o7 Menimbang, bahwa Tergugat V tidak menghadirkan saksi dalam

persidangan;
Menimbang, bahwa Tergugat VIl mengajukan bukti surat sabagai berikut :
1. Eigendom Verponding Nomor 23 (sisa) yang tercatat atas nama Mij Tot
Exploitatle Van Het Land Tjimanggis, bukti TVII-1;
2 Risalah Pemeriksaan Penaksiran Harga Tanah berdasarkan Bijblad 11 372
jo. 12746 can Stbl. 1925 Nomo 434 tanggal 7 Mopember 1856, bukti TVII-2;
3. Surat Melepaskan dan Memindahkan Hak Milik Desember 19586, bukti TVII-
3,
4. Risalah tanggal 27 Desember 1956, bukti TVIl-4;
Surat Keputusan Menteri Agraria Nomor 122/Ka tanggal 23 April 1959, bukii

T™VI-5;

/ Hataman 187 Putusan Nomor; 2580 PALG fEﬂE‘HF?/me_..



5. Surat Keputusan Gubemur Kepala Daerah Tingkat | Jawa Barat Nomor
SK_B48/DA PHT/HP/1981 tanggal 20 Maret 1981, bukti TVII-G;

7 Sura- Permohonan tanggal 1 Februari 1978 dari Soetikno Loekitodisastro
qq Depertemen Penerangan Republik Indonesia, bukti TVI-7;

8. Risakh Pemeriksaan Tanah tanggal 10 Jull 1880, bukti TVII-8;

9. Ikhtisar Tentang Permohonan Hak Pakai Nomor S5 KADPHT/HP/BO
tanggal 25 Juli 1980, bukti TVII-S;

10. Surat Kepala Kantor Agraria Kabupaten Begor tanggal 20 Agustus 1980
Nomor 2411/Kad/PHT/1980, bukti TVII-10;

11. Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 133/Pdt.G/2008/PN.Dpk tanggal
21 Oktober 2010, bukdi TVII-11;

12. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 00/Pdt/2012/PT. Bdg, bukdti
TVII-12;

13. Surat penarimaan laporan kehilangan barang dari Folda Metro Jaya tanggal
19 Oktober 1994 Nomor Pol ; 12300/8/X1994/Satgas OPS “C", bukti TVII-
13;

14. Pengumuman Nomor 593/151/XX1/1994 tanggal 28 Desember 1984 yang
ditardatangani oleh Kepala Kelurahan Cisalak, bukti TVII-14;

engumuman Pertama Tentang Sertipikat Hilang Nomer 03/Peng. KP/1984

/Y
i o, '::-\.

:'zc? ) G ggal 11 Nopember 1994 pada surat kabar harian Merdeka tanggal 12
2[4 (% ' Digsember 1994, bukti TVII-15,

:n)l &["‘\‘*‘q‘jﬁi gumuman Kedua Tentang Sertipikat Hilang Momor J3/Peng KP/1985
. IlIE };‘é-aff nggal 23 Januari1995 pada surat kabar hanan Merdeka tanggal 3 Pebruari

1945, bukti TVII-16;

17. Berita Negara tanggal 20 Desember 1994 No. 101 Perihal Pengumuman
Pertama Tentang Sertipikat Hilang Nomor 03/Peng KP/1894, bukti TVI-17;

18. Berita Negara tanggal 17 Maret 1995 No. 22 Perihal Pengumnuman Kedua,
bukti TVIL18;

18. Harian Rakyat Merdeka tanggal 12 Mei 2006, bukti TVII-1%;

Bukti diatas semuanya telah diber meterai cukup, busti TVII-5, TVII-6,
TVILZ, TVII-8, TVII-G, TVII-10, TVII-11, TVII-14, TVII-15, TVII-18, TVII-17 dan
bukii TVI-18 sesuai dengan asli, sedangkan bukti selain dan selebihnya tidak
diperiihatkan aslinya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat Wil tidak menghadirkan saksi dalam
persidangan;
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v Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 telah dilakukan
pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim, yang pada pokcknya ditemukan fakla
hukum sebagai benkut:

Objek Pen at I

_ Gifk Letter C No.332 Persil 89 S.1I, Luas 1.520 M2, yang terletak di RT.001,

RW.01, Kalurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok (dahulu
Kampung Bojong, Desa Curug, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Dati |l
Bogor), dengan batas-batas:
Dikarenakan posisi objek tanah tersebut teralu jauh, dan Penggugat |
kondisi nya sudah tua dan terlalu capek dikarenakan telah menunjukkan
batas dar objek ke 2 dan objek ke-3 sehingga Fenggugat tidak dapat
menunjuk<an objek perkara ke-1;

—  Pers|B2—D.l, Luas 2.000 M2, terletak diyang terletak di RT.001, RW.01,
Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok (dahulu Kampung
Bojong, Desa Curug, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Dati Il Bogor);
Namun dalam objek tersebut terdapat rumah dan ditempati oleh Syamsudin.
bahwa Syamsudin tersebut menempati objek tersebut tanpa seizin Tergugat
| dan Syamsudin tidak memberikan izin kepada Majelis dan para pihak untuk
masuk ke dalam objek sengketa ke-2 (dua) sehingga Pemeriksaan

empat tidak dapat dilakukan;

ifik Letter C. 1627 Persil D.Ill, Luas 2 000 M2 yang terletak di RT.001,

31 Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok (dahulu

ung Bojong, Desa Curug, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Dati |i

gorjdengan batas-batas
Utara : Tanah Tijah Saripin {C.1626)
Selatan - Tanah Tanah Perkebunan Karet De Meyyer Faber
Barat - Kali Cijantung
Timur * Tanah Arip Ceper (C.1646)
Tanah Tijah Saripin u
B T
Kali
Cijantung
S
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Tanah Perkebunan Karet
tidak tahu pemiliknya

Didalam Objek ke-1 (satu) berdiri bangunan rumah kosong dan terdapat

beberapa tanaman pisang,

Atas Kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Kuasa Tergugat Il

mengajukan petanyaan dan Penggugat | menerangkan:

Bahwa Penggugat | tidak mengetahui siapa yang menanam tanaman
pisang yang berada dalam objek tersebut;

Bahwa yang mendiami rumah kosong adalah Juki;

Bahwa Juki tidak memiliki izin dari Penggugat | untuk menempati rumah
yang tedapat dalam objek tersebut

Objek Penggugat Il :

Girik Letter C No.117 Persil 60-S.111 Luas 1.520 M2 (seribu lima ratus dua
puluh meter persegi) yang terletak di RT.001, RW.01, Kelurahan Cisalak,
Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok (dahulu Kampung Bojorg, Desa Curug,
Kecamatar: Cimanggis, Kabupaten Dati Il Bogor), dengan batas-batas:
Utara

: Rawa Kalong

: Tanah Paksaman

: Kali Cijantung

: Tanah Satim Sepan

n tanah sengketa berdasarkan keterangan Penggugat dan Kuasa
ugat tersebut dapat dilihat dengan gambar yaitu

u
Rawa
Eandang. (B B T
=it Tanah
_ gl Satim/
Kali ;
Cijantung || =5 | | tengah
0 || denau

Tanah Paksaman
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- Didalam Objek ke-1 (satu) berdiri bangunan kandang kambing dan terdapat
beberapa tanaman pisang dan tanaman lain;

- Atas Kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Kuasa Tergugat |
mengajukan pertanyaan dan Pengguagat || menerangkan:Bahwa Penggugat
Il tidak mengetahui siapa yang menanam tanaman pisang yang berada
dalam objek tersebut karena tanah tersebut digarap cleh masyarakat,

Objek Penggugat [ii:

—  Persil 81-S.1, Luas 1.530 M2 (seribu lima ratus liga puluh meter perseqgi)
yang terletak di RT.001, RW.01, Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya,
Kota Depok (dahulu Kampung Bojong, Desa Curug, Kecamztan Cimangais,
Kabupaten Dati Il Bogor),

~ Namun dari Pihak Penggugat |l tidak dapat memberixan tahu batas karena
yang hadir adalah anak dari Penggugat lll, dan di atas tanah tersebut berdir
bangunan milik Radio Republik Indonesia (RRI) yaitu Tergugat 1]

- Kuasa Tergugat |l membenarkan bahwa gedung yang berdiri di atas tanah
tersebut adalah benar gedung RRI

_  Girik Letter C No.1000 Persil 62 D.IIl, Luas 14.570 M2 {empat belas ribu
lima ratus tujuh puluh meter persegi), dengan batas-batas:

o Utara : Tanah Abdul Hamid
e : Tanah Asmat Karung
.’-f'{-f- ; .: &N : Tanah Amat Abas

| . Tanah Asmat Atam

i,
L
.

U
Tanah Abdul Hamid B T
. N il '-'l'. I| o ) :
Tanm i3 tierles sl | | Tanah g
Asmat SRS | Amat
PRy S TN R R b
Aam TR i Ly RIS Ve o | Abas
y = I'. F|-- / .I'r.'i. i ':|T I-| =
L= F et [ B RN < s
Tanah Asmat Karung
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-~ Penggugat Il menerangkan:

- Bahwa Penggugat lIl tidak mengetahui siapa yang menanam tanaman
yang berada dalam objek tersebut karena tanah terssbut digarap oleh
masyarakat,

Objek Penggugat IV

- Girik Letter C No, 1628 Persil 51-S.11, Luas 880 M2 (delapan ratus delapan
puluh meter persegi) yang teretak di RT.001, RW.01, Kelurahan Cisalak,
Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok (dahulu Kampung Bojong, Desa Curug,
Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Dati Il Bogor) dengan batas-batas:

Utara : Tanah Mamiah Nian
Selatan : Jalan Setapak

Barat - Tanah Sawiah Bin Jungkir
Timur : Tanah Tijah saripin

Adapun tanah sengketa berdasarkan keterangan Pengcugat dan Kuasa
Penggugat tersebut dapat dilihat dengan gambar yaitu :

u
Tanah Marniah Nian
B T
.-::.":' b _|I-j|..-li:I II-':i-. I.'- Tanah
5 T I. -I. .l‘i.ij; "ll_ﬂ ':..| - T‘ijai.l E
= " _"EHJ E;i:‘; Saripin

s

Jalan Setapak
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- Bahwa Penggugat IV tidak mengetahui siapa yang menenam tanaman
pisang yang berada dalam objek tersebut dan tanaman pisang tersebut
tumbuh liar;

- Persil 62 = DI, Luas 1.700 M2, terletak diyang terletak d RT.001, RW.01,
Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok (dahulu Kampung
Bojong, Desa Curug, Kecamatan Cimangagis, Kabupaten Dati || Bogor);
Terhadap objek sengketa ini Pihak Penggugat IV tidak dapat menunjukkan
batas dan tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut;

Objek Pen itV

_ Girik Letter C No.1390 Persil 68-5.11 Luas 2.380 M2 (dua ribu tiga ratus
delapan puluh meter persegi) yang terletak di RT.0C1, RW.C1, Kelurahan
Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok {dahuu Desa Curug,
Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Dati Il Bogor), dengan batas-batas:

Utara : Tanah Timin Gutong
Selatan - Tanah Manih Saih
Barat : Tanah Timin Gutong
Timur : Tanah Law Tjin Kuan
]
Taqah Timin
G | B T
Tanah
Law [
Tjin
-
Tanah Manih Saih
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Objek Pengggugat V|
- Girik Letter C No.585 Persil 51-5.11, Luas 5 800 M2 (lima ribu delapan ratus

meter persegi), yang teretak di RT.001 RW.01 Kewrahan Cisalak,
Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok (cahulu Kampung Bojong, Desa Curug,
Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Dati Il Bogor), dengan batas-batas:

Utara : Tanah Tohir Biran
Selatan : Tanah Yahya Senim
Barat : Tanah Jenih Jisan
Timur : Tanah Jana Godog

Adapun tanah sengketa berdasarkan keterangan Penggugat dan Kuasa
Penggugat tersebut dapat dilihat dengan gambar yaitu

u
Tanah Tohir Biran
B T
Tanan S
Jans
Godog

' J ,L*‘. -.; yqaligat V1 tidak dapat menunjukkan batas Barat dikarenzkan terhalang

an;

Jahwa dalam objek sengketa tersebut terdapat 2 (dua) kandang sapi,
1 (satu) rumah dan 1 (satu) kolam Lele;

- Bahwa yang menepati rumah tersebut adalah Jeny;

- Bahwa Penggugat VI tidak mengetahui yang membuat 2 (dua)
kandang sapi dan 1 (satu) kolam Lele tersebut;

- Bahwa yang membangun bangunar tersebut adalah penggarap;

jek Penggugat lll:

- Penggugat lll dan Kuasanya menjelaskan bahwa objek sengketa ke-2 (dua)
yang akan dilakukan Pemeriksaan Sstempat adalah Parsil 53-D.|, Luas
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1.160 M2 (seribu seratus enam pulun meter persegi), namun tidak dapat
ditunjukkan batas-batas tanah tersebut karena telah menjadi jalan tol;

Objek Penggugat VII:

-  Penggugat VIl menjelaskan bahwa ada 1 (satu) objek sengketa yang
akan dilakukan pemeriksaan setempat s2bagamana surat
gugatannya, Kuasa Penggugat menerangkan bahwa Fenggugat VIl
tidak hadir dan Kuasanya menjelaskan bahwa Kuasa Penggugat tidak
dapat menunjukkan batas-batas tanah dari Penggugat VII;

Objek Penggugat Vill:

- Girk Letter C No. 547 Persil 60 5-1, Luas 5.050 M2 (lima ribu lima pulub
meter), yarg terletak di RT.001, RW.01, Kelurahan Cisalak, Kecamatan
Sukmajaya, Kota Depok (dahulu Desa Curug, Kecamatan Cimanggis,
Kabupaten Dati Il Bogor), dengan batas-batas dahulunya:

- Utara : Tanah Fatimal Main

- Selatan : Tanah Piih Saripin

- Barat ; Tanah Samin Geboi

- Timur : Tanah Sanih Bangking

rdasarkan keterangan dari Penggugat VIIl, batas-batas tanah tersebut
dak dapat ditunjukkan karena objek tanah tersebut telah menjadi danau

Afhun danulunya merupakan tanah sawah
T
X

Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok (dahulu Kampung Bojong, Desa Curug,
Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Dati || Bogor), dengan batzs-batas:

- LUtara : Tanah Lian Bulong
- Selatan : Tanah Jumit Karung
- Barat : Tanah Nyai Nilan

- Timur : Tanah Jambul
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Tanah Lian Bulong

_: r 1 E T
= st 1% Ir :-'|= -
Tana_h '~.-r_|-_..;!_.l'._.;-'.3 *,.' u Tanah
Nyai || 8] | Jambul 5
Nilan T i g ’* Mot 0
i R B S L L el
N STUE Gt | )
SV N
Tanah Jumit Kamnung

-  Penggugat IX menerangkan:

- Bahwa Pisang dan tanaman yang tumbuh di objek tanah tersebut

tumbuh liar;
- Bahwa adanya penggarap yang menanam karena tanah tersebut

telah ditinggalkan;
-  objek ke-2 (dua) dari Penggugat IX yaitu Persil 54 D.Ill, Luas 2.650
i M2 (dua ribu enam ratus lima puluh meter persegi), namun dari Pihak
3 Som NE enggugat IX menyatakan bahwa tidak memiliki tanah tersebut dan
ngakui bahwa hanya memiliki tanah objek ke-1 (satu} yaitu Girik
r C No.68 Persil 62-D.1Il Luas 5.730 M2 (lima ribu tujuh ratus tiga
luh meter persegi), yang terletak di RT.001, RW.01, Kelurahan
_ isalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok (dahulu Kampung
-—= Bojong, Desa Curug, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Dati Il

Bogor);

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian oleh pars pihak telah
ternyata adanya gugatan intervensi, dan terhadap gugatan intervensi tersebut
telah diputus oleh Majelis Hakim tangga 3 MNovember 2022, yang amarya
berbunyi :

1. Menolak permohonan Penggugat Intervensi untuk masuk sebagai pihak

Penggugat dalam perkara perdata ho. 259/Pdt.G/2021/PN.Dpk;

2. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melanjutkan pemeriksaan

perkara;
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Menimbang, bahwa para pihak mengajukan kesimpulan tanggal 24
MNovember 2022;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara
Sidang dianggap termasuk dan termuat pula dalam Putusan ni sebagai suatu
kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

: Menimbang, bahwa pada akhimya para pihak fidak mergajukan sesuatu
hal lagi dan selanjutnya mohon putusan;
TENTANG PERTIMBANGAN HUEUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Fenggugat adalah
sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat |, Il, lll, IV, V., dan Tergagat VIl telah
meangajukan jawaban yang berisi eksepsi, ‘awaban pokck perkara, serta dalam
gugatan terdapat gugatan provisi, yang semuanya akan dibertimbangkan
dibawah ini;

DALAM PROVISI :
Menimbang, bahwa Para Penggugjat didalam gugatannya meminta

Majelis Hakim mengeluarkan putusan provisi tentang permohonan status quo
atas tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang putusan provisi distur dalam Pasal
HI!R yang dikenal dengan Frovisionele beschikking yakni putusan yang
sementara menunggu sampai dengan putusan akhir mengenai pokok

Menimbang, bahwa secara formil tuntutan provisi harus memuat dasar
alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya, mengemukakan
dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan, gugatan dan
permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa pada umumnya pulusan provisi dijatuhkan agar
Tergugat menghentikan sementara suatu kegiatan agar fidax menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi Para Penggugat;

Menimbang, bahwa mencermati tuntutan provisi yang diajukan oleh
Penggugat tersebut menurut Majelis Hakim adalah tuntutan yang tidak berdasar
karena Penggugat tidak menguraikan urgensi atau keadaan-keadaan mendesak

apa saja yang dapat ditimbulkan yang terkait dengan tanah sencketa;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut
Majelis Hakim tunwtan provisi Penggugat dinyatakan tidak cukup beralasan,
sehingga tuntutan provisi tersebut ditolak;

DALAM EKSEPSI :
Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat |, Il, Ill, IV, V, can Tergugat

VIl mengajukan eksepsi yang menyangkut kewenangan, yarg terhadap eksepsi
kewenangan tersebut telah diputus sebagaimana Putusan Sela tanggal 08 Juni
2022,

Menimbang, bahwa tentang eksepsi lainnya akan diperimbangkan

sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi legal stending terhadap eksepsi ini
Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi legitima persona standi n judicio
merupakan jenis dalam eksepsi error in persona dalam bentuk diskualifikasi in
person, error in persona apabila Penggugat bukan orang yang berhak zontonya
-anak dibawah umur, orang dibawah perwalian dan yang berlindax untuk atas

‘A\Menimbang, bahwa selain hal diatas terdapat pula syarat adanya
iahan hukum antara para pihak dengan peristiwa hukum dalam posita
r yang kemudian dipersengketakan;

# Menimbang, bahwa oleh karena yang akan diukur dalam eksepsi

“diskualifikasi in person ini adalah erat hubungannya dengan <edudukan

Penggugat stas objek sengketa dan untuk membahas hal tersbut masuk dalam
materi pokok perkara yang membutuhkan pembukiian maks beralasan apabila
eksepsi ini d nyatakan ditalak;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi kurang pihak sebagaimane eksepsi
yang diajukan Para Tergugat, seperti disebutkan dalam eksepsi Tergugat |,
seharusnya Penggugat juga menark Kementrian Keuangan kaena proses
persetujuan pengalihan BMN dan serah terima terhadap objek perkara ditetapkan
status penggunaannya oleh Menteri Keuangan, selain ifu Tergugat | dalam
eksepsinya menerangkan seharusnya Para Penggugat juga menark Piih Bin
Riun dan Kawan-kawan karena objek perkara merupakan tanah milk adat yang
luas =eluruhnya adalah 1.210.000 M2 (satu juta dua ratus sepulun ribu meter

persegi; adalah milik Kampung Bojong dan Bojong Malaka;
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Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam repliknya menjawab eksepsi
tersebut, menyatakan bahwa pihak yang digugat oleh Para Penggugat adalah
yang dianggap melakukan pelanggaran hak keperdataan Para Penggugat,
Menteri Keuangan fidak dianggap sebagai pihak yang secara langsung
melanggar hak keperdataan Para Penggugat, begitupun dengan Piin Bin Riun

dan kawan-kKawan,

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi diatas dipertimbangkan Majelis
Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pemeriksaan setempat yang telah
dilakukan Majelis Hakim tanggal 13 Juli 2022 yang kemudian telah ditemui fakta
hukum sebagai berikut:

Objek Penggugat |;
- Persil62 — DI, Luas 2.000 M2, terletak diyang terletak di RT 001, RW.01,

Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok (dahulu Kampung
Bojong, Desa Curug, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Dati Il Bogor),

Namun dalam objek tersebut terdapat rumah dan ditempati ofeh Syamsudin.
bahwa Syamsudin tersebut menempati objek tersebut tanpa seizin Tergugat

setampat tidak dapat dilakukan;

| etter C. 1627 Persil DI, Luas 2.000 M2 yang terletak di RT.001,
/01, Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok (dahulu
bung Bojong, Desa Curug, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Dati ||

Bogorjdengan batas-batas
Litara : Tanah Tijah Saripin (C.16286)
Selatan - Tanah Tanah Perkebunan Karet De Meyyer Faber
Barat : Kali Cijantung
Timur - Tanah Arip Ceper (C,1646)

- Bahwa Penggugat | tidak mengetahui siapa yang menanam tanaman pisang
yang berada dalam objek tersebut;

- Bahwa yang mendiami rumah kosong adalah Juki;

- Bahwa Juki tidak memiliki izin dari Penggugat | untuk menempati rumah
yang terdapat dalam objek tersebut;

Objek Penggugat Il :
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- Girik Letter C No.117 Persil 60-5.111 Luas 1.520 M2 (seribu lima ratus dua
puluh meter persegi) yang teretak di RT.001, RW.0M, Kelurahan Cisalak,
Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok (danulu Kampung Bojong, Desa Curug,
Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Dati |l Bogor), dengan batas-batas:

Utara : Rawa Kalong
Selatan : Tanah Paksaman
Barat : Kali Cijantung
Timur : Tanah Satim Sepan

- Didalam Ob ek ke-1 (satu) berdiri bangunan kandang kambing dan terdapat
beberapa tanaman pisang dan tanaman lain;

-  Atas Kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, <uasa Tergugat |
mengajukan pertanyaan dan Penggugat |l menerangkan -bahwa Penggugat
Il tidak mergetahul siapa yang menanam tanaman pisang yang berada
dalam objek tersebut karena tanah tersebut digarap olen masyarakat,

Objek Penggugat lll:
- Girk Letter C No.1000 Persil 62 DU, Luas 14.570 M2 (empat belas ribu

lima ratus tujuh puluh meter persegi), dengan batas-batas:

Utara : Tanah Abdul Hamid
Selatan : Tanah Asmat Karung
Barat : Tanah Amat Abas
Timur - Tanah Asmat Atam

Bahwa Penggugat Il tidak mengetahui siapa yang menanam tanaman
yang berada dalam objek tersebut <arena tanah tersebut digarap oleh
masyarakat;

Objek Penggugat V

- Girk Letter C No.1390 Persil 69-S.1| Luas 2.380 M2 (dua ribu tiga ratus
delapan puluh meter persegi) yang terletak di RT.001, RW 07, Kelurahan
Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok (dahulu Desa Curug,
Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Dati || Bogor), dengan batas-batas:

Utara : Tanah Timin Guiong
Selatan : Tanah Manih Saih
Barat : Tanah Timin Gutong
Timur : Tanah Law Tjin Kuan
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Objek Penggguagat VI
- Girk Letter C No.585 Persil 51-S.1I, Luas 5.800 M2 (lima ribu delapan

ratus meter persegi), yang terletak di RT.001 RW.01 Kelurahan Cisalak,
Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok (dahulu Kampung Boong, Desa
Curug, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Dati || Bogor), dengan batas-

batas:
Utara : Tanah Tohir Biran
Selatan : Tanah Yahya Senim
Barat : Tanah Jenih Jisan
Timur : Tanah Jana Godcg

- Penggugat VI tidak dapat menunjukkan batas Earat dikarenakan terhalang
bangunan;

-  Bahwa dalam objek sengketa terseout terdapat 2 (dua) kandang
sapi, 1 (satu) rumah dan 1 (satu) kolam Lele;

-  Bahwa yang menepati rumah tersebu: adalah Jeny;

_ Bahwa Penggugat VI tidak mengezahui yang membust 2 (dua)
kandang sapi dan 1 (satu) kolam Lele tersebut,

-  Bahwa yang membangun bangunan tersebut adalah penggarap;
bjek Penggqugat Il

Boggugat |ll dan Kuasanya menjelas<an bahwa objek sergketa ke-2
) yang akan dilakukan Pemeriksaan Setempat adalah Parsil 53-D.,
35 1.160 M2 (seribu seratus enam puluh meter persegi}, ramun tidak
Apdt ditunjukican batas-batas tanah tersebut <arena telah menjadi jalan

Menimbang, bahwa dari uraian diatas tslah ternyata terdapat pihak-pihak
yang berada di atas objek sengketa, sebagaimana pada ob ek sengketa yang
ditunjuk Penggugat |, objek sengketa yarg ditunjuk Penggugat I, objek
sengketa yang ditunjuk Penggugat Ill, objek sengketa yang ditunjuk Penggugat
\ dan objek sengketa yang ditunjuk Penggugat VI,

Menimbang, bahwa alasan pengajuan eksepsi ini yaitu apabila erang
yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap. Atau yang bertindak sebagai
Penggugat tidak lengkap, dengan kata lain masih ada crang yang seharusnya
menjadi Penggugat atau Tergugat dalam suatu permasalahan yang dapat
mengakibatkan perscalan menjadi jelas sehingga permasalahan terselesaikan

secara tuntas,
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Menimbang, Eahwa oleh karena terdapat pihak-pihak lain yang tidak ikut
digugat, sedangkan telah temyata menguasal objek sengketa dapal
mengakibatkan gugatan ftidak dapat diterima, hal tersebut juga sejalan dengan
Putusan Mahkamah Agung Nomor 821 </SipM975 yang dalam kaidah
hukumnya menerangkan bahwa temnyata disebagian objek perkara tidak
dikuasal tergugat, tetapi dikuasai pihak lain oleh karena pihak lain itu tidak
digugat dapat mengzkibatkan gugatan mengandung cacat,

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung diatas dijadikan rujukan
dalam penjatuhan putusan dalam perkara in: maka beralasan apabila eksepsi
yang diajukan Tergugat | dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tij.an gugatan Para Penggugat
sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Mejelis Hakim mengabulkan eksepsi
dari Tergugat |, sehingga gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak
dapat diterima;

Menimbang, oleh karena dalam perkara ini tidak ada pihak yang
dimenargkan ataupun dikalahkan sehingga dengan demikian Penggugat
hai pihak yang mengajukan gugatan maka sepatutnya dibebani membayar

erkara;
" Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari peraturan-peraturan yang

1o .
an dengan perkara ini terutama HIR;

MENGADILI:

am Provisi :
- Menolak gugatan provisi;

Dalam Eksepsi :
- Mengabulkan eksepsi Tergugat |,
Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar
Rp. 15.295.000,00 (lima belas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu
rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pangadilan Negeri Cepok, pada hari: SENIN, Tanggal 5 Desember 2022, terdiri
dari - Dr. Dive Ardanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nugraha Medica

/ Halaman 202 PutJsan Nomor: 258/ PdiG rzuzm?hpuvl-f



Prakasa, S.H., MH., dan Fausi, S.H. M.H.. masing-masing setagai Hakim
Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum
pada hari: KAMIS, tanggal 8 Desember 2022, oleh Haxim Ketua tersebut,
didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh : |dham Khalid, S.H
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dihadiii oleh ; Kuasa Para
Penggugat, Kuasa Tergugat |, Kuasa Tergugat Il,- Kuasa Tergugat I, Kuasa
Tergugat IV, Kuasa Tergugat V tanpa dihad/ri oleh Tergugat */I dan Tergugat

ViI;

Hakim Anggota Hakim Ketua,
Nugraha Medlca Prdkaka,|S.H., MH ~ Dr. Diva / Aﬁant_u_gi—l ,M.H

Ttd

Faugi §.r HY

Panitera Pengganti,
Ttd

% “JdhasRhdld, SH-

aftaran © :Rp.  30.000.00

ya Proses Perkara :Rp. 75.000,00
engadasn :Rp. 65.000,00
Pemeriksaan setempat  : Rp. 9.000.000,00
Biaya Panggilan :Rp. 5.845.000,00
PNBP :Rp.  160.000,00
Materai : Rp. 10.000,00
Redaksi : Rp. 10.000,00 +
Jumlah : Rp. 15.285.000,00

{lima belas juta dua ratus sembilan pulul lima ribu rupiah);
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FOTOCOPY : Putusan perkara Perdata dalam tingkat : PERTAMA

Dari : Pengadilan Negeri Depok. Tangcal : 8 Desember 2022
Momor : 259/Pdt.G/202-/PN Dpk

CATATAN :

« Bahwa Putusan perkara perdata Gugatan Momor
259,Pdt.G/2021/PN Dpk tersebut telah diputus pada tanggal
8 De=sember 2022 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok
dihadii oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa
Tergugat 11, Kuasa Tergugat I11, Kuasa Tergugat IV, Kuasa Tergugat
V tanpa dihadiri oleh Tergugat VI dan Tergugat VII;

« Bahwa pemberitahuan isi Putusan kepada pinak Tergugat VI sedang
dalan proses pembentahuan isi Putusan;

« Bahwa pemberitahuan isi Pulusan kepada pihak Tergugat vII sedang
dalan proses pembentahuan isi Futusan;

= Bahwa atas Putusan tersebut baik pihak Kuasa Para Penggugat,
Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergucat II, Kuasa Tergugat III,
Kuasa Tergugat IV, Kuasa Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII
pada saat salinan Putusan ini dikeluarkan pada tanggal
13 Desember 2022,

FOTOCOPY - Putusan ini dibuat sesuai dengan aslinga pada tanggal
13 Desember 2022 dan telah dicatat di Kepaniteraan Perdata
Pengaditan MNegeri Depok dengan Register Nomor
832/Leges/XI/2022/Pdt/PN Dpk;

Atas Permohonan - Kuasa Tergugat | sendiri untuk yang pertama,

Tanda bayar kas.
Pada tanggal - 13 Desember 2022

Penyerahan Salinan : Rp. 101.500,-

Perlembar @ 500,-
Fotocopy Salinan Rp. 101.500,- /

Perlembar @ 500,-

PNBEP - Rp. 10.000.-

Meterai . Rp. 10.000.- f }

Sampul Salinan _ : Rp.  5.000-+ HEA Suns A T
: Rp. 228.000,- ( Paraf Penerima

TEL 1 (CSEm pER 2022



